GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 712 /KEP/HK/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif
dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur khususnya pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 27); 4*/‘



MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

SOP Penanganan Surat Masuk;

SOP Penanganan Surat Keluar;

SOP Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

SOP Pengusulan Karis/Karsu Pegawai Negeri,;

SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

SOP Proses Pengurusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil;

SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

Pegawai Negeri Sipil;

SOP Pengusulan Cuti Pegawai Negeri Sipil;

SOP Pengusulan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya

Satya;

j. SOP Pengusulan Kartu Pegawai Negeri Sipil;

k. SOP Pengusulan Tugas Belajar (TUBEL) dan Ijin Belajar (IBEL);

SOP Pengajuan Usulan Surat Perintah Tugas dan Surat

Perintah Perjalanan Dinas Kepala Dinas;

m. SOP Pengesakan SK;

SOP Pengajuan UP ke Badan Keuangan Daerah;

SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester di

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

SOP Pengajuan SPP LS Gaji;

SOP Pengajuan Laporan Fungsional dan Laporan Administratif;

SOP Pengajuan SPP UP/TU/GU/LS;

SOP SPP Susulan/ Kekurangan Gaji Pegawai;

SOP Pencairan Uang Lembur;

SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas;

SOP Penyusunan Rencana Strategi { RENSTRA);

SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);

SOP Penyusunan RKA dan DPA;

SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD);

SOP Penyusunan Usulan Pergeseran atau Perubahan

Anggaran;

aa. SOP Penyelenggaraan Bantuan Sarana Prasarana APBD bagi
Sekolah Luar Biasa (SLB);

bb. SOP Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana
APBN bagi SLB, Sekolah Induksi, PLK, SKO, PLA, ADEM 3T;

cc. SOP Penyelenggaraan Bantuan Dana Alokasi Khusus;

dd. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) Sekolah Luar Biasa (SLB); %
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Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Keterampilan Siswa (LKS)
Sekolah Luar Biasa (SLB);

Penyelenggaraan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional (O2SN) Sekolah Luar Biasa (SLB);

SOP Legalisir Ijasah;

SOP Pengusulan [jin Operasional Unit Sekolah Baru Sekolah
Luar Biasa (SLB);

SOP Penyelenggaraan Bantuan Dana Bos Sekolah Luar Biasa
(SLB);

SOP Penggantian [jasah/SKHUN;

SOP Perpindahan Peserta Didik antar Satuan Pendidikan dan
Antar Kabupaten/Kota;

SOP Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama;

SOP Pengusulan [jin Operasional Sarana Prasarana,;

SOP Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK;

SOP Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek SMA/SMK Tingkat
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

SOP Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah
SMA/SMK;

SOP Penyelenggaraan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK);
SOP Penyelenggaraan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional SMA/SMK;

SOP Penyelenggaraan Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) SMA,;

SOP Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar
SMA/SMK;

SOP Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Debat Bahasa Inggris-
Indonesia SMK;

SOP Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa
SMK;

SOP Penyelenggaraan Program PIP SMA/SMK;

SOP Magang Siswa SMK;

SOP Penyelenggaraan Gebyar SMK;

SOP Penyelenggaraan PIP SMA,;

SOP Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK;

SOP Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah SMK;
SOP Penyelenggaraan Bantuan Dana Alokasi Khusus
SMA/SMK;

SOP Penyelenggaraan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional SMA/SMK;

SOP Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar
SMA,;

SOP Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Debat Bahasa Inggris-
Indonesia SMA;

SOP Mutasi Siswa SMA/SMK;

SOP Penyelenggaraan Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) SMA;

SOP Mutasi Siswa Antar Provinsi;

SOP Penerbitan Surat Keterangan Pengganti ljazah, STTB; ‘&
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kkk. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kreatifitas,
Minat, dan Bakat Siswa Tingkat Provinsi;

1. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Lomba OSN,;

mmm. SOP Pengajuan Usulan Surat Perintah Tugas dan Surat
Perintah Perjalanan Dinas Bagi Eselon III, IV, dan Staf;

nnn. SOP Proses Surat Keputusan Ijin Operasional Unit Sekolah
Baru;

000. SOP Jjin Operasional Sekolah Baru;

ppp. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum 13 Tingkat
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

qqq. SOP Penyusunan TOR Festival Kesenian Daerah Tingkat
Nasional;

rrr. SOP Penyusunan TOR Festival Kesenian Daerah Tingkat
Provinsi; ‘

sss. SOP Penyusunan TOR Gita Bahana Nusantara; |

ttt. SOP Layanan Peminjaman Busana Adat;

uuu. SOP Penyusunan TOR Lomba Lukis Pelajar Tingkat TK, SD,
SMP, SMA/SMK;

vvv. SOP Penyusunan TOR Melukis Mural;

www. SOP Mitra Praja Utama (MPU);

xxx. SOP Penyusunan TOR Musikalisasi Puisi;

yyy. SOP Penyusunan TOR Pameran Seni Rupa Tingkat Provinsi;

zzz. SOP Penyusunan TOR Designer Nusa Tenggara Timur dan
Parade Tingkat Nasional;

aaaa. SOP Penyusunan TOR Parade musik Daerah Tingkat
Nasional;

bbbb. SOP Penyusunan TOR Parade Tari Nusantara;

ccce. SOP Penyusunan TOR Pawai Budaya Tingkat Nasional;

dddd. SOP Penyusunan TOR Pembuatan Komik Cerita Rakyat;

eeee. SOP Penyusunan TOR Pemetaan dan Pengkajian Bahasa
Daerah;

ffff. = SOP Penyusunan TOR Seni Masuk Sekolah;

gggg. SOP Penyusunan TOR Temu Karya Taman Budaya Tingkat
Nasional;

hhhh. SOP Penyusunan TOR Workshop Tenun Ikat dan
FLOBAMORATA Fashion Carnival,

iiii. = SOP Bimtek Juru Pelihara Cagar Budaya Se-Daratan Flores di
Kabupaten Ende;

ilii- SOP Katalogisasi Digital Koleksi Kain Tenun Berbasis IT;

kkkk. SOP Layanan Informasi Museum;

1ll. SOP Lomba Cerdas Cermat Museum bagi Pelajar Tingkat
Provinsi;

mmmm. SOP Lomba Karya Budaya Museum Tingkat SMA/SMK;

nnnn. SOP Museum Masuk Sekolah;

0000. SOP Pameran Museum Alat Musik Nusantara Tingkat
Nasional;

pppp. SOP Pameran Museum Keliling;

qqqq. SOP Pameran Museum Temporer (Pameran Kain Tenun)
Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur; %%
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SOP Pameran Museum Tingkat Regional (Kain Tenun
Tradisional);

SOP  Pencetakan  Leaflet/ Spanduk/Poster/ Backdrop
Museun,;

SOP Pengadaan Benda Koleksi Museum;

SOP Pengkajian Koleksi Kain Tenun;

SOP Perawatan Koleksi Kayu;

SOP Registrasi Cagar Budaya Se-daratan Timor;

SOP Revitalisasi Rumah Adat;

SOP Eskavasi Situs Sejarah dan Purbakala;

SOP Layanan Sewa Mobil Bioskop;

SOP Pengkajian Tradisi Megalitik;

SOP Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama
di Bidang Budaya (Pembinaan Juru Pelihara Cagar
Budaya);

SOP Revitalisasi Objek Peninggalan Sejarah dan
Purbakala;

SOP Sosialisasi Museum;

SOP Survey Potensi Budaya;

SOP Dialog Kebudayaan;

SOP Inventarisasi Cerit dan Permainan Rakyat;

SOP Jejak Tradisi Daerah;

SOP Kajian Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat;
SOP Kajian Sistem Pemerintahan Tradisional;

SOP Kajian Sistem Pengetahuan Tradisional;

SOP Kajian Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat;

. SOP Penganugerahan Kebudayaan Untuk Pelestari/

Maestro Budaya;

SOP Pelestarian Budaya Daerah Lintas Kabupaten;

SOP Pemutaran Film Berkarakter;

SOP Pengkajian Sejarah Pejuang;

SOP Publikasi Cerita Rakyat;

SOP Visualisasi Upacara Adat Daerah;

SOP Penanganan Surat Masuk ke Bidang Pembinaan
PTK;

SOP Penanganan Surat Keluar ke Bidang Pembinaan
PTK;

SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat Guru;

SOP Penanganan Mutasi Guru;

SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji
Berkala Guru;

SOP Pengusulan Cuti Guru;

SOP Pengusulan Tanda Kehormatan Satya Lencana
Karya Satya;

SOP Pengusulan Tugas Belajar (TUBEL) dan [jin Belajar
(IBEL);

SOP Pengusulan Pemberhentian Sementara Jabatan
Fungsional Guru;

Pengusulan Pengaktifan Kembali Jabatan Fungsional
Guru setelah Tugas Belajar; y




oo v ol SOP Pengusulan Pengangkatan Guru Kontrak Provinsi;

dddddd. SOP Usulan Hasil Seleksi Jabatan Fungsional Lepala
Sekolah/ Pengawas Bidang Pembinaan PTK;

eecece. SOP Surat Ucapan Terima Kasih PTK, Kepala Sekolah
dan Pengawas;

idiii SOP Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Guru,
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;

ggeggo. SOP Pengelolaan GTK Berprestasi dan Berdedikasi;

hhhhhh. SOP Pengusulan Formasi CPNS Guruy;

1iidid. SOP Menyusun Program Pembimbingan dan Pelatihan
Profesional Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata ‘
Pelajaran; ‘

jiiiii- SOP Surat Perintah Melaksanakan Tugas; i

kkkkkk. SOP Penerimaan Penghasilan Tambahan Guru Honor
Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan Jenjang
SMA/SMK/SLB;

111111, SOP Tunjangan Profesi Guru;

mmmmmm. SOP Penambahan Pendidik dan Tenaga Pendidik Baru;

nnnnnn. SOP Pengusulan Surat Rekomendasi Penugasan PLT
Kepala Sekolah;

000000. SOP Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan ke
Dalam dan Luar Negeri;

ppPPPPP- SOP Pemberhentian Kepala Sekolah;

qgqqqqq- SOP Rekomendasi Pengangkatan Pertama dalam Jabatan
Fungsional Guru; dan

ITITIT. SOP Pendidikan Profesi Guru.

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara
Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Keputusan Gubernur ini dan dilakukan secara berkala sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2( 2uwi 2020 R/

l’ GUBERNUR NU% TIMU

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:
Wakil Gubernur NTT di Kupang.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR  : 212  TAHUN 2020
TANGGAL : ¢  JUNI2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP-AP 01 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Telepon/Faximili

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penanganan surat masuk terlambat maka akan berdampak pada terlambatnya
tindaklanjut penanganan surat Keluar.

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




No. Tahap Kegiatan Keterangan
P:::h“ Kepala Dinas | Sekretaris Dinas | Kasubag Kepegum Kelengkapan Waktu Output i
1 2 3 4 5 [} 7 8 9 10
1 |Menelaah surat masuk, melampirkan lembar disposisi Surat masuk terlampiri lembar 10 menit  |Surat masuk dan Lembar
dan diteruskan ke Kepala Dinas Pendidikan dan disposisi Disposisi
Kebudayaan
2 |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan memberikan v Surat masuk dan lembar 10 menit | Surat masuk dan Disposisi
petunjuk kepada Sekretaris Dinas untuk ditindaklanjuti Disposisi
3 |Menelaah,memberikan petunjuk kepada Kasubag Surat masuk dan Disposisi 10 menit | Surat masuk dan Disposisi
Kepegawaian dan umum untuk ditindaklanjuti
4 |Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi dan Surat masuk dan Disposisi 10 menit | Tindak lanjut surat masuk
menyerahkan ke pejabat pelaksana yang ditunjuk untuk
diproses selanjutnya
5 |Mengarsipkan surat Tindak lanjut surat masuk 10 menit | Dokumentasi dan
Pengarsipan




Nomor SOP-AP_ 02 Tahun 2020
[ Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi i P
Tanggal Efektif A e T
Disahkan Oleh DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUD N
WSA TENGGARA TIMUR }
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ' :
SEKRETARIAT Penanganan Surat Keluar
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DANUMUM | {77
Dasar Hukum _ Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 1. Pendidikan minimal SLTA
Birokrasi 2010-2025 2. Menguasai Tata Naskah Dinas
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
3. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2, ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila tidak surat keluar tidak diproses dengan benar maka akan berdampak pada 1. Pada Agenda Surat Masuk
terlambatnya tindaklanjut surat keluar. 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pejabat Kasubag Sekretaris Keterangan
Palakssiia Kepegum Divian Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 ] 9 10
1. |Menyiapkan konsep surat keluar Disposisi surat 20 menit |Konsep Surat |Terkait SOP
berdasarkan disposisi Kasubag —)| Mulai ' masuk/ petujuk Keluar Penanganan
Kepegawaian dan Umum - atasan Surat Masuk
2. |Mengoreksi konsep surat keluar, apabila ] Konsep Surat 20 menit |Konsep Surat
setuju maka dibubuhkan paraf dan Tidak )\ Keluar Keluar
diteruskan ke Sekretaris Dinas dan - -
apabila tidak setuju maka dikembalikan '3 5
ke pejabat pelaksana untuk diperbaiki
3. |Menelaah konsep surat keluar, apabila Konsep Surat 20 menit |Konsep surat
setuju maka akan diparaf dan diteruskan Tidak b 4 Keluar keluar
ke Kepala Dinas dan apabila tidak setuju = T
maka dikembalikan ke Kasubag " | r
Kepegawaian dan Umum untuk
diperbaiki
4. |Menelaah konsep surat keluar, apabila v Konsep surat 20 menit |Surat keluar
setuju maka ditandatangani dan apabila Tidak _~ keluar
tidak setuju maka dikembalikan untuk
diperbaiki
| |
5. |Mengagendakan, mendistribusikan dan Surat keluar 20 menit |Bukti surat
mengarsipkan @ keluar dan
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP-AP 03 Tahun 2020
anggal Pembuatan e
Tanggal Revisi 270 PR AN
Tanggal Efektif s SRS
Disahkan Oleh H &
i’]s ) INSIRIRA A TENGGARA TIMUR #
&L
! 5 o% b
'.\; c '\va‘:“ &‘i (] E‘
\}\-ﬁ 4t ;
‘:i\—;,’ i3 BES ENYAMI
Judul SOP Mumﬁ-\emw Sipil

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010- 2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

2018-2022
|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Mutasi Pegawai Negeri Sipil di BKD 1. Komputer
2. ATK

3. Buku Agenda Surat Keluar
4. Telepon/Faximili

Peﬁngatan

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila Mutasi Pegawai Negeri Sipil tidak diproses akan berdampak pada kinerja Aparatur
Sipil Negara yang bersangkutan

1. Pada Buku Agenda Surat keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Mo L e P:Ieaj:::l:a ll((:::::rgn Se;:'::asris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Raaengn
1 2 3 4 ] 6 7 8 9 10
1 |Menyusun Konsep Surat Surat masuk 20 menit |Konsep surat Terkait SOP
Rekomendasi sesuai Disposisi -—)l Mulai ' terlampiri lembar rekomendasi Penanganan
pimpinan disposisi Mutasi Pegawai  |Surat Masuk
2 |Memeriksa dan mengoreksi konsep Tidak Konsep surat 20 menit |Konsep surat
surat rekomendasi mutasi pegawai, /,l\ rekomendasi Mutasi rekomendasi
apabila setuju maka membubuhkan Pegawai Mutasi Pegawai
paraf dan apabila tidak setuju maka T~ Ya
dikembalikan ke Pejabat Pelaksana
Untuk diperbaiki
3 |Memeriksa dan mengoreksi konsep Konsep surat 20 menit |Konsep surat
surat rekomendasi mutasi pegawai, ) " rekomendasi Mutasi rekomendasi
apabila setuju maka membubuhkan Tidak ) T Pegawai Mutasi Pegawai
paraf dan apabila tidak setuju maka \\/ Ya
dikembalikan ke Kasubag untuk
diperbaiki
4 |Memeriksa dan mengoreksi konsep Konsep surat 30 menit |Surat
surat rekomendasi mutasi pegawai, rekomendasi Mutasi rekomendasi
apabila setuju maka membubuhkan Tidak é Pegawai Mutasi Pegawai
paraf dan apabila tidak setuju maka TN
dikembalikan ke Sekretaris Dinas
untuk diperbaiki
5 |Mengirim surat rekomendasi mutasi A Surat rekomendasi | 15 menit |Surat
pegawai ke BKD dan pengarsipan I Selesai ' Pegawai dan rekomendasi
pengarsipan Mutasi Pegawai
dan pengarsipan/
dokumentasi




|Nomor SOP-AP 04 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan -
Tanggal Revisi ZGVAH Ao
Tanggal Efektif i NI
|Disahkan Oleh { ERALA DINAS PENG AAN
i X > ~la
1
\
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ! B
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT Judul SOP Pengusulan K:
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Buku Agenda Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki Karis/Karsu akan mempengaruhi data pensiun

penerima pensiun

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Pada Buku Agenda Surat keluar




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Pejabat Pelaksana Kasubag Kepegum Sekretaris Dinas Kepala Dinas Output
q 2 3 4 5 [ 7 8
1. |Menugaskan Pejabat Pelaksana untuk Konsep surat pengantar |[terkait SOP surat Masuk
menindaklanjuti PNS yang mengusulkan Kartu Istri —)l Mulai ' usulan Karis dan Karsu
dan Kartu Suami (Karis dan Karsu) beserta kelengkapan
Konsep surat pengantar

Menyusun konsep surat Pengantar usulan Karis
dan Karsu dan meyiapkan kelengkapan
administrasi lainnya dan menyampaikan ke
Kasubag Kepegawaian dan umum

A2

P
i

Ya

usulan Karis dan Karsu

3. |Memeriksa konsep Surat Pengantar usulan karis Surat pengantar usulan
dan Karsu beserta kelengkapan administrasi v karis dan karsu
lainnya, apabila setuju maka membubuhkan paraf ok ) e T
dan apabila tidak setuju maka dikembalikan untuk \\A/ Ya
diperbaiki

4. |Memeriksa konsep Surat Pengantar usulan karis Surat pengantar usulan
dan Karsu beserta kelengkapan administrasi Tidak /" karis dan karsu
lainnya, apabila setuju maka membubuhkan \>
tandatangan dan apabila tidak setuju maka
dikembalikan untuk diperbaiki

Surat pengantar usulan

Mengirim Berkas Karis Karsu dan Surat Pengantar
ke BKD dan pengarsipan

y
I Selesai '

karis dan karsu




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TNomor SOP-AP 05 Tahun 2020

‘1I‘_a_ng_gal Pembuatan
anggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Judul SOP

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1.
2.

-

T

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

|Keterkaitan

|Peralat_ai11penangkapan :

1.
2.

SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai di BKD

1. ATK
2. Komputer
3. Telepon/Faximile

Pering_atan

Pencatatan dan pendataan :

1.

Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat terlambat
diajukan maka akan berdampak pada tertundanya periode kenaikan pangkat PNS yang
bersangkutan

Kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat diterima oleh BKD paling lambat 3
bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

1. Penomoran pada Buku Agenda Surat keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pejabat Kasubag Sekretaris Keterangan
Pelaksana Kepogum Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 ¥: 8 9 10
1. |Memverifikasi berkas kenaikan pangkat dan menyusun konsep Konsep surat 15 menit |Konsep surat pengantar |Terkait SOP
surat pengantar —9| Mulai l pengantar dan dan kelengkapan Penanganan Surat
kelengkapan administrasi kenaikan Masuk
administrasi kenaikan pangkat pegawai
pangkat pegawai
2. |Memeriksa konsep surat pengantar beserta kelengkapan Konsep surat 20 menit |Konsep surat pengantar
dokumen, apabila setuju maka akan dibubuhkan paraf dan pengantar dan dan kelengkapan
diteruskan ke Sekretaris, apabila tidak setuju maka akan Tidak )k Ya kelengkapan administrasi kenaikan
dikembalikan ke Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki \/ administrasi kenaikan pangkat pegawai
N pangkat pegawai
3. |[Memeriksa konsep surat pengantar, apabila setuju maka akan Konsep surat 20 menit |Konsep surat pengantar
dibubuhkan paraf dan diteruskan ke Kadis, apabila tidak setuju pengantar dan
maka akan dikembalikan ke Kasubag Kepegum untuk Tidak )\ Ya kelengkapan
diperbaiki \ e administrasi kenaikan
3 pangkat pegawai
4. |Menelaah konsep surat pengantar, apabila setuju maka akan 4 Konsep surat 20 menit |Konsep surat pengantar
menandatangani dan di proses lebih lanjut, apabila tidak setuju Tidak | -~ pengantar
maka akan dikembalikan ke Sekretaris Dinas untuk diperbaiki \|>
5. |[Membubuhkan cap dan mengirim konsep surat pengantar ke Y Konsep surat 15 menit |Bukti tanda terima
BKD dan mengarsipkan dokumen @ pengantar Konsep surat pengantar
I dan dokumentasi




0 0000 O0OCOOOGOOOGOOOOOPO

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP-AP 06 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi e

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

) :
2 fs. BENYAMIN LOLA, M.Pd
N RiP Too1002% 1908051 072

Judul SOP Pen@n@g@ﬁm’ Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

8. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

3. SOP Pengajuan Usulan Pensiun Pegawai di BKD

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile

Peringamn

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan pensiun pegawai terlambat
diajukan maka akan berdampak pada tertundanya hak pensiun PNS yang bersangkutan
2. Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat 6 bulan

sebelum jatuh tempo pensiun pegawai

1. Buku jaga pensiun pegawai
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Pejabat Kasubag Sekretaris Keterangan
Pelaksans K o Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
2 E] 4 5 6 7 8 9 10
Menyusun Konsep surat Pengantar usulan pensiun Konsep surat pengantar 20 menit |Konsep surat pengantar
Pli\ls dan menyiapkan kelengkapan administrasi ,[ Mulal ] dan berkas kelengkapan dan berkas kelengkapan
lainnya administrasi pensiun administrasi pensiun
lainnya lainnya
Memeriksa dan Mengoreksi Konsep surat usulan L Konsep Surat pengantar 20 menit |Konsep Surat pengantar
pensiun dan kelengkapan administrasi lainnya, dan kelengkapan berkas dan kelengkapan berkas
apabila setuju maka akan membubuhkan paraf dan Tidak pensiun PNS pensiun PNS
akan dilanjutkan ke Sekretaris dan apabila tidak
setuju maka akan dikembalikan ke Pejabat ~ "
Pelaksana untuk diperbaiki
Menelaah Konsep surat usulan pensiun dan Konsep Surat pengantar 20 menit |Konsep Surat pengantar
kelengkapan administrasi lainnya, apabila setuju ¥ dan kelengkapan berkas dan kelengkapan berkas
maka akan membubuhkan paraf dan akan Tidak j\ pensiun PNS pensiun PNS
dilanjutkan ke Kadis dan apabila tidak setuju maka \(
akan dikembalikan untuk diperbaiki L
Menelaah Konsep surat usulan pensiun dan Konsep Surat pengantar 25 menit |Surat pengantar dan
kelengkapan administrasi lainnya, apabila setuju Tidak /‘ dan kelengkapan berkas kelengkapan berkas
maka Kadis akan menandatangani dan apabila tidak pensiun PNS pensiun PNS
setuju maka akan dikembalikan ke sekretaris untuk
diperbaiki —
Mengirim Surat pengantar dan Berkas Usulan Surat pengantar dan 30 hari |Mendistribusikan,
Pensiun ke BKD dan mengarsipkan Selesai kelengkapan berkas dokumentasi dan
pensiun PNS pengarsipan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP-AP 07 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan P

Tanggal Revisi 4/;-; ;\H P;;;r\\
anggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Penerbitan sarat&ﬁmt&huan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai
Negeri Sipil

I
2.

3.

|Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode

2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer
3. Buku Agenda Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1

Apabila Surat Kenaikan Gaji Berkala terlambat diterbitkan maka akan berdampak pada
terimbatnya PNS yang bersangkutan mendapatkan hak gaji sesuai penetapan

terbaru

Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima oleh Biro Keuangan paling lambat
1 bulan sebelum jatuh tempo kenaikan gaji berkala pegawai

1. Buku jaga Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaiji Berkala
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
o N Pejabat Pelaksana :::::::‘ Sehretaris | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Camiagn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menelaah dan Menyusun konsep Surat Pedoman peraturan 15 menit Konsep surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dan _)( Mulai ] perundang-undangan Pemberitahuan
memverifikasi berkas pendukung Kenaikan Gaji Berkala

dan syarat
kelengkapan

2. |Memeriksa dan Mengoreksi konsep Surat Konsep surat 20 menit  |Konsep surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala beserta Ya Pemberitahuan Pemberitahuan
kelengkapan berkas pendukung lainnya, apabila Kenaikan Gaiji Berkala Kenaikan Gaiji Berkala
setuju maka membubuhkan paraf dan apabila tidak To
setuju maka dikembalikan ke Pejabat pelaksana Ya
untuk diperbaiki

3. |Memeriksa dan mengoreksi konsep Surat Konsep surat 20 menit Konsep surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, apabila setuju " Pemberitahuan Pemberitahuan
maka membubuhkan paraf dan apabila tidak setuju o= Kenaikan Gaiji Berkala Kenaikan Gaji Berkala
maka dikembalikan ke kasubag kepegawaian dan Yos </ Ya
umum untuk diperbaiki N

4. |Menelaah dan Memeriksa konsep Surat Konsep surat 30 menit Konsep surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, apabila setuju Tidak )f Pemberitahuan Pemberitahuan
maka ditandatangani dan apabila tidak setuju maka > Kenaikan Gaiji Berkala Kenaikan Gaji Berkala
dikembalikan ke sekretaris untuk diperbaiki s

5. |Membubuhkan cap dan mengirim Surat tembusan Konsep surat 20 Menit Surat Pemberitahuan
Pemberitahuan Kenaikan Gaiji Berkala kepada 4 Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Selesai Kenaikan Gaji Berkala dan pengarsipan

mengarsipkan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP-AP 08 Tahun 2020

;ﬂg_gat Pembuatan S

| Tanggal Revisi O T
‘I‘_g'ganggal Efektl A e VT N

Disahkan Oleh ASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYZAN
%3‘ / INSMN JRA TENGGARA TIMUKZ
E e ,’{ .
oo lee? il o
& \O Drs. BENYAMIN LOLA, M.Pd
* 5= NIP719610923 198603 1 012
Judul SOP

Pengusulan Cutﬁeﬁawai Negeri Sipil

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-
2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil

6. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

3. _SOP Penerbitan Surat ljin Cuti ASN di BKD

Timur
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK T
2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer

3. Telepon/Faximile

Perirgatan

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan cuti terlambat diajukan maka

akan berdampak pada tertundanya cuti PNS yang bersangkutan
2. Kelengkapan administrasi usulan cuti diterima oleh BKD paling lambat 1 bulan

sebelum PNS yang bersangkutan cuti

1. Buku jaga cuti

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pejabat Kasubag Sekretaris Keterangan
Pelukaitia Kepegum Dinas Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 4 8 9 10
1. |Melakukan Verifikasi jenis dan sisa cuti Permohonan 15 menit |Konsep Surat Terkait SOP Penanganan Surat
PNS dan Menyusun konsep Surat ._)| Mulai ' cuti Pengantar Masuk
|pengantar dan Format Pengisian Surat
ljin Cuti
2. |Menelaah dan mengoreksi Konsep surat Konsep Surat 10 menit |Konsep Surat
pengantar dan Format Pengisian Surat Tidak Pengantar Pengantar
ljin Cuti apabila setuju maka dibubuhkan W Ya
paraf dan apabila tidak setuju maka A
dikembalikan ke Pejabat Pelaksana untuk
diperbaiki
3. |Menelaah dan mengoreksi Konsep surat Konsep Surat 10 menit |Konsep Surat
pengantar, apabila setuju maka Tidak \ Pengantar Pengantar
dibubuhkan paraf dan apabila tidak setuju e T —
maka dikembalikan ke Kasubag Kepegum A
untuk diperbaiki
4. |Menelaah dan mengoreksi Konsep surat Konsep Surat 20 menit {Surat Pengantar
pengantar, apabila setuju maka Tidak /' Pengantar
ditandatangani dan apabila tidak setuju
maka dikembalikan ke Sekretaris untuk
diperbaiki
5. |Meneruskan permohonan cuti PNS ke Surat 30 menit |Surat Pengantar |Terkait SOP Penerbitan Surat
BKD untuk diproses selanjutnya menjadi Selesai Pengantar dan Pengarsipan {Cuti pada BKD

Surat Izin Cuti dan pengarsipan




Nomor SOP AP _ ahun 2020
Tanggal Pembuatan
Iang_gal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Judul SOP Pengusulan Tanda-Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode

2018-2022

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penangan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penangan Surat Masuk 2. Komputer

3. Buku Agenda Surat Keluar

|Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengurusan Satya Lencana Karya Satya terhambat maka akan tertunda 1. Buku jaga rekapan usulan nama penerima Satya Lencana Karya Satya
pengurusan Satya Lencana Karya Satya satya selanjutnya 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Tenggara Timur

ya

Pelaksana Mutu Baku
b s P::“I et I"”“( bag | goyretaris Dinas | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output e oo
2 3 4 5 6 7 8 9 10
. |Menyusun konsep Surat pengantar dan melampirkan Pedoman peraturan 20 menit Konsep Surat |Berkaitan dengan
berkas kelengkapan yang sudah dilegalisir dan usulan perundang-undangan Pengantar SOP di BKD
nama-nama calon penerima Satya Lencana Karya Satya Mulai
. |Memeriksa konsep Surat Pengantar dan Lampiran Nama-| Konsep Surat 10 menit Konsep Surat
nama calon penerima Satya Lencana karya Satya Ya Pengantar Pengantar
beserta kelengkapan berkas lainnya dan apabila setuju
maka Kasubag akan membubuhkan paraf dan apabila Tidak ~—
tidak setuju maka dikembalikan ke pejabat pelaksana L
untuk diperbaiki "
. |Memeriksa konsep Surat Pengantar dan Lampiran Nama-| Konsep Surat 10 menit Konsep Surat
nama calon penerima Satya Lencana karya Satya /!K Pengantar Pengantar
beserta kelengkapan berkas lainnya dan apabila setuju
maka Sekretaris akan membubuhkan paraf dan apabila Tidak ﬁl/
tidak setuju maka dikembalikan ke Kasubag
Kepegawaian untuk diperbaiki Ya
. |Memeriksa konsep Surat Pengantar dan Lampiran Nama- Konsep Surat 20 menit Surat
nama calon penerima Satya Lencana karya Satya v Pengantar Pengantar
beserta kelengkapan berkas lainnya dan apabila setuju />
maka Kadis akan menandatangani dan apabila tidak Tidak N
setuju maka dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki
. |Mengirim Surat Pengantar dan Lampiran usulan nama- Surat Pengantar 30 menit Surat
nama calon penerima Satya Lencana Karya Satya dan Pengantar dan
kelengkapan berkas lainnya ke BKD Provinsi Nusa Selesai mengarsipkann




Nomor SOP-AP__ 10 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
[Tanggal Efekiif
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT L 2o ~___NIP~106
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Judul SOP Pengusulan Kartti Pegawai Negeri Sipil
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-
2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. Komputer

3. Buku Agenda Surat Keluar

Perlngatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila dikemudian hari PNS tersebut tidak mempunyai Kartu Pegawai maka akan
berpengaruh di Mutasi Pegawai, Pensiun, Naik Pangkat dan

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Buku Jaga Kartu Pegawai

Sertifikasi




Pelaksana Mutu Baku
o Tahap Kegham Pejabat Pelaksana | Kasubag Kepegum |Sekretaris Dinas| Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menyusun Konsep Surat Pengantar dan Pedoman 20 menit Konsep surat
memverifikasi kelengkapan berkas lainnya -—)l Mulai ] peraturan pengantar
perundang-
undangan
2. [Memeriksa konsep Surat Pengantar beserta Ya Konsep surat 5 menit Konsep surat
kelengkapan berkas lainnya dan apabila setuju pengantar pengantar
maka Kasubag akan membubuhkan paraf dan Tidak )\
apabila tidak setuju maka dikembalikan ke \/ Ya
Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki y
3. |[Memeriksa konsep Surat Pengantar beserta Konsep surat 5 menit Konsep surat
kelengkapan berkas lainnya dan apabila setuju Thik \ pengantar pengantar
maka Sekretaris akan membubuhkan paraf dan /\
apabila tidak setuju maka dikembalikan ke \( Ya
Kasubag Kepegawaian untuk diperbaiki A
4. |Memeriksa konsep Surat Pengantar beserta Konsep surat 10 menit Surat pengantar dan
kelengkapan berkas lainnya dan apabila setuju s pengantar Daftar PNS penerima
maka Kadis akan menandatangani dan apabila i‘*"———<> Kartu Pegawai
tidak setuju maka dikembalikan ke Sekretaris
untuk diperbaiki
5. [Mengirim Surat Pengantar Usulan Kartu Surat pengantar 30 menit Surat Pengantar
Pegawai ke BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Daftar PNS calon PNS penerima
beserta kelengkapan berkas lainnya ‘ Selesai l penerima Kartu Kartu Pegawai dan
Pegawai pengarsipan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SEKRETARIAT /SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP-AP 11 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan —

Tanggal Revisi /‘(AH PR
Tanggal Efekiif N

Disahkan Oleh

<
Judul SOP PengusulamE ﬂ'n'- jar (TUBEL)dan ljin Belajar (IBEL)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode

2018-2022
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer
3. Buku Agenda Surat Keluar

Peringaun

Pencatatan dan pendataan :
Apabila penanganan Tubel dan Ibel terlambat maka akan berdampak pada 1. Disimpan sebagai data elektironik dan manual
Penerbitan SK Tugas belajar dan proses pemberhentian tunjangan jabatan guru, 2. Buku Jaga

[pengawas dan fungsional umum




Pelaksana Mutu Buku
i Tahap Keglatan etera
o I Pejabat Pelaksana | Kasubag Kepegum Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output " g

1 2 3 4 5 6 I 8 9 10
1. |Menyusun konsep Surat pengantar dan Konsep Surat 15 menit Konsep Surat

memverifikasi kelengkapan berkas pendukung —)@ Pengantar Pengantar

lainnya

Memeriksa konsep Surat Pengantar beserta | Ya Konsep Surat 5 menit Konsep Surat

kelengkapan berkas lainnya dan apabila setuju maka Tidak Pengantar Pengantar

Kasubag akan membubuhkan paraf dan apabila Ya

tidak setuju maka dikembalikan ke Pejabat

Pelaksana untuk diperbaiki “rge

Memeriksa konsep Surat Pengantar beserta 4 Konsep Surat 5 menit Konsep Surat

kelengkapan berkas lainnya dan apabila setuju maka Tidak /\ Pengantar Pengantar

Sekretaris akan membubuhkan paraf dan apabila S~ .

tidak setuju maka dikembalikan ke Kasubag K o

Kepegawaian untuk diperbaiki
2. |Memeriksa konsep Surat Pengantar beserta Konsep Surat 20 menit Surat Pengantar

kelengkapan berkas lainnya dan apabila setuju maka Tidak /’ Pengantar

Kadis akan menandatangani dan apabila tidak

setuju maka dikembalikan ke Sekretaris untuk

diperbaiki f
3. [Mengirim Surat Pengantar Tugas Belajar ke BKD Surat Pengantar 30 menit Bukti penerimaan Surat|

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dokumentasi

Pengantar dan
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

[Nomor SOP-AP 12 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan P

Tanggal Revisi AN SRR NN
anggal efektit i &

|Disahkan Oleh

- AT AN
Judul SOP Pengajuan Usulan Surat-Perintah Tugas dan Surat Perintah
alanan Dina

Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

EP Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubemnur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Luar
Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, Pegawali Tidak
Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya

7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penerbitan SPT/SPPD Pejabat Eselon Il dari BKD 2. Komputer
3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SPT dan SPPD terlambat diajukan dan diterbitkan akan berdampak pada target
waktu penyelesaian tugas

1. Buku jaga Perjalanan Dinas
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pejabat Kasubag Keterangan
Polskaaa Kepegum Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10
1. |Menyusun Konsep Nota Dinas dan Konsep Nota Dinas 20 menit  |Konsep Nota Dinas dan

TOR usulan SPT dan SPPD Kepala
Dinas sesuai ketentuan

dan TOR usulan
SPT dan SPPD

TOR usulan SPT dan
SPPD

2. |Menelaah, memeriksa dan Konsep Nota Dinas 10 menit Konsep Nota Dinas dan
mengoreksi Konsep Nota Dinas dan o dan TOR usulan TOR usulan SPT dan
TOR usulan SPT dan SPPD Kepala SPT dan SPPD SPPD
Dinas, apabila setuju maka akan l! )\
dibubuhkan paraf dan diteruskan ke [L_Tidak
Sekretaris Dinas dan apabila tidak ‘\,(
setuju maka dikembalikan untuk e
diperbaiki

3. |Menelaah dan memeriksa Konsep Konsep Nota Dinas 5 menit Konsep Nota Dinas dan
Nota Dinas dan TOR usulan SPT dan TOR usulan TOR usulan SPT dan
dan SPPD Kepala Dinas, apabila /K SPT dan SPPD SPPD
setuju maka akan di bubuhkan paraf Tidak \(
dan apabila tidak setuju maka Ve
dikembalikan ke Kasubag
Kepegawaian untuk diperbaiki
Menelaah dan memeriksa Konsep Tidak Konsep Nota Dinas 5 menit Konsep Nota Dinas dan
Nota Dinas dan TOR usulan SPT 3 dan TOR usulan TOR usulan SPT dan
dan SPPD Kepala Dinas, apabila <> SPT dan SPPD SPPD
setuju maka akan ditandatangani
dan apabila tidak setuju maka
dikembalikan untuk diperbaiki

4. |Mengirim Nota Dinas dan TOR Nota Dinas dan 30 menit  |Nota Dinas dan TOR
usulan perjalanan Dinas Kepala TOR usulan SPT usulan SPT dan SPPD
Dinas yang ditujukan ke Setda dan SPPD dan dokumentasi

Provinsi NTT dan pengarsipan

\
l Selesai '




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP-AP _

13 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

e ——

Tanggal Revisi
|anggal Efektif

A PRATRN
A S TN

Disahkan Oleh
e 15/
Drs. BE%&‘A_ AMIN LOLA, M.Pd
NIP.-19610923 198603 1 012
e NG L
Judul SOP Pengesahar 8=V -

[Dasar Hukum
:
2,

Kualifikasi pelaksana :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-
2022

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. Cap Legalisir

2. Cap/Stempel Dinas
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan legalisir SK terhambat maka akan berdampak pada
terlambatnya penanganan pengadministrasian kenaikan pangkat, pensiun dan

penyesuaian ijasah

Dicatat dalam buku kontrol




"

Pelaksana Mutu Baku
No. T i i
8 TR Pemohon Pajabet Kasubag Kepegum Kelengkapan Waktu Output KaRngas
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Pemohon datang membawa - Verifikasi berkas yang 5 menit Verifikasi berkas yang
berkas untuk di sahkan l Mulai l akan di sahkan akan di sahkan
2 |Mencap pengesahan berkas Cap Pengesahan 2 menit Proses Pengesahan
pemohon 3 1
-
3 |Menandatangani berkas yang d Proses Pengesahan 5 menit Proses Pengesahan
telah di stempel pengesahan ‘:j
oleh Kasubag Kepegawaian dan
umum
4 |Mencap berkas yang sudah Proses Pengesahan 5 menit Berkas yang telah di
ditandatangani oleh Kasubag 4 sahkan
Kepegum dengan stempel Dinas ]
Pendidikan dan Kebudayaan
5 |Menyerahkan kembali berkas Berkas yang telah di 2 menit Berkas yang telah di
yang telah ditandatangani oleh sahkan sahkan

Kasubag Kepegum ke Pemohon

h
Selesai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP-AP

14 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

| Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Judul SOP

Pengajuan UP ke Badai Kéuangan Daerah

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

7

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Laporan
Keuangan

Jika laporan Pengajuan UP tidak dilaksanakan sesuai SOP maka akan menganggu

kelancaran Operasional dan pelaksanaan kegiatan Dinas

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun laporan Keuangan, menganalisa data serta
Pemerintahan informasi laporan keuangan
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 3. Memiliki kemampuan membuat SPP UP
2010-2025
4. Peraturan Menteri No.190 tahun 2012 tentang tata cara Pembayaran dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
7. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018
8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penyusunan RKA 1. Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. SOP di Badan Keuangan Daerah 2. pengesahan SPJ
3. BKU
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Pengguna Keterangan
Bendahara Pengeluaran Anggaran (PA) PPK Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 8 9 10 11
1. |Menerima dokumen uang persediaan DIPA, RKA-KL 1 hari Dokumen, Kwitansi,
untuk keperluan sehari-hari satuan l Mulal ' Pajak dan Validasi
Kerja Pajak
2. [Membuat daftar rincian permintaan Dokumen, Kwitansi, Pajak |1 hari Daftar Print Out SPP
pembayaran dan Validasi Pajak dan SPM
3. [Membuat SPP dan SPM Daftar Print Out SPP dan |15 menit Daftar rincian
Tidak SPM permintaan
pembayaran, kwitansi
pajak dan validasi
Sk pajak
4. |Meminta persetujuan PPK atas SPP Daftar rincian permintaan |1 jam SPP untuk diajukan ke
yang telah dibuat untuk diproses Tidak _‘)> ‘ pembayaran, kwitansi PPSPM
™ pajak dan validasi pajak
5. {Meminta pengajuan PPK atas SPP SPP untuk di ajukan ke 1 jam Kebenaran Dokumen
atas SPM yang diajukan PPK dan % Ya PPSPM dan Daftar rincian SPM untuk diajukan ke
jika disetujui maka akan i permintaan pembayaran, Badan Keuangan
ditandatangani untuk diproses kwitansi pajak dan validasi Daerah dan Barcode
Tidak pajak SPP
6. |Pengajuan SPP dan SPM untuk Kebenaran Dokumen SPM Kebenaran Dokumen
ditandatangani, apabila setuju maka untuk diajukan ke Badan SPM untuk diajukan ke
ditandatangani dan apabila tidak Y Keauangan Daerah dan BPPKAD dan Barcode
maka dikembalikan untuk diperbaiki Barcode SPP SPP
7. [Membawa SPM ke Badan Keuangan ‘I' Kebenaran Dokumen SPM |1 jam SPM, Pajak dan ADK
Daerah untuk diajukan ke Badan SPM
Keuangan Daerah dan
Barcode SPP
8. |Menerima SP2D dari Badan SPM, Pajak dan ADK SPM |1 jam Terbitnya SP2D dan

Keuangan Daerah

' Selesai l

Pencairan di Bank




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP-AP 15 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif AT T
Disahkan Oleh PALA-DINAS PE

\v rs B YAMIN LOLA, M.Pd

D, 9610923 198603 1 012
Judul SOP Penyusuna?ﬂ@pohﬂ Kd,u;mgan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/
Tahunan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

i

Undang-undang No.4 tahun 2001 Tentang Lembanga Teknis Daerah

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun laporan Keuangan, menganalisa data serta informasi
Birokrasi 2010-2025 laporan keuangan
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
4. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
5. Permendagri No.64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi
_ Pemerintah Berbasis aktual pada Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode
2018-2022
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

SOP Laporan Fungsional

1. Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. Dokumen Laporan Fungsional
3. BKU

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika ?a_poran Keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan tidak
dilaksanakan sesuai SOP maka akan menganggu pelaksanaan pertanggungjawaban
Keuangan Dinas

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan




~ Pelaksana Mutu Baku
oy Sp— KK::::sb::n Bendahara P:If::::a se;:::m Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output e
2 3 4 5 6 ¥ = — i 9 _10 11

Menugaskan Bendahara untuk Lembar Disposisi 5 menit Lembar Disposisi
mengumpulkan data dan membuat m

- |laporan keuangan bulanan, triwulan,
semesteran dan tahunan iy
Menugaskan Pejabat pelaksana untuk f Lembar Disposisi 5 menit Lembar Disposisi
mengumpulkan data dan membuat

- |laporan keuangan bulanan, triwulan,
semesteran dan tahunan
Membuat konsep laporan keuangan Lembar Disposisi 2 hari Draf Laporan
bulanan, triwulan, semesteran dan [ Keuangan

. [tahunan Dinas sesuai data yang Tidak | L Semesteran
dikumpulkan dan melaporkan ke
Bendahara Keuangan
Melakukan Uji kesesuaian laporan Draf Laporan Keuangan 1 jam Draf Laporan
keuangan bulanan, triwulan, semesteran Y Semesteran Keuangan
dan tahunan dengan BKU, jika Ya maka Tidak Semesteran

- |akan laporkan ke Kasubag Keuangan jika e N
tidak maka akan dikembalikan untuk e
diperbaiki
Melakukan Uji kesesuaian laporan Draf Laporan Keuangan 20 menit | Draf Laporan
keuangan semesteran dengan BKU, jika M Ya Semesteran Keuangan
Ya maka akan membubuhkan paraf dan —*< > Semesteran

. |akan dilaporkan ke Sekretaris Dinas jika
tidak maka akan dikembalikan untuk i
diperbaiki
Mengevaluasi Laporan keuangan ¥ Draf Laporan Keuangan 20 menit  |Draf Laporan
semesteran, jika Ya maka membubuhkan || Tidak L Semesteran Keuangan
paraf dan diteruskan ke Kepala Dinas, jika e T IS Semesteran
Tidak maka akan dikembalikan untuk +
diperbaiki
Mengevaluasi Laporan keuangan Draf Laporan Keuangan 30 menit |Laporan Keuangan
bulanan, triwulan, semesteran dan Tidak ) 4 Semesteran Semesteran
tahunan, jika Ya maka ditandatangani jika P il
Tidak maka akan dikembalikan untuk
diperbaiki
Melaporkan Laporan Keuangan bulanan, Laporan Keuangan 10 menit |Laporan Keuangan
triwulan, semesteran dan tahunan ke Semesteran Semesteran,
Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, dokumenentasi dan
mendokumentasikan serta mengarsipkan arsip




Nomor SOP-AP 16 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif f,r:&p.H PRAX

Disahkan Oleh // _ e »F;ENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
/ér NUBA TENGGARA TIMUR #

lU » -
\ia-t NAS PE i
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 3 *_‘,‘\ i
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN \*a g
SEKRETARIAT N7 P ‘19510923 198603 1 012
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan SPP LS Gaji

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Permendagri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah

4. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
tahun Anggaran 2015

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepegawaian
2. Memiliki kemampuan membuat daftar gaji

|Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. Daftar gaji pegawai
3. Form SPP dan SPM LS Gaiji

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika penyusunan SPP LS gaji tidak dilaksanakan sesuai SOP maka akan menganggu
kegiatan kedinasan

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen daftar gaji pegawai
3. Dokumen SPP dan SPM LS Gaiji




Pelaksana Mutu Baku
i Pembuat Daftar Kasubag
- Hp Ry gaii . Sekretaris | KepalaDinas | Kelengkapan Waktu Output R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Membuat perincian data penerimaan gaji Data Kepegawaian |1 hari daftar data pegawai
dan dilanjutkan dengan membuat SPP LS nl dan Form SPP Ls gaiji untuk pengajuan gaji
1 1 gaji untuk ditandatangani i dan form SPP LS
Gaji
Memverifikasi dan membuat SPP LS Gaji = Draf SPP LS Gaiji 1jam Terverifikasi draf SPP
dan menguji kelengkapannya, jika Ya » LS Gaji
2 |maka akan membubuhkan paraf dan Tidak
dilanjutkan, jika tidak maka akan .
dikembalikan untuk diperbaiki | ™
Memverifikasi dan membuat SPP LS Gaji Draf SPP LS Gaji 1 jam Draf SPP LS Gaiji
dan menguiji kelengkapannya, jika Ya \
3. |maka akan membubuhkan paraf dan Yok /\
dilanjutkan, jika tidak maka akan TN / Ya
dikembalikan untuk diperbaiki 4
Memeriksa kesesuaian berkas SPP dan Draf SPP LS Gaji 1 jam SPP LS Gaji yang
4 SPM, jika Ya maka akan ditandatangani Tidak /V sudah ditandatangani
* |dan dilanjutkan, jika tidak maka akan \>
dikembalikan
Membayarkan gaji pegawai sesuai SPP LS Gaiji yang 30 menit Membayarkan gaji
ketentuan yang berlaku serta sudah ditandatangani pegawai,
5. |mengarsipkan dokumen mendokumentasikan
selesai dan mengarsipkan
berkas




INomor SOP AP 17 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
 Tanggal Revisi P T
; N LA TR
Tanggal Efekif A TN
|Disahkan Oleh f o EAKAN DAN KEBUDAYAAN
SATE
P TENGGARA TIMUR/_/
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ‘q\—w = i
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN N Drs. BENYAMIN LOLA, M.Pd
SEKRETARIAT S o NIP:19610923 198603 1 012
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan Laporan Fungsional dan Laporan Administratif
Dasar Hukum |Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

laporan keuangan

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun laporan Keuangan, menganalisa data serta informasi

3. Memiliki kemampuan membuat SPP UP/TU/GU

Keterkaitan

Poralatanlperleﬂgkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar
3. SOP Di Badan Keuangan Daerah

2. pengesahan SPJ
3. BKU

1. Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika laporan Fungsional dan laporan Administratif tidak dilaksanakan sesuai SOP maka
akan menganggu pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Dinas

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen laporan Fungsional dan laporan administratif




Pelaksana Mutu Baku
Y Thpa Kasubag Keuangan|  Bendahara Wb sone Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output g e
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menugaskan Bendahara untuk menyusun Surat Disposisi 10 menit Surat Disposisi

laporan Fungsional dan laporan m Pimpinan Pimpinan
* | Administratif Dinas

Menugaskan Pejabat Pelaksana untuk Surat Disposisi 10 menit Surat Disposisi
| menyusun laporan Fungsional dan laporan Pimpinan Pimpinan

Administratif Dinas

Menyusun Konsep laporan Fungsional dan Surat Disposisi 2 hari draft Konsep

laporan Administratif Dinas 1—3 Pimpinan Laporan Fungsional
’ Ya |_ﬂ dan Administratif

Dinas

Memeriksa Laporan Fungsional dan laporan draft Konsep Laporan |30 menit draft Konsep

Adm. Dinas, jika Ya maka akan diteruskan ) \ Tidak Fungsional dan Laporan Fungsional
. |ke Kasubag Keuangan dan jika tidak maka e ol Administratif Dinas dan Administratif

akan dikembalikan untuk diperbaiki : Ly Dinas

a

Memeriksa Laporan Fungsional dan laporan draft Konsep Laporan |20 menit draft Konsep

Adm. Dinas, jika Ya maka akan \\ Tidak Fungsional dan Laporan Fungsional
 |membubuhkan paraf dan diteruskan ke Administratif Dinas dan Administratif

Sekretaris Dinas jika tidak maka akan Dinas

dikembalikan untuk diperbaiki

Memeriksa Laporan Fungsional dan laporan draft Konsep Laporan |30 menit Laporan fungsional

Adm. Dinas, jika Ya maka akan Tidak Fungsional dan dan Laporan
- |ditandatangani dan jika tidak maka akan Administratif Dinas Administratif Dinas

dikembalikan untuk diperbaiki

Mengantar laporan Fungsional dan Laporan Laporan fungsional dan |10 menit Laporan fungsional Terkait SOP Di

administratif Keuangan ke Badan Keuangan Laporan Administratif dan Laporan Badan Keuangan
- |Daerah dan mengarsipkan Dinas Administratif Dinas Daerah

dan Pengarsipan




Nomor SOP AP 18 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

e
Tanggal Efektif ,;’? .;L\*\“ Ty \

Disahkan Oleh /:o

ks g2
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ‘-\.\"i B
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Drs. éﬁ“{_A_M!N LOLA, M.Pd
SEKRETARIAT o Ta——NiP 19610923 198603 1 012
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan SPP UP/TU/GU/LS
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun laporan Keuangan, menganalisa data serta informasi laporan
3. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 3. Memiliki kemampuan membuat SPP UP/TU/GU/LS
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan
. Permendagri No.64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis|
aktual pada pemerintah daerah
6. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. DPA
3. BKU
4. Pengesahan SPU
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Jika Pengajuan SPP UP/GU/TUILS tidak dilaksanakan sesual SOP maka akan menganggu 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
proses pencairan Anggaran Dinas 2. Dokumen SPP UP/GU/TU/LS

w




Pelaksana : Mutu Baku
No Tahap Keglatan Kasubag Keterangan
Pejabat Pelaksana | Bendahara Dinas K Kepala Dinas Kelengkapan Wakitu Output

1 2 3 5 ' (-] 7 8 9 10
Menyiapkan Draft SPP UP/TU/GU Draft pengajuan SPP 1 har Draft pengajuan SPP

1 berdasarkan dokumen pendukung yang ada UPITUIGU UPTUIGU
Memverifikasi draft pengajuan SPP Draft pengajuan SPP 1jam Draft pengajuan SPP
UP/TU/GU dan menguiji kelengkapan UPITUIGU UPITUIGU
dokumen pendukung, jika ya maka akan

2. |membubuhkan paraf dan diteruskan ke =
kasubag Keuangan, jika tidak maka akan
dikembalikan untuk diperbaiki
Memeriksa draft pengajuan SPP Draft pengajuan SPP 20 menit Draft pengajuan SPP
UP/GUITUILS, jika Ya maka akan /'!k UPITUIGU UPTUIGU

3. |dibubuhkan paraf dan diteruskan ke Kepala i AL
Dinas, jika tidak maka akan dikembalikan B <l Ya
dan diperbaiki
Memeriksa draft pengajuan SPP UP/TU/GU, Tk Draft pengajuan SPP 30 menit Berkas pengajuan SPP
|jika Ya maka akan ditandatangani dan UP/TU/GU UP/TUIGU

4. | diproses, jika tidak maka akan dikembalikan
untuk diperbaiki
|Mengajukan Berkas SPP UP/GU/TU/LS ke Berkas pengajuan SPP 20 menit Mendokumentasi dan
BPPKAD yang akan menerbitkan SP2D UPTUIGU mengarsipkan Berkas

pengajuan SPP UP/TU/GU
ke Badan Keuangan
Jriae




SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP AP 19 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi e T
Tanggal Efektif e N e Ty,
Disahkan Oleh {,’f;::v :NDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14 J8A TENGGARA TIMUR
te *x
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ‘s\:'é
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN W=

~——NIP: 19610923 198603 1 012

Judul SOP Pengajuan SPP Susulan/Kekurangan Gaji Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

6. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun laporan Keuangan, menganalisa data serta informasi laporan keuangan

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

SOP Penanganﬁurat Keluar

1. Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. Dokumen pendukung

Peringatan

|Pencatatan dan pendataan :

Jika pengajuan SPP kekurangan gaji pegawai terlambat maka akan berpengaruh pada

|tertundanya penerimaan gaji pegawai

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen laporan Fungsional dan laporan administratif




Pelaksana Mutu Baku
iata ' eterang
No b o ey Bendahara Gaji Kasubag Keuangan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu OQutput o %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Menginput data dan membuat daftar Surat Disposisi 10 menit Surat Disposisi
1. |perhitungan gaji susulan/kekurangan gaiji Pimpinan Pimpinan
pegawali di Aplikasi
Pengujian Gaji Susulan/Kekurangan gaji Surat Disposisi 10 menit Surat Disposisi
2. |pegawai Pimpinan Pimpinan
Membuat SSBP, SSPB, SSP berdasarkan Surat Disposisi 2 hari Daftar Perhitungan
daftar perhitungan Gaji Susulan/Kekurangan Pimpinan gaji
3. |Gaji yang telah dibuat dan membuat SPTJM susulan/kekurangan
daftar gaji untuk ditandatangani gaji pegawai
Mengoreksi kelengkapan Gaji Daftar Perhitungan gaji |20 menit Daftar Perhitungan
Susulan/Kekurangan Gaji dan SPTJM oleh susulan/kekurangan gaji gaji
5. Kasubag Keuangan pegawai susulan/kekurangan
gaji pegawai
Mengoreksi kelengkapan Gaji Daftar Perhitungan gaji |30 menit Daftar Perhitungan
Susulan/Kekurangan Gaji dan susulan/kekurangan gaji gaji
£ SPTJM oleh PPA dan menandatangani pegawai susulan/kekurangan
gaji pegawai
Mengusulkan pencairan gaji Daftar Perhitungan gaji |10 menit Daftar Perhitungan Terkait SOP Di
susulan/kekurangan ke Badan Keuangan susulan/kekurangan gaji gaji Badan Keuangan
8. |paerah pegawai susulan/kekurangan Daerah
gaji pegawai




Nomor SOP-AP 20 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
 Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh WERA] A 4
e !OiNAS ?ENGID?KAN S -
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR \z‘.‘ DAN KEBUDAYAANT 1
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN \\';f _ :
SEKRETARIAT \\J ~>_ NIP. 19610923 198603 1 012
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pencairan Uang Lembar
Dasar Hukum _ Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun laporan Keuangan, menganalisa data serta informasi laporan
Birokrasi 2010-2025 keuangan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
6. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode

2018-2022
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
manganan Surat Keluar 1 KomputerfLa;-)top dan peralatan pendukung lainnya
2. Dokumen pendukung
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Jika pengajuan Pencairan uang lembur pegawai terlambat maka akan berpengaruh pada 1. Disimpan sebagai data elekironik dan manual
tertundanya penerimaan uang lembur 2. Dokumen laporan Fungsional dan laporan administratif




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Bendahara Pejabat = Keterangan
Dinas Bolakbaia Kepala Dinas Kelengkapan : Waktu Output
2 4 5 6 7 8 9 10
Menugaskan Bendahara Dinas untuk Surat Permintaan 10 menit Surat Permintaan
. |membuat konsep Surat Perintah Kerja pencairan uang lembur pencairan uang lembur
Lembur yang ditandatangani oleh KPA
Menugaskan Pejabat Pelaksana untuk Surat Permintaan 10 menit Surat Permintaan
. |membuat konsep Surat Perintah Kerja pencairan uang lembur pencairan uang lembur
Lembur yang ditandatangani oleh KPA
Menyusun konsep Surat Perintah Kerja Surat Permintaan 2 hari Konsep surat pencairan
Lembur, membuat daftar absen lembur, pencairan uang lembur uang lembur
* |dan membuat permintaan uang lembur
Mengoreksi SPK Lembur, Daftar Konsep surat pencairan |20 menit Konsep surat pencairan
Pengawasan Lembur, Daftar permintaan uang lembur uang lembur
uang lembur, Membuat SPTJM dan SSP
- |permintaan uang lembur oleh Kasubag
keuangan dan membubuhkan paraf
Menandatangani SK pencairan uang Konsep Surat keputusan |30 menit Surat kepurtusan
. |lembur pencairan uang lembur pencairan uang lembur
Pencairan uang lembur diproses Surat kepurtusan 10 menit Mengarsipkan Surat
pencairan uang lembur kepurtusan pencairan
uang lembur




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN EVALUASI
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Judul SOP Penyusunan Laporan Kinéfja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja

7. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur

8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode
2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila LAKIP Dinas terlambat disusun dan disampaikan kepada Gubernur akan
berdampak pada sulitnya mendapatkan data kinerja untuk penyusunan LAKIP

Pemerintah Provinsi

1. Data capaian kinerja SKPD tiap Triwulan
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan . i Kete|
s Kepala Dinas | Sekretaris | Kasubag PDE P:"’“"‘m Kelengkapan Waktu Output .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang Surat Edaran 15 menit |Surat Edaran dan Terkait SOP
Penyusunan LAKIP SKPD dan mendisposisi kepada Disposisi Penanganan Surat
Sekretaris yang membawahi Kasubag PDE Masuk

2. |Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi Surat Edaran dan 20 menit |Surat Edaran, Disposisi
Kadis selanjutnya mendisposisi kepada Kasubag Disposisi dan petunjuk

PDE Dinas untuk menyusun LAKIP Dinas

3. |Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi Surat Edaran, Disposisi 30 menit |Surat Edaran, Disposisi
pimpinan selanjutnya menugaskan staf Subbag PDE dan petunjuk dan petunjuk
untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data
kinerja dari setiap bidang

4. |Menggandakan dan mendistribusi Surat Edaran Surat Edaran, Disposisi 2 hari Copy Surat Edaran
Gubernur kepada seluruh bidang selanjutnya dan petunjuk Gubemur terdisposisi dan
mengumpulkan dan mengolah data kinerja dari tiap Data Kinerja di yang telah
bidang diolah

5. |Menyusun konsep LAKIP Dinas dan menyampaikan Copy Surat Edaran 30 hari  [Konsep LAKIP Dinas
kepada Kepala Bidang Gubernur terdisposisi dan

Data Kinerja di yang telah
diolah

6. |Mengadakan rapat bersama seluruh bidang untuk Konsep LAKIP Dinas 4 jam Konsep akhir LAKIP hasil
membahas konsep LAKIP Dinas pembahasan bersama

7. |Memperbaiki konsep LAKIP Dinas sesuai hasil Konsep akhir LAKIP hasil 3 hari Konsep LAKIP Dinas
pembahasan bersama pembahasan bersama

8. |[Memeriksa konsep LAKIP Dinas dan membubuhkan Konsep LAKIP Dinas 2 hari Konsep LAKIP Dinas
paraf

9. [Memeriksa konsep LAKIP Dinas dan membubuhkan v Konsep LAKIP Dinas 2 hari Konsep LAKIP Dinas

a
10. [Menandatangani Konsep LAKIP Dinas Konsep LAKIP Dinas 20 menit |LAKIP Dinas
o
11. |Menggandakan, menyampaikan LAKIP Dinas kepada . LAKIP Dinas 2 jam LAKIP Dinas dan Nota Terkait SOP Nota

Gubemur cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
(BAPPEDA) dan mengarsipkan

Dinas Pengantar
tergandakan, terkirim dan
terarsip

Dinas Kepala Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN EVALUASI
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Judul SOP Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA)

Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 20014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018

9. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 201 8-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

|Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. Komputer
3_Telepon/Faximi
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Renstra terlambat disusun dan disampaikan kepada Gubernur akan berdampak
pada terlambatnya penyusunan Renstra dan dokumen perencanaan lain dibawahnya.

1. Data Capaian Kineria SKPD setiap 5 tahun
2. Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keteran
o Kepala Dinas | Sekretaris |Kasubagppe| _Pelabat Kelengkapan Waktu Output gan
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang Surat Edaran 15 menit |Surat Edaran dan Terkait SOP
Penyusunan RENSTRA SKPD dan mendisposisi Disposisi Penanganan Surat
kepada Sekretaris yang membawahi Kasubag PDE Masuk
2. |Menelaah Surat Edaran Gubemur dan disposisi Kadis Surat Edaran dan 20 menit  [Surat Edaran, Disposisi
selanjutnya mendisposisi kepada Kasubag PDE untuk Disposisi dan petunjuk
menyusun RESNTRA Dinas
3. |Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi Surat Edaran, Disposisi 30 menit |Surat Edaran, Disposisi
pimpinan selanjutnya menugaskan staf Subbag PDE % dan petunjuk dan petunjuk
untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data
dari setiap Bagian
4. IMenggandakan dan mendistribusi Surat Edaran Surat Edaran, Disposisi 2 hari Copy Surat Edaran
Gubernur kepada seluruh Bagian selanjutnya dan petunjuk Gubernur terdisposisi dan
mengumpulkan dan mengolah data dari tiap Sub. data yang telah diolah
Bagian dan Bidang
5. |Menyusun konsep RENSTRA Dinas dan Copy Surat Edaran 30 hari |Konsep RENSTRA Dinas
menyampaikan kepada Kepala Bagian Gubernur terdisposisi dan
data yang telah diolah
6. |Mengadakan rapat bersama seluruh bagian untuk Konsep RENSTRA Dinas 4 jam Konsep RENSTRA hasil
membahas konsep RENSTRA Dinas pembahasan bersama
7. |Memperbaiki konsep RESNTRA Dinas sesuai hasil Konsep RENSTRA Dinas 3 hari Konsep RENSTRA Dinas
pembahasan bersama
Memeriksa konsep RENSTRA Dinas dan Konsep RENSTRA Dinas 2 hari Konsep RENSTRA Dinas
membubuhkan paraf
Tidak
8. |Memeriksa konsep RENSTRA Dinas dan /\4 Ya Konsep RENSTRA Dinas 2 hari Konsep RENSTRA Dinas
membubuhkan paraf e
v
9. |[Menandatangani konsep RENSTRA Dinas v Konsep RENSTRA Dinas 20 menit |RENSTRA Dinas
I
10. |[Menggandakan, menyampaikan RENSTRA Dinas RENSTRA Dinas 2 jam RENSTRA Dinas dan Terkait SOP Nota
kepada Gubernur cq. Kepala BAPPEDA, Pendidikan Nota Dinas Pengantar Dinas Kepala Dinas
mendistribusi copy RENSTRA kepada seluruh Bagian tergandakan, terkirim,
dan mengarsipan terdistribusi dan terarsip
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|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

i
2

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 20014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode

2018-2022

|Keterkaitan

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer
3. Telepon/Faximile

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Renja terlambat disusun dan disampaikan kepada Gubernur akan berdampak

pada terlambatnya penyusunan RKA/DPA dan dokumen perencanaan lain dibawahnya.

1. Data Capaian Kinerja SKPD setiap tahun
2. Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Gubernur cq. Kepala Badan Keuangan Daerah,
mendistribusi copy RENJA kepada seluruh Bidang dan
mengarsipan

Dinas Pengantar
tergandakan, terkirim,
terdistribusi dan terarsip

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan ' Keterangan
& .p Keg Kepala Dinas Sekretaris Kasubag PDE Kelengkapan Waktu Qutput "
7 2 3 4 5 7 [ - 9 10
1. |Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan Surat Edaran 15 menit  |Surat Edaran dan Disposisi | Terkait SOP Adm.
RENJA OPD dan mendisposisi kepada Sekretaris yang Surat masuk
membawahi Kasubag PDE
2. |Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi Kadis Surat Edaran dan Disposisi 20 menit  |Surat Edaran, Disposisi dan
selanjutnya mendisposisi kepada Kasubag PDE untuk petunjuk
menyusun RENJA Dinas
3. |[Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi pimpinan Surat Edaran, Disposisi dan 30 menit  |Surat Edaran, Disposisi dan
selanjutnya menugaskan staf Subbag PDE untuk petunjuk petunjuk
melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari
setiap bidang
4. |Menggandakan dan mendistribusi Surat Edaran Surat Edaran, Disposisi dan 2 hari Copy Surat Edaran
Gubernur kepada seluruh Bagian selanjutnya petunjuk Gubernur terdisposisi dan
mengumpulkan dan mengolah data dari tiap bidang data yang telah diolah
5. |Menyusun konsep RENJA Dinas dan menyampaikan Copy Surat Edaran 10 hari Konsep RENJA Dinas
kepada Kepala Sub Bagian Gubemur terdisposisi dan
data yang telah diolah
6. |Mengadakan rapat bersama seluruh bidang untuk Konsep RENJA Dinas 4 jam Konsep RENJA hasil
membahas konsep RENJA Dinas pembahasan bersama
7. |Memperbaiki konsep RENJA Dinas sesuai hasil Konsep RENJA hasil 3 hari Konsep RENJA Dinas
pembahasan bersama pembahasan bersama
8. |Memeriksa konsep RENJA Dinas dan membubuhkan Konsep RENJA Dinas 2 hari Konsep RENJA Dinas
raf
M Tidak
9. |Memeriksa konsep RENJA Dinas dan membubuhkan Ya Konsep RENJA Dinas 2 hari Konsep RENJA Dinas
paraf
10. |Menandatangani konsep RENJA Dinas Konsep RENJA Dinas 20 menit |RENJA Dinas
11. |Menggandakan, menyampaikan RENJA dinas kepada RENJA Dinas 2 jam RENJA Dinas dan Nota Terkait SOP Nota

Dinas Kepala Dinas
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Dasar Hukum Kualifikasi _Pollkuna :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2013-2018

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Standar Harga Barang dan
Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun berjalan

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. Komputer
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabil-a RKA dan DPA terlambat disusun akan berdampak pada terlambatnya penetapan APBD

dan terlambatnya pelaksanaan Program dan Kegiatan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan P:m e Keteral
Kepala Kasubag Para Pelaksana ngan
Dinas Sekretaris PDE Para Kabid Kasubag masing- Sub Bag Kelengkapan Waktu Output
NE— PDE
Sub Bagian :
1 Soig 6 7 8 9 10 11 12 13
1. |Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang Surat Edaran 20 menit  |Surat Edaran dan
Penyusunan RKA SKPD dan mendisposisi kepada Disposisi Terkait SOP
Sekretaris yang membawahi Kasubag PDE Surat Masuk
2. |Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi Surat Edaran dan 20 menit |Surat Edaran, Disposisi
Kadis selanjutnya mendisposisi kepada Kasubag Disposisi dan petunjuk
PDE untuk mengkoordinir penyusunan RKA Dinas
3. |Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi Surat Edaran, Disposisi 20 menit  |Surat Edaran, Disposisi
pimpinan selanjutnya menugaskan staf Subbag PDE dan petunjuk dan petunjuk
untuk mendistribusikan Surat Edaran Gubernur
beserta disposisi pimpinan kepada seluruh Kabid
4. |Menggandakan dan mendistribusi Surat Edaran Surat Edaran, Disposisi 1 hari Copy Surat Edaran dan
Gubernur kepada seluruh Bagian dan petunjuk disposis| terdisposisi
5. |Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi Copy Surat Edaran dan 2 hari Copy Surat Edaran dan
Kadis selanjutnya mendisposisi kepada para disposisi terdisposisi disposisi Kadis dan
Kasubag di Bagiannya untuk menyusun RKA dan Kasubag
TOR kegiatan masing-masing
8. |Menyusun konsep RKA dan TOR tiap kegiatan Copy Surat Edaran dan 1hari_ |Copy Surat Edaran dan
selanjutnya menyampaikan kepada Kasubag untuk disposisi Kadis dan disposisi Kadis dan
dikoreksi Kasubag Kasubag
7. |Konsep RKA dan TOR tiap kegiatan selanjutnya Copy Surat Edaran, 10 hari Konsep RKA
menyampaikan kepada Kabid untuk dikoreksi : T disposisi Kadis dan
Tidak [" N disposisi Kasubag
8. |Memperbaiki konsep RKA dan TOR selanjutnya Konsep RKA 5 hari Konsep RKA
menyampaikan kepada Kabid
9. |Menghimpun dan merekapitulasi seluruh konsep Konsep RKA 3 hari Konsep RKA
RKA dan TOR dari tiap Bagian menjadi RKA Dinas
selanjutnya menyampaikan kepada Kasubag Data
dan Pelaporan Tidak
10. |Memeriksa kelengkapan konsep RKA dan TOR Ya Konsep RKA 2 hari Konsep RKA
dengan kesesuaian dengan pagu anggaran
selanjutnya menyampaikan kepada Kasubag
11. |[Mengadakan rapat bersama membahasan finalisasi R — Konsep RKA 2 hari Konsep RKA Terkait SOP
konsep RKA Dinas S Nota Dinas
Kepala Dinas
12. |Memperbaiki konsep RKA dan TOR sesuai hasil Konsep RKA 5 hari Konsep RKA
finalisasi konsep RKA di tingkat SKPD selanjutnya
menyampaikan kepada Kasubag




2

. IMemeriksa konsep RKA selanjtnya menyampaikan

kepada Kabid jika tidak setuju maka di kembalikan
ke pejabat pelaksana

Tidak

Ya

14,

Memeriksa konsep RKA dan TOR selanjutnya
menyampaikan kepada Kadis dan menyerahan ke
Pejabat Pelaksana sub bagian PDE

15.

Menggandakan konsep RKA dan TOR dan
selanjutnya menyampaikan kepada Badan
Keuangan Daerah

Konsep RKA

2 hari

Konsep RKA

186.

Mengikuti asistensi pra RKA dan TOR oleh Bappeda
sesuai jadwal yang ditentukan

Konsep RKA

1-2 hari

Konsep RKA

17

Memperbaiki konsep RKA TOR sesuai hasil
asistensi pra RKA dengan Bappeda selanjutnya
memberi paraf dan menyampaikan kepada Kasubag

Konsep RKA

1-2 hari

Konsep RKA

18.

Memeriksa konsep RKA hasil pra asistensi RKA dan
TOR selanjutnya menyampaikan kepada Bidang
serta menyerahkan ke pejabat pelaksana sub bagian
PDE

ESE

Ya

Konsep RKA

1-2 hari

Konsep RKA

18.

Menghimpun dan merekapitulasi seluruh konsep
RKA dan TOR hasil asistensi pra RKA dari tiap
Bagian menjadi RKA Dinas selanjutnya
menyampaikan kepada Badan Keuangan Daerah

Konsep RKA

3 hari

Konsep RKA

Terkait SOP
Nota Dinas
Keluar Kepala
Dinas

20.

Mengikuti asistensi RKA dan TOR oleh Bappeda
sesuai jadwal yang ditentukan

Konsep RKA

3jam

Konsep RKA

21.

Memperbaiki konsep RKA dan TOR sesuai hasil
asistensi dengan Bappeda selanjutnya
menyampaikan kepada Kasubag

Tidak

Konsep RKA

1 hari

Konsep RKA

. IMemeriksa RKA dan TOR hasil asistensi selanjutnya

menyampaikan kepada Sekretaris

Konsep RKA

1 hari

Konsep RKA

23,

Menghimpun dan merekapitulasi seluruh RKA dan
TOR hasil asistensi dari tiap Bidang menjadi RKA
Dinas selanjutnya menyampaikan kepada Bappeda

Konsep RKA

1 hari

Konsep RKA

Terkait SOP
Nota Dinas
Keluar Kepala
Dinas




1 2 ] 10 11 {_ 12 13
24. |Menginput RKA ke dalam SIKPD untuk diproses lebih lanjut RKA Dinas 6 hari RKA Dinas
oleh Badan Keuangan Daerah jadi DPA
Zs.ﬁMuuﬂmDPAdﬂ'iBadeuuanuhmghhh DPA Dinas 1 hari DPA Dinas
ditandatangani oleh Bappeda selanjutnya memerintahkan staf
para Kasubag
26. |Menggandakan dan mendistribusi DPA kepada Kadis, para DPA Dinas 3 jam DPA Dinas
Kabid dan para Kasubag




Nomor SOP-AP LZS Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
al Revisi e #IN .':n_*-\

Tanggal Efektif PRy g,-

Disahkan Oleh /& AAD
VA Z
¥ 3 .
e AS PENDIDIKA! “\ * .
11__, !"N BUQA‘{A,

PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR |\ \oAN KE :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ‘\“\"T:f ; A, M.Pd
SEKRETARIAT NP N N[B«' 19610923 198803 1012
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN EVALUASI Judul SOP IPenyusuninvba dnyelengqaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2013-2018

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Standar Harga Barang dan

Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun berjalan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila LPPD Dinas terlambat disusun dan disampaikan kepada Gubernur akan

berdampak pada sulitnya mendapatkan data kinerja untuk penyusunan LPPD
Pemerintah Provinsi

1. Data capaian kinerja SKPD

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. T Kegiatan ;

” iy e Kepala Dinas | Sekretaris | KasubagPDE |  Staf Kelengkapan Waktu Output smiei o
1 2 5 [] 7 8 9 10
1. |Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang Surat Edaran 15 menit |Surat Edaran dan Terkait SOP

Penyusunan LPPD SKPD dan mendisposisi Disposisi Administrasi Surat
kepada Sekretaris yang membawahi Kasubag Masuk
PDE
2. |Menelaah Surat Edaran Gubermnur dan Surat Edaran dan 20 menit |Surat Edaran, Disposisi
disposisi Kadis selanjutnya mendisposisi Disposisi dan petunjuk
kepada Kasubag PDE untuk menyusun LPPD
3. |Menelaah Surat Edaran Gubemnur dan Surat Edaran, Disposisi 30 menit |Surat Edaran, Disposisi
disposisi pimpinan selanjutnya menugaskan dan petunjuk dan petunjuk
staf Subbag PDE untuk melakukan
pengumpulan dan pengolahan data kinerja
dari setiap bagian
4. |Menggandakan dan mendistribusi Surat Surat Edaran, Disposisi 10 hari  |Copy Surat Edaran
Edaran Gubernur kepada seluruh bagian 1 |dan petunjuk Gubernur terdisposisi dan
selanjutnya mengumpulkan dan mengolah Data Kinerja di yang telah
data kinerja dari tiap bagian diolah
5. |Menyusun konsep LPPD dan menyampaikan Copy Surat Edaran 30 hari |Konsep LPPD
kepada Kepala para Kabid Gubemur terdisposisi dan
Data Kinerja di yang telah
diolah
6. |Mengadakan rapat bersama seluruh Bidang < s Konsep LPPD 4 jam Konsep akhir LPPD hasil
untuk membahas konsep LPPD i pembahasan bersama
L

7. |Memperbaiki konsep LPPD sesuai hasil Konsep akhir LPPD hasil 3hari  [Konsep LPPD

pembahasan bersama Ya pembahasan bersama

8. |Memeriksa konsep LPPD dan membubuhkan s Tidak [ Konsep LPPD 2 hari Konsep LPPD

paraf Ya \.,: .
9. |Memeriksa konsep LPPD dan membubuhkan Tidak Konsep LPPD 2 hari Konsep LPPD
paraf
10. [Menandatangani Konsep LPPD X Konsep LPPD 20 menit |LPPD Dinas
T
11. [Menggandakan, menyampaikan Laporan LPPD Dinas dan Nota 2 jam LPPD Dinas dan Nota

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Gubemur cq. Kepala Badan Keuangan

Daerah dan mengarsipkan

Dinas Pengantar

Dinas Pengantar
tergandakan, terkirim dan
terarsip
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Judul SOP Penyusunan Usulan Béigeseran atau Perubahan Anggaran

Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 20014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Meriengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2013-2018

7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Administrasi Surat Keluar 1. ATK

2. Komputer
Peringatan |Pencatatan dan pendataan :

Apabila Usulan Perubahan Anggaran Dinas terlambat disusun dan disampaikan kepada
Gubernur akan berdampak pada terlambatnya Penyusunan Usulan Perubahan Anggaran
Daerah dan dokumen perencanaan lain dibawahnya.

1. Data Capaian Kinerja SKPD setiap tahun
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
i ian Prosedur Pejabat Kete
" s Kepala Dinas | Sekretaris |Kasubag PDE| Pelaksana Kelengkapan Waktu Output o
= Sub Bagian
1 2 4 & 6 7 8 9 10
1. |Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang Surat Edaran 15 menit |Surat Edaran dan Disposisi Terkait SOP
Penyusunan Usulan Pergeseran atau Perubahan Penanganan Surat
Anggaran SKPD dan mendisposisi kepada masuk
Sekretaris yang membawahi Kasubag PDE
2. |Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi Surat Edaran dan 20 menit | Surat Edaran, Disposisi dan
Kadis selanjutnya mendisposisi kepada Kasubag Disposisi petunjuk
PDE untuk menyusun Usulan Pergeseran atau
Perubahan Anggara Dinas
3. |Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi Surat Edaran, Disposisi 30 menit |Surat Edaran, Disposisi dan
pimpinan selanjutnya menugaskan staf Subbag dan petunjuk petunjuk
PDE untuk melakukan pengumpulan dan
mengolah perubahan data dari setiap bidang
4. |Menggandakan dan mendistribusi Surat Edaran i 2 Surat Edaran, Disposisi 2hari  |Copy Surat Edaran Gubernur
Gubernur kepada seluruh Bagian selanjutnya i dan petunjuk terdisposisi dan data yang telah
mengumpulkan dan mengolah perubahan data diolah
dari tiap bidang
5. |Menyusun konsep Usulan 'F"ergeseran atau Copy Surat Edaran 10 hari  |Konsep Usulan Pergeseran atau
Perubahan Anggaran Dinas dan menyampaikan Gubemur terdisposisi dan Perubahan Anggaran Dinas
kepada sekretaris data yang telah diolah
6. |Mengadakan rapat bersama seluruh bidang Konsep Usulan 4 jam Konsep Usulan Pergeseran atau
untuk membahas konsep Usulan Pergeseran i Pergeseran atau Perubahan Anggaran hasil
atau Perubahan Anggaran Dinas Perubahan Anggaran pembahasan bersama
7. |Memperbaiki konsep Usulan Pergeseran atau v Konsep Usulan 3 hari  |Konsep Usulan Pergeseran atau
Perubahan Anggaran Dinas sesuai hasil e Pergeseran atau Perubahan Anggaran Dinas
pembahasan bersama Tidak Perubahan Anggaran
8. |Memeriksa konsep Usulan Pergeseran atau Konsep Usulan 2 hari Konsep Usulan Pergeseran atau
Perubahan Anggaran Dinas dan membubuhkan Ya Pergeseran atau Perubahan Anggaran Dinas
paraf Tidak Perubahan Anggaran
9. |Memeriksa konsep Usulan Pergeseran atau Ya Konsep Usulan 2 hari Konsep Usulan Pergeseran atau
Perubahan Anggaran Dinas dan membubuhkan Pergeseran atau Perubahan Anggaran Dinas
paraf Perubahan Anggaran
10. [Menandatangani konsep Usulan Pergeseran Konsep Usulan 20 menit |Usulan Pergeseran atau
atau Perubahan Anggaran Dinas e Pergeseran atau Perubahan Anggara Dinas
—r Perubahan Anggaran
11. |Menggandakan, menyampaikan Usulan L Usulan Pergeseran atau 2 jam Usulan Pergeseran atau
Pergeseran atau Perubahan Anggaran Dinas Perubahan Anggaran Perubahan Anggaran Dinas dan
kepada Gubernur tembusan Kepala BPPKAD Dinas Nota Dinas Pengantar

tergandakan, terkirim,
terdistribusi dan terarsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Nomor SOP AP 27 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
[ Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
X 3
e SN G N}PAQG10923 198603 012
Judul SOP Penyelenggaraan Bantuan Sarana Prasarana APBD Bagi
Sekolah Luar Biasa (SLB)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-2¢ 1. Mengetahui kebutuhan sekolah

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 33 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020

4. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2018-2022

6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang SLB
Penerima Bantuan Sarana Prasarana

2. Menguasai Petunjuk Teknis

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk (proposal) 1. Komputer

2. ATK

3. Printer

4. Jaringan Intemet
5. Handphone (android terbaru)

Peringatan

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila Usulan Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana APBD bagi SLB terlambat
maka akan berdampak pada lamanya proses bantuan tersebut atau bantuan tersebut
bisa dialihkan ke daerah lain.

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




_ . Pelaksana ~ Mutu Baku
No.| Tahap Kegiatan Pemohon | Fungsional Kasie < ’ Keterangan
4 : (Sekolah) i Sarpras Kabid PKLK Sekrgfaﬂs Kadia Kelengkapan : ‘Waktu Qutput
1 2 : 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1 [Menyampaikan usulan (Proposal) " Usulan calon 10 menit |Proposal
dari Lembaga/Satuan Pendidikan Mulai penerima bantuan Sekolah/Lembaga
pemerintah sarana Penerima bantuan
prasarana (APBD) pemerintah sarana
2 |Menerima usulan (Proposal) dari Usulan calon 10 menit | Proposal
Lembaga/Satuan Pendidikan penerima bantuan Sekolah/Lembaga
pemerintah sarana Penerima bantuan
prasarana {APBD) pemerintah sarana
3 |Disposisi Kabid Pembinaan PKLK Proposal 10 menit | Proposal Terkait SOP surat
ke kasie kelembagaan dan sarpras Sekolah/Lembaga Sekolah/Lembaga |masuk/proposal
tentang Usulan penerima bantuan Penerima bantuan Penerima bantuan |Sekolah/Lembaga
(APBD) pemerintah sarana pemerintah sarana
prasarana prasarana
4 |Menugaskan dan memberi arahan Proposal 20 menit | Konsep SK usulan
kepada staf untuk memproses SK. Sekolah/Lembaga penerima bantuan
bagi penerima bantuan APBD Penerima bantuan pemerintah sarana
Ya pemerintah sarana prasarana (APBD)
prasarana
5 |Mengoreksi konsep SK. penerima Konsep SK 20 menit | Draf Konsep SK
bantuan APBD (sarana prasarana) Tidak penerima bantuan usulan penerima
apabila setuju maka dibubuhkan pemerintah sarana bantuan
paraf dan diteruskan ke Kabid, dan Ya prasarana (APBD) pemerintah sarana
Sekretaris dan apabila tidak setuju prasarana (APBD)
maka dikembalikan ke pejabat
pelaksana untuk diperbaiki
6 |Mengoreksi konsep SK. penerima Konsep SK 20 menit [Draf Konsep SK
bantuan APBD (sarana prasarana) idak penerima bantuan usulan penerima
apabila setuju maka dibubuhkan pemerintah sarana bantuan
paraf dan diteruskan ke Kadis, dan prasarana (APBD) pemerintah sarana
Sekretaris dan apabila tidak setuju prasarana (APBD)
maka dikembalikan ke Kabid untuk Ya
diperbaiki
7 |Menelaah konsep 8K. penerima Draf Konsep SK 20 menit [SK. penerima
bantuan APBD (sarana prasarana), usulan penerima bantuan
apabila setuju maka Tidak bantuan pemerintah sarana
ditandatangani dan apabila tidak pemerintah sarana prasarana (APBD)
setuju maka dikembalikan untuk prasarana (APBD)
diperbaiki
8 |Mengagendakan, mendistribusikan SK. penerima SK. penerima
bantuan bantuan

dan mengarsipkan

pemerintah sarana
prasarana (APBD)

pemerintah sarana
prasarana (APBD)
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR \‘é‘i g i
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN *-\E-JE;’:NJP 19610923 198603 012
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Judul SOP Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana APBEN
bagi SLB, SEKOLAH INDUKSI, PLK, SKO, PLA, ADEM 3T

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang SLB Penerima
Bantuan Sarana Prasarana

1. Mengetahui kebutuhan sekolah
2. Menguasai Petunjuk Teknis Bantuan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Surat Masuk (proposal) 1. Komputer

2. ATK

3. Printer

4. Jaringan Intemet
5. Handphone (android terbaru)

Peringajan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Usulan Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana APBN bagi SLB terlambat maka akan

berdampak pada lamanya proses bantuan tersebut atau bantuan tersebut bisa dialihkan ke

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Totion tagiton Dir. PPKLK F“lﬁ’”um' al | yasi Sarpras | Kabid PKLK |  Sekretarls Kadls Kelengkapan | Waktu Output Hethmngon
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
Penyampaian Surat Surat Usulan calon 10 menit |Petunjuk, Terkait SOP surat
pengusulan penerima bantuan penerima bantuan Penugasan, masuk/proposal
pemerintah sarana prasarana Mulai pemerintah sarana Konsep surat Sekolah/Lembaga
dari Direktorat Pembinaan prasarana usulan penerima
PKLK bantuan pemerintah
sarana prasarana
Menerima Surat pengusulan mosrsl surat 10 menit Eemnjuk.
penerima bantuan pemerintah an calon enugasan,
sarana prasarana dari Ej penerima bantuan Konsep surat
Direktorat Pembinaan PKLK pemerintah sarana usulan penerima
prasarana bantuan pemerintah
sarana prasarana
Disposisi Kabid Pembinaan i'P‘etmjuk, 10 menit |Konsep surat
PKLK ke kasie kelembagaan Penugasan, Konsep usulan penerima
dan sarpras tentang Usulan | BT surat usdan bantuan pemerintah
penerima bantuan pemerintah, ™ penerima bantuan sarana prasarana
verifikasi penerima bantuan pemerintah sarana
pemerintah prasarana
Menugaskan dan memberi Konsep surat usulan | 20 menit |Konsep surat
arahan kepada staf penerima bantuan usulan penerima
(Sekretaris) untuk memproses | | |pemerintah sarana bantuan pemerintah
surat usulan bagi calon prasarana sarana prasarana
penerima bantuan pemerintah
Verifikasi proposal calon Konsep suratusulan| 3 Jam |Draf Konsep surat
penerima bantuan pemerintah - penerima bantuan usulan penerima
sarana prasarana berdasarkan NG ( Ya pemerintah sarana bantuan pemerintah
data dapodik 4 prasarana sarana prasarana
Mengoreksi konsep surat Draf Konsep surat 3Jam |Draf Konsep surat
usulan penerima banper A usulan penerima usulan penerima
sarpras, apabila setuju maka Tidak / \ bantuan pemerintah bantuan pemerintah
dibubuhkan paraf dan sarana prasarana sarana prasarana
diteruskan ke Kadis, dan T / Ya
Sekretaris dan apabila tidak L
setuju maka dikembalikan ke
Kabid untuk diperbaiki
Menelaah konsep ljin Konsep suratusulan| 3 Jam |Draf Konsep surat
Operasional/ljin Pendirian SLB, Tidak penerima bantuan usulan penerima
apabila setuju maka / pemerintah sarana bantuan pemerintah
ditandatangani dan apabila prasarana sarana prasarana
tidak setuju maka
dikembalikan untuk diperbaiki
—
Pengusulan calon penerima i surat usulan 10 menit |surat usulan
bantuan pemerintah sarana selesal penerima bantuan penerima bantuan
prasarana ke direktorat - pemerintah sarana pemerintah sarana
PPKLK prasarana prasarana
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BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Judul SOP lPen enggaraan Bantuan Dana Alokasi Khusus
|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana : o

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangl/Jasa
Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 40 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang
Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang Pendidikan;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah

Kejuruan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Petunjuk Teknis DAK

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile
Peri Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan bantuan terlambat diajukan maka akan
berdampak pada tertundanya proses pengajuan bantuan ke pusat;

2. Kelengkapan administrasi usulan bantuan diterima oleh Bidang SMK paling lambat & bulan
sebelum Tahun Anggaran selanjutnya.

1. Rekapan Proposal Bantuan Sarana dan Prasarana
2. Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Lembaga/ ;
o T Satuan F“:,':W"""" m"""  Kabid Kadis Kelengkapan | Waktu Output S
Pendidikan
1 2 3 4 5 6 8 9 10 : 11 4y
1. |Usulan (Proposal) dari Surat Permohonan 15 menit |Permohonan Proposal | Terkait SOP
Lembaga/Satuan Pendidikan dan Proposal sesuai dan Disposisi Penanganan
jenis bantuan yang Surat Masuk
2. |Menelaah dan mendisposisi
permchonan Bantuan Sarana dan
Prasarana kepada Kabid PKLK yang
membawahi Kasie Kelembagaan dan
Sapras
3. |Menelaah dan mendisposisi
permohonan Bantuan Sarana dan
Prasarana kepada Kasie Kelembagaan
dan Sapras
4. |Menugaskan dan memberi arahan Permohonan proposal, | 20 menit |Permohenan Proposal
kepada staf untuk melakukan verifikasi Disposisi dan dan Disposisi
dan menganalisa proposal pedoman peraturan
perundang-undangan
5, |Melakukan verifikasi jenis dan Permohonan proposal, | 60 menit |Hasil verifikasi
merekap proposal lalu menyampaikan Disposisi dan hasil
hasil verifikasi kepada Kasie Sapras. rekapan proposal
Apabila belum memenuhi syarat maka Ya
dikembalikan kepada Satuan
Pendidikan/Lembaga
8. |Menelaah hasil verifikasi proposal lalu Tidak Hasil verifikasi 30 menit |Informasi keberlanjutan
dikondisikan dengan anggaran yang
ada di tahun selanjutnya.
7. |Usulan Proposal ditandatangani 15 menit |Daftar calon penerima
secara resmi oleh Kepala Dinas bantuan DAK di input
|Pendidikan dan Kebudayaan melalui aplikasi
disampaikan ke Direktorat Pembinaan Bappenas oleh Bappeda
PKLK melalui Bappeda.
8. |Menerima pemberitahuan dari Daftar calon penerima | 20 menit |SK Penentuan Lokus
Bappeda mengenai diterima tidaknya —Y bantuan DAK di input Penerima Bantuan DAK
bantuan DAK. Yang selanjutnya akan Bappenas oleh disampaikan ke
diproses oleh 3 Kementereian terkait. Bappeda Pemprov NTT
9. |Mengambil SK Penentuan Lokasi SK Penentuan Lokus | 40 menit |Informasi penolakan
penerima bantuan DAK, untuk | Penerima Bantuan atau informasi telah
ditindaklanjuti. DAK oleh diterbitkan SK Penerima
Kemendikbud yang Bantuan
disampaikan ke
Pemprov NTT
10. |Menerima Bantuan atau informasi Arsip pribadi 15 menit |Informasi bantuan
penolakan Bantuan Lembaga/Satuan diterima
Pendidikan
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BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS  [Judul SOP Penyelenggardafi Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) Sekolah Luar Biasa (SLB)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presicen Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 1. Memiliki pemahaman tentang proses penyzlenggaraan Kegiatan Lomba FLS2N

Reformasi Birokrasi 2010-2025. 2. Memahami tugas dan fungsi subag tatalaksana pemerintahan

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nomor 70 Tahun 2009

tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan

Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

. Peraturan Gubemnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode

2018-2022
7. Juknis Festival Dan Loma Seni Siswa Nasional (FLSZN) Sekolah Luar Biasa

(SLB)
|Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. Komputer
3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabil-a\ SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Disimpan sebagai data elektronik dan manual di sub.bagian tatalaksana Pemerintahan
lomba tidak dapat terlaksana dengan baik.

o»



Pelaksana - Mutu Baku ol
; : Keteranga
No. Taha iatan
ool Kabid PKLK | Sekretaris | Analis | Bendahara |KepalaDinas| Kelengkapan | Waktu Output n

1 2 4 5 P 8 9 10 : 11

1. |Menugaskan analis untuk mempersiapkan konsep TOR DPA dinas 30 menit |[Konsep TOR dan RAB
dan RAB penyelenggaraan Kegiatan Festival dan Lomba Pendidikan dan
Seni Siswa Nasional (FLS2N) o agenda kerja

2. [Menyusun TOR dan RAB penyelenggaraan Kegiatan E Konsep TOR dan 2 Jam ([Konsep TOR dan RAB
FLS2N dan menyampaikan ke Kabid. Tidak ) [ RAB

3. |Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju Konsep TOR dan 30 menit |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju B Ya RAB
menyerahkan kepada Analis untuk diperbaiki

4. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju Ya Draf TOR dan RAB | 30 menit [Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Jika Tidak
tidak setuju menyerahkan kepada Kabid untuk diperbaiki ‘\A./ Ya

5. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju Tidak Draf TOR dan RAB | 30 menit |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Sekretaris untuk persiapan
rapat. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kabid
untuk diperbaiki

6. |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat Draf TOR dan RAB | 20 menit |Draf TOR dan RAB
persiapan penyelenggaraan Kegiatan FLS2N.

7 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis Draf TOR dan RAB 1jam |Persetujuan TOR dan
penyelenggaraan kegiatan FLS2N (materi, jadwal RAB pelaksanaan
pelaksanaan,narasumber,target peserta, surat Kegiatan Festival
menyurat,tempat penyelenggaraan dan keuangan
Kegiatan)

8 |Melakukan review dan penyempurnaan substansi dan TOR dan RAB final | 30 menit |Bahan pelaksanaan
teknis penyelenggaraan Kegiatan FLS2N sesuai hasil pelaksanaan kegiatan
rapat bersama dan diserakan kepada kabid. kegiatan festival

9 |Memeriksa hasil penyempurnaan persiapan Kegiatan Bahan pelaksanaan | 30 menit ([Bahan pelaksanaan
dan melaksanakan Kegiatan FLS2N kegiatan kegiatan

10 |Melakukan pelaksanaan kegiatan Bahan pelaksanaan 5hari (Dokumentasi dan

kegiatan notulensi hasil kegiatan
11 |Menindaklanjuti hasil kegiatan, menyusun laporan hasil Dokumentasi dan 5hari |Dokumen laporan

kegiatan dan mengarsipkan.

notulensi hasil
kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Nomor SOP-AP 31 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi T e
Tanggal Efektif N et VO N

Disahkan Oleh // : ; ‘IDIKAN DAN KEBUDA

H1SA TENGGARA TIMUR,
="

atan lomba Keterampilan Siswa (LKS)
Sekolah Luar Biasa (SLB)

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desugn Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009
tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan
dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat |stimewa

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

6. Juknis Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Sekolah Luar Biasa (SLB)

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan LKS
2. Memahami tugas dan fungsi subag tatalaksana pemerintahan

Keterkaitan Pemlaiarﬂpeﬂengkapan .
SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB

Peﬁngatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
lomba tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di sub.bagian tatalaksana pemerintahan




. Pelaksana Mutu Baku
e Tohp Rapisian Sekretaris Analis | Bendahara | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Rameg
1 : 2 4 6 7 8 9 10 11
1. |Menugaskan analis untuk mempersiapkan DPA dinas Pendidikan 30 menit |Konsep TOR dan
konsep TOR dan RAB penyelenggaraan dan agenda kerja RAB
Kegiatan Perlombaan LS
2. |Menyusun TOR dan RAB penyelenggaraan Konsep TOR dan RAB 2Jam |Konsep TOR dan
Kegiatan Perlombaan LKS dan menyampaikan Tidak RAB
ke Kabid.
3. |Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju ¢ Konsep TOR dan RAB 30 menit |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Sekretaris. Jika tidak =
setuju menyerahkan kepada Analis untuk
diperbaiki
4. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju Tidak Draf TOR dan RAB 30 menit |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Kepala Dinas
Pendidikan. Jika tidak setuju menyerahkan Ya
kepada Kabid untuk diperbaiki
5. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju —_— A Draf TOR dan RAB 30 menit |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Sekretaris untuk i ) '
persiapan rapat. Jika tidak setuju menyerahkan
kepada Kabid untuk diperbaiki
6. |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat Draf TOR dan RAB 20 menit |Draf TOR dan RAB
persiapan penyelenggaraan Kegiatan Lomba.
7 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan Draf TOR dan RAB 1jam  |Persetujuan TOR
teknis penyelenggaraan kegiatan Lomba (materi, dan RAB
jadwal pelaksanaan,narasumber,target pelaksanaan
peserta,surat menyurat tempat penyelenggaraan Kegilatan Lomba
dan keuangan Kegiatan)
8 |Melakukan review dan penyempurnaan TOR dan RAB final 30 menit |Bahan pelaksanaan
substansi dan teknis penyelenggaraan Kegiatan pelaksanaan kegiatan kegiatan
Lomba sesuai hasil rapat bersama dan Lomba
diserakan kepada kabid.
9 |Memeriksa hasil penyempurnaan persiapan Bahan pelaksanaan 30 menit |Bahan pelaksanaan
Kegiatan dan melaksanakan Kegiatan Lomba. kegiatan kegiatan
10 |Melakukan pelaksanaan kegiatan K= Bahan pelaksanaan 5hari  |Dokumentasi dan
g 545 kegiatan notulensi hasil
kegiatan
11 |Menindaklanjuti hasil kegiatan, menyusun Dokumentasi dan 5 hari Dokumen laporan
laporan hasil kegiatan dan mengarsipkan. notulensi hasil kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP-AP 32 Tahun 2020

anggal Pembuatan

anggal Revisi e
Tanggal Efektif AP T RO
Disahkan Oleh //";, ALA DINAS PENDIDIKAN DAN&KEBUDA?N
(./MJ \w‘ t ;
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DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ey
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Judul SOP Penyelengthan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) Sekolah Luar Biasa (SLB)
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009
tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan
dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode
2018-2022

6. Juknis Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Luar Biasa (SLB)

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan Lomba O2SN
2. Memahami tugas dan fungsi subag tatalaksana pemerintahan

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4 Renstra, DPA, TOR, RAB

Perlngatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
lomba tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di sub.bagian tatalaksana Pemerintahan




; Pelaksana Mutu Baku
i 1400 hagisien Kabid PKLK | Sekretaris Analis Bendahara | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output sl s

L 2 3 4 5 [] 7 8 9 10 11

1. |Menugaskan analis untuk mempersiapkan DPA dinas Pendidikan 30 menit |Konsep TOR dan RAB
konsep TOR dan RAB penyelenggaraan dan agenda kerja
Kegiatan Perlombaan O2SN

2. |Menyusun TOR dan RAB penyelenggaraan Konsep TOR dan RAB 2 Jam Konsep TOR dan RAB
Kegiatan Perfombaan O2SN dan menyampaikan Tidak
ke Kabid.

3. |Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju Konsep TOR dan RAB 30 menit |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Sekretaris. Jika tidak T Ya
setuju menyerahkan kepada Analis untuk
diperbaiki i

4. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju Tidak Draf TOR dan RAB 30 menit |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Kepala Dinas
Pendidikan. Jika tidak setuju menyerahkan Ya
kepada Kabid untuk diperbaiki

5. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju Draf TOR dan RAB 30 menit  |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Sekretaris untuk
persiapan rapat. Jika tidak setuju menyerahkan
kepada Kabid untuk diperbaiki

6. |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat Draf TOR dan RAB 20 menit |Draf TOR dan RAB
persiapan penyelenggaraan Kegiatan Lomba.

7. |Melakukan rapat pembahasan substansi dan Draf TOR dan RAB 1jam Persetujuan TOR dan
teknis penyelenggaraan kegiatan Lomba (materi, RAB pelaksanaan
jadwal pelaksanaan, narasumber,target Kegiatan Lomba
peserta,surat menyurat tempat penyelenggaraan
dan keuangan Kegiatan)

8. |Melakukan review dan penyempurnaan substansi TOR dan RAB final 30 menit  |Bahan pelaksanaan
dan teknis penyelenggaraan Kegiatan Lomba pelaksanaan kegiatan kegiatan
sesuai hasil rapat bersama dan diserakan Lomba
kepada kabid.

9. |Memeriksa hasil penyempurnaan persiapan Bahan pelaksanaan 30 menit |Bahan pelaksanaan
Kegiatan dan melaksanakan Kegiatan Lomba. kegiatan kegiatan

10. |[Melakukan pelaksanaan kegiatan Bahan pelaksanaan 5 hari Dokumentasi dan

kegiatan notulensi hasil kegiatan

11. |Menindaklanjuti hasil kegiatan, menyusun Dokumentasi dan 5 hari Dokumen laporan

laporan hasil kegiatan dan mengarsipkan.

notulensi hasil kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Nomor SOP-AP 33 Tahun 2020

;gg_gal Pembuatan
anggal Revisi

| Tangqal Efektif
Tanggal Pengesahan

DisahKan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang:Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Namor 29 TAHUN 2014
Tentang Legalisir ljazah atau Pengesahan Foto Copy ljazah/Surat Tanda
Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti ljazah/surat
tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Maskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

1. Minimal Berpendidikan SLTA
2. Menguasai Peraturan Perundang-undangan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. Cap/Stempel Legalisir
2. Cap/ Stempel Dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan legalisir ljazah tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka
akan menghambat kepentingan masyarakat.

Disimpan Sebagai Arsip




Pelaksana

No. Tahap Kegiatan Pejabat Kepala ; il : ; KET
' Paladisi Sakal Kabid PKLK | Pemohon Kelengkapan Waktu_ Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menerima ljazah Asli dan Foto Copy, ljazah Asli, Foto 5 menit | ljazah Asli dan Foto

Menelaah Keabsahan ljazah dan memberi
stempel cap legalisir pada Foto Copy ljazah

Copy lzajah, map

Copy ljazah yang telah di

cap dan dilegalisir

2 |Menelaah ljazah Asli dan membubuhi paraf ljazah Asli dan Foto | 5 menit |ljazah Asli dan Foto
pada Foto Copy ijazah dan diteruskan kepala Copy ljazah yang Copy yang telah di paraf
Bidang telah di cap dan

dilegalisir

3 [Menelaah ljazah Asli dan Menandatangani liazah Asli dan Foto | 5 menit|ljazah Asli dan Foto

Foto Copy ijazah yang akan ditandatangani Copy ijazah yang Copy telah
telah diparaf ditandatangani dan di
stempel dinas

4 [Menyerahkan ljazah Asli dan Fotocopy yang ljazah Asli dan Foto | 5 Menit |ljazah Asli dan Foto
dilegalisir kepada pemohon Copy telah Copy telah

ditandatangani dan di ditandatangani dan di
stempel dinas stempel dinas




Nomor SOP-AP 34 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
| anggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR N>

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN '?-\:::..__.J\"p 19610923 198603 012
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Judul SOP Pengusulaﬁ‘i}lnhpéf;élé‘iial Unit Sekolah Baru Sekolah Luar
Biasa (SLB)
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.36 tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2017 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

1. Pendidikkan Minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. ATK

3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Telepon/Faximili

Perlngatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila ljin Operasional Unit Sekolah Baru terlambat di proses akan berdampak tidak
berjalannya proses pembelajaran di sekolah

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




ketentuan yang berlaku

: Pelaksana Mutu Baku
: Staf Pejabat - Kepala :
No. Tahap Kegiatan : : :
_ i Kepegawaian | Pelaksana Bid. | Seksi | 29 | soyretaris | K®P2@ | yolengkapan| waktu Output e
PKLK Dinas 5 A
dan Umum PKLK SarPras _ :
Tk z- ; 3 4 5 6 7 8 9 10 5 Al 12
1 |Pengajuan Surat Permohonan ljin Surat masuk 5 Menit Surat yang telah  [Terkait SOP
Operasional Unit Sekolah Baru dan disposisi didisposisi Penanganan Surat
Masuk
2 |Menerima Surat Permohonan ljin
Operasional Unit Sekolah Baru dan
mendisposisi Sekretaris untuk ditindaklanjuti
2 |Menelaah surat permohonan dan Surat masuk 5 Menit |Surat yang telah
mendisposisi kepada Kepala Bidang dan disposisi didisposisi
Pembinaan PKLK untuk ditindakianjuti
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3 |Menelaah Surat Permohonan ljin Surat masuk 5 Menit |Surat yang telah
Operasional Unit Sekolah Baru dan disposisi dan disposisi didisposisi
kepala Bidang kepada Kepala Seksi Sarana
dan Prasarana untuk ditindaklanjuti
4 |Menelaah Surat Permohonan ljin Surat yang 5 Menit |Surat yang telah
Operasional Unit Sekolah Baru dan telah didisposisi
mendisposisi Staf Bidang PKLK untuk didisposisi
ditindaklanjuti
5 |Memeriksa berkas kelengkapan dokumen Surat yang 10 Menit |Surat dan berkas
usulan ljin Operasional sekolah telah Kelengkapan
5 didisposisi
6 [Menyusun Konsep Surat Keterangan ljin Surat dan 30 Menit |Konsep surat ijin
Operasional sekolah baru dan berkas
menyampaikan ke Kasie SarPras Kelengkapan
7 |Memeriksa dan mengoreksi Konsep Surat Konsep Surat | 10 Menit [ Konsep Surat ljin dan
ljin Operasional sekolah ljin petunjuk
8 |Mengagenda dan penomoran Konsep Surat Konsep Surat | 5 Menit |Konsep Surat ljin
dan diteruskan ke Kabid Pembinaan ljin
Pembinaan PKLK
9 |[Mengisi nomor surat dan diteruskan ke EL Konsep Surat | 5 Menit |Konsep Surat ljin
Kabid untuk dibubuhkan paraf ljin
10 |Memeriksa Surat ijin Operasional dan tidak Ya Konsep Surat | 5 Menit |Konsep Surat ijin
selanjutnya membubuhkan paraf ljin
11 |Memeriksa Surat ijin Operasional dan Konsep Surat | 10 Menit |Konsep Surat ljin
selanjutnya membubuhkan paraf ljin
tidak
12 |Memeriksa surat ijin operasional dan Konsep Surat | 20 Menit Surat ljin
selanjutnya menandatangani Surat ijin ljin
Operasional dan selanjutnya diproses sesuai
ketentuan
13 |Mengeluarkan Surat ljin Operasional sesuai Konsep Surat | 5 Menit Surat ljin
ketentuan yang berlaku ljin
14 |Mengeluarkan Surat ljin Operasional sesuai Surat ljin Surat ljin




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Nomor SOP-AP. 35 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
anggal Revisi ey
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Judul SOP [Penyelenggaraan Bantuan Dana Bos Sekolah Luar Biasa (SLB)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran
2017

4. PMK No. 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 48/PMK.07/2016
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

5. SE No. 910/106/SJ tentang Juknis Pelaksanaan, Penatalaksanaan dan
Pertanggungjawaban BOS Satdikdas Yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota
Pada APBD

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomeor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

9. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai proses pendataan, pencairan dan pertanggungjawaban dana BOS

|Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer
2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel
Pen n

Apabila Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak diproses tepat waktu atau terlambat
dicairkan akan berdampak pada terhambatnya proses pembelajaran di sekolah

1. Pada Agenda Surat Mashk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
: : £ Kabid
No. Tahap Kegiatan Kasie Pejabat > = : Keterangan
IR Pelakbaia Per;n:::l:an Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menugaskan dan memberi Data Dapodik 10 menit |Data Dapodik  |Terkait SOP
arahan kepada pejabat ' Mulai ' Sekolah Sekolah Penanganan Surat
pelaksana untuk mengecek : Petunjuk, Masuk
data Dapodik Sekolah
penerima Dana Bos, konsep
Surat Keluar tentang
Pengusulan Bantuan Dana
Bos
2. |Mengecek Data Dapodik v Data Dapodik 10 menit |Data Dapodik
Sekolah untuk pengusulan Ej Sekolah, Sekolah
Bantuan Dana Bos dan i Petunjuk dan Petunjuk,
melaporkan kembali ke Kasie Penugasan Penugasan
Kesiswaan untuk diproses
selanjutnya
3. [Menyiapkan konsep surat Data Dapodik 60 menit |Konsep surat
keluar Bantuan Dana Bos LI Ya Sekolah keluar
S Petunjuk,
% Penugasan
4. |Menelaah, mengoreksi konsep v Konsep surat 10 menit |Konsep surat
surat keluar dan mengajukan Teak | o keluar keluar
konsep surat keluar \;/ Ya
5. |Menelaah dan mengoreksi Konsep surat 10 menit |Konsep surat
konsep surat keluar Tidak <l> keluar keluar
6. |Mengagenda dan memberikan . Konsep surat Smenit |Konsep surat
nomor surat | keluar dan keluar dan
— nomor surat nomor surat
7. |[Mengoreksi konsep akhir surat Y Konsep surat 10 menit  |Konsep akhir
keluar -)|:‘:'— keluar dan surat keluar
Ya nomor surat dengan paraf
8. |Meneliti surat, membubuhkan Filkali : Konsep akhir 5 menit |Konsep akhir
paraf i surat keluar surat keluar
Y Ya dengan paraf dengan paraf
9. |Mengoreksi surat, Konsep akhir 5 menit |Konsep akhir
membubuhkan paraf Tidak _<> surat keluar surat keluar
dengan paraf dengan paraf
10 |Mengoreksi surat, 4 Konsep akhir 10 menit |Konsep akhir
membubuhkan paraf <> surat keluar surat keluar
dengan paraf dengan paraf
11 |Membubuhkan cap, mengirim v Surat keluar, file 30 menit  |Surat keluar
dan mengarsipkan surat surat keluar
L
12 |Mengirim surat surat keluar 30 menit |Surat keluar




omor SOP -AP 36 Tahun 2020
anggal Pembuatan
 Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY
/@/ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, }N
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN IN L LPd
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NIP. 19610923 188603 012
Judul SOP PENGGANTIAN IJASAH/SKHUN
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi| 1. Menguasai Tata naskah Dinas
2010-2025. 2. Minimal berpendidikan SMA
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
3. Permendikbud Nomor 28 TAHUN 2014 Tentang Legalisir ljazah atau
Pengesahan Foto Copy ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat
Keterangan Pengganti ljazah/surat tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. Printer spesifik cetak ljazah dan SKHUN
3. ATK
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila dinas tidak dapat menyiapkan blangko penggantian ijasah/SKHUN, maka

Isekolah menerbitkan surat keterangan pengganti ijizah

1. Buku Inventaris Barang
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pemohon Pejabat Fungsional Kepala KET
Pelaicaana Wi Kepala Seksi Bidang Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Pemohon menyampaikan pengaduan Informasi Kelengkapan | 10 menit |ljasan/SKHUN yang
Berkas rusak,surat ket.dari
Sekolah dan surat
Pengantar dari Dinas
Pendidikan Kab/Kota
2 |Menerima Pengaduan dan Memberikan ljasah/SKHUN yang 5 menit |Informasi
informasi dan apabila berkas permohonan Tidak rusak,surat ket.dari kelengkapan berkas
lengkap maka diteruskan ke Fungsional Sekolah dan surat
Khusus, apabila belum lengkap maka Ya Pengantar dari Dinas
dikembalikan ke Pemohon Pendidikan Kab/Kota
3 |Menelaah berkas permohonan dan ljasah/SKHUN yang 30 menit |Berita Acara dan
memberikan SKHUN dan mengganti Tidak Y rusak,surat ket.dari Blanko ljazah dan
blanko ljasah sesuai kebutuhan pemohon g Sekolah dan surat SKHUN
dan sekaligus membuat berita acara o Y Ya Pengantar dari Dinas
penyerahan Pendidikan Kab/Kota
4 |Bubuhkan Paraf pada Berita Acara Berita Acara 5 menit |Berita Acara dan
penyerahan blanko ljazah dan SKHUN Tidak penyerahan blanko Blanko ljazah dan
ljazah dan SKHUN SKHUN
Ya

Penandatangan Berita Acara Penyerahan
blanko ljasah dan SKHUN

Tidak

Berita Acara
penyerahan blanko
ljazah dan SKHUN

5 menit

Berita Acara dan
Blanko ljazah dan
SKHUN

Penyerahan Blanko ljazah dan SKHUN

Blanko ljasah/SKHUN
dan Berita Acara

1 Menit

Berita Acara dan
Blanko ljazah dan
SKHUN

Penyerahan Blanko ljazah dan SKHUN

Blanko ljasah/SKHUN
dan Berita Acara

1 Menit

Berita Acara dan
Blanko ljazah,
SKHUN dan arsip
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Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Judul SOP

Disahkan Oleh

Antar Kabupaten/Kota

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang -Undanng Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Telepon/Faximili

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat Rekomendasi Pindah terlambat maka akan

berdampak pada terlambatnya tindaklanjut perpindahan peserta didik

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
. Pejabat
Ne. Yehup Regwian Pelaksana Kasi Kabid. PKLK | Sekretaris ':‘;pa" Kelengkapan | Waktu Olipuk. | | "o
inas
Bid. PKLK

1 2 3 4 5 [} 7 8 9 10 11

1 |Menyiapkan konsep surat rekomendasi 7 Surat Masuk 5 menit |Konsep Surat
pindah. Mulal dan Lembar Rekomendasi

Disposisi Pindah

2 |Mengoreksi konsep surat rekomendasi Konsep Surat 5 menit |Konsep Surat
apabila disetujui maka dibubuhkan paraf dan Rekomendasi Rekomendasi
diteruskan ke kepala bidang dan : Pindah Pindah
sekretaris, apabila tidak di setuju di > Ya
kembalikan ke pejabat pelaksana untuk T
diperbaiki

3 |Menelaah konsep surat rekomendasi pindah, ! Konsep Surat 10 menit |Konsep Surat
apabila setuju maka akan diparaf dan Tidak T Rekomendasi Rekomendasi
diteruskan ke Kepala Dinas dan apabila tidak L ™ Pindah Pindah
setuju maka dikembalikan ke Kepala Seksi A
untuk diperbaiki

4 |Menelaah konsep surat rekomendasi pindah, Konsep Surat 10 menit |Konsep Surat
apabila setuju maka ditandatangani dan Tidak .y Ya Rekomendasi Rekomendasi
apabila tidak setuju maka dikembalikan untuk e Pindah Pindah
diperbaiki

5 |Menelaah konsep surat rekomendasi pindah, v Konsep Surat Surat
apabila setuju maka ditandatangani dan T ~, |Rekomendasi Rekomendasi
apabila tidak setuju maka dikembalikan untuk Pindah Pindah
diperbaiki

6 |Mengendalikan, mendistribusikan dan Surat 5 menit | Surat
mengarsipkan S Rekomendasi rekomendasi

Pindah pindah dan
arsip
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BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS Judul SOP Penyelengguga_n Bantuan Operasional Sekolah Dasar dan

Sekolah Menengah Pertama

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Reguler

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Petunjuk Teknis BOS

3. Telepon/Faximile
4. Jaringan Intemet

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. Komputer

Peringatan

[Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila penyampaian data DAPODIK terlambat diinput ke aplikasi maka akan
berdampak pada tertundanya atau dana BOS tidak dapat diproses pencairannya;

2. Kelengkapan data Dapodik harus segera sinkron sebelum tanggal-tanggal cut off
yang terdapat dalam Juknis BOS;

3. Kelengkapan data administrasi telah diterima oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
sebelum pencairan Triwulan 1.

Pusat

1. Rekapan Data Penerima Bantuan Dana BOS yang dikirim oleh Tim Manajemen BOS

2. SK Tim Manajemen BOS Provinsi

3. SK Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Dana BOS
4. Rekapan Laporan Penggunaan
5. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




. |Menelaah surat pemberitahuan dari Surat 20 menit  |Surat
Kemendikbud sesuai dengan disposisi Pemberitahuan Pemberitahua
dan Petunjuk Teknis tentang Bantuan dan Juknis BOS n dan
Dana BOS Disposisi

. |Menelaah surat pemberitahuan dari Surat 20 menit  |Surat
Kemendikbud sesuai dengan disposisi Pemberitahuan Pemberitahua
dan Petunjuk Teknis tentang Bantuan dan Disposisi n, Disposisi
Dana BOS dan petunjuk

. |Menelaah surat pemberitahuan dari Surat 20 menit  |Surat
Kemendikbud dan Petunjuk Teknis Pemberitahuan, Pemberitahua
tentang Bantuan Dana BOS dan Disposisi dan n, Disposisi
disposisi Kabid, selanjutnya diserahkan petunjuk dan petunjuk
ke Tim Manajemen BOS untuk
ditindaklanjuti.

. | Tim Manajemen BOS Provinsi Surat 20 menit |Data
mendownload data penerima dari Tim Pemberitahuan, Penerima
Manajemen BOS Pusat untuk diproses Disposisi dan Bantuan
pencairan. | petunjuk

. |Tim Manajemen BOS Provinsi Data Penerima 5 hari Data
mengajukan proses pencairan Dana Bantuan Penerima
BOS per Triwulan kepada Kepala Bantuan dan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Surat
Provinsi NTT bagi Dikdas dan Diksus Pengajuan
Negeri (Belanja Langsung), Kepada
Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi NTT bagi Dikdas dan Diksus
Swasta (sebagai Dana Hibah).

. |Pencairan 4

. |Menerbitkan SP2D untuk penyaluran Data Penerima 5 Hari SP2D dan
Dana BOS ke Rekening sekolah Bantuan dan Surat Data

Pengajuan Penerima
Bantuan

. |Sekolah dapat menggunakan Dana Data Penerima 20 menit |Data
BOS sesuai dengan ketentuan yang W Bantuan beserta Penerima
berlaku. @Q Dana BOS Bantuan

=5 DR beserta Dana
BOS
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SEKSI PEMBINAAN KESISWAAN SMK Judul SOP Pengusulan ljin-Operasional Sarana Prasarana

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta

Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan.

3. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler
Pada pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan

satuan pendidikan dasar dan menengah

»

1. Pendidikan minimal S1
2. Menguasai Petunjuk Teknis ljin Operasional

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Telepon/Faximili

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan bantuan terlambat
diajukan maka akan berdampak pada tertundanya proses pengajuan bantuan
ke pusat;

2. Kelengkapan administrasi usulan diterima oleh Bidang SMK paling lambat 6

bulan sebelum Tahun Anggaran selanjutnya.

1. Rekapan Proposal ljin Operasional
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




. Pelaksana Mutu Baku
iatan Pemohon | Pejabat Kasie | Kepala Dinas , Keterangan
. i i Pelaksana Sapras Kabid SMA | Sekretaris | pandidikan Kelengkapan Waktu Output e
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12
Pemohon mengajukan Proposal ljin Surat permohonan dan 15 menit Permohonan dan Terkait SOP
. 1. |Operasional ke Sub.Bagian Kepegawaian proposal sesuai jenis Disposisi Penanganan
dan Umum Sekolah Negeri/ swasta Surat MAsuk
Menelaah dan mendisposisi permohonan Permohonan Proposal dan|15 menit Permohonan dan
. 2. |ljin Operasional dari Kadis ke Kabid SMA Disposisi Disposisi
Menelaah dan mendisposisi permohonan Permohonan Proposal dan|15 menit Permohonan dan
3. |liin Operasional dari Kabid. Ke Kasi T Disposisi Disposisi
. Kelembagaan dan Sarpras SMA 9
Menelaah dan mendisposisi permohonan 7 : Permohonan Proposal dan|15 menit Hasil Verifikasi
ljin Operasional dari Kasi Kelembagaan - Disposisi
. 4. |dan Sarpras SMA ke staf untuk melakukan
| verifikasi proposal
| Melakukan verifikasi proposal dan ’ - Hasil Verifikasi 20 hari Informasi
| . 5. {merekap, lalu menyampaikan hasil ] berkelanjutan
| verifikasi kepada Kepala Seksi Sarpras
| 8. |Menelaah hasil verifikasi Proposal Informasi berkelanjutan |15 menit  |Hasil studi kelayakan
| . 3 hari
| 7. |Melakukan Studi kelayakan Hasil studi kelayakan Hasil studi kelayakan
| . Usul hasil verifikasi (SK) dari Tim ke Kasi Hasil studi kelayakan 15 menit |Calon penerima SK
8. |sarpras untuk di paraf ljin Operasional
SK ljin Operasional dari Kasi Sarpras ke Calon penerima SK ljin |15 menit Calon penerima SK
. 9. |Kabid utuk di paraf Operasional ljin Operasional
SK ljin Operasional dari Kabid ke - Calon penerima SK ljin 20 menit Calon penerima SK
| . 10. | Sekretaris untuk di paraf o Operasional ljin Operasional
| SK ljin Operasional dari Sekretaris ke : Calon penerima SK ljin 20 menit Calon penerima SK
i 11.|Kepala Dinas Pendidikan untuk ditanda Al Operasional ljin Operasional
| . tangani secara resmi e
| SK ljin Operasional ditandatangani oleh e Calon penerima SK ljin 20 menit SK ljin Operasional
| 12.|Kepala Dinas Pendidikan > : Operasional
@ *
Pengambilan SK (ljin Operasional) oleh SK ljin Operasional 20 menit  |Informasi penolakan
13 pendiri dan Yayasan pengusul untuk atau informasi telah
"|dilaksanakan diterbitkan SK ljin
. Operasional




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI PEMBINAAN KESISWAAN SMK

Nomor SOP-AP 40 Tahun 2020
| Tanggal Pembuatan
| Tanggal Revisi
Tanggal Efektif P T
Disahkan oleh PAL 3 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
&}.@A TENGGARA TiMURz__/
\!
f H ‘-'- s
! : -
\ iy
0 . ¥
W< Drs/<BENYAMIN LOLA, M.Pd
e ?:7?:ELP.'19610923 198603 012
Judul SOP Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan
Akreditasi Nasional;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar
Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar
Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah

Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK

Nusa Te! ra Timur

|Keterkaitan Peralatanlperiengkapan X
1. SOP Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
3. SOP Penanganan Surat Keluar 3. Telepon/Faximile
4. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum SMK Tingkat Provinsi 4. Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan Kegiatan Bimtek
Kurikulum SMA/SMK Tingkat Provinsi tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di Seksi Kurikuium SMA/SMK




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan : Kepala Seksi |  Pejabat . Keterangan
Kabid Dikmen Kurikulum bilakcsnna Kelengkapan Waktu Output
1 2 4 8 6 7 g 9
1. |Menugaskan kepala seksi kurikulum untuk mendata Disposisi surat dan 10 menit Disposisi surat dan
satuan pendidikan yang berwenang melaksanakan petunjuk petunjuk
Ujian Nasional sesuai dengan surat edaran Menteri
Pendidikan
2. |Menugaskan Pejabat pelaksana kurikulum untuk Disposisi surat dan 10 menit Disposisi surat dan
mendata satuan pendidikan yang berwenang petunjuk petunjuk
melaksanakan Ujian Nasional sesuai dengan surat
edaran Menteri Pendidikan
3. |Mendata dan melaporkan satuan pendidikan yang Disposisi surat dan 10 menit Web Data Dapodik dan
berwenang melaksanakan UN kepada kepala seksi petunjuk Web data PDUN
4. |Melaporkan hasil pendataan kepada Kepala Bidang Web Data Dapodik dan 20 menit Web Data Dapodik dan
data Web PDUN Web data PDUN
5. |Menugaskan Kepala seksi kurikulum untuk membuat Web data dapodik dan 30 menit Web data dapodik dan |Terkait SOP
Konsep Surat Keputusan Satuan Pendidikan Pelaksana Konsep SK Satuan Konsep SK Satuan Surat Keluar
Ujian Nasional Pendidikan Pelaksana Pendidikan Pelaksana
Ujian Nasional Ujian Nasional
6. Mendistribusikan SK satuan pendidikan pelaksana ujian Konsep SK Satuan 1 hari SK Satuan Pendidikan

nasional dan mengarsipkannya

Pendidikan Pelaksana
Ujian Nasional dan
arsip

Pelaksana Ujian
Nasional dan arsip
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SEKS| PEMBINAAN SMA

Judul SOP Penyelenggaraankégiatan Bimtek Kurikulum SMA /SMK Tingkat

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentag Sistem Pendidikan Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum SMA/ SMK
Nasional tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Permendikbud Rl Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum

3. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Kurikulum tingkat Satuan
Pendidikan

4. Permendikbud Nomor 64, 65, 66, 69 Tahun 2013 Tentang Standar Isi, Standar
Proses, Standar Penilaian dan kerangka dasar dan struktur Kurikulum Sekolah
Dasar dan Menengah

5. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 13

Keterkaitan Peralatanlperlengkapan :
1. SOP Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Pendidikan 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum SMA/SMK Tingkat Provinsi

3. Telepon/Faximile

Nusa Tenggara Timur 4. Renstra, DPA, TOR, RAB
4. SOP Penangana Surat Keluar
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

ApabiEx SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan Kegiatan
Bimtek Kurikulum SMA/SMK Tingkat Provinsi tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di Seksi Kurikulum SMA/SMK




Pelaksana Mutu Baku
b Ty Ketpte) Kabid Dikmen Ku:::;um P:eam s Bendahara Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Keterangan
7 = ) 1 4 5 6 7 s 9 10 11
1. |Menugaskan Kepala seksi untuk mempersiapkan Agenda kerja dan 30 menit |Agenda kerja
konsep penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum buku panduan
2. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Agenda kerja 2 Jam Agenda kerja
mempersiapkan konsep penyelenggaraan Kegiatan
Bimtek Kurikulum
3. Membuat Konsep penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Agenda kerja 25 menit |Agenda kerja
Kurikulum dan Rapat persiapan
4. |Pelaksanaan Rapat Agenda kerja 30 menit |Agenda kerja
5 Membuat Konsep surat pemanggilann Narasumber Konsep surat 30 menit |Konsep surat Terkait SOP
dan Peserta Bimtk Kurikulum SMA/SMK pemanggilan nara pemanggilan nara Penanganan
sumber dan peserta sumber dan peserta |Surat Keluar
Bimtek Bimtek
6. |Distribusikan Surat Pemanggilan Narasumber dan Konsep surat 10 menit  |Surat pemanggilan
peserta bimtek Kurikulum SMA/SMK pemanggilan nara nara sumber dan
sumber dan peserta peserta Bimtek
Bimtek
T Membuat konsep panduan kegiatan, laporan ketua Konsep panduan 1 jam Konsep panduan
panitia, sambutan pembukaan/penutupan, dan kegiatan Bimtek kegiatan Bimtek
undangan pembukaan/penutupan Tidak
8. |Mereview dan melaporkan konsep panduan kegiatan, Konsep panduan 30 menit |Konsep panduan
laporan ketua panitia, sambutan . kegiatan Bimtek kegiatan Bimtek
pembukaan/penutupan, dan undangan 8
pembukaan/penutupan dan penyempurmnaan teknis ——
penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum
SMA/SMK jika ya maka disetujui dan membubuhkan
paraf jika tidak setuju maka dikembalikan untuk
dikonsepkan kembali
9. Memeriksa kembali konsep panduan kegiatan, Bahan pelaksanaan 30 menit |Bahan pelaksanaan
laporan ketua panitia, sambutan Ya kegiatan kegiatan
pembukaan/penutupan, dan undangan
pembukaan/penutupan dan penyempurnaan teknis
penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum
SMA/SMK, jika ya maka disetujui dan ditandatangani
dan jika tidak maka dikembalikan untuk diperbaiki
10. [Melaporkan konsep kegiatan kepada Kepala Dinas Bahan pelaksanaan 1-4 hari |Dokumentasi dan
kegiatan notulensi hasil
kegiatan
11. [Melaksankan kegiatan Bimtek Kurikulum SMA/SMK Dokumentasi dan 6 hari Dokumen laporan

dan menyusun pelaporan kegiatan Bimtek Kurikulum
SMA/SMK

notuiensi hasil
kegiatan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

SEKSI SARANA DAN PRASARANA Judul SOP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 1. Pendidikan minimal SLTA
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 2. Menguasai Petunjuk Teknis BOS SMA/SMK

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

3. Surat Edaran Nomor 910/106/SJ tentang Juknis Pelaksanaan,
Penatalaksanaan dan Pertanggungjawaban BOS Satdikdas yang
diselenggarakan oleh Kabupaten /Kota

4. Surat Edaran Nomor 903/1043/SJ tentang Juknis Pengelolaan BOS
Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri Yang Diselenggarakan
Pemerintah Provinsi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila penyampaian data DAPODIK terlambat diinput ke aplikasi 1. Rekapan Data Penerima Bantuan Dana BOS SMA/SMK yang dikirim oleh Tim
maka akan berdampak pada tertundanya atau dana BOS tidak dapat Manajemen BOS Pusat
diproses pencairannya; SK Tim Manajemen BOS SMA/SMK Provinsi
2. Kelengkapan data Dapodik harus segera sinkron sebelum tanggal- SK Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Dana BOS SMA/SMK
tanggal cut off yang terdapat dalam Juknis BOS; Rekapan Laporan Penggunaan
3. Kelengkapan data administrasi telah diterima oleh Tim Manajemen Disimpan sebagai data elektronik dan manual
BOS Provinsi sebelum pencairan Triwulan 1 (satu)

OB N




 Pelaksana Mutu Baku
5 : AU -Badan
No. Tahap Kegiatan Kabid Kasie Sarana | Pejabat | : Kepala Keterangan
- Dikmen | Prasarana |pelaksana [ "OU309aN | pin,, | Bank | [Kelengiapan | Waldu Dutpul

1 2 3 4 B G 7 8 ] 10 11 12

1. |Menelaah surat pemberitahuan dari Surat 20 menit |Surat
Kemendikbud sesuai dengan Pemberitahuan Pemberitahuan
disposisi dan Petunjuk Teknis tentang dan Juknis BOS dan Disposisi
Bantuan Dana BOS SMA/SMK

2. |Menelaah surat pemberitahuan dari Surat 20 menit  |Surat
Kemendikbud sesuai dengan Pemberitahuan Pemberitahuan,
disposisi dan Petunjuk Teknis tentang dan Disposisi Disposisi dan
Bantuan Dana BOS SMA/SMK petunjuk

3. |Menelaah surat pemberitahuan dari Surat 20 menit  |Surat
Kemendikbud dan Petunjuk Teknis Pemberitahuan, Pemberitahuan,
tentang Bantuan Dana BOS dan Disposisi dan Disposisi dan
disposisi Kabid Dikmen, selanjutnya petunjuk petunjuk
diserahkan ke Tim Manajemen BOS
untuk ditindaklanjuti.

4. |Tim Manajemen BOS Provinsi Surat 20 menit |Data Penerima
mendownload data penerima dari Tim Pemberitahuan, Bantuan
Manajemen BOS Pusat untuk Disposisi dan
diproses pencairan. petunjuk

5. |Tim Manajemen BOS Provinsi Data Penerima 5 hari Data Penerima
mengajukan proses pencairan Dana Bantuan Bantuan dan
BOS per Triwulan kepada Kepala Surat Pengajuan
Dinas Pendidikan Prov. NTT bagi
Dikmen dan Diksus Negeri (Belanja
Langsung), kepada Kepala BPPKAD
Prov. NTT bagi Dikmen dan Diksus
Swasta serta Dikdas (sebagai Dana
Hibah).

6. |Menerbitkan SP2D untuk penyaluran v Data Penerima 5 Hari SP2D dan Data
Dana BOS ke Rekening sekolah Bantuan dan Penerima

Surat Pengajuan Bantuan
7. |Pihak Bank menyalurkan Dana BOS SP2D dan Data 1 hari Data Penerima

langsung ke rekening sekolah dan
Sekolah dapat menggunakan Dana
BOS sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Penerima
Bantuan

Bantuan beserta
Dana BOS
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SEKSI SARANA DAN PRASARANA Judul SOP |Penyelengga?aan&§§ntdéﬁ Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

: o

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik;

Permendiknas nomor 40 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Standar Sarana
dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
(SMKMAK);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang Pendidikan;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan nomor: 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum
Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan nomor: 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 20186.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Petunjuk Teknis DAK

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. Komputer

3. _Telepon/Faximile
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

8

Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan bantuan terlambat diajukan
maka akan berdampak pada tertundanya proses pengajuan bantuan ke pusat;

Kelengkapan administrasi usulan bantuan diterima oleh Bidang Pendidikan
Menengah paling lambat 6 bulan sebelum Tahun Anggaran selanjutnya.

1. Rekapan Proposal

Bantuan Sarana dan Prasarana

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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: Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kasle Kabid Kepala Keterangan
Pemohon Analis - Sarana 2 Sekretaris Kelengkapan Waktu Qutput
Dikmen Dinas
Prasarana
1 2 3 4 5 (-] T 8 9 10 11 12
1. |Mengajukan Proposal Bantuan Surat Permohonan 15 menit |Permohonan Proposal Terkait SOP
Sarana dan Prasarana ke Bagian dan Proposal sesuai dan Disposisi - Sured
Umum jenis bantuan yang :;enar':ganan .
diajukan .,
2. |Menelaah dan mendisposisi Permohonan Proposal | 20 menit |Permohonan Proposal
permohonan Bantuan Sarana dan dan Disposisi dan Disposisi
Prasarana kepada Kabid Dikmen
yang membawahi Kasie
Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Bidang Dikmen
3. |Menelaah dan mendisposisi Permohonan Proposal 20 menit |Permohonan Proposal
permohonan Bantuan Sarana dan dan Disposisi dan Disposisi
Prasarana kepada Kasie
Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Bidang Dikmen
4. |Memerintahkan staf untuk melakukan \ Permohonan proposal,| 20 menit |Permohonan Proposal
verifikasi dan menganalisa proposal Disposisi dan dan Disposisi
pedoman peraturan
perundang-undangan
5. |Melakukan verifikasi jenis dan Permohonan proposal,| 60 menit |Hasil verifikasi
merekap proposal lalu Disposisi dan hasil
menyampaikan hasil verifikasi rekapan proposal
kepada Kasie Sarana Prasarana Ya
Bidang Dikmen Tidak
6. |Menelaah hasil verifikasi proposal = Hasil verifikasi 30 menit [Informasi keberlanjutan
lalu dikondisikan dengan anggaran L\
yang ada di tahun selanjutnya. ~~
7. |Usulan Provinsi ke Pusat yang Informasi 15 menit  |Daftar calon penerima
ditandatangani secara resmi oleh keberlanjutan bantuan DAK di input
Kepala Dinas Pendidikan, melalui melalui aplikasi
Bappeda. Bappenas oleh
Bappeda
8. |Menerima pemberitahuan dari Daftar calon penerima | 20 menit |SK Penentuan Lokus
Bappeda mengenai diterima tidaknya ——t— bantuan DAK di input Penerima Bantuan DAK
pengajuan daftar calon penerima S melalul aplikasi oleh Kemendikbud
bantuan DAK. Yang selanjutnya akan Bappenas oleh yang disampaikan ke
diproses oleh 3 Kementerian terkait. Bappeda Pemprov NTT
9. |Mengambil SK Penentuan Lokus Penugasan 40 menit  |Informasi penolakan
penerima bantuan DAK, untuk atau informasi telah
ditindaklanjuti. diterbitkan SK
Penerima Bantuan
10. |Menerima Bantuan atau informasi Arsip pribadi pemohon 15 menit  |Informasi bantuan

penolakan Bantuan

diterima
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Judul SOP Penyelenggaraan‘l(agiatan Olympide Olahraga Siswa Nasional SMA/SMK

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan
Karakter;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa;

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan Lomba O2SN SMA/SMK
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Menengah

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2 SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4 Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
lomba Olympiade Olahraga Siswa Nasional SMA/SMK tidak dapat terlaksana
dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di Bidang Pendidikan Menengah




Mutu Baku

Wasit / Juri

Kepala Dinas

Kelengkapan

10

11

Disposisi surat masuk

10 menit

masuk

12
Terkait SOP
Penanganan Surat
Masuk

Disposisi surat masuk

10 menit

Disposisi surat
masuk

§
1
i
g

Disposisi surat masuk

Disposisi surat
masuk dan petunjuk

N

Memeriksa konsep kegiatan O2SN dan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba
jhmurrukadlumplhnknp.mkmdn

petunjuk

Disposisi surat masuk dan

10 menit

Konsep kegiatan

kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba,
hwmmmm
kesiswaan untuk mempersiapkan rapat bersama
seluruh plhak terkait

Konsep kegiatan lomba

10 menit

6 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk membuat
surat undangan kepada seluruh pihak terkait
untuk mengikuti rapat persiapan pelaksanaan

Konsep kegiatan lomba

Terkait SOP

Penanganan Surat
Keluar

7 |Persiapan rapat pembahasan penyelenggaraan
kegiatan lomba

konsep persiapan rapat

1 hari

8 mmmwm

menyurat tempat pmym. keuangan
kegiatan dan hal teknis lainnya)

persiapan rapat

4jam

9 |Melakukan review dan penyempurnaan substansi
dan teknis penyelenggaraan Kegiatan Lomba
sesuai hasil rapat bersama dan disampaikan
kepada Kepala Bidang Dikmen

hasil rapat

10 |Kepala bidang melaporkan hasil rapat

Mekanisme
pelaksanaan kegiatan

11 |Menugaskan Kepala bidang untuk melaksanakan

30 menit

pelaksanaan kegiatan

12 |Kepala bidang menugaskan kepala seksi
i pemberitahuan
pemanggilan peserta lomba O2SN SMA

5 hari

Terkait SOP surat

13 | Pelaksanaan kegiatan lomba O2SN SMA/SMK

4 hari

Kegiatan lomba

14 |Menindakianjuti hasil kegiatan, menyusun laporan
hasil kegiatan dan mengarsipkan.

3 hari
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI KESISWAAN SMK Judul SOP Penyelenggaraan Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional

|(FLS2N) SMA/SMK

Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang
Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Kesiswaan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2014 Tentang
Kegiatan Ekstrakurikuler Pada pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2015 Tentang
Penumbuhan Budi Pekerti
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan FLS2ZN SMA/SMK
2. Memahami tugas dan fungsi bidang pembinaan SMA/SMK

Karakter
Keterkaitan Pemhhﬁpeﬂengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

ApabiI'; SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2ZN)SMA/ SMK tidak dapat terlaksana

dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di bidang Pendidikam Menengah, Subag Keuangan
dan Subag PDE
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Tahap Kegiatan

Pelaksana

Kepala
Seksi

Pejabat
Pelaksana

Wasit / Juri

Bendahara

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

10

11

12

Menugaskan Kepala Seksl Kesiswaan untuk
mempersiapkan konsep penyelenggaraan
kegiatan FLS2N sesuai dengan petunjuk surat
masuk

Mulai

Disposisi surat masuk

10 menit

Disposisi surat masuk

Terkait SOP
Penanganan Surat
Masuk

Menugaskan Pejabat pelaksana untuk
mempersiapkan konsep kegiatan FLS2N sesuai
dengan disposisi surat untuk mempersiapkan
segala kelengkapan administrasi dan hal teknis
pelaksanaan lomba

Disposisi surat masuk

10 menit

Disposisi surat masuk

~[Menyiapkan konsep kegiatan FLS2N dan
kelengkapan

administrasi serta hal teknis lomba
kemudian disampaikan kepada kepala seksi
kesiswaan

Tidak

Disposisi surat masuk

Disposisi surat masuk dan
petunjuk

Memeriksa konsep kegiatan FLS2N dan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba
ljika setuju maka disampaikan kepada kepala
Bidang Dikmen dan jika tidak setuju maka
dikembalikan kepada pejabat pelaksana untuk
dikonsepkan kembali.

Ya

10 menit

7 -

Memeriksa konsep kegiatan FLS2N dan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba,
kesiswaan untuk mempersiapkan rapat bersama
seluruh pihak terkait

Ya

Konsep kegiatan lomba

10 menit

Konsep kegiatan lomba

Menugaskan pejabat pelaksana untuk membuat
surat undangan kepada seluruh pihak terkait
untuk mengikuti rapat persiapan pelaksanaan
lomba

Konsep kegiatan lomba

konsep persiapan rapat

Terkait SOP Surat
Keluar

Persiapan rapat pembahasan penyelenggaraan
kegiatan lomba

konsep persiapan rapat

1 hari

Persiapan rapat

Melakukan rapat pembahasan substansi dan
teknis penyelenggaraan kegiatan Lomba (materi,
jadwal pelaksanaan, target peserta,surat
menyurat tempat penyelenggaraan, keuangan
kegiatan dan hal teknis lainnya)

= Tapal

4 jam

Melakukan review dan penyempurnaan substansi
dan teknis penyelenggaraan Kegiatan Lomba
kepada kepala Bidang Dikmen

10

Kepala bidang melaporkan hasil rapat
penyelenggaraan kegiatan lomba kepada Kepala

Dinas

hasil rapat

30 menit

1"

Menugaskan Kepala bidang untuk metaksanakan
kegiatan lomba sesuai dengan konsep yang tefah

B

|Mekanisme pelaksanaan

30 menit

12

pemanggilan peserta lomba FLS2N SMA/SMK

Mekanisme pelaksanaan
kegiatan

5 hari

Terkait SOP surat
keluar

Pelaksanaan kegiatan lomba FLS2N SMA/ SMK

pemanggilan peserta

4 hari

Kegiatan lomba

14

Menindaklanjuti hasil kegiatan, menyusun laporan
hasil kegiatan dan mengarsipkan,

Dokummasi dan

3 hari

Dokumen laporan
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Judul SOP Penyelenggaraan KegiataN Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar SMAISMK

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006
Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi
Kecerdasan Dan/atau Bakat Istimewa.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Kesiswaan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014
Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015
Tentang Penumbuhan Budi Pekerti

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan LCC 4 Pilar SMA/SMK
2. Memahami tugas dan fungsi bidang pembinaan SMA/SMK

Karakter
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4 Renstra, DPA, TOR, RAB

I?'eringatnn

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
Festival Lomba Cerdas Cermas (LCC) 4 Pilar SMA /SMKtidak dapat terlaksana

dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di Bidang Pendidikan Menengah, Subag Keuangan dan
Subag PDE




Tahap Kegiatan

Mutu Baku

Kepala Dinas

10

11

12

2
. |Menugaskan Kepala Seksi Kesiswaan untuk

mempersiapkan konsep penyelenggaraan kegiatan
LCC 4 Pilar sesual dengan petunjuk surat masuk

Disposisi surat masuk

10 menit

Terkait SOP

Penanganan Surat
Masuk

- |Menugaskan Pejabat pelaksana untuk

mempersiapkan konsep kegiatan LCC 4 Pilar
sesuai dengan disposisi surat untuk
mempersiapkan segala kelengkapan administrasi
dan hal teknis pelaksanaan lomba

Disposisi surat masuk

10 menit

Disposisi surat masuk

. |Menyiapkan konsep kegiatan LCC 4 Pilar dan

kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba
kemudian disampailkan kepada kepala seksi
kesiswaan

Disposisi surat masuk

30 menit

Disposisi surat masuk dan
petunjuk

Memeriksa konsep kegiatan LCC 4 Pilar dan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba
jika setuju maka disampaikan kepada kepala
Bidang Dikmen dan jika tidak setuju maka
dikembalikan kepada pejabat pelaksana untuk
dikonsepkan kemball.

Tidak

Disposisi surat masuk dan
petunjuk

10 menit

Konsep kegiatan lomba

Memeriksa konsep kegiatan LCC 4 Pilar dan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba,
jika setuju maka menugaskan kepala seksi
kesiswaan untuk mempersiapkan rapat bersama
seluruh pihak terkait

Konsep kegiatan lomba

10 menit

Konsep kegiatan lomba

Menugaskan pejabat pelaksana untuk membuat
surat undangan kepada seluruh pihak terkait untuk

mengikuti rapat persiapan pelaksanaan lomba

Konsep kegiatan lomba

konsep persiapan rapat

Terkait SOP
Penanganan Surat
Keluar

Persiapan rapat pembahasan penyelenggaraan
kegiatan lomba

konsep persiapan rapat

1 hari

Persiapan rapat

Melakukan rapal pembahasan substansi dan
teknis penyelenggaraan kegiatan Lomba {materi,
jadwal pelaksanaan, target peserta surat
menyurat tempat penyelenggaraan, keuangan
kegiatan dan hal teknis lainnya)

persiapan rapat

4jam

Melakukan review dan penyempurnaan substansi
dan teknis penyelenggaraan Kegiatan Lomba
sesuai hasil rapat bersama dan disampaikan
kepada kepala Bidang Dikmen.

hasil rapat

10

Kepala bidang melaporkan hasil rapat
penyelenggaraan kegiatan lomba kepada Kepala

Dinas

hasil rapat

1

Menugaskan Kepala bidang untuk melaksanakan
kegiatan lomba sesuai dengan konsep yang telah
direncanakan

Mekanisme pelaksanaan
kegiatan

30 menit

Mekanisme pelaksanaan
kegiatan

12

lan peserta lomba LCC 4 Pilar

Mekanisme pelaksanaan
kegiatan

5 hari

pemanggilan peserta

Terkait SOP

Penanganan surat
keluar

13

Pelaksanaan kegiatan lomba LCC 4 Pilar

pemanggilan peserta

4 hari

Kegiatan lomba

14

Menindaklanjuti hasil kegiatan, menyusun laporan
hasil kegiatan dan mengarsipkan.

Dokumentasi dan notulensi
hasil kegiatan

3 hari

Dokumen laporan




Nomor SOP-AP 47 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi ,/‘;;‘:"__':,;::B::-':;\

Tanggal Efektif AR e VO

Disahkan oleh & A8-RENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I3 {EHNSA TENGGARA TIMUB:
fi a P .
it

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN U e B A
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH S S5 T NP, 19610923 198603 012
SEKSI KESISWAAN SMK Judul SOP Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Debat Bahasa Inggris-indonesia
SMA/ISMK

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana -

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan
Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan
Kesiswaan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang
Kegiatan Ekstrakurikuler Pada pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang
Penumbuhan Budi Pekerti

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan

Inggris-Indonesia SMA/SMK
2. Memahami tugas dan fungsi bidang Dikmen

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan Lomba Debat Bahasa

Karakter
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Lomba
Debat Bahasa Inggris-Indonesia SMA/SMK tidak dapat terlaksana dengan baik.

PDE

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di bidang Dikmen, Subag Keuangan dan Subag




Mutu Baku

kegiatan dan mengarsipkan.

kegiatan

No. Tahap Kegiatan Kepala Seksi Ftprenen
Kabid Dikmen ask Juri Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 6 8 10 11 12
1. |Menugaskan Kepala Seksi Kesiswaan untuk Disposisi surat masuk 10 menit Disposisi surat masuk Terkait SOP
mempersiapkan konsep penyelenggaraan kegiatan Lomba Penanganan Surat
Debat Bahasa Inggris-indonesia sesuai dengan petunjuk Masuk
surat masuk
2. |Menugaskan Pejabat pelaksana untuk mempersiapkan Disposisi surat masuk 10 menit | Disposisi surat masuk
konsep kegiatan Lomba Debat Bahasa Inggris-Indonesia
sesuai dengan disposisi surat untuk mempersiapkan segala
kelengkapan administrasi dan hal teknis pelaksanaan lomba
3. |Menyiapkan konsep kegiatan Lomba Debat Bahasa Inggris- Disposisi surat masuk 30 menit Disposisi surat masuk dan
Indonesia dan kelengkapan administrasi serta hal teknis petunjuk
lomba kemudian disampaikan kepada kepala seksi Tidak
kesiswaan
4 |Memeriksa konsep kegiatan Lomba Debat Bahasa Inggris- Disposisi surat masuk dan 10 menit Konsep keglatan lomba
Indonesia dan kelengkapan administrasi serta hal teknis petunjuk
lomba jika setuju maka disampaikan kepada kepala Bidang
Dikmen dan jika tidak setuju maka dikembalikan kepada
pejabat pelaksana untuk dikonsepkan kembali. Tidak
5 |Memeriksa konsep kegiatan Lomba Debat Bahasa Inggris- Konsep kegiatan lomba 10 menit Konsep kegiatan lomba
Indonesia dan kelengkapan administrasi serta hal teknis Ya
lomba, jika setuju maka menugaskan kepala seksi
kesiswaan untuk mempersiapkan rapat bersama seluruh
| pihak terkait
6 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk membuat surat Konsep kegiatan lomba 20 menit konsep persiapan rapat Terkait SOP
undangan kepada seluruh pihak terkait untuk mengikuti Penanganan Surat
rapat persiapan pelaksanaan lomba Keluar
7 |Persiapan rapat pembahasan penyelenggaraan kegiatan konsep persiapan rapat 1 hari Persiapan rapat
lomba
persiapan rapat 4 jam rapat
rapat 30 menit hasil rapat
hasil rapat 30 menit Mekanisme pelaksanaan
kegiatan
11 |Menugaskan Kepala bidang untuk melaksanakan kegiatan 30 menit Mekanisme pelaksanaan
lomba sesuai dengan konsep yang telah direncanakan kegiatan
12 |Kepala bidang menugaskan kepala seksi kesiswaan untuk - I - 5 hari pemanggilan peserta Terkait SOP
membuat pemberitahuan dan pemanggilan peserta lomba SaE Penanganan surat
Lomba keluar
13 |Pelaksanaan kegiatan lomba Lomba Debat Bahasa Inggris- 4 hari Kegiatan lomba
Indonesia SMA/SMK
14 |Menindakianjuti hasil kegiatan, menyusun laporan hasil Dokumentasi dan notulensi hasil 3 hari Dokumen laporan




Nomor SOP-AP 48 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI KESISWAAN SMK Judul SOP IPanyeIenggaraan Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006
Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi
Kecerdasan Dan/atau Bakat Istimewa.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Kesiswaan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2014 Tentang
Kegiatan Ekstrakurikuler Pada pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015
Tentang Penumbuhan Budi Pekerti

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan
Pendidikan Karakter

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan Lomba
Kompetensi Siswa SMK
2. Memahami tugas dan fungsi bidang pembinaan SMK

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Surat Masuk
2 SOP Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4 Renstra, DPA, TOR, RAB

[Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan

kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di Bidang Pendidikan Menengah, Subag
Keuangan dan Subag PDE




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan : Kepala Seksi ; : : .
Kepala Bidang | "(¢P%2 P v Juri Bendahara | KepalaDinas | Kelengkapan Waktu Output Matwagen
1 2 : : 3 4 - & 6 7 8 8 i 10 11 12
1. |Menugaskan Kepala Seksi Kesiswaan untuk mempersiapkan konsep Disposisi surat masuk 10 menit |Disposisi surat  |Terkait SOP
penyelenggaraan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa sesuai dengan masuk Penanganan
petunjuk surat masuk Surat Masuk
2. |Menugaskan Pejabat pelaksana untuk mempersiapkan konsep Disposisi surat masuk 10menit  |Disposisi surat
kegiatan Lomba Kompetensi Siswa sesuai dengan disposisi surat masuk
untuk mempersiapkan segala kelengkapan administrasi dan hal teknis
pelaksanaan lomba
3. |Menyiapkan konsep kegiatan Lomba Kompetensi Siswa dan Disposisi surat masuk 30 menit  |Disposisi surat
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba kemudian masuk dan
disampaikan kepada kepala seksi kesiswaan petunjuk
4 |Memeriksa konsep kegiatan Lomba Kompetensi Siswa dan Disposisi surat masuk 10menit |Konsep kegiatan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba jika setuju maka dan petunjuk lomba
disampaikan kepada kepala Bidang SMK dan jika tidak setuju maka
dikembalikan kepada pejabat pelaksana untuk dikonsepkan kembali. Tidak
5 |Memeriksa konsep kegiatan Lomba Kompetensi Siswa dan Konsep kegiatan 10 menit |Konsep kegiatan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba, jika setuju maka Ya lomba lomba
menugaskan kepala seksi kesiswaan untuk mempersiapkan rapat
bersama seluruh pihak terkait
6 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk membuat surat undangan Konsep kegiatan 20 menit  |konsep persiapan |Terkait SOP
kepada seluruh pihak terkait untuk mengikuti rapat persiapan lomba rapat Penanganan
pelaksanaan lomba Surat Keluar
7 |Persiapan rapat pembahasan penyelenggaraan kegiatan lomba konsep persiapan 1 hari Persiapan rapat
rapat
8 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis penyelenggaraan persiapan rapat 4 jam rapat
kegiatan Lomba (materi, jadwal pelaksanaan, target peserta, surat
menyurat,tempat penyelenggaraan, keuangan kegiatan dan hal teknis
lainnya)
9 |Melakukan review dan penyempurnaan substansi dan teknis rapat 30 menit  |hasil rapat
penyelenggaraan Kegiatan Lomba sesuai hasil rapat bersama
dan disampaikan kepada kepala bidang SMK.
10 |Kepala bidang melaporkan hasil rapat penyelenggaraan hasil rapat 30 menit |Mekanisme
kegiatan lomba kepada Kepala Dinas pelaksanaan
kegiatan
11 [Menugaskan Kepala bidang untuk melaksanakan kegiatan Mekanisme 30 menit |Mekanisme
lomba sesuai dengan konsep yang telah direncanakan pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan kegiatan
12 |Kepala bidang menugaskan kepala seksi kesiswaan untuk Mekanisme 5 hari pemanggilan Terkait SOP
membuat pemberitahuan dan pemanggilan peserta lomba pelaksanaan peserta surat keluar
Lomba Kompetensi Siswa SMK kegiatan
13 |Pelaksanaan kegiatan lomba Lomba Kompetensi Siswa SMK pemanggilan 4 hari Kegiatan lomba
peserta
14 |Menindakianjuti hasil kegiatan, menyusun laporan hasil kegiatan Dokumentasi dan 3 hari Dokumen
dan mengarsipkan. notulensi hasil laporan
kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKS| KESISWAAN SMK

Nomor SOP-AP 50 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Refisi e
Tanggal Efektif A 'JR Oy
Disahkan Oleh 7 A WLA DM@ NDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
fi s.-!
k]
‘1!".* A .-' el
N . Drs, BENYAMIN LOLA, M.Pd
A -NIP: 19610923 198603 012
Judul SOP Penyeienggaraan Program PIP SMA/SMK

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang petunjuk
Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Bimtek
2. Memahami tugas dan fungsi biro organisasi
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) 1. ATK
2 SOP Penanganan surat keluar 2. Komputer

3 SOP Penanganan surat masuk

3. Telepon/Faximile
4 Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP penyelenggaraan Program PIP tidak sesuai prosedur maka pelaksanaan

PIP tidak dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak berdampak pada
peningkatan kesejahraan siswa.




hasil kegiatan dan mengarsipkan.

notulensi hasil kegiatan

bimbingan teknis.

Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kadis fapan Waktu : Keterangan

1 2 6 74 8 g 10

1. |Menugaskan kasi untuk menyiapkan pelaksanaan bimtek dan Agenda Kerja 15 menit | Disposisi
menyampaikan kepada kabid

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk menyiapkan bahan Disposisi 15 menit | Disposisi
pelaksanaan bimtek dan menyampaikan kepada kasi

3. |Menyiapkan bahan pelaksanaan bimtek dan menyampaikan Disposisi 1jam Bahan pelaksanaan
kepada kasi kegiatan bimtek

4. |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan bimtek dan Bahan pelaksanaan 2jam Konsep kerangka acuan
menyampaikan kepada kabid kegiatan bimtek pelaksanaan bimtek

5. |Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan bimtek. Konsep kerangka acuan 30 menit |Draf kerangka acuan
Apabila setuju menyampaikan kepada kepala biro organisasi pelaksanaan bimtek pelaksanaan bimtek
dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada kasi untuk
memperbaiki.

6 |Memeriksa draf kerangka acuan pelaksanaan bimtek. Draf kerangka acuan 30 menit |Kerangka acuan
Apabila setuju menyampaikan kepada kasi untuk pelaksanaan bimtek pelaksanaan bimtek,
mempersiapkan rapat persiapan pelaksanaan bimtek dan disposisi
apabila tidak setuju mengembalikan kepada kabid untuk
diperbaiki.

7 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat persiapan Kerangka acuan 15 menit |Undangan rapat
penyelenggaraan bimtek. pelaksanaan bimtek,

. isi

8 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis Undangan rapat 1 jam Notulen rapat
penyelenggaraan bimtek sesuai kerangka acuan yang d
meliputi materi, jadwal pelaksanaan,narasumber,target
peserta,surat menyurat,tempat penyelenggaraan dan
keuangan Bimtek

9 |Melakukan review dan penyempurnaan kerangka acuan Notulen rapat 1jam Kerangka acuan
penyelenggaraan bimtek sesuai hasil rapat dan menyerakan pelaksanaan bimtek
kepada kasi

9 |Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan Kerangka acuan 20 menit |[Kerangka acuan
penyelenggaraan Bimtek dan melaporkan kepada kabid pelaksanaan bimtek pelaksanaan bimtek

10 |Memeriksa hasil penyempurmnaan kerangka acuan Kerangka acuan 20 menit |Kerangka acuan
penyelenggaraan Bimtek dan melaporkan kepada kepala pelaksanaan bimtek pelaksanaan bimtek

11 |Menyetujui pelaksanaan kegiatan bimtek dan menugaskan Kerangka acuan 10 menit |Kerangka acuan
kasi untuk melaksanakan bimtek. pelaksanaan bimtek pelaksanaan bimtek,

12 |Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan menugaskan Kerangka acuan 3 Hari Dokumentasi dan
pejabat pelaksana untuk menindaklanjuti hasil bimtek. pelaksanaan bimtek notulensi hasil kegiatan

bimtek.

13 |Menindaklanjuti hasil kegiatan bimtek, menyusun laporan Dokumentasi dan 5 Hari Dokumen laporan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI KESISWAAN SMK

[Nomor SOP-AP 50 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi T
Tanggal Efektif S e P R

Disahkan oleh /R E D[DIKAN DAN KEBUDAYAAN

/A TENGGARA TIMUR, ¢

Judul SOP SOP Magang Siswa-SMK

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan Magang SMK
Nasional 2. Memahami tugas dan fungsi bidang Dikmen

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk 1. ATK
2 SOP Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4 Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan
kegiatan Magang SMK tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di bidang Dikmen, Subag Keuangan dan Subag
PDE




Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Kepala Seksi
Kesiswaan

Pejabat

Pelaksana

Bendahara

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Qutput

Keterangan

2

10

11

12

Menugaskan Kepala Seksi Kesiswaan untuk
mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan
magang siswa SMK

Disposisi surat masuk

10 menit

Disposisi surat masuk

Menugaskan Pejabat pelaksana untuk
mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan
magang siswa SMK

Disposisi surat masuk

10 menit

Disposisi surat masuk

Menyusun konsep pelaksanaan kegiatan magang
Siswa SMK

Tidak

Disposisi surat masuk

30 menit

Disposisi surat masuk dan
petunjuk

Mengoreksi konsep kegiatan magang siswa SMK,
jika setuju maka disampaikan kepada kepala
Bidang SMK dan jika tidak setuju maka
dikembalikan dan diberikan solusi untuk perbaikan

Ya

Tidak

Disposisi surat masuk dan
petunjuk

10 menit

Konsep kegiatan lomba

Mengoreksi konsep kegiatan magang siswa SMK,
jika setuju maka menugaskan kepala seksi untuk
melaksanakan kegiatan magang siswa sesuai
dengan konsep yang telah disetujui dan jika tidak
setuju maka dikemnbaliakan dan diberikan solusi
untuk perbaikan

Kensep kegiatan lomba

10 menit

Konsep kegiatan lomba

Menugaskan pejabat pelaksana untuk membuat
surat pemanggitan peserta magang, dan surat ijin
penempatan siswa magang

Konsep kegiatan lomba

20 menit

konsep persiapan rapat

Terkait SOP Surat
Keluar

Persiapan rapat kegiatan pelaksanaan magang
siswa SMK

konsep persiapan rapat

1 hari

Persiapan rapat

Melakukan rapat pembahasan terkait
penyelenggaraan kegiatan magang siswa SMK (
Lokasi magang, akomodasi dan konsumsi serta
transportasi siswa magang SMK)

persiapan rapat

2 jam

rapat

Melakukan review dan penyempumaan substansi
dan teknis penyelenggaraan Kegiatan magang
siswa SMK sesuai hasil rapat bersama dan
disampaikan kepada kepala bidang SMK.

rapat

30 menit

hasil rapat

10

Kepala bidang melaporkan mekanisme dan
gambaran penyelenggaraan kegiatan magang
siswa SMK kepada Kepala Dinas

hasil rapat

30 menit

Mekanisme pelaksanaan
kegiatan

11

Menugaskan Kepala bidang untuk melaksanakan
kegiatan magang siswa SMK

Mekanisme pelaksanaan
kegiatan

20 menit

Mekanisme pelaksanaan
kegiatan

12

Kepala bidang menugaskan kepala seksi
kesiswaan untuk melaksanakan kegiatan magang
siswa SMK

Mekanisme pelaksanaan
kegiatan

20 menit

pemanggilan peserta

13

Pelaksanaan kegiatan magang siswa SMK

pemanggilan peserta

30 hari

Kegiatan lomba

14

Menindaklanjuti hasil kegiatan, menyusun laporan
hasil kegiatan dan mengarsipkan.

Dokumentasi dan notulensi
hasil kegiatan

3 hari

Dokumen laporan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor SOP-AP 51 Tahun 2020

|Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH “:;- —NIP. 19610923 198603 012
SEKSI KESISWAAN SMK Judul SOP |penye|eng‘gim.cebyar SMK
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006
Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi
Kecerdasan Dan/atau Bakat Istimewa.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Kesiswaan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014
Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015
Tentang Penumbuhan Budi Pekerti

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan Lomba O2SN
2. Memahami tugas dan fungsi bidang pembinaan SMK

Pendidikan Karakter
|Keterkaitan |Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB

T’eringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
Gebyar SMK tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di bidang pembinaan SMK




-Tahap Kegiatan

Kabid Dikmen

7 :

-

. |Menugaskan Kepala Seksi Kesiswaan untu

mempersiapkan konsep penyelenggaraan kegiatan
Gebyar SMK sesuai dengan petunjuk surat masuk

. |Menugaskan Pejabat pelaksana untuk

mempersiapkan konsep kegiatan Gebyar SMK sesuai
dengan disposisi surat untuk mempersiapkan segala
kelengkapan administrasi dan hal teknis pelaksanaan
lomba

. |Menyiapkan konsep kegiatan Gebyar SMK dan

kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba
kemudian disampaikan kepada kepala seksi
kesiswaan

Memeriksa konsep kegiatan Gebyar SMK dan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba jika
setuju maka disampaikan kepada kepala Bidang SMK
dan jika tidak setuju maka dikembalikan kepada
pejabat pelaksana untuk dikonsepkan kembali.

Memeriksa konsep kegiatan Gebyar SMK dan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba, jika
setuju maka menugaskan kepala seksi kesiswaan
untuk mempersiapkan rapat bersama seluruh pihak
terkait

Menugaskan pejabat pelaksana untuk membuat surat
undangan kepada seluruh pihak terkait untuk
mengikuti rapat persiapan pelaksanaan lomba

Persiapan rapat pembahasan penyelenggaraan
kegiatan lomba

Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis
penyelenggaraan kegiatan Lomba (materi, jadwal
pelaksanaan, target peserta, surat menyurat, tempat
penyelenggaraan, keuangan kegiatan dan hal teknis
lainnya)

Melakukan review dan penyempurnaan substansi dan
teknis penyelenggaraan Kegiatan Lomba sesuai hasil
smthKbmmm dan disampaikan kepada kepala bidang

10 |Kepala bidang melaporkan hasil rapat hasil rapat
|penyelenggaraan kegiatan lomba kepada Kepala pelaksanaan
Dinas |kegiatan
11 |Menugaskan Kepaia bidang untuk melaksanakan Mekanisme 30 menit |Mekanisme
kegiatan lomba sesuai dengan konsep yang telah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan
direncanakan kegiatan
12 |Kepala bidang menugaskan kepala seksi kesiswaan Mekanisme Shari |pemanggilan peserta| Terkait SOP
untuk membuat pemberitahuan dan pemanggilan pelaksanaan kegiatan Penanganan
peserta lomba Gebyar SMK Surat Keluar
13 |Pelaksanaan kegiatan lomba Gebyar SMK pemanggilan peserta 4 hari  |Kegiatan lomba
14 |Menindakianjuti hasil kegiatan, menyusun laporan Dokumentasi dan 3hari  |Dokumen laporan

hasil kegiatan dan mengarsipkan.

notulensi hasil kegiatan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR \Z :
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[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Bimtek
2. Memahami tugas dan fungsi biro organisasi
3. Pendidikan minimal SLTA.

3 SOP Penanganan surat masuk

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) 1. ATK
2 SOP Penanganan surat keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4 Renstra, DPA, TOR, RAB

rPeringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP penyelenggaraan Program PIP tidak sesuai prosedur maka
pelaksanaan PIP tidak dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan
tidak berdampak pada peningkatan kesejahraan siswa.




_ Pelaksana Mutu Baku _
o e Kabid SMK |  Kasle Pejabat |k opala Dinas |  Kelengkapan Waktu oupur | e
1 2 E 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan kasi untuk menyiapkan pelaksanaan bimtek Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
dan menyampaikan kepada kabid
2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk menyiapkan bahan Disposisi 15 menit |Disposisi
pelaksanaan bimtek dan menyampaikan kepada kabid
3. |Menyiapkan bahan pelaksanaan bimtek dan Disposisi 1jam Bahan
menyampaikan kepada kasi pelaksanaan
4. |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan bimtek Ya Bahan pelaksanaan 2 jam Konsep kerangka
dan menyampaikan kepada kabid kegiatan bimtek acuan
pelaksanaan
5. |Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan bimtek. Konsep kerangka 30 menit |Draf kerangka
Apabila setuju menyampaikan kepada kepala Dinas dan [Tidak acuan pelaksanaan acuan
apabila tidak setuju mengembalikan kepada kasi untuk bimtek pelaksanaan
memperbaiki. bimtek
6 |Memeriksa draf kerangka acuan pelaksanaan bimtek. Draf kerangka acuan 30 menit |Kerangka acuan
Apabila setuju menyampaikan kepada kasi untuk pelaksanaan bimtek pelaksanaan
mempersiapkan rapat persiapan pelaksanaan bimtek dan = bimtek, disposisi
apabila tidak setuju mengembalikan kepada kabid untuk "
diperbaiki.
7 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat persiapan Kerangka acuan 15 menit |Undangan rapat
penyelenggaraan bimtek. pelaksanaan bimtek,
disposisi
8 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis Undangan rapat 1 jam Notulen rapat
penyelenggaraan bimtek sesuai kerangka acuan meliputi
materi, jadwal pelaksanaan,narasumber,target peserta surat
menyurat,tempat penyelenggaraan dan keuangan Bimtek
9 |Melakukan review dan penyempurnaan kerangka acuan Notulen rapat 1jam Kerangka acuan
penyelenggaraan bimtek sesuai hasil rapat dan pelaksanaan
menyerakan kepada kabid bimtek
9 |Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan Kerangka acuan 20 menit |Kerangka acuan
penyelenggaraan Bimtek dan melaporkan kepada kabid pelaksanaan bimtek pelaksanaan
bimtek
10 [Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan Kerangka acuan 20 menit |Kerangka acuan
penyelenggaraan Bimtek dan melaporkan kepada kepala pelaksanaan bimtek pelaksanaan
dinas bimtek
11 [Menyetujui pelaksanaan kegiatan bimtek dan menugaskan Kerangka acuan 10 menit |Kerangka acuan
kasi untuk melaksanakan bimtek. pelaksanaan bimtek pelaksanaan
bimtek, disposisi
12 |Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan menugaskan sy P S Kerangka acuan 3 Hari Dokumentasi dan
pejabat pelaksana untuk menindaklanjuti hasil bimtek. I PR I pelaksanaan bimtek notulensi hasil
kegiatan bimtek.
13 |Menindaklanjuti hasil kegiatan bimtek, menyusun laporan \ Dokumentasi dan 5 Hari Dokumen laporan
hasil kegiatan dan mengarsipkan. sles notuiensi hasil bimbingan teknis.
kegiatan
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012
tentang Badan Akreditasi Nasional;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016
tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016
tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN N ___Drs. BENYAMIN L! M.Pd
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH Ni/Fs - NP 19610923 198603 1 012
SEKSI KESISWAAN SMA/SMK Judul SOP Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK
Nasional

3. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum SMA/SMK Tingkat
Provinsi NTT

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Pendidikan 1. ATK
2. SOP Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan
Kegiatan Bimtek Kurikulum SMA/SMK Tingkat Provinsi tidak dapat
terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di Seksi Kurikulum SMA/SMK




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan spaes Kepala Seksi |  Pejabat : - Keterangan
Pendidikan Kelengkapan - Waktu Output
Kurikulum Pelaksana -
Menengah :
2 3 4 5 [] 7 ] 9
Menugaskan kepala seksi kurikulum untuk mendata Disposisi surat dan 10 menit Disposisi surat dan
satuan pendidikan yang berwenang melaksanakan petunjuk petunjuk
Ujian Nasional sesuai dengan surat edaran Menteri
Pendidikan
Menugaskan Pejabat pelaksana kurikulum untuk Disposisi surat dan 10 menit Disposisi surat dan
mendata satuan pendidikan yang berwenang petunjuk petunjuk
melaksanakan Ujian Nasional sesuai dengan surat
edaran Menteri Pendidikan
Mendata dan melaporkan satuan pendidikan yang Disposisi surat dan 10 menit Web Data Dapodik dan
berwenang melaksanakan UN kepada kepala seksi petunjuk Web data PDUN
. |Melaporkan hasil pendataan kepada Kepala Bidang Web Data Dapodik dan 20 menit Web Data Dapodik dan

data Web PDUN Web data PDUN
Menugaskan Kepala seksi kurikulum untuk membuat Web data dapodik dan 30 menit Web data dapodik dan |Terkait SOP
Konsep Surat Keputusan Satuan Pendidikan Pelaksana Konsep SK Satuan Konsep SK Satuan Surat Keluar
Ujian Nasional Pendidikan Pelaksana Pendidikan Pelaksana

Ujian Nasional Ujian Nasional
Mendistribusikan SK satuan pendidikan pelaksana ujian Konsep SK Satuan 1 hari SK Satuan Pendidikan |Terkait SOP
nasional ke UPT Pendidikan dan mengarsipkannya Pendidikan Pelaksana Pelaksana Ujian Surat masuk

Ujian Nasional dan Nasional dan arsip UPT

arsip Pendidikan
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Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran

1.

Pendidikan minimal SLTA

sebelum pencairan Triwulan 1.

Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 2. Menguasai Petunjuk Teknis BOS
2. Pperaturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas
PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa
3. Surat Edaran Nomor 910/106/SJ tentang Juknis Pelaksanaan, Penatalaksanaan
dan Pertanggungjawaban BOS Satdikdas Yang Diselenggarakan Oleh Kab/Kota
Pada APBD
4. Surat Edaran Nomor. 903/1043/SJ tentang Juknis Pengelolaan BOS Satdikmen
Negeri dan Satdiksus Negeri Yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi Pada
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Administrasi Surat Keluar 1. ATK
2. Komputer
3. Telepon/Faximile
4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
1. Apabila penyampaian data DAPODIK terlambat diinput ke aplikasi maka akan 1. Rekapan Data Penerima Bantuan Dana BOS yang dikirim oleh Tim Manajemen BOS
berdampak pada tertundanya atau dana BOS tidak dapat diproses pencairannya; Pusat
2. SK Tim Manajemen BOS Provinsi
2. Kelengkapan data Dapodik harus segera sinkron sebelum tanggal-tanggal cut off 3. SK Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Dana BOS
yang terdapat dalam Juknis BOS; 4. Rekapan Laporan Penggunaan
3. Kelengkapan data administrasi telah diterima oleh Tim Manajemen BOS Provinsi | 5. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
o Taling Kogieomn Kabid SMK | Kasie Sapras p:;m BPPKAD | Kadis Bank Kelengkapan | Waktu VP g v

1 = i 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1. |Menelaah surat pemberitahuan dari Surat 20 menit  |Surat
Kemendikbud sesuai dengan disposisi Pemberitahuan Pemberitahua
dan Petunjuk Teknis tentang Bantuan dan Juknis BOS n dan
Dana BOS Disposisi

2. |Menelaah surat pemberitahuan dari Surat 20 menit  |Surat
Kemendikbud sesuai dengan disposisi Pemberitahuan Pemberitahua
dan Petunjuk Teknis tentang Bantuan dan Disposisi n, Disposisi
Dana BOS dan petunjuk

3. |Menelaah surat pemberitahuan dari Surat 20 menit |Surat
Kemendikbud dan Petunjuk Teknis X Pemberitahuan, Pemberitahua
tentang Bantuan Dana BOS dan b Disposisi dan n, Disposisi
disposisi Kabid SMK, selanjutnya petunjuk dan petunjuk
diserahkan ke Tim Manajemen BOS
untuk ditindaklanjuti.

4. |Tim Manajemen BOS Provinsi Surat 20 menit |Data
mendownload data penerima dari Tim Pemberitahuan, Penerima
Manajemen BOS Pusat untuk Disposisi dan Bantuan
diproses pencairan. petunjuk

5. |Tim Manajemen BOS Provinsi Data Penerima 5 hari Data
mengajukan proses pencairan Dana Bantuan Penerima
BOS per Triwulan kepada Kepala Bantuan dan
Dinas Pendidikan Prov. NTT bagi Surat
Dikmen dan Diksus Negeri (Belanja Pengajuan
Langsung), kepada Kepala BPPKAD
Prov. NTT bagi Dikmen dan Diksus
Swasta serta Dikdas (sebagai Dana
Hibah).

6. |Menerbitkan SP2D untuk penyaluran Data Penerima 5 Hari SP2D dan
Dana BOS ke Rekening sekolah \ Bantuan dan Surat Data

Pengajuan Penerima
Bantuan

7. |Pihak Bank menyalurkan Dana BOS SP2D dan Data 1 hari Data

langsung ke rekening sekolah Penerima Bantuan Penerima
Bantuan
beserta Dana
BOS

8. |Sekolah dapat menggunakan Dana Data Penerima 20 menit |Data
BOS sesuai dengan ketentuan yang Bantuan beserta Penerima
berlaku. Dana BOS Bantuan

beserta Dana
BOS
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Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana
Alokasi Khusus Fisik;

Permendiknas nomor 40 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Standar
Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
Kejuruan (SMK/MAK);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional
Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan nomor: 7013/DiKP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang
Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September
2016.

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Menguasai Petunjuk Teknis DAK SMA/SMK

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK
2. Komputer
3._Telepon/Faximile

Per!ngﬁahn

Pencatatan dan pendataan :

1.

Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan bantuan terlambat
diajukan maka akan berdampak pada tertundanya proses pengajuan bantuan ke
pusat;

Kelengkapan administrasi usulan bantuan diterima oleh Bidang Dikmen paling

lambat 6 bulan sebelum Tahun Anggaran selanjutnya.

: B ﬁukapan Proposal Bantuan Sarana dan Prasarana
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
it Helon Tiovety Analis | 2% |iohia SMA | Sekretaris | Kadis | Kelengkapan | Waktu Output Ne—
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. [Mengajukan Proposal Bantuan Surat Permohonan | 15 menit |Permohonan Proposal
Sarana dan Prasarana ke Bagian dan Proposal dan Disposisi Terkait SOP
Umum sesuai jenis Penanganan Surat
bantuan yang Masuk
diajukan
2. |Menelaah dan mendisposisi Permohonan 20 menit |Permchonan Proposal
Bantuan Sarana dan Proposal dan dan Disposisi
Prasarana kepada Kabid Dikmen Disposisi
yang membawahi Kasie Sapras
Bidang Dikmen
3. |[Menelaah dan mendisposisi Permohonan 20 menit |Permohonan Proposal
permohonan Bantuan Sarana dan Proposal dan dan Disposisi
Prasarana kepada Kasie Sarana Disposisi
pada Bidang Dikmen
4. |Memerintahkan staf untuk melakukan Permohonan 20 menit |Permohonan Proposal
verifikasi dan menganalisa proposal proposal, Disposisi dan Disposisi
dan pedoman
peraturan
5. |Melakukan verifikasi jenis dan Permohonan 60 menit |Hasil verifikasi
merekap proposal lalu menyampaikan proposal, Disposisi
|hasil verifikasi kepada Kasie Sapras dan hasil rekapan
proposal
6. |Menelaah hasil verifikasi proposal lalu Hasil verifikasi 30 menit |Informasi keberlanjutan
dikondisikan dengan anggaran yang Tidak
ada di tahun selanjutnya. Ya
7. |Usulan Provinsi ke Pusat yang [ Informasi 15 menit |Daftar calon penerima
ditandatangani secara resmi oleh -} |keberanjutan bantuan DAK di input
Kepala Dinas Pendidikan, melalui melalui aplikasi
Bappeda. Bappenas oleh
Bappeda
8. |Menerima pemberitahuan dari Datftar calon 20 menit |SK Penentuan Lokus
Bappeda mengenai diterima tidaknya penerima bantuan Penerima Bantuan
pengajuan daftar calon penerima DAK di input DAK oleh
bantuan DAK yang selanjutnya akan melalui aplikasi Kemendikbud yang
diproses oleh 3 Kementereian terkait. Bappenas oleh disampaikan ke
Bappeda Pemprov NTT
9. |Mengambil SK Penentuan Lokus Penugasan 40 menit |Informasi penolakan
penerima bantuan DAK, untuk atau informasi telah
ditindaklanjuti. diterbitkan SK
Penerima Bantuan
10. |Menerima Bantuan atau informasi Arsip pribadi 15 menit |Informasi bantuan
penolakan Bantuan pemohon diterima
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SMA/SMK

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan Lomba O2SN
2. Memahami tugas dan fungsi subag tatalaksana pemerintahan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabi[-a SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan lomba
|Olympiade Olahraga Siswa Nasional SMA tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di sub.bagian tatalaksana pemerintahan




Pelaksana Mutu Baku
No. T Kegiatan Seksi
A~ Kabid sma | f(epela Seksi|  Pejabal | wasitssuri | Bendahara |KepalaDinas|  Kelengkapan Waktu Output Keterangan
i F] - 3 4 [ ] 9 10 =5 7 MEE 12
1. |Menugaskan Kepala Seksi Kesiswaan untuk Disposisi surat masuk 10 menit |Disposisi surat Terkait SOP
mempersiapkan konsep penyelenggaraan masuk Penanganan Surat
kegiatan O2SN sesuai dengan petunjuk surat Masuk
masuk
2. |Menugaskan Pejabat pelaksana untuk Disposisi surat masuk 10 menit | Disposisi surat
mempersiapkan konsep kegiatan O2SN sesuai masuk
dengan disposisi surat untuk mempersiapkan
segala kelengkapan administrasi dan hal teknis
pelaksanaan lomba
3, |Menyiapkan konsep kegiatan O2SN dan Disposisi surat masuk 30 menit |Disposisi surat
kemudian disampaikan kepada kepala seksi Tidak petunjuk
kesiswaan
4 |Memeriksa konsep kegiatan O2SN dan Disposisi surat masuk dan | 10menit |Konsep kegiatan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba b petunjuk lomba
setuju maka disampaikan kepada kepala
Bidang SMA dan jika tidak setuju maka
dikembalikan kepada pejabat pelaksana untuk
dikonsepkan kembali.
5 |Memeriksa konsep kegiatan O2SN dan Konsep kegiatan lomba 10menit |Konsep kegiatan
jika setuju maka menugaskan kepala seksi
kesiswaan untuk mempersiapkan rapat bersama
seluruh pihak terkait
6 |Menugaskan pﬁmmm Konsep kegiatan lomba 20 menit |konsep persiapan |Terkait SOP Surat
Keluar
konsep persiapan rapat 1 hari Persiapan rapat
persiapan rapat 4jam  |rapat
rapat 30 menit |hasil rapat
hasil rapat 30 menit  |Mekanisme
pelaksanaan
kegiatan
Mekanisme pelaksanaan 30 menit |Mekanisme
kegiatan lomba sesuai dengan konsep yang telah kegiatan pelaksanaan
direncanakan kegiatan
12 |Kepala bidang menugaskan kepala seksi Mekanisme pelaksanaan 5 hari pemanggilan Terkait SOP surat
| kesiswaan untuk membuat pemberitahuan dan kegiatan peserta keluar
pemanggilan peserta lomba O2SN SMA
13 |Pelaksanaan kegiatan lomba O2SN SMA pemanggilan peserta 4 hari Kegiatan lomba
14 |Menindaklanjuti hasil kegiatan, menyusun laporan Dokumentasi dan 3 hari Dokumen laporan
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Judul SOP Penyelenggaraan KegiataN Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar SMA

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006

2. Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi
Kecerdasan Dan/atau Bakat Istimewa.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan
Kesiswaan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan
Ekstrakurikuler Pada pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang
Penumbuhan Budi Pekerti

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan LCC 4 Pilar SMA
2. Memahami tugas dan fungsi bidang pembinaan SMA

Keterkaitan |Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Festival
Lomba Cerdas Cermas (LCC) 4 Pilar SMA tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di bidang pembinaan SMA, Subag Keuangan dan
Subag PDE




Pelaksana Mutu Baku
o U —— Kabtd i | e behat | S KepalaDinas|  Kelengkapan Waktu Output sz o
i F} 3 i 5 ) 9 0 71 iz
: Kepala Seksi Kesiswaan untuk Disposisi surat masuk 10 menit |Disposisi surat Terkait
mempersiapkan konsep penyelenggaraan masuk Penanganan SOP
kegiatan LCC 4 Pilar sesuai dengan petunjuk Surat Masuk
surat masuk
2. |Menugaskan Pejabat pelaksana untuk Disposisi surat masuk 10 menit |Disposisi surat
mempersiapkan konsep kegiatan LCC 4 Pilar masuk
sesuai dengan disposisi surat untuk
segala kelengkapan administrasi
dan hal teknis pelaksanaan lomba
3. |Menyiapkan konsep kegiatan LCC 4 Pilar dan Disposisi surat masuk 30 menit  |Disposisi surat
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba T masuk dan petunjuk
kemudian disampaikan kepada kepala seksi
|kesiswaan
4 FMWWLCC4PHM Disposisi surat masuk dan| 10 menit |Konsep kegiatan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba N Ya petunjuk lomba
jika setuju maka disampaikan kepada kepala Tidak '\V‘
Bidang SMA dan jika tidak setuju maka
dikembalikan kepada pejabat pelaksana untuk
dikonsepkan kembali.
5 |Memeriksa konsep kegiatan LCC 4 Pilar dan Konsep kegiatan lomba 10menit |Konsep kegiatan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba, lomba
Konsep kegiatan lomba 20 menit |konsep persiapan | Terkait SOP
Penanganan Surat
Keluar
konsep persiapan rapat 1hari  |Persiapan rapat
persiapan rapat 4 jam rapat
rapat 30 menit | hasil rapat
hasil rapat 30 menit |Mekanisme
pelaksanaan
kegiatan
11 |Menugaskan Kepala bidang untuk melaksanakan Mekanisme pelaksanaan 30 menit |Mekanisme
kegiatan lomba sesuai dengan konsep yang telah kegiatan pelaksanaan
direncanakan kegiatan
12 |Kepala bidang menugaskan kepala seksi Ll Mekanisme pelaksanaan Shari |pemanggilan peserta | Terkait SOP surat
kesiswaan untuk membuat pemberitahuan dan o kegiatan kehuar
pemanggilan peserta lomba LCC 4 Pilar SMK
13 |Pelaksanaan kegiatan lomba LCC 4 Pilar SMK pemanggilan peserta 4 hari Kegiatan lomba
14 |Menindaklanjuti hasil kegiatan, menyusun laporan Dokumentasi dan 3 hari Dokumen laporan
hasil kegiatan dan mengarsipkan. notulensi hasil kegiatan
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Judul SOP Penyelenggaraan Kégiatan Lomba Debat Bahasa Inggris-Indonesia
SMA

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006
Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi
Kecerdasan Dan/atau Bakat Istimewa.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Kesiswaan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2014 Tentang
Kegiatan Ekstrakurikuler Pada pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan
Karakter

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan Lomba Debat Bahasa
Inggris-Indonesia SMA
2. Memahami tugas dan fungsi bidang pembinaan SMA

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
Lomba Debat Bahasa Inggris-Indonesia SMA tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di bidang pembinaan SMA, Subag Keuangan
dan Subag PDE




No. Tahap Kegiatan Kepala Seksi |  Pejabat ! Keterangan
: : Kabid SMA s e Pelab Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output ]
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
1. [Menugaskan Kepala Seksi Kesiswaan untuk Disposisi surat 10 menit | Disposisi surat Terkait SOP
mempersiapkan konsep penyelenggaraan kegiatan masuk masuk Penanganan
Lomba Debat Bahasa Inggris-Indonesia sesuai Surat Masuk
dengan petunjuk surat masuk
2. |Menugaskan Pejabat pelaksana untuk Disposisi surat 10 menit | Disposisi surat
\persiapkan konsep kegiatan Lomba Debat masuk masuk
Bahasa Inggris-indonesia sesuai dengan disposisi
surat untuk mempersiapkan segala kelengkapan
administrasi dan hal teknis pelaksanaan lomba
3, qmwmmmnnmmbam Disposisi surat 30 menit | Disposisi surat
Bahasa Inggris-Ind ia dan kelengkap masuk masuk dan
administrasi serta hal teknis lomba kemudian petunjuk
disampaikan kepada kepala seksi kesiswaan
4 |Memeriksa konsep kegiatan Lomba Debat Bahasa Disposisi surat 10 menit |Konsep kegiatan
Inggris-Indonesia dan kelengkapan administrasi masuk dan petunjuk lomba
serta hal teknis lomba jika setuju maka
disampaikan kepada kepala Bidang SMA dan jika
tidak setuju maka dikembalikan kepada pejabat
pelaksana untuk dikonsepkan kembali.
5 |Memeriksa konsep kegiatan Lomba Debat Bahasa Konsep kegiatan 10 menit  |Konsep kegiatan
Inggris-Indonesia dan kelengkapan administrasi lomba lomba
serta hal teknis lomba, jika setuju maka
menugaskan kepala seksi| kesiswaan untuk
mempersiapkan rapat bersama seluruh pihak
terkait
6 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk membuat | Konsep kegiatan 20 menit |konsep persiapan | Terkait SOP
surat undangan kepada seluruh pihak terkait untuk lomba rapat Penanganan
mengikuti rapat persiapan pelaksanaan lomba Surat Keluar
7 |Persiapan rapat pembahasan penyelenggaraan |konsep persiapan 1 hari Persiapan rapat
kegiatan lomba rapat
8 |Meiakukan rapat pembahasan substansi dan persiapan rapat 4 jam rapat
teknis penyelenggaraan kegiatan Lomba (materi,
jadwal pelaksanaan, target peserta,surat
menyurat,tempat penyelenggaraan, keuangan
kegiatan dan hal teknis lainnya)
9 |Melakukan review dan penyempurnaan substansi rapat 30 menit | hasil rapat
dan teknis penyelenggaraan Kegiatan Lomba
sesual hasil rapat bersama dan disampaikan
kepada kepala bidang SMA.
10 |Kepala bidang melaporkan hasil rapat hasil rapat 30 menit | Mekanisme
penyelenggaraan kegiatan lomba kepada Kepala pelaksanaan
Dinas | kegiatan
11 |Menugaskan Kepala bidang untuk melaksanakan Mekanisme 30 menit  |Mekanisme
kegiatan lomba sesuai dengan konsep yang telah pelaksanaan pelaksanaan
direncanakan kegiatan kegiatan
12 |Kepala bidang menugaskan kepala seksi Mekanisme 5 hari | pemanggilan Terkait SOP
kesiswaan untuk membuat pemberitahuan dan pelaksanaan peserta surat keluar
pemanggilan peserta lomba Lomba Debat Bahasa kegiatan
I Indonesia SMA
13 |Pelaksanaan kegiatan lomba Lomba Debat Bahasa pemanggilan peserta 4 hari Kegiatan lomba
Inggris-Indonesia SMA
14 |Menindakdanjuti hasil kegiatan, menyusun laporan Dokumentasi dan 3 hari Dokumen laporan
hasil kegiatan dan mengarsipkan. notulensi hasil
kegiatan
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2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

SEKSI KESISWAAN Judul SOP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang -undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 1. Pendidikan minimal SLTA
Nasional 2. Menguasai Tata Naskah Dinas

|Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer
2. ATK
3. Buku Agenda Surat Keluar
4. Stempel

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat Rekomendasi Pindah terlambat maka akan
berdampak pada terlambatnya tindaklanjut perpindahan peserta didik

1. Pada Agenda Surat keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




: Pelaksana
i e Rae Pelaksana | | 3! | yabiasma | sewretaris | P2l | elengkapan | waktu Output bt
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. |Orang Tua/Wali mengajukan Surat 10 menit |Surat Keterangan Terkait SOP
surat permohonan Permohonan dan Mutasi Keluar dan Penanganan
keluar/pindah kepada Kepala Surat surat pengantar dari  [Surat Masuk
Sekolah dengan melampirkan Rekomendasi kepala sekolah ke
Surat Rekomendasi Penrimaan dari kepala dinas
Penerimaan dari sekolah sekolah tujuan pendidikan provinsi
tujuan
2. |Surat Keterangan dikirim ke Permohonan 10 menit |Permohonan dan
Kepala Dinas Pendidikan Mutasi Disposisi
Provinsi untuk ditandatangani
3. |Menelaah dan mendisposisi Permohonan dan | 10 menit |Permohonan dan
permohonan Surat Keterangan Disposisi Disposisi
Mutasi ke Sekretaris
4. |Menelaah dan mendisposisi Permohonan dan | 10 menit [Permohonan dan
permohonan Surat Keterangan Disposisi Disposisi
Mutasi ke Kepala Bidang
5. |Menelaah dan mendisposisi Permohonan dan | 10 menit [Permohonan dan
permohonan Surat Keterangan Disposisi Disposisi
Mutasi ke Salah Satu
Pelaksana
6. |Melakukan verifikasi Permohonan dan | 15 menit |Konsep surat
Kelengkapan berkas-berkas Data Puspendik keterangan
pendukung »
7. |Mengajukan telaan staf yang Telaan dan Surat | 10 menit |Surat Keterangan
menerangkan berkas Keterangan Mutasi yang sudah
memnuhi syarat Mutasi diparaf Kasi
Kesiswaan
8. |Mengajukan Surat Keterangan Surat Keterangan| 10 menit |Surat Keterangan
Mutasi yang sudah diparaf Mutasi yang Mutasi yang sudah
Kasi Kesiswaan sudah diparaf diparaf Kabid
Kasi Kesiswaan
9. |Mengajukan Surat Keterangan Surat Keterangan| 10 menit |Surat Keterangan
Mutasi yang sudah diparaf Mutasi yang Mutasi yang sudah
Kabid untuk diparaf Sekretaris sudah diparaf diparaf Sekretaris
Kabid
9. |Mengajukan Surat Keterangan Surat Keterangan| 10 menit [Surat Keterangan
Mutasi yang sudah diparaf Mutasi yang Mutasi yang sudah
Sekretaris untuk sudah diparaf ditandatangani Kepala
ditandatangani Kepala Dinas Sekretaris Dinas
10. |Menyerahkan Surat Surat Keterangan| 10 menit |Surat Keterangan

Keterangan Mutasi pada
Pemohon

Mutasi

Mutasi
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Judul SOP Penyelengys:

Dasar Hukum

J(FLS2N) SMNS V
Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan FLS2N SMA
2. Memahami tugas dan fungsi bidang pembinaan SMA

dan Menengah
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK }
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4 Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA tidak dapat terlaksana

dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di bidang pembinaan SMA, Subag Keuangan
dan Subag PDE




Tahap Kegiatan

Kepala Bidang

2

Menugaskan Kepala Seksi Kesiswaan untuk
konsep penyelenggaraan kegiatan
FLS2N sesuai dengan petunjuk surat masuk

Menugaskan Pejabat pelaksana untuk
mempersiapkan konsep kegiatan FLS2N sesuai
dengan disposisi surat untuk mempersiapkan
segala kelengkapan administrasi dan hal teknis
pelaksanaan lomba

Menyiapkan konsep kegiatan FLS2N dan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba
kemudian disampaikan kepada kepala seksi
kesiswaan

Memeriksa konsep kegiatan FLS2N dan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba
jika setuju maka disampaikan kepada kepala
Bidang SMA dan jika tidak setuju maka
dikembalikan kepada pejabat pelaksana untuk
dil kembali.

Tidak

Memeriksa konsep kegiatan FLS2N dan
kelengkapan administrasi serta hal teknis lomba,
jika setuju maka menugaskan kepala seksi
kesiswaan untuk mempersiapkan rapat bersama
seluruh pihak terkait

Menugaskan pejabat pelaksana untuk membuat
surat undangan kepada seluruh pihak terkait untuk
mengikuti rapat persiapan pelaksanaan lomba

Persiapan rapat pembahasan penyelenggaraan
kegiatan lomba

Melakukan rapat pembahasan substansi dan
teknis penyelenggaraan kegiatan Lomba {materi,
jadwal pelaksanaan, target peserta,surat

menyurat tempat penyelenggaraan, keuangan
kegiatan dan hal teknis lainnya)

Melakukan review dan penyempurnaan substansi

pemanggilan peserta lomba FLS2N SMA

dan teknis penyelenggaraan Kegiatan Lomba
sesuai hasil rapat bersama dan disampaikan
kepada kepala bidang SMA.
10 |Kepala bidang melaporkan hasil rapat hasil rapat 30 menit |Mekanisme
Wmmwm& pelaksanaan kegiatan
1 IMeanqnlabidang untuk melaksanakan Mekanisme pelaksanaan 30 menit |Mekanisme
kegiatan lomba sesuai dengan konsep yang telah kegiatan pelaksanaan kegiatan
direncanakan
12 |Kepala bidang menugaskan kepala seksi ¥ Mekanisme pelaksanaan 5 hari pemanggilan peserta |Terkait SOP
kesiswaan untuk membuat pemberitahuan dan kegiatan Penanganan surat

keluar

13 |Pelaksanaan kegiatan lomba FLS2N SMA pemanggilan peserta 4 hari Kegiatan lomba
14 |Menindaklanjuti hasil kegiatan, menyusun laporan Dokumentasi dan notulensi 3 hari Dokumen laporan
hasil kegiatan dan mengarsipkan. hasil kegiatan
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

SEKSI KESISWAAN Judul SOP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang -undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 1. Pendidikan minimal SLTA
Nasional 2. Menguasai Tata Naskah Dinas

J

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Keluar
4. Stempel

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penanganan Mutasi siswa terlambat di tindak lanjuti maka akan berdampak

pada siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran

1. Pada Agenda Surat keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pemohon Keterangan
Pelaksana K;’si | | Kabid Dikmen| Sekretaris | KepalaDinas | Kelengkapan | Waktu Output -
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11
1. |Orang Tua/Wali mengajukan surat Surat Permohonan | 10 menit |Berkas Terkait SOP
permohonan keluar/pindah kepada dan Surat Kelengkapan Penanganan
Kepala Sekolah dengan melampirkan Rekomendasi Mutasi Siswa dan | Surat Masuk
Surat Rekomendasi Penerimaan dari Penrimaan dari Surat Pengantar
sekolah tujuan sekolah tujuan
2. |Surat Keterangan dikirim ke Kepala Berkas 10 menit |Permohonan dan
Dinas Pendidikan Provinsi untuk Kelengkapan Disposisi
ditandatangani Mutasi Siswa dan
Surat Pengantar
3. |Menelaah dan mendisposisi 2 Permaohonan dan 10 menit |Permohonan dan
permohonan Surat Keterangan Mutasi PR Disposisi Disposisi
ke Sekretaris *
4. |Menelaah dan mendisposisi i Permohonan dan 10 menit |Permohonan dan
permohonan Surat Keterangan Mutasi O Disposisi Disposisi
ke Kepala Bidang |
5. |Menelaah dan mendisposisi Permohonan dan 10 menit |Permohonan dan
permohonan Surat Keterangan Mutasi Disposisi Disposisi
kepada Pelaksana
6. |Melakukan verifikasi Kelengkapan Permohonan dan 15 menit |Konsep surat
berkas-berkas pendukung Data Puspendik keterangan
7. |Mengajukan telaan staf yang e Konsep Surat 10 menit |Konsep Surat
menerangkan berkas memenuhi syarat AT Keterangan Mutasi Keterangan
| e Mutasi
8. |Mengajukan Surat Keterangan Mutasi 7 Konsep Surat 10 menit |Konsep Surat
yang sudah diparaf Kasi Kesiswaan Keterangan Mutasi Keterangan
Mutasi
9. |Mengajukan Surat Keterangan Mutasi Konsep Surat 10 menit |Konsep Surat
yang sudah diparaf Kabid untuk diparaf Keterangan Mutasi Keterangan
Sekretaris Mutasi
9. |Mengajukan Surat Keterangan Mutasi Konsep Surat 10 menit |Surat Keterangan
yang sudah diparaf Sekretaris untuk = Keterangan Mutasi Mutasi
ditandatangani Kepala Dinas
10. |Menyerahkan Surat Keterangan Mutasi Surat Keterangan 10 menit |Surat Keterangan
pada Pemohon Mutasi Mutasi




2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
NusaTenggara Timur.

Nomor SOP-AP 62 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi e
Tanggal Efektif ZaAH P X
Disahkan Oleh PATADINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
%A TENGGARA TIMUR ,{
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
SEKS| KESISWAAN Judul SOP PenerbitaiS Gratate,
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang -undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 1. Pendidikan minimal SLTA
Nasional 2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer .
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Keluar
4. Stempel
Peringatan |Pencatatan dan pendataan :

Apabila penanganan Mutasi siswa terlambat di tindak lanjuti maka akan berdampak
pada siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran

1. Pada Agenda Surat keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pemohon Kasi Kabid = e : S S Keterangan
: ; Pelaksana Kishaiiom Dikmen Sekre!ans Kadis Kelengkapan Waktu Output : :
1 : 2 : 3 4 5 6 T L8 9 10 11
1. |Pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan 10 menit |Surat Keterangan |Terkait SOP
tertulis Penerbitan Surat keterangan Kehilangan dari Kehilangan dari  {Penanganan Surat
Pengganti Yang berpenghargaan sama pejabat yang pejabat yang Masuk
dengan ljasah/Surat Tanda Tamat berwenang serta berwenang serta
Belajar (STTB) kepada Kepala Satuan berkas pendukung berkas pendukung
Pendidikan yang bersangkutan.
2. |Apabila satuan pendidikan yang Surat Keterangan 10 menit  |Permohonan dan
bersangkutan dinyatakan tidak Kehilangan dari Disposisi
beroperasi atau ditutup; pemohon pejabat yang
dapat mengajukan permohonan berwenang serta
Penerbitan Surat keterangan Pengganti berkas pendukung
Yang berpenghargaan Sama dengan
ljasah/Surat Tanda Tamat Belajar
(STTB) kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Cq Bidang
Satuan pendidikan yang menangani
dengan membawa perlengkapan
sesuai point 1 diatas
3. |[Menelaah dan mendisposisi Permohonan dan 10 menit |Permohonan dan
permohonan Surat Keterangan Disposisi Disposisi
Pengganti ljazah ke Sekretaris
4. |Menelaah dan mendisposisi Permohonan dan 10 menit  |Permohonan dan
permohonan Surat Keterangan Disposisi Disposisi
Pengganti ljazah ke Kepala Bidang
5. |Menelaah dan mendisposisi Permohonan dan 10 menit  |Permohonan dan
permohonan Surat Keterangan Disposisi Disposisi
Pengganti ljazah ke Salah Satu
Pelaksana
6. |Melakukan verifikasi Kelengkapan Permohonan dan 25 menit |Konsep surat
berkas-berkas pendukung Data Puspendik keterangan
7. |Mengajukan Konsep untuk diverifikasi Konsep 10 menit |Konsep surat
keluar dan
pengarsipan
8. |Mengajukan Konsep untuk diverifikasi Konsep yang 10 menit  |Konsep surat
sudah diparaf Kasi keluar dan
pengarsipan
9. |Mengajukan Konsep untuk diverifikasi Konsep yang 10 menit |Konsep surat
sudah diparaf keluar dan
Kabid pengarsipan
9. |Mengajukan Konsep untuk diverifikasi Konsep yang 10 menit  |Konsep surat
sudah diparaf keluar dan
Sekretaris pengarsipan
10. |[Menyerahkan Surat Keterangan Surat Keterangan 10 menit | Surat Keterangan
Pengganti ljazah pada Pemohon Pengganti ljazah Pengganti ljazah




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI KESISWAAN

Nomor SOP-AP 63 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi e T

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

A, M.Pd
0923 198603 1 012

Judul SOP Penyelengga B s gngembangan Kreatifitas, Minat dan Bakat
Siswa Tingkat Prov

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang
Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/atau
Bakat Istimewa.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Kesiswaan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang
Kegiatan Ekstrakurikuler Pada pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

4. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kreatifitas,
Minat dan Bakat Siswa
2 Berpendidikan $1, dan Minimal berpendidikan SLTA

Karakter
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4 Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan Kegiatan
Pengembangan Kreatifitas, Minat dan Bakat Siswa Tingkat Provinsi tidak dapat terlaksana

dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di Seksi Kesiswaan




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Bidang| Kepala Seksi Keterangan
Dik Kesi 5 Analis Bendahara | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 2 [] 7 8 9 10

1. |Menugaskan kasie untuk mempersiapkan konsep TOR DPA Dinas Pendidikan dan| 30 menit |Konsep TOR dan RAB
dan RAB penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan agenda
Kreatifitas, Minat dan Bakat Siswa kerja

2. |Menugaskan analis untuk mempersiapkan konsep TOR Konsep TOR dan RAB 2 Jam Konsep TOR dan RAB
dan RAB penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan
Kreatifitas, Minat dan Bakat Siswa

3. |Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju Konsep TOR dan RAB 30 menit |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Kepala seksi Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Analis untuk diperbaiki.

4. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju Draf TOR dan RAB 30 menit |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Kabid. Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Kepala Seksi Kesiswaan untuk
diperbaiki
Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju
menyampaikan kepada Kepala Dinas . Jika tidak setuju
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki

5. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju Draf TOR dan RAB 30 menit |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Kepala Bidang Dikmen untuk Tidak
persiapan rapat. Jika tidak setuju menyerahkan kepada
Kepala Bidang Dikmen untuk diperbaiki

6. |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat Draf TOR dan RAB 10 menit  {Draf TOR dan RAB
persiapan penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan
Kreatifitas, Minat dan Bakat Siswa.

7 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis Draf TOR dan RAB 1jam iﬁemmjuan TOR dan
penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kreatifitas, RAB penyelenggaraan
Minat dan Bakat (materi, jadwal Kegiatan Pengembangan
pelaksanaan,narasumber, wasit,juri target peserta,surat Kreatifitas, Minat dan
menyurat,tempat penyelenggaraan dan keuangan) Bakat Siswa

8 |Melakukan review dan penyempumnaan substansi dan TOR dan RAB final 30 menit |Bahan pelaksanaan
teknis penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan penyelenggaraan Kegiatan kegiatan
Kreatifitas, Minat dan Bakat sesuai hasil rapat bersama Pengembangan
dan diserakan kepada kepala Seksi Kesiswaaan. Kreatifitas, Minat dan

Bakat Siswa

9 [Memeriksa hasil penyempumaan persiapan Kegiatan Bahan pelaksanaan 30 menit |Bahan pelaksanaan
Pengembangan Kreatifitas, Minat dan Bakat dan kegiatan kegiatan
melaksanakannya .

10 |Melakukan pelaksanaan kegiatan Bahan pelaksanaan 1-3hari  |Dokumentasi dan

kegiatan notulensi hasil kegiatan

11 |Menindaklanjuti hasil kegiatan, Menyusun laporan hasil Dokumentasi dan notulensi 5 hari Dokumen laporan
kegiatan dan mengarsipkan. hasil kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI KESISWAAN

Nomor SOP-AP 54 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

|Tanggal Revisi e
Tanggal Efektif /7 L} PO N
Disahkan oleh ;,\ AYAAN
DIKANTIY,
DANKEE®._—— /
.
Judul SOP Penyeleng Lomba OSN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang
Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/atau
Bakat Istimewa.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Kesiswaan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang
Kegiatan Ekstrakurikuler Pada pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

6. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan
Karakter

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan Lomba OSN
2. Memahami tugas dan fungsi subag tatalaksana pemerintahan

Keterkaitan |Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4 Renstra, DPA, TOR, RAB

Peringatan

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan lomba
tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elekironik dan manual di sub.bagian tatalaksana
Disimpan sebagai data elektronik dan manual di sub.bagian tatalaksana

pemerintahan




0 0000 000O0O0COCDOOGOO®OOO

" Pelaksana Mutu Baku
He. Tohe Naguin Kabid Dikmen| Sekretaris Analis | Bendahara |Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Tengin

1 2 3 @ 5 6 7 : 8 : 9 10

1. |Menugaskan analis untuk mempersiapkan DPA dinas Pendidikan 30 menit |Konsep TOR dan RAB
konsep TOR dan RAB penyelenggaraan dan agenda kerja
Kegiatan Perlombaan OSN

2. |Menyusun TOR dan RAB penyelenggaraan Konsep TOR dan RAB 2 Jam Konsep TOR dan RAB
Kegiatan Perlombaan OSN dan menyampaikan o
ke Kepala Bidang Dikmen

3. |Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju Ya Konsep TOR dan RAB 30 menit [Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Sekretaris. Jika tidak
setuju menyerahkan kepada Analis untuk
diperbaiki

4. [Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju Draf TOR dan RAB 30 menit |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Kepala Dinas Jika tidak Tidak
setuju menyerahkan kepada Kabid Dikmenuntuk
diperbaiki bls

5. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju i Draf TOR dan RAB 30 menit |Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Sekretaris untuk Tidak g
persiapan rapat. Jika tidak setuju menyerahkan
kepada Kabid untuk diperbaiki

6. |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat Draf TOR dan RAB 20 menit |Draf TOR dan RAB
persiapan penyelenggaraan Kegiatan Lomba.

7 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan Draf TOR dan RAB 1 jam Persetujuan TOR dan
teknis penyelenggaraan kegiatan Lomba (materi, RAB pelaksanaan
jadwal pelaksanaan,narasumber target Kegiatan Lomba
peserta,surat menyurat,tempat penyelenggaraan
dan keuangan Kegiatan)

8 |Melakukan review dan penyempurnaan TOR dan RAB final 30 menit |Bahan pelaksanaan
substansi dan teknis penyelenggaraan Kegiatan pelaksanaan kegiatan kegiatan
Lomba sesuai hasil rapat bersama dan Lomba
diserakan kepada kabid.

9 |Memeriksa hasil penyempurnaan persiapan Bahan pelaksanaan 30 menit |Bahan pelaksanaan
Kegiatan dan melaksanakan Kegiatan Lomba. kegiatan kegiatan

10 |Melakukan pelaksanaan kegiatan Bahan pelaksanaan 5 hari Dokumentasi dan

kegiatan notulensi hasil kegiatan

11 |Menindaklanjuti hasil kegiatan, menyusun Dokumentasi dan 5 hari Dokumen laporan

laporan hasil kegiatan dan mengarsipkan.

notulensi hasil kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI KESISWAAN

Nomor SOP-AP |65 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Judul SOP Pengajuan Usula®

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD
PNSD, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Fungsional Khusus dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Nota Dinas Keluar Kepala Biro 1. ATK
2. SOP Penerbitan SPT/SPPD Pejabat Eselon lll, Pejabat Eselon IV, Pejabat 2. Komputer

3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD
4. Telepon

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SPT dan SPPD terlambat diajukan dan diterbitkan akan berdampak pada target
waktu penyelesaian tugas

1. Buku jaga Perjalanan Dinas
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

P nntah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan
|Dinas Bagi Pejabat Eselon Il , IV dan Staf




Pelaksana Mutu Elaku
Staf Bag. Kasubag
sl o mm"“ Kepala Seksi | Kepegawaian | Kepegawalan | Sekretarls | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output T
dan umum dan umum
2 4 5 [] T 8 9 10 11
Memerintahkan Staf untuk membuat TOR Usulan nama PNS yang £ menit |Konsep TOR
usulan perjalanan dinas sesuai nama ditugaskan usulan SPT dan
yang diajukan dari masing-masing Bagian SPPD
. |Membuat TOR usulan perjalanan dinas Usulan nama PNS yang 3) menit |Konsep TOR
sesuai nama,yang diajukan dari masing- ditugaskan usulan SPT dan
masing Bagian SPPD
. |Memeriksa dan membubuhkan paraf Konsep TOR usulan SPT £ menit |Konsep TOR
TOR usulan perjalanan dinas yang dan SPPD usulan SPT dan
diajukan Ya SPPD
. |Memeriksa dan membubuhkan paraf ‘k Konsep TOR usulan SPT £ menit |Konsep TOR
TOR usulan perjalanan dinas yang << dan SPPD usulan SPT dan
digjukan . fa SPPD
Menelaah, menandatangani TOR usulan Konsep TOR usulan SPT 3) menit |[TOR usulan SPT
perjalanan dinas yang diajukan dan Tidok dan SPPD dan SPPD
meneruskan kepada Staf Kepegum
Memproses penerbitan SPT dan SPPD TOR usulan SPT dan 3) menit |TOR usulan SPT
SPPD dan SPPD dan
Ya Disposisi
Menelaah dan memeriksa Surat tugas
dan SPPD, Jika setuju maka dibubuhkan Mdak
paraf dan jika tidak setuju maka
dikembalikan untuk diperbaiki Ya
. |Menelaah dan memeriksa Surat tugas TOR usulan SPT dan 1-2hari  |SPT dan SFPD  [Terkait SOP
dan SPPD, Jika setuju maka dibubuhkan Tl \\ SPPD dan disposisi penerbitan
paraf dan jika tidak setuju maka e SPT/SPPD
dikembalikan untuk diperbaiki \(
Ya
Menelaah dan memeriksa Surat tugas
dan SPPD, Jika setuju maka
ditandatangani dan jika tidak setujumaka Tidak
dikembalikan untuk diperbaiki
e
Menerima SPT dan SPPD dari Kepala SPT dan 3SPPD 1) menit |SPT dan SFPD
Dinas, mencatat pada buku kendali:SPPD
dan menyerahkan kepada PNS yang
ditugaskan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSil SARANA PRASARANA

Nomor SOP-AP 66 Tahun 20220

Tanggal Pembuatan

»Tanggal Revisi

Tanggal Efektif |

Disahkan oleh

74

Te e NIET49610923 198603 1 012

Judul SOP Proses SuratKeputasan ljin Operasional Unit Sekolah Baru

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendidikar dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah

2. Peraturan Menteri Pendidikar Nasional Nomor 24 tahun 2017 tentang Standar
Prasarana dan Sarana Sekolah

3. Undang-undang Nomor 20 tatun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Peraturan Menteri Pendidikar Nasional No. 19 tahun 2017 tentang Standar
Pengelolazn Pendidikan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Penclidikan

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

2. SOP Penanganan Surat Keluar

Nasional
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. ATK

3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Telepon/Faximili

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat masuk.

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektron k dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kepala Bidang | Kepala Seksi Staf Bidang ' Keterangan
Dikrnasi o iin Diasirana Dikm Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output :
1 2 3 4 ] 8 9 10 11 12 13
1 |Menelaah dan mendisposisikan Surat Surat masuk dan 5 menit Surat masuk dan Terkait SOP
Permohonan ljin Operasional Unit Sekolah @ disposisi disposisi Penanganan
Baru kepada Kepala Seksi Pendidikan Surat Masuk
Menengah untuk ditindaklanjuti
2 |Menelaah dan mendisposisikan Surat Surat masuk dan 5 menit Surat masuk dan
Permohonan ljin Operasional Unit Sekolah disposisi disposisi
Baru kepada staf di Bidang Pendidikan
Menengah untuk ditindaklanjuti
3 |Mengecek kelengkapan berkas, apabila data Surat masuk dan 4 hari Konsep Surat ljin
belum lengkap maka akan dikembalikan disposisi Operasional Unit
kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila Sekolah Baru
telah lengkap, maka akan di tindak lanjuti
dan Menyusun Konsep Surat Keputusan ljin
Operasional sekolah baru dan
menyampaikan ke Kasie Sarana Pasarana
4 |Memeriksa dan mengoreksi Konsep Surat Konsep Surat ljin 1 hari Konsep Surat ljin
Keputusan ljin Operasional Unit Sekolah Operasional Unit Operasional Unit
Baru, apabila setuju maka akan tidak Sekolah Baru Sekolah Baru
membubuhkan paraf
5 |Memeriksa dan mengoreksi Konsep Surat Ya Konsep Surat ljin 10 menit  |Konsep Surat ljin
Keputusan ljin Operasional Unit Sekolah Operasional Unit Operasional Unit
Baru, apabila setuju maka akan Sekolah Baru Sekolah Baru
membubuhkan paraf
6 |Memeriksa dan mengoreksi Konsep Surat Konsep Surat ljin 10 menit  |Konsep Surat ljin
Keputusan ljin Operasional Unit Sekolah Operasional Unit Operasional Unit
Baru, apabila setuju maka akan Sekolah Baru Sekolah Baru
membubuhkan paraf
7 |Memeriksa dan mengoreksi Konsep Surat Konsep Surat ljin 10 menit Surat ljin
Keputusan |jin Operasional Unit Sekolah Operasional Unit Operasional Unit
Baru, apabila setuju maka akan Sekolah Baru Sekolah Baru
membubuhkan paraf
8 |Mengeluarkan Surat ljin Operasional sesuai Surat ljin 5 menit Surat ljin
ketentuan yang berlaku dan menyerahkan @: Operasional Unit Operasional Unit
Sekolah Baru Sekolah Baru

kepada Pemohon




Nomor SOP-AP

67 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tﬂg_ggl Efekdtif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI SARANA PRASARANA =
Judul SOP ljin Operasional Sekolah Baru

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan
pendidikan dasar dan menengah

Pendidikan S1, dan SLTA.

Keterkaitan iﬁ?ralatanlporlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Telepon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan bantuan terlambat
diajukan maka akan berdampak pada tertundanya proses pengajuan
bantuan ke pusat;

2. Kelengkapan administrasi usulan diterima oleh Bidang Dikmen paling
lambat 6 bulan sebelum Tahun Anggaran selanjutnya.

1. Rekapan Proposal ljin Operasional
2. Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
P ; Analis Kasie Kabid Sekretaris Kepala
s K Fospas - Sarana Dikmen Dinas Kelengkapan Waktu Output PO
Prasarana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yayasan mengajukan Proposal ljin Surat permohonan dan proposal |15 menit  |Permohonan dan
1. |Operasional ke Sub.Bagian Kepegawaian ! Mulai : sesuai jenis Sekolah Negeri atau Disposisi Surat Masuk
dan Umum swasta yang diajukan.
Menelaah dan mendisposisi permohonan Permohonan Proposal dan 15 menit  |Permohonan dan
2. |ljin Operasional dari Kadis ke Kabid I_J Disposisi Disposisi
Dikmen
Menelaah dan mendisposisi permohonan Permohonan Proposal dan 15 menit Permohonan dan
3 ljin Operasional dari Kabid. Ke Kasi Ee Disposisi Disposisi
' |Kelermbagaan dan Sarana Prasarana
Menelaah dan mendisposisi permohonan Permohonan Proposal dan 15 menit Hasil Verifikasi
ljin Operasional dari Kasi Kelembagaan Disposisi
4 dan Sarara Prasarana ke staf untuk :
melakukan verifikasi proposal
Melakukan verifikasi proposal dan ,], Hasil Verifikasi 20 hari Informasi
5. |merekap, lalu menyampaikan hasil berkelanjutan
verifikasi kepada Kepala Seksi Sarana
6. |Menelaah hasil verifikasi Proposal Hasil Verifikasi 15 menit | Berkelanjutan
Jj 3 hari
7. |Melakukan Studi kelayakan I Hasil studi kelayakan Berkelanjutan
SOP UPT
Usul hasil verifikasi (SK) dari Tim ke Kasi Informasi berkelanjutan 15 menit  [Calon penerima SK
8. |Sarana Prasarana untuk di paraf ljin Operasional
SK ljin Operasional dari Kasi Sarana 8K ljin Operasional 15 menit  |Calon penerima SK
9. |Prasarana ke Kabid Dikmen utuk di paraf » (ljin Operasional)
1
10 SK ljin Operasional dari Kabid ke | af 1 Calon penerima SK ljin 20 menit Calon penerima SK
" |Sekretaris untuk di paraf T ——— Operasional (ljin Operasional)
SK ljin Operasional dari Sekretaris ke E talon penerima SK (jin Operasiond20 menit  |Calon penerima SK
11.|Kepala Dinas untuk ditanda tangani E:] (ljin Operasional)
secara resmi
SK ljin Operasional ditandatangani oleh Calon penerima SK (ljin Calon penerima SK
12.|Kepala Dinas Pendidikan dan —D Operasional (ljin Operasional)
Kebudayaan Provinsi NTT
Pengambilan SK (ljin Operasional) oleh Penugasan 20 menit Informasi penolakan
13 pendiri dan Yayasan pengusul untuk R P atau informasi telah
‘| dilaksanakan 1 diterbitkan SK (ljin
Operasional )
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI KURIKULUM

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Nusa Tengnara Tlmu

‘Basar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

i 2
2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentag Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2014 Tentang Implementasi Kurikulum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 Tentang
Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64, 65, 66, 69 Tahun 2013
Tentang Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan kerangka dasar dan struktur
Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah

Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum 13
tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan
Lokal Kurikulum 13
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penyusunan program dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. SOP Penanganan Surat Masuk 3. Telepon/Faximile
4. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum SMK Tingkat Provinsi Nusa 4. Renstra, DPA, TOR, RAB
Tenggara Timur
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyelenggaraan Kegiatan Bimtek
Kurikulum SMK Tingkat Provinsi tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di Seksi Kurikulum




Pelaksana Mutu Baku
. Thiap B Kepala SekSl |  analis | Bendahara | Kepaia Dinas Kelengkapan Waktu Output -
1 2 4 5 7 8 9 10
1. |Menugaskan kasi untuk mempersiapkan konsep TOR DPA Dinas dan agenda kerja 30 menit Konsep TOR dan
dan RAB penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum RAB
13
Menugaskan analis untuk mempersiapkan konsep TOR
dan RAB penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum
13
2. |Menyusun TOR dan RAB penyelenggaraan Kegiatan Konsep TOR dan RAB 2 Jam Konsep TOR dan
Bimtek Kurikum SMK dan menyampaikan ke Kepala RAB
Seksi Kurikulum fasies
3. |Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju Ya Konsep TOR dan RAB 25 menit Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Kepala Bidang Dikmen Jika
tidak setuju menyerahkan kepada Analis untuk
diperbaiki.
4. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju 9 Draf TOR dan RAB 30 menit Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju 2 ?\ ]
menyerahkan kepada Kepala Seksi Kurikulum untuk ~
diperbaiki n
5. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju Draf TOR dan RAB 30 menit Draf TOR dan RAB
menyampaikan kepada Kepala Bidang Dikmen untuk Tidak
persiapan rapat. Jika tidak setuju menyerahkan kepada
Kepala Bidang Dikmen untuk diperbaiki
6. |Bentuk Panitia kegiatan untuk mengikuti rapat persiapan Draf TOR dan RAB 10 menit Draf TOR dan RAB
penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum 13
7  |Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis Draf TOR dan RAB 1 jam Persetujuan TOR dan
penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum 13 : RAB
(materi, jadwal pelaksanaan,narasumber Pusat dan I:——PI '_: penyelenggaraan
Daerah, target peserta,surat menyurat,tempat . Kegiatan
penyelenggaraan dan keuangan) Pengembangan
Kreatifitas, Minat dan
Bakat Siswa
8 |Melakukan review dan penyempumaan substansi dan TOR dan RAB final 30 menit Bahan pelaksanaan
teknis penyelenggaraan Kegiatan Bimtek Kurikulum 13 penyelenggaraan Kegiatan kegiatan
sesuai hasil rapat bersama dan diserakan kepada Pengembangan Kreatifitas,
kepala Seksi Kurikulum. Minat dan Bakat Siswa
9  |Memeriksa hasil penyempurnaan persiapan Kegiatan Bahan pelaksanaan kegiatan 30 menit Bahan pelaksanaan
Bimtek Kurikulum 13 dan melaksanakannya . kegiatan
10 |Melakukan pelaksanaan kegiatan Bimtek Kurikulum 13 et Bahan pelaksanaan kegiatan 1-4 hari Dokumentasi dan
B i notulensi hasil
- kegiatan
11 |Menindaklanjuti hasil kegiatan Bimtek Kurikulum 13 Dokumentasi dan notulensi 6 hari Dokumen laporan
dan Menyusun laporan hasil kegiatan dan hasil kegiatan
mengarsipkan.
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[ Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi /m
Tanggal Efektif 7 —0
Disahkan oleh / : IDIKAN DAN KEBUDAY.
& fl—PRE “f'“ TENGGARA TIMURV?
[y 74 ) \
l INAS PENDIDIKANSG , "
X { DAN KEB : -
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR \-_,_',
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN &,
BIDANG KEBUDAYAAN = : 124
SEKSI KESENIAN, BAHASA DAN SASTRA Judul SOP PenyusuRag esanian Daerah Tingkat Nasional

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

|1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur
6. Peraturan Gubermur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan |Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. SOP Penanganan Surat Tugas 3. Printer

4. SOP Festival Kesenian Daerah Tingkat Provinsi 4. Data Pendukung

5. SOP Penyusunan TOR Kegiatan

16. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Festival Kesenian Daerah Tingkat Nasional tidak dilaksanakan
sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
E Tahap Kegiatan : ;
gz Kepala Bidang | Kepala Seksi P"", 3bat | Sekretaris |KepalaDinas| Kelengkapan Waktu Output Ramsmngun
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat kerangka
acuan kegiatan (TOR) Festival Kesenian Daerah Tingkat Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
Nasional. i
2 |Membuat konsep TOR Festival Kesenian Daerah Tingkat
Nasional dan memerintahkan pejabat pelaksana Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
mengetik konsep TOR.
3 |Mengetik konsep TOR Festival Kesenian Daerah Tingkat
Nasional dan menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk | Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
diperiksa. ™ b
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju melanjutkan kepada v _—
Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, LN draft/konsep 10 .
dikembalikan untuk diperbaiki. W N TOR e draft/konsep TOR
A
5 |Meneliti dan memeriksa konsep TOR. Jika setuju, Tidak
memaraf dan melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan jika draft/konsep :
salah, dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki TOR Homen drafukonsep TOR
6 |Meneliti dan memeriksa konsep TOR , jika setuju Ya A
meneruskan kepada kepala dinas untuk ditandatangani. draft/konsep z
Jika tidak setuju dikembalikan kepaa Kepala Bidang \/ TOR 15 mank draft/konsep TOR
untuk diperbaiki. /
7 |Memeriksa konsep TOR, jika setuju memerintahkan N
Kepala Bidang untuk melaksanakan kegiatan dan -
mengarsipkan TOR Festival Kesenian Daerah Tingkat TOR 5 menit TOR
Nasional, jika tidak setuju dikembalikan kepada
Sekretaris untuk diperbaiki. r
8 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk mempersiapkan
kegiatan Festival Kesenian Daerah Tingkat Nasional. TOR 5 menit TOR
9 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk melaksanakan ketanoki acuah
kegiatan, mendokumentasikan serta mengarsipkannya. l 1 pzialr:ganaanu & hari l;z::sgak:aa;uan
kegiatan kegiatan
10 |Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan hasil v kerangka acuan _
kegiatan Festival Kesenian Daerah Tingkat Nasional I Selesal ' pelaksanaan 1,5 jam 'ﬂp‘?m“ hasil
serta mengarsipkannya. kegiatan kegiatan
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Nomor SOP-AP 70 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap || Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

3.

Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk
. SOP Penanganan Surat Keluar
SOP Penanganan Surat Tugas
. SOP Festival Kesenian Daerah Tingkat Nasional
. SOP Penyusunan TOR Kegiatan
. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

= T N

1

- ATK
. Komputer

2
3.
4. Data Pendukung

Printer

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Festival Kesenian Daerah Tingkat Provinsi tidak dilaksanakan
sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala
Bidang

Kepala Seksi

Pejabat

Pelaksana

Sekretaris

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Keterangan

2

4

5

7

10

11

e

|Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Festival
Kesenian Daerah Tingkat Provinsi.

Konsep TOR

5 menit

Konsep TOR

Membuat konsep TOR Festival Kesenian
Daerah Tingkat Provinsi dan memerintahkan
pejabat pelaksana mengetik konsep TOR.

Konsep TOR

30 menit

Konsep TOR

Mengetik konsep TOR Festival Kesenian
Daerah Tingkat Provinsi dan menyerahkan
kepada Kepala Seksi untuk diperiksa.

Tidak

Konsep TOR

20 menit

Konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju
melanjutkan kepada Kepala Bidang untuk
diparaf dan jika salah, dikembalikan untuk
diperbaiki.

Ya

Tidak

draft’konsep TOR

10 menit

draft’konsep TOR

Meneliti dan memeriksa konsep TOR. Jika
setuju, memaraf dan melanjutkan kepada
Kepala Dinas, dan jika salah, dikembalikan ke
Kepala Seksi untuk diperbaiki.

i

Ya

draft/konsep TOR

10 menit

draft’konsep TOR

Meneliti dan memeriksa konsep TOR , jika
setuju meneruskan kepada kepala dinas
untuk ditandatangani. Jika tidak setuju
dikembalikan kepaa Kepala Bidang untuk
diperbaiki.

Ya

>/\<
\Y

Konsep TOR

15 menit

Konsep TOR

Memeriksa konsep TOR, jika setuju
memerintahkan Kepala Bidang untuk
melaksanakan kegiatan dan mengarsipkan
TOR Festival Kesenian Daerah Tingkat
Nasional, jika tidak setuju dikembalikan
kepada Sekretaris untuk diperbaiki.

TOR

5 menit

TOR

Memerintahkan Kepala Seksi untuk
mempersiapkan kegiatan Festival Kesenian
Daerah Tingkat Provinsi.

TOR

5 menit

TOR

Memerintahkan pejabat pelaksana untuk
melaksanakan kegiatan,
mendokumentasikan serta mengarsipkannya.

kerangka acuan
pelaksanaan
kegiatan

5 hari

kerangka acuan
pelaksanaan
kegiatan

10

Melaksanakan kegiatan dan membuat
laporan hasil kegiatan Festival Kesenian
Daerah Tingkat Provinsi serta

mengarsipkannya.

kerangka acuan
pelaksanaan
kegiatan

1,5 Jam

laporan hasil
kegiatan
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|Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Mal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

IDIKAN DAN KEBUDAYAAN
A TENGGARA TIMUR

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

3. SOP Penyusunan TOR Kegiatan
4. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Printer

4. Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Gita Bahana Nusantara tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang
berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan

penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




: ; Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan i : il : 3 i
‘_) ' Kepala Bidang | Kepala Seksi P;zj::::'a Sekretaris Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output sl
1 ; 2 3 4 5 6 Sy 8 9 10 11
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat kerangka :
acuan kegiatan (TOR) Gita Bahana Nusantara. @ Konsep TOR |5 menit Konsep TOR
2 |Membuat konsep TOR Gita Bahana Nusantara dan
memerintahkan pejabat pelaksana mengetik konsep I : " Konsep TOR |30 menit Konsep TOR
TOR.
3 |Mengetik konsep TOR Gita Bahana Nusantara dan :
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa. g Kensep TOR |20 menit Konsep TOR
Tidak
4 [Meneliti dan memeriksa. Jika setuju melanjutkan kepada Tidak i
Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, i O draftkonsep |0 onit draft/konsep
dikembalikan untuk diperbaiki. ~ TOR TOR
5 |Meneliti dan memeriksa konsep TOR. Jika setuju, Ya
memaraf dan melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan i, draft/konsep ) draft/konsep
jika salah, dikembalikan ke Kepala Seksi untuk TOR 10 menit TOR
diperbaiki. ™
6 |Meneliti dan memeriksa konsep TOR , jika setuju —_
meneruskan kepada kepala dinas untuk ditandatangani. draft/konsep 15 menit draft/konsep
Jika tidak setuju dikembalikan kepaa Kepala Bidang \( e TOR TOR
untuk diperbaiki. 1
7 |Memeriksa konsep TOR, jika setuju memerintahkan T \
Kepala Bidang untuk melaksanakan kegiatan dan _~ )
mengarsipkan TOR, jika tidak setuju dikembalikan TOR 5 menit TOR
kepada Sekretaris untuk diperbaiki.
8 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk mempersiapkan )
kegiatan Gita Bahana Nusantara. - TOR S menit TOR
9 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk melaksanakan kerangka acuan
kegiatan, mendokumentasikan serta mengarsipkannya. CH TOR 3 hari pelaksanaan
kegiatan
10 |Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan hasil kerangka
kegiatan Gita Bahana Nusantara serta 2 o = laporan hasil
mengarsipkannya. nassd pelaksanaan |<1@™ kegiatan
kegiatan
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Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI| KESENIAN, BAHASA DAN SASTRA Judul SOP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Periode 2018-2022.
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. Komputer
3. Telepon

4. Meja dan Kursi

Perhgatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila layanan peminjaman tidak sesuai prosedur maka akan mempengaruhi
kualitas pelayanan yang diperoleh

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Kepala Bidang| Kepala Seksi P;:f:r::’ Kelengkapan Waktu Output »
1. |Menerima disposisi Kepala Dinas dan disposisi surat 30 menit disposisi surat
menindaklanjuti proses peminjaman dengan > permohonan permohonan
memberitahukan kepala seksi untuk menindaklanjuti | {_"
proses.
p |Memberitahukan pejabat pelaksana (pengurus disposisi surat 1 hari disposisi surat
barang) untuk mempersiapkan busana adat dan . permohonan (tergantung permohonan
memberikan pinjaman kepada pemohon. peminjaman)
3. |Mencatat dan memberikan pinjaman kepada disposisi surat 10 menit Busana Adat
pemohon permohonan
Busana Adat 10 menit Busana Adat

Mengembalikan busana adat setelah selesai
peminjaman/pemakaian
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Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif m

Disahkan oleh

OINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDA . }
LIS ZINY A

N

Judul SOP

Penyusunan

Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

4. SOP Penyusunan TOR Pameran Seni

2018-2022.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. SOP Penyusunan TOR Lomba Lukis Pelajar 3. Printer

4, Data Pendukung

Periqgatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Lomba Lukis Pelajar Tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK tidak
dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada

ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Pejabat
Pelaksana

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Lomba Lukis
Pelajar Tk. TK, SD, SMP, SMA/SMK.

Membuat konsep TOR Lomba Lukis Pelajar Tk. TK,
SD, SMP, SMA/SMK dan memerintahkan pejabat
pelaksana mengetik konsep TOR.

Konsep TOR

5 menit

Konsep TOR

Konsep TOR

1 jam

Konsep TOR

Mengetik konsep TOR Lomba Lukis Pelajar Tk. TK,
SD, SMP, SMA/SMK dan menyerahkan kepada
Kepala Seksi untuk diperiksa.

Tidak

Konsep TOR

40 menit

Konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju melanjutkan
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah,
dikembalikan untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

[
Y

draft’konsep TOR

30 menit

draft/konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, memaraf dan
melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan jika salah,
dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki.

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk tindak
lanjut, dan jika tidak, dikembalikan kepada Kepala
Bidang untuk diperbaiki.

draft/konsep TOR

30 menit

draft/konsep TOR

draft’konsep TOR

30 menit

TOR

Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk
melaksanakan kegiatan dan mengarsipkan TOR
Lomba Lukis Pelajar Tk. TK, SD, SMP, SMA/SMK.

TOR

15 menit

TOR

Melaksanakan kegiatan dan menyerahkan TOR
Lomba Lukis Pelajar Tk. TK, SD, SMP, SMA/SMK
kepada Pejabat Pelaksana untuk diarsipkan

TOR

3 hari

kerangka acuan
pelaksanaan
kegiatan

Menerima, membuat laporan dan mengarsipkann
TOR Lomba Lukis Pelajar Tk. TK, SD, SMP,
SMA/SMK.

kerangka acuan
pelaksanaan

kegiatan

1 hari

laporan hasil
kegiatan




Nomor SOP-AP 74 Tahun 2020
. Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh IKAN DAN KEBUDAYAAN
. '{*H\‘ NGGARA TIMUR,
R =
. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKS| KESENIAN, BAHASA DAN SASTRA
. Judul SOP Penyusunan TOR Melukis Mural
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
. 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 2. Menguasai Komputer
2010-2025. 3. Menguasai Tata Naskah Dinas
. 3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011
. tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
., Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
. Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode 2018-
2022.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
. 1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. SOP Penyusunan TOR Lomba Lukis Pelajar 3. Printer
‘ 4. SOP Penyusunan TOR Pameran Seni 4. Data Pendukung
5. SOP Penyusunan TOR Kegiatan
6. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan
. Perin Pencatatan dan pendataan :
Apabila Kegiatan Melukis Mural tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang |Disimpan dalam Softcoov dan Hardcopv keaiatan.
berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan
. kegiatan dan penyampaian laporan.




Melukis Mural.

pelaksanaan
kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Keterangan

oo Kepala Bidang| Kepala Seksi P:l:j:::::a Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat kerangka m Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
acuan kegiatan (TOR) Melukis Mural.
Membuat konsep TOR Melukis Mural dan Konsep TOR 1 Jam Konsep TOR
memerintahkan pejabat pelaksana mengetik konsep
TOR.
Mengetik konsep TOR Melukis Mural dan menyerahkan Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
kepada Kepala Seksi untuk diperiksa.

Tidak
Meneliti dan memeriksa. Jika setuju melanjutkan kepada draft’/konsep TOR 30 menit Konsep TOR
Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, T el
dikembalikan untuk diperbaiki e | N
Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, memaraf dan N - draft’konsep TOR 20 menit draft’konsep TOR
melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan jika salah, <
dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki.
Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani dan Ya draft/konsep TOR 20 menit TOR
memerintahkan Kepala Bidang untuk tindak lanjut, dan Tidak
jika tidak, dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk
diperbaiki.
Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk TOR 5 menit TOR
melaksanakan kegiatan dan mengarsipkan TOR
Melukis Mural.
Melaksanakan kegiatan dan menyerahkan TOR Melukis TOR 1 hari Kerangka acuan
Mural kepada Pejabat Pelaksana untuk diarsipkan '_ pelaksanaan
| kegiatan

Menerima, membuat laporan dan mengarsipkann TOR Kerangka acuan 2 jam laporan kegiatan
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Nomor SOP-AP 75 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

e
Tanggal Efektif ,/'MAH Pﬁ\

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi

2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-
2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

[Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Tugas 2. Komputer

3. Printer

4. Data Pendukung
Peringatan Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kegiatan MPU (Mitra Praja Utama) tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP
yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan
kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




O 0 00000000 00 90 000

No. ~ Tahap Kegiatan : Kepala : Pejabat Keterangan
N Bidang Kepala Seksi Bkaaiis Sekretaris Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) MPU (Mitra [ wiei ] Koneep TOR. |5 merit Konsep TOR
Praja Utama).
2 |Membuat konsep TOR MPU (Mitra Praja Utama)
dan memerintahkan pejabat pelaksana mengetik Konsep TOR 1 jam Konsep TOR
konsep TOR.
3 |Mengetik konsep TOR MPU (Mitra Praja Utama) I_V
dan menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk o) :I ;
ieitkes e . Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju melanjutkan
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika o | Ta draft/konsep : draft/konsep
salah, dikembalikan untuk diperbaiki. il TOR 30 menit TOR
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, memaraf 9%
dan melanjutkan kepada Sekretaris, dan jika S draft/konsep ) draft/konsep
salah, dikembalikan ke Kepala Seksi untuk TOR 30 menit TOR
diperbaiki.
6 |Meneliti, memeriksa dan meneruskan kepada Ya
kepala dinas. Jika setuju, ditandatangani dan Tidak draft/konsep )
memerintahkan Kepala Bidang untuk tindak : S = TOR 40 ment TOR
lanjut. A
7 |Menerima dan memerintahkan Kepala Bidang - -
untuk melaksanakan kegiatan dan mengarsipkan TOR 20 menit TOR
TOR MPU (Mitra Praja Utama).
8 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk
mempersiapkan kegiatan MPU (Mitra Praja TOR 15 menit TOR
Utama).
9 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk
melaksanakan kegiatan, mendokumentasikan L‘ TOR & hat :zlr::g:::ac;uan
serta mengarsipkannya. kegiatan
10 |Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan f K -
hasil kegiatan MPU (Mitra Praja Utama) serta MR 3:3:9 i - laporan hasil
mengarsipkannya. E:gaia:::aan jam kegiatan
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|Nomor SOP-AP 76 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

M.Pd
012

|Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1
2.

fﬁ.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi

2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

3. Menguasai Tata Naskah Dinas

|Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1.
2
3.
4.

SOP Penanganan Surat Keluar
SOP Penanganan Surat Tugas
SOP Penyusunan TOR Kegiatan
SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

1. ATK

2. Komputer

3. Printer

4. Data Pendukung

Perin
/Apabila Kegiatan Musikalisasi Puisi tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang
berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan
penyampaian laporan.

Pencatatan dan pendataan :

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




- Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pejabat -- : Z Keterangan
Kepala Bidang | Kepala Seksi Palakuana Sekretaris Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output

1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat . . .

l;er_a_ngka acuan kegiatan (TOR) Musikalisasi Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
uisi.
[=————

2 |Membuat Konsep kegiatan Musikalisasi Puisi
dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk Konsep TOR 1jam Konsep TOR
mengetik konsep. s

3 |Mengetik Konsep kegiatan Musikalisasi Puisi R h
dan mgnyerahkan kepada Kepala Seksi untuk = > ] Konsep TOR 35 menit Konsep TOR
memeriksa dan memaraf.

4 [Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, .
memaraf dan melanjutkan kepada Kepala . : )

Bidang dan jika salah, dikembalikan untuk T | N Koneep TOR | 15 menit Konsep TOR
diperbaiki.

5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf .. Ya
dan melanjutkan kepada Sekretaris dan jika < :
salah, dikembalikan untuk diperbaiki. - KommepTOR |  =umens Eeneeap TOR

6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, . !
ditandatangani dan diteruskan kepada Kepala )

Dinas dan jika tidak, dikembalikan untuk \J( v Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
diperbaiki.

7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, Tidak ) 4 _
ditandatangani dan memerintahkan Kepala <7 Konsep TOR 20 menit Ditandatanganinya
Bidang untuk menindaklanjuti. TOR kegiatan

8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti
rapat persiapan penyelenggaraan kegiatan TOR kegiatan 5 jam Undangan rapat
Musikalisasi Puisi yang telah ditentukan.

9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Y Rapat
Musikalisasi Puisi d ndok tasikannya. - """“_> _*“EI : : egiatan

usi uisi dan mendokumentasikannya I:—-—) =~ ] Itq I p:er;:r:: 5 menit Kegiatan

10 |[Melaksanakan kegiatan Musikalisasi Puisi dan E - 8
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk Pelaksanaan 3 hari Pelaksanaan
membuat laporan pelaksanaan kegiatan. | Kegiatan Kegiatan

11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan )
Musikalisasi Puisi dan mengarsipkannya. Halmead Pelaksanaan 1,5 jam Laporan Hasil

: Kegiatan s Kegiatan
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Nomor SOP - AP

77 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Penyusunan TOR Pameran Seni Rupa Tingkat Provinsi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-

2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

. SOP Penyusunan TOR Kegiatan
. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. SOP Penyusunan TOR Lomba Lukis Pelajar 3. Printer

4. SOP Penyusunan TOR Melukis Mural 4. Data Pendukung

5

6

Poringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Pameran Seni Rupa Tingkat Provinsi tidak dilaksanakan
sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan
waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




No.|

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

| Kepala Bidang

Kepala Seksi

Pejabat .

Pelaksana

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Pameran Seni
Rupa Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi.

Konsep TOR

5 menit

Konsep TOR

Membuat konsep TOR Pameran Seni Rupa
Tingkat Provinsi dan memerintahkan pejabat
pelaksana mengetik konsep TOR.

Konsep TOR

30 menit

Konsep TOR

Mengetik konsep TOR Pameran Seni Rupa
Tingkat Provinsi dan menyerahkan kepada
Kepala Seksi untuk diperiksa.

Tidak

Konsep TOR

30 menit

Konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju melanjutkan
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika
salah, dikembalikan untuk diperbaiki.

Ya

draft’konsep TOR

30 menit

draft’konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, memaraf
dan melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan jika
salah, dikembalikan ke Kepala Seksi untuk
diperbaiki.

D

Ya

draft/konsep TOR

30 menit

draft’konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju,
ditandatangani dan memerintahkan Kepala
Bidang untuk tindak lanjut, dan jika tidak,
dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk
diperbaiki.

Tidak

Ya

Konsep TOR

15 menit

TOR

Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi
untuk melaksanakan kegiatan dan
mengarsipkan TOR Pameran Seni Rupa
Tingkat Provinsi.

TOR

30 menit

TOR

Melaksanakan kegiatan dan menyerahkan TOR
Pameran Seni Rupa Tingkat Provinsi ke Pejabat
Pelaksana untuk diarsipkan.

[}

TOR

5 hari

Kerangka acuan
pelaksanaan
kegiatan

Menerima dan mengarsipkann TOR Pameran
Seni Rupa Tingkat Provinsi.

Kerangka acuan
pelaksanaan
kegiatan

1,5 jam

laporan kegiatan
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Nomor SOP-AP 78 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Penyusunan TORDESIgRerNusa Tenggara Timur dan Parade Busana

Tingkat Nasional

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

i
2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

3. Menguasai Tata Naskah Dinas

6.

SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. SOP Penanganan Surat Tugas 3. Printer

4, SOP Penyusunan TOR Workshop Tenun lkat 4. Data Pendukung

5. SOP Penyusunan TOR Kegiatan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Designer Nusa Tenggara Timur dan Parade Busana Tingkat
Nasional tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala 3 Pejabat Keterangan
Bidang Kepala Seksi Oalakisdna Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Designer Nusa .

Tenggara Timur dan Parade Busana Tingkat Hansap 1o S menit Konsep TOR
Nasional.

2 |Membuat konsep TOR Designer Nusa Tenggara
Timur dan Parade Busana Tingkat Nasional dan
memerintahkan pejabat pelaksana mengetik konsep Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
TOR.

3 |Mengetik konsep TOR Designer Nusa Tenggara
Timur dan Parade Busana Tingkat Nasional dan — )l )
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa. Konsep TOR 20 menit Konsep TOR

4 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju melanjutkan AN &
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, L /4 draftk Torl10 it draft/konsep
dikembalikan untuk diperbaiki. Tidak \ FRRoneep il TOR

5 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, memaraf dan Ya
melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan jika salah, draftk 10 draft’konsep
dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki. i, A s TOR

Ya

6 |Meneliti, memeriksa dan meneruskan kepada kepala )\
dinas. Jika setuju, ditandatangani dan memerintahkan Tidak .

Kepala Bidang untuk tindak lanjut. draft’konsep TOR |15 menit Konsep TOR
Ya

7 |Menerima dan memerintahkan Kepala Bidang untuk Tidak
melaksanakan kegiatan dan mengarsipkan TOR )

Designer Nusa Tenggara Timur dan Parade Busana TOR 5 menit TOR
Tingkat Nasional.

8 [Memerintahkan Kepala Seksi untuk mempersiapkan \
kegiatan Designer Nusa Tenggara Timur dan Parade TOR 5 menit TOR
Busana Tingkat Nasional.

9 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk TR
malaksar)akan kegiatan, mendokumentasikan serta TOR 5 harl pel akn:a S
mengarsipkannya. kegiatan

10 |Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan hasil " .
kegiatan Designer Nusa Tenggara Timur dan Parade Selesai L - laporan hasil
Busana Tingkat Nasional serta mengarsipkannya. [———J pelaksanaan 1.5 jam keoiatan

kegiatan 9




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI| KESENIAN, BAHASA DAN SASTRA

|Nomor SOP-AP 79 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi /ﬁ AH ph >
N /’

Tanggal Efektif
Disa

Judul SOP

hkan oleh

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 201?Tenlang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tengggara Timur.

6. Peraturan Gubermur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-
2022.

1:

2.
3.

Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Komputer
Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. SOP Penanganan Surat Tugas 3. Printer

4. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 4. Data Pendukung

5. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Perin

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Parade Musik Daerah Tingkat Nasional tidak dilaksanakan
sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidakiepatan
waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Seksi

Pejabat
Pelaksana

Sekretaris

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Parade Musik
Daerah Tingkat Nasional.

Konsep TOR

15 menit

Konsep TOR

Membuat konsep TOR Parade Musik Daerah
Tingkat Nasional dan memerintahkan pejabat
pelaksana mengetik konsep TOR.

Konsep TOR

1jam

Konsep TOR

Mengetik konsep TOR Parade Musik Daerah
Tingkat Nasional dan menyerahkan kepada
Kepala Seksi untuk diperiksa.

Konsep TOR

40 menit

Konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju
melanjutkan kepada Kepala Bidang untuk
diparaf dan jika salah, dikembalikan untuk
diperbaiki.

draft/konsep TOR

30 menit

draft/konsep
TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, memaraf
dan melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan jika
salah, dikembalikan ke Kepala Seksi untuk
diperbaiki.

draft/konsep TOR

30 menit

Konsep TOR

Meneliti, memeriksa dan meneruskan kepada
kepala dinas. Jika setuju, ditandatangani dan
memerintahkan Kepala Bidang untuk tindak
lanjut.

Ya

Ya

Konsep TOR

20 menit

TOR

Menerima dan memerintahkan Kepala Bidang
untuk melaksanakan kegiatan dan
mengarsipkan TOR Parade Musik Daerah
Tingkat Nasional.

Tidak

TOR

15 menit

TOR

Memerintahkan Kepala Seksi untuk
mempersiapkan kegiatan Parade Musik Daerah
Tingkat Nasional.

TOR

15 menit

TOR

Memerintahkan pejabat pelaksana untuk
melaksanakan kegiatan, mendokumentasikan
serta mengarsipkannya.

TOR

5 hari

kerangka acuan
pelaksanaan
kegiatan

10

Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan
hasil kegiatan Parade Musik Daerah Tingkat
Nasional serta mengarsipkannya.

kerangka acuan
pelaksanaan
kegiatan

1.,5jam

laporan hasil
kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI KESENIAN, BAHASA DAN SASTRA

Nomor SOP-AP 80 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Judul SOP

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
4. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode 2018-
2022.

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

5. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. SOP Penanganan Surat Tugas 3. Printer

4. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 4. Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Parade Tari Nusantara tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP
yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan
kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
o, T Yegute Kepala Bidang | Kepala Seksi P:;’::;a Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output o v
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Parade Tari Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
Nusantara.
2 |Membuat konsep TOR Parade Tari Nusantara dan
memerintahkan pejabat pelaksana mengetik konsep Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
TOR.
3 |Mengetik konsep TOR Parade Tari Nusantara dan
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa. )I I Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
Tidak
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju melanjutkan
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, . P R ,
dikembalikan untuk diperbaiki. Tak | N Konsep TOR 10 mentt draft/konsep TOR
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, memaraf dan e
melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan jika salah, o ,
dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki. draft/konsep TOR |10 menit draft/konsep TOR
6 |Meneliti, memeriksa dan meneruskan kepada kepala Ya
dinas. Jika setuju, ditandatangani dan memerintahkan Tidak draft/konsep TOR 15 menit TOR
Kepala Bidang untuk tindak lanjut. o
7 |Menerima dan memerintahkan Kepala Bidang untuk _—
melaksanakan kegiatan dan mengarsipkan TOR TOR 5 menit TOR
Parade Tari Nusantara.
8 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk mempersiapkan "
kegiatan Parade Tari Nusantara. TOR P— TOR
9 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk
melaksanakan kegiatan, mendokumentasikan serta TOR 5 hari :z:g::a:f‘uan
mengarsipkannya. kegiatan
10 |Membuat laporan hasil kegiatan Parade Tari
Nusantara serta mengarsipkannya. kerangka acuan 1.5 kit laporan hasil
pelaksanaan kegiatan| ' ) kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI KESENIAN, BAHASA DAN SASTRA

Nomor SOP - AP 81 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi e
Tanggal Efektif AR

Disahkan oleh

i
|
Z
.\\ &'v
S AN At
Judul SOP Penyusunah-JQR PavarBudaya Tingkat Nasional

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

5. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. SOP Penanganan Surat Tugas 3. Printer

4. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 4. Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Pawai Budaya Tingkat Nasional tidak dilaksanakan sesuai dengan
SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan
kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan ) ] Pejabat ] Keterangan
Kepala Bidang | Kepala Seksi kb Sekretaris Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Qutput

1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Pawai Mutai_] Konsep TOR |10 menit Konsep TOR
Budaya Tingkat Nasional.

2 |Membuat konsep TOR Pawai Budaya Tingkat .
Nasional dan memerintahkan pejabat Konsep TOR 1 jam Konsep TOR
pelaksana mengetik konsep TOR. !

3 |Mengetik konsep TOR Pawai Budaya Tingkat
Nasional dan menyerahkan kepada Kepala e Konsep TOR 0 it TO
Seksi untuk diperiksa. i U e

4 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju e .
melanjutkan kepada Kepala Bidang untuk > P : draft/konsep ;
diparaf dan jika salah, dikembalikan untuk idak e i TOR PO draiionaep TOR
diperbaiki.

5 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, memaraf
dan melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan ;. SO s draft/konse! _
jika salah, dikembalikan ke Kepala Seksi = TOR P 20 menit draft’/konsep TOR
untuk diperbaiki.

6 |Meneliti dan memeriksa dan meneruskan va |
kepada kepala dinas Jika setuju, dilanjutkan Tidak
kepada kepala dinas dan jika tidak, <F T RENeeD — b mnit Konsep TOR
dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk r : TOR
diperbaiki.

7 |Menerima dan memerintahkan Kabit untuk v
melaksanakan kegiatan dan mengarsipkan Tidak s TOR 5 it T
TOR Pawai Budaya Tingkat Nasional. men "

8 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk k7
mempersiapkan kegiatan Pawai Budaya TOR S menit TOR
Tingkat Nasional.

9 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk
melaksanakan kegiatan, mendokumentasikan 1 kerangka acuan
serta mengarsipkannya. ST TOR 5 hari pelaksanaan

kegiatan

10 |Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan \ 3 s
hasil kegiatan Pawai Budaya Tingkat Nasional erangka acuan _ T —
serta mengarsipkannya. C:D pelaksanaan 1,5 jam keF;;atan

kegiatan
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Nomor SOP-AP 82 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh N

»
0

9810923 198603 1 012

AN D
Judul SOP Penyusunalw Komik Cerita Rakyat

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

2022
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Surat Penanganan Keluar 1. ATK
2. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 2. Komputer
3. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 3. Printer

4. Data Pendukung

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Pembuatan Komik Cerita Rakyat tidak dilaksanakan sesuai
dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Kepala Bidang Kepala Seksi P:;j:::; . Kepala Dinas Kelengkapan Waktu OQutput -
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat m
ker'e‘zngka acuan kegiatan (TOR) Pembuatan Komik - Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
Cerita Rakyat.
2 |Membuat konsep TOR Pembuatan Komik Cerita
Rakyat f’a" memerintahkan pejabet pelaksana Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
mengetik konsep TOR.
3 |Mengetik konsep TOR Pembuatan Komik Cerita =
R.aky.at dan menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk N I Konsep TOR 20 menit draft’konsep TOR
diperiksa. L
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju melanjutkan
kepada Kepala Bldan_g untu'k diparaf dan jika salah, Tidak > | Ya draftkonsep TOR |10 menit drafkonsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki.
5 [Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, memaraf dan
melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan jika salah, ™ " )
dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki. < draft’konsep TOR |10 menit Konsep TOR
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani Ya
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk tindak Tidak
lanjut, dan jika tidak, dikembalikan kepada Kepala Konsep TOR 15 menit TOR
Bidang untuk diperbaiki.
7 |Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk &
melaksanakan kegiatan dan mengarsipkan TOR
Pembuatan Komik Cerita Rakyat. A Smens ToR
8 |Melaksanakan kegiatan dan menyerahkan TOR
Pembuatan Komik Cerita Rakyat kepada Pejabat ::::Ir‘lsg::azc':‘uan 3 bulan ;::::g::;‘:‘uan
Pelaksana untuk diarsipkan. kegiatan kegiatan
9 |Menerima, membuat laporan dan mengarsipkann Ksiiiiighn aousn
TOR Pembuatan Komik Cerita Rakyat. pelaksanaan 2 hari Iapqran hasil
easid kegiatan
egiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI KESENIAN, BAHASA DAN SASTRA

Nomor SOP-AP 183 Tahun 2020

[ Tanggal Pembuatan

[ Tanggal Revisi e

Tanggal Efektif ,,/“u AH pa
Disahkan oleh :

i DINAS PEND’OIKAN

1 _. { DAN KEBUDAYAAT

Judul SOP |Penyusunan 1 Wengkajlan Bahasa Daerah
O

|Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 15ernajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi

2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan |Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Tugas 2. Komputer

3. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 3. Printer

4. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 4. Data Pendukung
_P_ﬂgatan |Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Pemetaan dan Pengkajian Bahasa Daerah tidak dilaksanakan sesuai
dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan wakiu
Ipeiaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

|Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




W

Pelaksana Mutu Baku
No. Ta Kegiatan Keterangan
s i Kepala Bidang | Kepala Seksi|Pejabat Pelaksana| Sekretaris | Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output s
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Pemetaan dan m Konsep TOR |5 menit Konsep TOR
Pengkajian Bahasa Daerah.
2 |Membuat konsep TOR Pemetaan dan
Pengkajian Bahasa Daerah dan memerintahkan A
pejabat pelaksana mengetik konsep TOR. Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
3 |Mengetik konsep TOR Pemetaan dan
Pengkajian Bahasa Daerah dan menyerahkan Ticak . draft’konsep
kepada Kepala Seksi untuk diperiksa. Konsep TOR 120 menit TOR
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju melanjutkan !
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika T o b draft’konsep - draft/konsep
salah, dikembalikan untuk diperbaiki. > TOR e TOR
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, memaraf \ Ya
dan melanjutkan kepada Sekretaris, dan jika < draft/konsep .
salah, dikembalikan ke Kepala Bidang untuk TOR 1omank BAnMeE TOR
6 |Meneliti, memeriksa Jika setuju memaraf dan - Ya
meneruskan kepada kepala dinas untuk .
ditandatangani. Jika tidak dikembalikan untuk ~ / - Konsep TOR 15 menit Konsep TOR
diperbaiki.
7 |Menelaah konsep TOR kegiatan jika setuju Tidak /
memaraf dan memerintahkan Kepala Bidang TOR 5 menit TOR
untuk menindaklanjuti.
8 |Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi
untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan dan TOR 5 menit TOR
Pengkajian Bahasa Daerah.
9 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk W
melaksanakan kegiatan pemetaan dan kerangka acuan |, . kerangka acuan
pengkajian bahasa daerah, mendokumentasi. kegiatan il kegiatan
10 |melaksankana kegiatan, mendokumentasikan A
dan mengarsipkan serta membuat laporan hasil Selesai kerangka acuan L5 b laporan hasil
kegiatan. kegiatan 3 kegiatan




Nomor SOP-AP 84 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG KEBUDAYAAN _ ‘
SEKSI KESENIAN, BAHASA DAN SASTRA Judul SOP Penyusunan TOR Séni Masuk Sekolah
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 2. Menguasai Komputer
Birokrasi 2010-2025. 3. Menguasai Tata Naskah Dinas

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
. Peraturan Gubernur Nusa Genggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.,

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode 2018-

2022.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 3. Printer
4. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 4. Data Pendukung
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Seni Masuk Sekolah tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.
yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan
kegiatan dan penyampaian laporan.

E N




NO

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Pejabat
Pelaksana

Sekretaris

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Memerintahkan Kepala Seksi untuk
membuat kerangka acuan kegiatan (TOR)
Seni Masuk Sekolah.

Konsep TOR

5 menit

Konsep TOR

Membuat konsep TOR Seni Masuk Sekolah
dan memerintahkan pejabat pelaksana
mengetik konsep TOR.

Konsep TOR

30 menit

Konsep TOR

Mengetik konsep TOR Seni Masuk Sekolah
dan menyerahkan kepada Kepala Seksi
untuk diperiksa.

Ya

]

Konsep TOR

20 menit

Konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju
melanjutkan kepada Kepala Bidang untuk
diparaf dan jika salah, dikembalikan untuk
diperbaiki.

Tidak

draft/konsep TOR

10 menit

draft/konsep
TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju,
memaraf dan melanjutkan kepada
Sekretaris, dan jika salah, dikembalikan ke
Kepala Bidang untuk diperbaiki.

draft/konsep TOR

10 menit

draft/konsep
TOR

Meneliti dan memeriksa jika setuju memaraf
dan meneruskan kepda kepala dinas untuk
ditandatangani.

Ya

draft/konsep TOR

20 menit

draft/konsep
TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju,
ditandatangani dan memerintahkan Kepala
Bidang untuk tindak lanjut.

Menerima dan memerintahkan Kepala
Seksi untuk menindaklanjuti kegiatan TOR
Seni Masuk Sekolah.

01

TOR

15 menit

TOR

TOR

5 menit

TOR

Memerintahkan pejabat pelaksana untuk
membuat konsep surat pengantar ke
sekolah-sekolah

konsep surat
pengantar

30 menit

konsep surat
pengantar




10 |Mengetik konsep surat kegiatan seni masuk
sekolah dan menyerahkan kepada Kepala konsep surat 2 menit konsep surat
Seksi untuk diperiksa. e pengantar pengantar
11 [Memeriksa konsep surat jika setuju Va
memaraf dan meneruskan kepada Kepala <€ konsep surat 20 menit konsep surat
Bidang untuk diparaf. Ya pengantar pengantar
. |
12 [Menelaah konsep surat, jika setuju s /\
memaraf dan meneruskan kepada \ konsep surat 20 menit konsep surat
sekretaris dan jika tidak dikembalikan untuk 4( Ya pengantar pengantar
diperbaiki.
13 |Menelaah konsep surat, jika setuju .
memaraf dan meneruskan kepada kepala s
dinas. Kepala dinas memerintahkan Kepala 8 al:tar 20 menit surat pengantar
Bidang untuk menindaklanjuti kegiatan seni peng
masuk sekolah.
14 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk
melakukan rapat koordinasi notulensi rapat 5 menit Undangan rapat
15 |Melaksanakan rapat koordinasi guna Kerangka acuan
mempersiapkan kegiatan seni masuk j_ﬁ:,‘__]‘__ﬁ ]:j Undangan rapat |1 jam pelaksanaan
Sekoiah tugas
16 |memerintahkan Kepala Seksi untuk
melakukan monitoring bersama tim ke Kelr:k"sgk:a:ﬁua" - Kﬁ’:klgal;aa:;uan
sekolah-sekolah tF:;as ) :fgas
17 |membuat laporan hasil monitoring kepada | o :
Kepala Bidang dan melaporkan persiapan kaporinlm:n oring - aporan .
pelaksanaan kegiatan seni masuk sekolah. s:kzelaﬁ ah- Bm :ei':r::-l?ek;ah
18 |memerintahkan pejabat pelaksana untuk \poran imcHRonig KA B
melaksanakan pentas kegiatan seni masuk
ko, ::ks:;::mh— 6 bulan ﬁ:;ai:ts::aan
19 | pelaksanaan kegiatan Seni Masuk Sekolah Kerangka acuan |1 hari laporan kegiatan
dan membuat laporan serta pelaksanaan
mengarsipkannnya. kegiatan




Nomor SOP-AP 85 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
[ Tanggal Revisi
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh £ S@ENRIDIKAN DAN KEBUDAY AN
; ﬁm‘t@ TENGGARA TIMURf
=
DAN KEBUDAYASTH=
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ‘E/
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN p w N4
BIDANG KEBUDAYAAN 7 X NIB-{ 9836623 198603 1 012
SEKSI| KESENIAN, BAHASA DAN SASTRA Judul SOP Penyusuniag-TORPeMmr-Karya Taman Budaya Tingkat
Nasional
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan |Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. SOP Penanganan Surat Tugas 3. Printer

4. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 4. Data Pendukung

5. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Perin n |Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Temu Karya Taman Budaya Tingkat Nasional tidak dilaksanakan
sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan
wakiu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

FDisimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Pejabat ’ Kepala Keterangan
Bidang Kepala Seksi Polakiing Sekretaris Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 [Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Temu Karya Taman Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
Budaya Tingkat Nasional.

2 [Membuat konsep TOR Temu Karya Taman Budaya
Tingkat Nasional dan memerintahkan pejabat | I Konsep TOR 30 menit |Konsep TOR
pelaksana mengetik konsep TOR.

3 |Mengetik konsep TOR Temu Karya Taman Budaya \
Tingkat Nasional dan menyerahkan kepada Kepala ;i_L_—_l Konsep TOR 20 menit  |Konsep TOR
Seksi untuk diperiksa. Tidak L

4 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju melanjutkan
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, sedim. ] ® draftkonsep TOR [10 menit |draf/konsep
dikembalikan untuk diperbaiki. Tk | TN TOR

5 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, memaraf dan W
melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan jika salah, _)<Q: draft/konsep TOR |10 menit |Konsep TOR
dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki.

8 |Meneliti, memeriksa dan meneruskan kepada kepala Ya j
dinas. Jika setuju, ditandatangani dan Tidak Konsep TOR 15 menit |Konsep TOR
memerintahkan Kepala Bidang untuk tindaklanjut. el Y

7 |Menerima dan memerintahkan Kepala Bidang untuk —_ /‘
melaksanakan kegiatan dan mengarsipkan TOR TOR e TOR
Temu Karya Taman Budaya Tingkat Nasional.

L

8 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk mempersiapkan [ﬁ kerangka
kegiatan Temu Karya Taman Budaya Tingkat . acuan
Nasional. ToR 5 menk pelaksanaan

kegiatan

9 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk kerangka acuan
melaksanakan kegiatan, mendokumentasikan serta EH pelaksanaan 3 hari pelaksanaan
mengarsipkannya. kegiatan kegiatan

10 |Melaksanakan kegiatan dan mBembuat.'l-apokr::l hasil pelaksanaan laporan hasil
kegiatan Temu Karya Taman Budaya Ting Selesal . 1 jam :
Nasional serta mengarsipkannya. L——J kegistan kegiatan




Nomor SOP-AP 86 ﬂmugz =
Tanggal Pembuatan o 1AH oS,
Taﬂggai Revisi %
[Tanggal Efekif
Disahkan oleh DIKAN DAN KEBUDAYA4N
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI KESENIAN, BAHASA DAN SASTRA Judul SOP Penyusunan orkshop Tenun lkat dan FLOBAMORATA
Fashion Carnival
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur,

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Naskah Dinas

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. SOP Penanganan Surat Tugas 3. Printer
4. SOP Penyusunan TOR Parade Busana 4. Data Pendukung
5. SOP Penyusunan TOR Kegiatan
6. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kegiatan Workshop Tenun Ikat dan FLOBAMORATA Fashion Camival tidak
dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Pejabat

Pela Sekretaris

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Workshop Tenun
Ikat dan FLOBAMORATA Fashion Carnival.

l Mulai I

Konsep TOR

5 menit

Konsep TOR

Membuat konsep TOR Workshop Tenun lkat dan
FLOBAMORATA Fashion Carnival dan
memerintahkan pejabat pelaksana mengetik
konsep TOR.

Konsep TOR

30 menit

Konsep TOR

Mengetik konsep TOR Workshop Tenun lkat dan
FLOBAMORATA Fashion Carnival dan
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk

diperiksa.

Konsep TOR

20 menit

Konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju melanjutkan
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika
salah, dikembalikan untuk diperbaiki.

Ya

draft’konsep TOR

20 menit

draft/konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, memaraf
dan melanjutkan kepada Sekretaris, dan jika
salah, dikembalikan ke Kepala Seksi untuk
diperbaiki.

Ya

draft’konsep TOR

20 menit

draft’konsep TOR

Meneliti, memeriksa dan meneruskan kepada
kepala dinas. Jika setuju, ditandatangani dan
memerintahkan Kepala Bidang untuk tindak lanjut.

draft’/konsep TOR

15 menit

TOR

Menerima dan memerintahkan Kepala Bidang
untuk melaksanakan kegiatan dan mengarsipkan
TOR Workshop Tenun lkat dan FLOBAMORATA
Fashion Camival.

Tidak

£l

TOR

20 menit

TOR

Memerintahkan Kepala Seksi untuk
mempersiapkan kegiatan Workshop Tenun lkat
dan FLOBAMORATA Fashion Camival.

TOR

5 menit

TOR

Memerintahkan pejabat pelaksana untuk
melaksanakan kegiatan, mendokumentasikan
serta mengarsipkannya.

[

TOR

5 hari

kerangka acuan
pelaksanaan
kegiatan

10

Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan
hasil kegiatan worshop tenun ikat serta
mengarsipkannya.

kerangka acuan
pelaksanaan

kegiatan

1,5 jam

laporan hasil
kegiatan




Nomor SOP-AP 87 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif \H Py
Disahkan oleh £ ‘a \
(0 = g
N DINAS PENDIDIK -
‘\’_", DAN KEBUDAYAANSEF—<_
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR \e /
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN “\‘J.‘,
BIDANG KEBUDAYAAN WA :
SEKS|I KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN Judul SOP Bimtek Ju ara-Cagar Budaya se-daratan Flores di Kab. Ende

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2. Menguasai Komputer
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode

2018-2022.

|Keterkaitan Peralatan/periengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) 1. ATK

2. SOP penanganan surat keluar 2. Komputer

3. SOP penanganan surat masuk 3. Renstra, DPA, TOR, RAB
4. SOP Pencairan Dana Kegiatan 4. Printer

5. Data Pendukung

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Pengembangan SDM memerlukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
apabila SOP penyelenggaraan bimtek tidak sesuai prosedur maka pelaksanaan
bimtek tidak dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak berdampak

pada peningkatan kompetensi aparatur.

E-N




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
o ;;;‘,:: Kepala Seksi p:lf:ga Bendahara ';’lﬁ:f Kelengkapan Waktu Output e

1. |Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
pelaksanaan bimtek Juru Pelihara Cagar Budaya ( Mulal ]
dan melaporkan kembali perkembangan persiapan
bimtek

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi 20 menit  |Disposisi
menyiapkan bahan pelaksanaan bimtek Juru I:LI
Pelihara Cagar Budaya dan menyampaikan kepada
kepala bidang.

3. |Menyiapkan bahan pelaksanaan bimtek Juru Disposisi 1 jam Bahan
Pelihara Cagar Budaya dan menyampaikan kepada Ej pelaksanaan
kepala seksi. kegiatan bimtek

4. |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan Bahan pelaksanaan 2 jam Konsep
bimtek dan menyampaikan kepada Kepala Bidang. kegiatan bimtek kerangka acuan

Tidak pelaksanaan

5. |Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan Konsep kerangka 30 menit Draf kerangka
bimtek. Apabila setuju menyampaikan kepada » acuan pelaksanaan acuan
kepala kepala dinas dan apabila tidak setuju bimtek pelaksanaan
mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk bimtek
memperbaiki.

6 |Memeriksa draf kerangka acuan pelaksanaan Ya Draf kerangka 30 menit Kerangka acuan|
bimtek. Apabila setuju menyampaikan kepada Tidak acuan pelaksanaan pelaksanaan
Kepala Bidang untuk mempersiapkan rapat bimtek bimtek, disposisi
persiapan pelaksanaan bimtek dan apabila tidak
setuju mengembalikan kepada Kepala Bidang untuk
diperbaiki.

7 |Menugaskan Kepala Seksi untuk mempersiapkan y Kerangka acuan 15 menit  |Undangan rapat
rapat persiapan pelaksanaan Bimtek Juru Pelihara pelaksanaan + SOP
Cagar Budaya se-daratan Flores dan bimtek, disposisi penanganan
menyampaikan undangan rapat surat keluar.

8 |Melaksanakan rapat persiapan penyelenggaraan Undangan rapat 1.5 jam Notulen rapat
Bimtek. 1 IJ"_‘LT_I‘_—'i ! |

9 |Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan Ya Tidak Notulen rapat 1jam Kerangka acuan
penyelenggaraan bimtek. Apabila setuju pelaksanaan
menyampaikan kepada Kepala Bidang. Apabila bimtek
tidak setuju dikembalikan kepada pejabat Pelaksana
untuk memperbaiki. Ya |

11 |Menyetujui pelaksanaan kegiatan bimtek dan Kerangka acuan 10 menit  |Kerangka acuan
menugaskan Kepala Seksi untuk melaksanakan pelaksanaan pelaksanaan
bimtek. bimtek bimtek, disposisi

12 |Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan 7 Kerangka acuan 3 Hari Dokumentasi
menugaskan pejabat pelaksana untuk l I"——"l ]"—'I J‘*-’( ]'--"I I pelaksanaan dan notulensi
menindaklanjuti hasil bimtek. bimtek hasil kegiatan

13 |Menindaklanjuti hasil kegiatan bimtek Juru Pelihara Dokumentasi dan 2 jam Dokumen
Cagar Budaya, menyusun laporan hasil kegiatan notulensi hasil laporan
dan mengarsipkan. w kegiatan bimbingan

teknis.
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Nomor SOP-AP 88 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi om——

Tanggal Efektif

Disahkan oleh o mi\\
# =Tmlam : -4
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR \ -
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN X
BIDANG KEBUDAYAAN : 106
SEKSI KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN Judul SOP Katalogisasi Mksi Kain Tenun berbasis IT
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi | 2. Menguasai Komputer

2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode

2018-2022.
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 3. Printer
4. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 4. Data Pendukung
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Revitalisasi Obyek Peninggalan Sejarah dan Purbakala tidak Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.
dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.
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Pelaksana Mutu Baku
No. Tal iatan
ap Koy Kepala Bidang| Kepala Seksi P;amm"'a Sekretaris |Kepala Dinas| Kelengkapan|  Waktu Output HaRemnp
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR
persiapan pelaksanaan kegiatan Katalogisasi Digital| [ Mulai ] Konsep TOR |15menit |Konsep TOR
Koleksi Kain Tenun berbasis IT =
2 |Membuat Konsep kegiatan Katalogisasi Digital
Koleksi Kain Tenun berbasis IT dan memerintahkan .
Pejabat Pelaksana untuk mengetik konsep. Konsep TOR |2 jam Konsep TOR
3 |Mengetik Konsep kegiatan Katalogisasi Digital y
Koleksi Kain Tenun berbasis IT di Kota kupang dan Tk J"j ,
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk memeriksa = Konsep TOR {20 menit Konsep TOR
dan memaraf.
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, memaraf N Ve
dan melanjutkan kepada Kepala Bidang dan jika — = < _
salah, dikembalikan untuk diperbaiki. 2 i Konsep TOR {15 menit Konsep TOR
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan P o
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, < Konsep TOR |5 menit Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki.
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani . .
dan diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak, 2 50 il
dikembalikan untuk diperbaiki. N |- RSN ATES, & 5 S0 i
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani - i Ditandatangani
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk Konsep TOR |10 menit nya TOR
menindaklanjuti. kegiatan
8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat TOR kegiatan T )
persiapan penyelenggaraan kegiatan Katalogisasi Pengkajian 5i iy keglatan
Digital Koleksi Kain Tenun dilokasi yang telah Tradisi jam Pengkg rgondiR
ditentukan. Megalitik Tradisi Megalitik
9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Katalogisasi
Digital Koleksi Kain Tenun berbasis IT di Kota kupang I._ l._ .l Undangan 5 :
dan mendokumentasikannya. —-I -.l _.l J._ I Rapat et Hncnger: i
10 |Melaksanakan kegiatan Katalogisasi Digital Koleksi J’
Kain Tenun berbasis IT dan memerintahkan Pejabat Rapat Pelaksanaan
Pelaksana untuk membuat laporan pelaksanaan persiapan |2 hari Kegiatan
kegiatan €9
kegiatan. | 9
11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Katalogisasi
Digital Koleksi Kain Tenun berbasis IT dan Pelaksanaan ) La Hasil
; Selesai poran Hasi
mengarsipkannya. - Kegiatan i Kegiatan




INomor SOP-AP 89 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

|Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG KEBUDAYAAN y . :
SEKSI| KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN Judul SOP Layanan Infonmasi-Musetm
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 1. Pendidikan minimal SLTA
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010- | 2. Menguasai Komputer

2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode

2018-2022.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. Telepon
4. Meja dan Kursi
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila layanan informasi tidak sesuai prosedur maka akan mempengaruhi kualitas |Disimpan sebagai data elektronik dan manual

[infonnasi yang diperoleh
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_ - Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan _ ' : Pejabat Keterangan
- Kepala Bidang | Kepala Seksi Palibesniii Kelengkapan Waktu .Outp:ut : '
1. |Menerima disposisi Kepala Dinas dan menindaklanjuti proses KTP/ identitas 15 menit Formulir
peminjaman dengan memberitahukan kepala seksi untuk m yang sah permintaan
menindaklanjuti proses. AT informasi
2. |[Menindaklanjuti perintah Kepala Bidang dan memerintahkan l Data dan 30 menit Data dan
Pejabat Pelaksana untuk memberikan layanan informasi yang Informasi Informasi
dibutuhkan pemohon.
3. [Memberikan layanan informasi yang dibutuhkan pemohon dan { Data dan 10 menit Data dan
Informasi Informasi

melaporkan kepada Kepala Seksi.

&=




Nomor SOP-AP 90 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SEKSI KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 20104

2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode .

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

2018-2022
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 2. Komputer
3. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 3. Printer
4. Data Pendukung
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Museum bagi pelajar Tingkat Provinsi tidak
dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




O ® 0000000006000 0 00

Tahap Kegiatan " Pelaksana Mutu Baku :
No. 5 ; 7 : : Kete
Kepala Bidang | Kepala Seksi P:;m Sekretaris | Kepala Dinas | Kelengkapan |  Waktu Output s

1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR Korisep TOR 15 menit Konsep TOR
persiapan pelaksanaan kegiatan Lomba Cerdas Cermat w
Museum bagi pelajar Tingkat Provinsi. i

2 |Membuat Konsep kegiatan Lomba Cerdas Cermat Konsep TOR 1 Jam Konsep TOR
Museum bagi pelajar Tingkat Provinsi dan
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk mengetik
konsep.

3 |Mengetik Konsep kegiatan Lomba Cerdas Cermat \ Konsep TOR 40 menit Konsep TOR
Museum bagi pelajar Tingkat Provinsi dan menyerahkan
kepada Kepala Seksi untuk memeriksa dan memaraf. Tidak

4 [Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, memaraf B e Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
dan melanjutkan kepada Kepala Bidang dan jika salah, — ‘)< /<
dikembalikan untuk diperbaiki.

5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan . Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, ‘ Dae .
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya

6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani dan Konsep TOR 15 menit Konsep TOR
diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak, Tens
dikembalikan untuk diperbaiki. W

7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani dan dak Konsep TOR 30 menit Ditandatangani
memerintahkan Kepala Bidang untuk menindaklanjuti. nya TOR

kegiatan

8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat v Ditandatanganin 40 menit TOR kegiatan
persiapan penyelenggaraan kegiatan Lomba Cerdas ya TOR Pengkajian
Cermat Museum dilokasi yang telah ditentukan. kegiatan Tradisi Megalitik

9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Lomba Karya Rapat 1.5 jam Pelaksanaan
Budaya Museum Tk. SMA/SMK dan I lq—-p 1 l..__.[ F__.I . N : | persiapan Kegiatan
mendokumentasikannya. - kegiatan

10 [Melaksanakan kegiatan Lomba Karya Budaya Museum Pelaksanaan 2 jam Pelaksanaan
Tk. SMA/SMK dan memerintahkan Pejabat Pelaksana > Kegiatan Kegiatan
untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

. .

11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Lomba Karya Pelaksanaan 1 Jam Laporan Hasil

Budaya Museum Tk. SMA/SMK dan mengarsipkannya. @ Kegiatan Kegiatan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKS| KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

Nomor SOP-AP 91 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi aabH
Tanggal Efektif VA ‘?'"
|Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum

Kuallﬂkasn pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap || Periode 2018-2022.

~ Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 2. Komputer
3. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 3. Printer
4. Data Pendukung
Perin Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Lomba Karya Budaya Museum Tk. SMA/SMK tidak dilaksanakan
sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




..

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kepala Bidang | Kepala Seksi Pmm Sekretaris | Kepaia Dinas [Kelengkapan| Wakiu Cupit |

1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun Konsep TOR | 15 menit | Konsep TOR
TOR persiapan pelaksanaan kegiatan Lomba m
Lomba Karya Budaya Museum Tk. SMA/SMK.

j—

2 |Membuat Konsep kegiatan Lomba Cerdas Cermat Konsep TOR 1 jam Konsep TOR
Museum bagi pelajar Tingkat Provinsi dan
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk mengetik
konsep.

3 |Mengetik Konsep kegiatan Lomba Cerdas Cermat X Konsep TOR | 40 menit | Konsep TOR
Museum bagi pelajar Tingkat Provinsi dan ___)E
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk T
memeriksa dan memaraf.

4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, . = Konsep TOR | 30 menit | Konsep TOR
memaraf dan melanjutkan kepada Kepala Bidang o >\ /:'
dan jika salah, dikembalikan untuk diperbaiki.

5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan N Ye Konsep TOR | 30 menit | Konsep TOR
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, -)<I/<
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya

6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, - Konsep TOR | 20 menit | Konsep TOR
ditandatangani dan diteruskan kepada Kepala
Dinas dan jika tidak, dikembalikan untuk \‘ Ya
diperbaiki.

7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, o Konsep TOR | 30 menit | Ditandatangani
ditandatangani dan memerintahkan Kepala Bidang nya TOR
untuk menindaklanjuti. kegiatan

8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat TOR kegiatan| 30 menit Undangan
persiapan penyelenggaraan kegiatan Lomba Pengkajian Rapat
Cerdas Cermat Museum dilokasi yang telah Tradisi
ditentukan. Megalitik

9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Lomba y Rapat 2 jam Pelaksanaan
Karya Budaya Museum Tk. SMA/SMK dan —-|_I.—-¢|__|.__.| —|.__.[ I persiapan Kegiatan
mendokumentasikannya. kegiatan

10 |Melaksanakan kegiatan Lomba Karya Budaya Pelaksanaan 1 hari Pelaksanaan
Museum Tk. SMA/SMK dan memerintahkan Kegiatan Kegiatan
Pejabat Pelaksana untuk membuat laporan

laksanaan kegiatan.

11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Lomba Pelaksanaan 2 jam Laporan Hasil

Karya Budaya Museum Tk. SMA/SMK dan Selesai Kegiatan Kegiatan

mengarsipkannya.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN

SEKS| KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

Nomor SOP-AP 92 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif A-‘AH ph N

Disahkan oleh | - F r\ DIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
. 3A TENGGARA TIMUR ,{
Q

Judul SOP Museum MasuW

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana :

- 5
2.

3.

|__2018-2022.
Keterkaitan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

Peralatan/periengkapan :

1

7

SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penanganan Surat Keluar

3. SOP Penyusunan TOR Kegiatan
4. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

1. ATK
2. Komputer

3. Printer
4. Data Pendukung

|Peringatan

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Museum Masuk Sekolah di Kabupaten Flores Timur tidak
dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala - Pejabat ; Kepala Keterangan
Bidang Kepala Seksi Prslabens Sekretaris Sieny Kelengkapan Waktu Output
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR
persiapan pelaksanaan kegiatan Museum Masuk ' Konsep TOR 15 menit Konsep TOR
Sekolah.
2 |Membuat Konsep kegiatan Museum Masuk Sekolah
dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk Konsep TOR 2 jam Konsep TOR
mengetik konsep.
3 |Mengetik Konsep kegiatan Museum Masuk Sekolah
dan menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk Tidak Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
memeriksa dan memaraf.
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, memaraf )
dan melanjutkan kepada Kepala Bidang dan jika . >( Ye Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
salah, dikembalikan untuk diperbaiki.
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan Ya
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, Konsep TOR 15 menit Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki. .
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani A
dan diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak, Tidak )
dikembalikan untuk diperbaiki. 7w Konsep TOR 20menk | Kanesp TOR
\
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani Tidak .
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk di Konsep TOR 15 menit | Cftandatanganiny
tindaklanjuti. a TOR kegiatan
8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat - TOR kegiatan
persiapan penyelenggaraan kegiatan Museum Masuk t Pengkajian Tradisi o — Undangan rapet
Sekolah dilokasi yang telah ditentukan. [ Megalitik
9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Museum Y Rapat
Masuk Sekolah dan mendokumentasikannya. Q‘——D——D——q I"_'[ I pelaksanaan 2jam Pelaksanaan
— : Kegiatan
kegiatan
10 |Melaksanakan kegiatan Museum Masuk Sekolah dan
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk membuat Pelaksanaan . Pelaksanaan
laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan 3 hari Kegiatan
11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Museum i X Hasil
Masuk Sekolah dan mengarsipkannya. elaksanaan ; aporan Hasi
Kegiatan Lo Kegiatan
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
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Nomor SOP-AP 93 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh
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[Judul SOP

AN - :
Pameran m@k Nusantara Tingkat Nasional

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

4. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 3. Printer

4. Data Pendukung

Peringatan

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Pameran Museum Alat Musik Nusantara Tk. Nasional tidak
dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku -
No. Tahap Kegiatan o b ; 5 Keterangan
Kepala Bidang | Kepala Seksi : Pelabsana Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR
persiapan pelaksanaan kegiatan Pameran Museum m .
Alat Musik Nusantara Tk. Nasional. " IKoemess FOR Bioe Konsep TOR
2 |Membuat Konsep kegiatan Pameran Museum Alat 3
Musik Nusantara Tk. Nasional dan memerintahkan '
T
Pejabat Pelaksana untuk mengetik konsep. Konsep TOR 1 jam Konsep TOR
3 |Mengetik Konsep kegiatan Pameran Museum Alat \
Musik Nusantara Tk. Nasional dan menyerahkan N| )
kepada Kepala Seksi untuk memeriksa dan memaraf. Tidak L Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, memaraf i Ya
dan me{anjutkaq kepada Ke!:afa B_:d_ang dan jika o >\>< Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
salah, dikembalikan untuk diperbaiki.
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan \ v
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, - -
dikembalikan untuk diperbaiki. < Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani — v A
dan diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak, i K 5 )
dikembalikan untuk diperbaiki. Y = onsep TOR 15 menit Konsep TOR
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani -
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk K TOR 15 menit Ditandatanganinya
menindaklanjuti. S TOR kegiatan
8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat v TOR kegiatan
persiapan penyelenggaraan kegiatan pameran Pengkajian :
dilokasi yang telah ditentukan. Tradisi Epen: et Sapat
Megalitik
9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Pameran i 3 1 Ra
Museum Alat Musik Nusantara Tk. Nasional dan > - 1 I* " ‘pat . Pelaksanaan
; A= . persiapan 2 jam :
mendokumentasikannya. enciladan Kegiatan
——y 9
10 |Melaksanakan kegiatan Pameran Museum Alat ‘L
Musik Nusantara Tk. Nasional dan memerintahkan Pliannaars Pelaksanaa
Pejabat Pelaksana untuk membuat laporan —— 3 hari — n
pelaksanaan kegiatan. I 0 €9
11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Pameran
Museum Alat Musik Nusantara Tk. Nasional dan Pelaksanaan ; Laporan Hasil
mengarsipkannya. m Kegiatan 1jam Kegiatan




Nomor SOP-AP 94 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan .
Tanggal Revisi WVAH By
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh EPALA AS BF
iR ok
{
z
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR )
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN i
SEKSI KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN Judul SOP Pameran Museum Keliling

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur,

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tengr Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 201OJ 2. Menguasai Komputer

4. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Surat Penanganan Tugas 2. Komputer

3. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 3. Printer

4. Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Pameran Museum Keliling tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP
yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan
dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan j Keterangan
Kepala Bidang | Kepala Seksi P:;j:::ltm Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output "
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun
TOR persiapan pelaksanaan kegiatan Pameran ([ Mulai | Konsep TOR 15 menit Konsep TOR
Museum Keliling.
2 |Membuat Konsep kegiatan Pameran Museum v
Keliling dan memerintahkan Pejabat Pelaksana Konsep TOR 2jam Konsep TOR
untuk mengetik konsep.
3 [Mengetik Konsep kegiatan Pameran Museum
Keliling dan menyerahkan kepada Kepala Seksi ik 1 Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
eri 3
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, . Ya
memaraf dan melanjutkan kepada Kepala Bidang > € K TO 15 it
dan jika salah, dikembalikan untuk diperbaiki nak | N homep TOR e Kohetp TOR
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan B Ya
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, —)</< Ya Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaik.
& |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ok )\
ditandatangani dan diteruskan kepada Kepala
Dinas dan jika tidak, dikembalikan untuk b il " hantep TOR RO - Kenssp TOR
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, e :
ditandatangani dan memerintahkan Kepala Bidang Konsep TOR 10 menit Ditandatanganiny
untuk menindaklanjuti. a TOR kegiatan
8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat Eﬁ_ TOR kegiatan TOR kegiatan
persiapan penyelenggaraan kegiatan Pameran Pengkajian Tradisi 5 jam Pengkajian
Museum Keliling dilokasi yang telah ditentukan. Megalitik Tradisi Megalitik
9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Pameran i
Museum Keliling dan mendokumentasikannya. " =J] | Rapat persiapan P— Pelaksanaan
r kegiatan Kegiatan
10 |Melaksanakan kegiatan Pameran Museum Keliling I
dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk Pelaksanaan _— Pelaksanaan
membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan o Kegiatan
1
11 |[Membuat laporan pelaksaan kegiatan Pameran - . e )
Museum Keliling dan mengarsipkannya. poran Hasil : poran Hasil
( selesai ] Kegiatan L Kegiatan




Nomor SOP-AP 95 Tahun 2020
| Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi m
Tanggal Efektif S
Disahkan oleh 4 IDIKAN DAN KEBUDAYA#
. 30 TENGGARA TIMUR,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN &
SEKS|I KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN Judul SO Gﬂ;&iﬂ‘;{om (Pameran Kain Tenun Tingkat
. ggara Timur).
Dasar Hukum |Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 1. Pendidikan minimal SLTA
. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2. Menguasai Komputer
2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
. Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
. 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
. Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1< AT
. 2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. SOP Surat Penanganan Tugas 3. Printer
4. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 4, Data Pendukung
. 5. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Kegiatan Pameran Museum Temporer (Pameran Kain Tenun Tingkat Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.
. Provinsi Nusa Tenggara Timur) tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku
maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan
penyampaian laporan.



Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan
e Kepala Bidang| Kepala Seksi Pe' ;’::::“ Sekretaris |Kepala Dinas | Kelengkapan |  Waktu I
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR
persiapan pelaksanaan kegiatan Pameran Museum l Mulai l )
Temporer (Pameran Kain Tenun Tingkat Provinsi Nusa Koneep TOR 15 menk Konsep TOR
Tenggara Timur).
2 |Membuat Konsep kegiatan Pameran Museum Temporer
(Pameran Kain Tenun Tingkat Provinsi Nusa Tenggara )
Timur) dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk I | Konsep TOR 2 jam Konsep TOR
mengetik konsep.
3 |Mengetik Konsep kegiatan Pameran Museum Temporer T \
(Pameran Kain Tenun Tingkat Provinsi Nusa Tenggara J_j )
Timur) dan menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk g Konsep TOR | 20 menit | Konsep TOR
memeriksa dan memaraf.
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, memaraf dan S /\ Ya
melanjutkan kepada Kepala Bidang dan jika salah, > < Konsep TOR 15 menit Konsep TO
dikembalikan untuk diperbaiki. — P AR
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan “
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, Konsep TOR % medilt K
dikembalikan untuk diperbaiki - 4 i
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatanganidan | ... i
diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak, Konsep TOR 10 it
dikembalikan untuk diperbaik. S ¥ sl Rbsieadoc
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani dan Fidak o Ditandatangani
memerintahkan Kepala Bidang untuk menindaklanjuti. Konsep TOR 10 menit nya TOR
kegiatan
8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat v TOR keaiatan
persiapan penyelenggaraan kegiatan Pameran Museum Pe kg-,a,, 5 jam Undangan
Temporer dilokasi yang telah ditentukan. T di:igMelgalitik Rapat
9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Pameran
Museum Temporer (Pameran Kain Tenun Tingkat I " B Rapat persiapan Pelalesanadn
Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan kegiatan S s Kegiatan
mendokumentasikannya. 1
10 |Melaksanakan kegiatan Pameran Museum Temporer ¥
(Pameran Kain Tenun Tingkat Provinsi Nusa Tenggara
Timur) dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk Pe,?"sl‘:;ana" 3 hari P°"<“"*°.‘a;aa"
membuat laporan pelaksanaan kegiatan. o p—|
11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Pameran
Museum Temporer (Pameran Kain Tenun Tingkat M Pelaksanaan i Laporan Hasil
Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan mengarsipkannya. Kegiatan Hen Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKS| KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

Nomor SOP-AP 96 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh RENDIDIKAN DAN KEBUDAY.

.\e

DINAS PENDID'KAN ?;-:
DAN KEBUDAYALS

N

- ""3.7
Brym

Judul SOP

um-Fing 't Reglonal (Kain Tenun Tradisional)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. SOP Surat Penanganan Tugas 3. Printer

4. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 4. Data Pendukung

5

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Pameran Museum Tingkat Regional (Kain Tenun Tradisional) tidak
dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

E)isimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pejabat Keterangan
Kepala Bidang | Kepala Seksi Bkaaana Sekretaris | Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR
persiapan pelaksanaan kegiatan Pameran Museum ' Mulai ' "
Tingkat Regional (Kain Tenun Tradisional). Konsep TOR 15 menit Konsep TOR
2 |Membuat Konsep kegiatan Pameran Museum
Tingkat Regional (Kain Tenun Tradisional) dan p
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk mengetik Konsep TOR 1jam Konsep TOR
konsep.
3 |Mengetik Konsep kegiatan Pameran Museum
Tingkat Regional (Kain Tenun Tradisional) dan Tigak
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk K sti 40 ek Konasp TOR
memeriksa dan memaraf.
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, - o v
memaraf dan melanjutkan kepada Kepala Bidang > > :
dan jika salah, dikembalikan untuk diperbaiki. \ KA TOR | S0mME: | Ineneen o
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan B Ya
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, —)'<(< Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani | |.... A
dan diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak, 2
iratuin Wbl Y " Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani Tidak
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk . Ditandatanganiny
menindaklanjuti. DR o a TOR kegiatan
8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat )
persiapan penyelenggaraan kegiatan Pameran TOR kegiatan )
|Museum Tingkat Regional (Kain Tenun Tradisional) Pengkajian 30 menit | Undangan Rapat
yang telah ditentukan. Tradisi Megalitik
9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Pameran
Museum Tingkat Regional (Kain Tenun Tradisional) i Rapat persiapan £ s Pelaksanaan
dan mendokumentasikannya. kegiatan m Kegiatan
10 |Melaksanakan kegiatan Pameran Museum Tingkat
Regional (Kain Tenun Tradisional) dan Pelaksanaan . Pelaksanaan
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk Kegiatan 3 hani Kegiatan
membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Pameran
Museum Tingkat Regional (Kain Tenun Tradisional) Pelaksanaan . Laporan Hasil
dan mengarsipkannya. @ Kegiatan 2jam Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

Nomor SOP-AP 97 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
 Tanggal Efektif
|Disahkan oleh

Judul SOP

|Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

2018-2022.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 1. ATK
2. Komputer
3. Printer
4. Data Pendukung
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pencetakan Leaflet/Spanduk/Poster/Backdrop Museum tidak dilaksanakan
sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada kegiatan yang
berlangsung.

|Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Kepala Bidang | Kepala Seksi |Pejabat Pelaksana| Kelengkapan Waktu " Output

1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat Konsep design 15 menit konsep design
konsep Leaflet/ Spanduk/ Poster/ Backdrop m
Museum.

2 |Membuat konsep Leaflet/ Spanduk/ Poster/ T *vlf Konsep design 2 jam Konsep design
Backdrop Museum dan memerintahkan Pejabat
Pelaksana untuk mendesign konsep.

3 |Membuat design Konsep kegiatan Pencetakan Konsep design 20 menit Konsep design
Leaflet/ Spanduk/ Poster/ Backdrop Museum 3
dan menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk >
memeriksa. ™

4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar di acc Konsep design 15 menit Design leaflet/
dan melanjutkan kepada Kepala Bidang dan jika <\< Yo spanduk/ poster
salah, dikembalikan untuk diperbaiki. Tidak o Ibackdrop

5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar sesuai Design leaflet/ 1 jam Design leaflet/
dengan thema kegiata maka diparaf dan 1 Ya spanduk/ poster/ spanduk/ poster/
dikembalikan ke Kepala Seksi untuk 7 backdrop backdrop
ditindaklanjuti.

6 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Design leaflet/ 1 jam Laporan Hasil
menindaklanjuti proses percetakan Leaflet/ spanduk/ poster/ Kegiatan yang
Spanduk/ Poster Backdrop Museum agar bisa Selesai backdrop menggunakan design
dipasang pada saat kegiatan berlangsung. leaflet/ spanduk /

poster/ backdrop




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKS| KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

~ |Nomor SOP-AP 98 Tahun 2020

[ Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif
Disahkan oleh

e

NIP 523 198603 1 012

Judul SOP Pengadaan Benda

I—iﬂseum.

Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010 2. Menguasai Komputer

Keterkaitan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode  2018-2022.
Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 1. ATK
2. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 2. Komputer
3. Printer

4. Data Pendukung

Pencatatan dan pendataan :

|Peringatan

Apabila Kegiatan Pengadaan Benda Koleksi Museum tidak dilaksanakan sesuai
dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




" Pelaksana Mutu Baku
No. Taha iata . <
g g Kepala Bidang | Kepala Seksi P:;m Sekretaris | Kepala Dinas | Kelengkapan |  Waktu Output Setacangen
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR m
dan bersurat ke Kabupaten Pemberitahuan ]
pelaksanaan Pengadaan Benda Koleksi Museum. | | " Konsep TOR 1Smenit | Konsep TOR
=
2 |Membuat Konsep TOR dan konsep surat
pemberitahuan ke Kabupaten dan memerintahkan Konsep TOR 1iam Konsep TOR
Pejabat Pelaksana untuk mengetik konsep. P : P
3 [Mengetik Konsep TOR Pengadaan Benda Koleksi Tidak ¥
Museum dan konsep surat pemberitahuan dan
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk memeriksa Konsep TOR | 40menit | Konsep TOR
dan memaraf.
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, memaraf Tidak . Ya
dan melanjutkan kepada Kepala Bidang dan jika > € Konsep TOR 20 menit K T
salah, dikembalikan untuk diperbaiki. b il g e TOR
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan - o
rr.lelanjutkan kepada Sekretfar_is dan jika salah, % Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani e A
dan diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak,
msmemhon ot o \A/ = Konsep TOR 20 menit | Konsep TOR
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani Tidak Ditandatangani
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk Konsep TOR 30 menit nya TOR
menindaklanjuti. kegiatan
Bersurat ke Kabupaten terkait pemberitahuan
pengadaan benda koleksi museum.
8 [Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat v TOR kegiatan
persiapan penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Pengzjian 20 menit Undangan
Benda Koleksi Museum dilokasi yang telah ditentukan. Tradisi Megalitik rapat
9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Pengadaan Rapat
Benda Koleksi Museum dan mendokumentasikannya. I ¢ > persiapan 154 | Tessaneen
kegiatan Kegiatan
10 |Melaksanakan kegiatan Pengadaan Benda Koleksi
Museum dan memerintahkan Pejabat Pe!aksana Pelaksanaan S hod Pelaksanaan
untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Kegiatan
11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Pengadaan
Benda Koleksi Museum dan mengarsipkannya. Salasai Pelaksanaan 1 hari Laporan Hasil
- Kegiatan Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN

SEKS| KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

Nomor SOP-AP 99 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

|Tanggal Efektif P

| Tanggal Revisi

Disahkan oleh

W NIP,_108%0923 198603 1 012

Judul SOP peng%gggcfjigih Tenun.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode .
2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 2. Komputer

3. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 3. Printer

4. Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Pengkajian Koleksi kain Tenun tidak dilaksanakan sesuai dengan
SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan
kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




: ; Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala . Pejabat Keterangan
Bidang Kepala Seksi Falukesiia Sekretaris | Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output

1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk
menyusun TOR persiapan pelaksanaan m Konsep TOR | 15menit |Konsep TOR
kegiatan Pengkajian Koleksi kain Tenun.

2 |Membuat Konsep kegiatan Pengkajian
Koleksi kain Tenun dan memerintahkan .

Pejabat Pelaksana untuk mengetik konsep. [ } Konsep TOR 2jam Konsep TOR

3 |Mengetik Konsep kegiatan Pengkajian Koleksi| )Ej
kain Tenun dan menyerahkan kepada Kepala ”

Sekai untuk memerikea dan raraf. Tidak Konsep TOR 20 menit | Konsep TOR

4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, /\ s
memaraf dan melanjutkan kepada Kepala > < .,

Bidang dan jika salah, dikembalikan untuk e | N Konsep TOR | 1Sment |Konsep TOR
diperbaiki.

5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf - va
dan melanjutkan kepada Sekretaris dan jika <€
salah, dikembalikan untuk diperbaiki. KonespTOR ] Smenk. | Konsep TOR

1

6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, . " )\
ditandatangani dan diteruskan kepada Kepala .

Dinas dan jika tidak, dikembalikan untuk e o v Konsep TOR | ‘i0ment Homesp TOR
diperbaiki.

7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, Tidak Ditandatanga
ditandatangani dan memerintahkan Kepala Konsep TOR 10 menit ninya TOR
Bidang untuk menindaklanjuti. kegiatan

8 [Mengundang pihak terkait untuk mengikut i : TOR
rapat persiapan penyelenggaraan kegiatan - Tg? k:g;;t:n kegiatan
Pengkajian Koleksi kain Tenun dilokasi yang .I;_'g radisi 1,5 jam Pengkajian
telah ditentukan. Tradisi

Megalitik
Megalitik

9 |Melaksanakan rapat kegiatan Pengkajian
Koleksi kain Tenun dan I T:igm 5 il Pelaksanaan
mendokumentasikannya. pke 2 pann Kegiatan

10 |Melaksanakan kegiatan Pengkajian Koleksi
kain Tenun dan memerintahkan Pejabat Pelaksanaan 5 hari Pelaksanaan
Pelaksana untuk membuat laporan Kegiatan - Kegiatan
pelaksanaan kegiatan.

11 [Membuat laporan pelaksaan kegiatan Laporan
Pengkajian Koleksi kain Tenun dan Selesai Pelaksanaan 2 jam Hasil
mengarsipkannya. - Kegiatan Kegistan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

Nomor SOP-AP 100 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

[Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-
2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 2. Komputer

3. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 3. Printer

4. Data Pendukung

[Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

|Apabila Kegiatan Perawatan Koleksi Kayu tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP

yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan
kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Taha iatan . j
P Keg Kepala Bidang| Kepala Seksi P:l:“l::tna Sekretaris | Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output P
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun
TOR persiapan pelaksanaan kegiatan Perawatan m Konsep TOR 15 menit Konsep TOR
Koleksi Kayu. i
2 |Membuat Konsep kegiatan Perawatan Koleksi
Kayu dan memerintahkan Pejabat Pelaksana
untuk mengetik konsep. l } Konsep TOR 1 jam Konsep TOR
3 |Mengetik Konsep kegiatan Perawatan Koleksi \
Kayu dan menyerahkan kepada Kepala Seksi al Konsep TOR 40 menit K
untuk memeriksa dan memaraf. Tidak 1 . s Lt
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, /\ &
memaraf dan melanjutkan kepada Kepala Bidang > < -
dan jika salah, dikembalikan untuk diperbaiki. e | N Komsp TOR | DAk | Konsen'Ton
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan \ .
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, & !
dikembalikan untuk diperbaiki. : ) Konsep TOR | 25ment | Konsep TOR
L]
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, -
ditandatangani dan diteruskan kepada Kepala Ya .
Dinas dan jika tidak, dikembalikan untuk <P aeplat] SR ) Konsenson
diperbaiki. A
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, Tidak . Ditandatangani
ditandatangani dan memerintahkan Kepala Bidang Konsep TOR 20 menit nya TOR
untuk menindaklanjuti. kegiatan
8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat TOR kegiatan
persiapan penyelenggaraan kegiatan Perawatan Pengkajian . Undangan
Koleksi Kayu dilokasi yang telah ditentukan. B e 20 menit Ra;gt
Megalitik
9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan g
Pafﬂwatan Kolaksi Kayu dan : Pelaksanaan
mendokumentasikannya. persapan 1.5 jam i
ya ; kegiatan Kegiatan
10 |Melaksanakan kegiatan Perawatan Koleksi Kayu v
dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk Pelaksanaan 3 hari Pelaksanaan
membuat laporan pelaksanaan kegiatan. I Kegiatan Kegiatan
11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Perawatan
Koleksi Kayu dan mengarsipkannya. Pelaksanaan 1,5 jam Laporan Hasil
Kegiatan ' Kegiatan




Nomor SOP-AP 101 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh > NDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4 R(NSA TENGGARA TIMUR /£,
;’ ¢ | DINAS PENDIDIKA -
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR P
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ‘:\ 5
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN Judul SOP Registrasi~Cagé
e
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010- | 2. Menguasai Komputer
2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
4. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode 2018-2022.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 2. Komputer
3. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 3. Printer
4. Data Pendukung
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila Kegiatan Registrasi Cagar Budaya se-daratan Timor di 6 Kab/Kota tidak Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.
dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.




Pelaksana = Mutu Baku
Mo Tabsp Bagitan Kepala Bidang | Kepala Seksi P:;‘::::m Sekretaris | Kepala Dinas |Kelengkapan|  Wakiu Oupar | "Tan08n
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR
persiapan pelaksanaan kegiatan Registrasi Cagar ( Mulai l Konsep TOR 18 inenlt Konsep TOR
Budaya se-daratan Timor. i
2 |Membuat Konsep kegiatan Registrasi Cagar Budaya
se-daratan Timor dan memerintahkan Pejabat Iﬁ .
Pelaksana untuk mengetik konsep. Kofeep OB ZJam Koneap T
3 |Mengetik Konsep kegiatan Registrasi Cagar Budaya
se-daratan Timor dan menyerahkan kepada Kepala Tidak 3 l_! j :
Seksi untuk memeriksa dan memaraf. = Loa i A oy L
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, memaraf va
dan melanjutkan kepada Kepala Bidang dan jika Tidak ,<\, Konsep TOR |  15menit | Konsep TOR
salah, dikembalikan untuk diperbaiki. o
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan - Ya
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, € Konsep TOR § menil Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki. -
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani Tidak
dan diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak, 0 it
dikembalikan untuk diperbaiki. e KBRS TOR | O | Ko TOR
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani e Ditandata f
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk - W— r— n'; o
menindaklanjuti. kegiatan
8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat TOR kegiatan
persiapan penyelenggaraan kegiatan Registrasi Pengkajian 30 menit Undangan
Cagar Budaya dilokasi yang telah ditentukan. Tradisi Rapat
Megalitik
9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Registrasi pr——
Cagar Budaya se-daratan Timor dan I " Rapat ) Palilisinin
mendokumentasikannya. persiapan 1.5jam Kegiatan
|
10 |Melaksanakan kegiatan Registrasi Cagar Budaya se-
daratan Timor dan memerintahkan Pejabat Pelaksanaan - Pelaksanaan
Pelaksana untuk membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
kegiatan.
11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Registrasi
Cagar Budaya se-daratan Timor dan Pelaksanaan . Laporan Hasil
mengarsipkannya. Kegiatan Tin Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI| KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

Nomor SOP-AP 102 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

/‘/.—-—‘%
LS "?8\\

|Disahkan oleh

NDIDIKAN DAN KEBUDAY,
) SA TENGGARA TIMUR, A

N

Lo
Judul SOP |RevitaliMdat

|Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

2018-2022.
|Keterkaitan |Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 2. Komputer
3. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 3. Printer

4. Data Pendukung

Perirmatan

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Revitalisasi Rumah Adat tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang
berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan
penyampaian laporan.

|Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




W

. Pelaksana Mutu Baku
| No. Tahap Kegiatan : D Pejabat | : : Keterangan
- Kepala Bidang | Kepala Seksi Palaksana Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
| . 1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun
TOR persiapan pelaksanaan kegiatan Revitalisasi [ Mulai | Konsep TOR | 15 menit Konsep TOR
Rumah Adat. : \
. 2 [Membuat Konsep kegiatan Revitalisasi Rumah
Adat dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk : Konsep TOR 2 jam Konsep TOR
mengetik konsep.
. 3 [Mengetik Konsep kegiatan Revitalisasi Rumah Adat A
dan menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk > Konsep TOR 13 K.
memeriksa dan memaraf. Tk P . onsep TOR
. 4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar,
memaraf dan melanjutkan kepada Kepala Bidang / \:_ b " i s
. dan jika salah, dikembalikan untuk diperbaiki. nak | TN Arenp en Konsep TOR
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan N Ya
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, . < .
O dikembalikan untuk diperbaiki " il W e i
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani Lo y
dan diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak, .
. dikembalikan untuk diperbaiki. Ya sosnicom i Kosp TOR
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani| Tidak TOR kegiatan yang
. dan memerintahkan Kepala Bidang untuk Konsep TOR 15 menit sudah di
menindaklanjuﬁ. tandatangani
o e p s | ol TOR gt
3?&??“ r[:ertw :ndgitgen tukaneg Pengkajian 30 menit Undangan Rapat
N ; Tradisi Megalitik
. 9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan L
Revitalisasi Rumah Adat dan | I e » Rapat persiapan 5 Pelaksanaan
mendokumentasikannya. kegiatan ) Kegiatan
. 10 |Melaksanakan kegiatan Revitalisasi Rumah Adat
dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk Pelaksanaan Pelaksanaan
membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan 12 bulan Kegiatan
o [ —
11 [Membuat laporan pelaksaan kegiatan Revitalisasi
Rumah Adat dan mengarsipkannya. Selesal Pelaksanaan ; Laporan Hasil
. Kegiatan Ll Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKS| KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

Nomor SOP-AP 103 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi m
Tanggal Efektif A SO/
Disahkan oleh !f :
F) w r,
! Q
1{*!
\ vl Pd
‘ 012
Judul SOP Eskavasi SitusSejata

Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1
2:
3.
4.

5.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-
Undangn Nomor 5 tahun 1992 tentang benda Cagar Budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

16. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.
Keterkaitan |Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 3. Printer
4. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 4. Data Pendukung
Peringatan |Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Eskavasi Situs Sejarah dan Purbakala tidak dilaksanakan sesuai
dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

|Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana : : Mutu Baku
o . Taliey Tagiamn EK""! ! 12 1 Kepala Seksi . P"! "! b::m Sekretaris | Kepala Dinas | Kelengkapan |  Waktu output | Aabcengon

1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR
persiapan pelaksanaan kegiatan eskavasi Situs Konsep TOR 15 menit Konsep TOR
sejarah dan purbakala. Warmmegrares

2 |Membuat Konsep kegiatan eskavasi Situs sejarah
dan purbakala dan memerintahkan Pejabat Konsep TOR 2 jam Konsep TOR
Pelaksana untuk mengetik konsep.

3 |Mengetik Konsep kegiatan eskavasi Situs sejarah
dan purbakala dan menyerahkan kepada Kepala s ‘;]_ Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
Seksi untuk memeriksa dan memaraf.

4  [Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, memaraf /\ Ya
dan melanjutkan kepada Kepala Bidang dan jika ‘;\ /< Konsep TOR 15 menit Konsep TOR

: ; 4 - Tidak

5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan . Ya
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, —)</-. Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki. L

6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani A !
dan diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak, L Konsep TOR 10 menit | Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki. . .

7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani Tidak Ditandatanganin
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk Konsep TOR 10 menit ya TOR
s iuti kegiatan

8 |Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk ] ) ) Tersedianya
melaksanakan kegiatan eskavasi Situs sejarah dan é Drtandatang_anlny 5 menit TOR kegiatan
purbakala, mendokumentasikan serta mengarsipkan. a TOR kegiatan aakavasi

9 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk membuat Terlaksananya
konsep surat pengantar kepada tenaga ahli dan &1_'7 Tersedianya TOR 1jam persiapan
pihak terkait (tempat eskavasi Situs sejarah dan kegiatan eskavasi kegiatan
purbakala) eskavasi

10 |Memeriksa konsep surat jika setuju memaraf dan Terlaksananya Tersedianya
meneruskan kepada sekretaris. I-—-— persiapan 30 menit TOR kegiatan

11 |Meneliti k p at, jika setuj beri f d - . Tersedi :

eneliti konsep surat, jika setuju memberi paraf dan ersedianya
meneruskan kepada kepala dinas. I:|':| I:gr?:t‘:i:g:;gz 30 menit TOR kegiatan
__eskavasi

12 |Menelaah konsep surat jika setuju menandatangani )
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk Tersedianya TOR ) Tersedianya
menindaklanjuti dan jika tidak dikembalikan untuk s aikavam| ook | TOR kegintan
diperbaiki. — eskavasi

13 |Melaksanakan rapat persiapan penyelenggaraan 1 . Tersedianya
kegiatan eskavasi dilokasi yang telah ditentukan. I l‘——’l 3 < " rapat persiapan 1 hari TOR kegiatan

1 : eskavasi

14 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk melaksanakan 3 :
kegiatan eskavasi bersama tim dan tenaga ahli ke i’ :er sedianya TOR 3 hari Hegistan
lokasi egiatan eskavasi berjalan

15 [Memerintahkan pejabat pelaksana untuk
menindaklanjuti hasil kegiatan eskavasi cagar
budaya, menyusun laporan hasil kegiatan kepada @ kegiatan berjalan 1.5 jam Laporan hasil

pemerintah daerah dan kepala dinas serta

mengarsipkan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKS| KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

Nomor SOP-AP 104 Tahun 2020

Tangggl Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Judul SOP Layanan Sewa Mobil | Bioskop

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memiliki SIM A dan B

3. Mengusai Kendaraan Roda 4

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila layanan sewa/peminjaman tidak sesuai prosedur maka akan mempengaruhi
kualitas pelayanan yang diperoleh

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan ] ' i Pejabat Keterangan
Kepala Bidang | Kepala Seksi Pelikasa Kelengkapan Waktu Output
1. |Menerima disposisi Kepala Dinas dan menindaklanjuti KTP/ identitas yang |10 menit Surat Permohonan
proses peminjaman dengan memerintahkan Kepala sah Pemakaian Mobil
Seksi untuk menindaklanjuti proses. Bioskop
2. |[Menindaklanjuti perintah Kepala Bidang dan Surat Permohonan |30 menit Surat Permohonan
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk memproses Pemakaian Mobil Pemakaian Mobil
peminjaman. Bioskop Bioskop
3. |Menindaklanjuti perintah, meminta fotocopy KTP ! Mobil Bioskop 1 hari |Mobil Bioskop
pemohon/identitas yang sah dan memberikan (tergantung
layanan sewa mobil bioskop yang dibutuhkan. peminjaman)
Menyampaikan kepada Kepala Bidang peminjaman
mobil bioskop.
4. IMengembalikan mobil bioskop setelah selesai Mobil Bioskop 30 menit Mobil Bioskop

peminjaman/pemakaian dan melaporkan kepada
Kepala Bidang.




®© 0@ 0000000 0OCOCGEEOGOOSOO
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Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif T
Disahkan oleh EEAL A -PHNAS PER
57 Provno
iy A
i \ =
(*
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR A
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN W 5 ;
BIDANG KEBUDAYAAN N7 N\ NIP_19636523 198603 1 012
SEKS| KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN Judul SOP Pengkajiih:;&ﬁq Megafitik
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

4. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Tugas 2. Komputer

3. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 3. Printer

4. Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Tradisi Megalitik tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang
berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan

penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.
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Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pejabat Keterangan
Kepala Bidang | Kepala Seksi Pelaksana Sekretaris |Kepala Dinas| Kelengkapan Waktu Output
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR
persiapan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Tradisi Konsep TOR 15 menit |Konsep TOR
Megalitik )
2 |Membuat Konsep kegiatan Pengkajian Tradisi Megalitik
dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk mengetik Konsep TOR 2 jam Konsep TOR
konsep.
3 |Mengetik Konsep kegiatanPengkajian Tradisi Megalitik dan
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk memeriksa dan _l_“j Konsep TOR 20 menit |Konsep TOR
memaraf. Tidak gl 75
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, memaraf dan - Ya
melanjutkan kepada Kepala Bidang dan jika salah, s ‘;\>(I—— Konsep TOR 15 menit |Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki.
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan : Ya
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, —)<(< Konsep TOR S5menit |Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya
8 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatanganidan |
diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak, ~ Konsep TOR 10 menit |Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki. y Ya
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani dan Tidak Ditandatangan
memerintahkan Kepala Bidang untuk menindaklanjuti. Konsep TOR 10 menit  |inya TOR
kegiatan
8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat persiapan v TOR kegiatan TOR kegiatan
penyelenggaraan kegiatan ekskavasi dilokasi yang telah Pengkajian Tradisi |5 menit Pengkajian
ditentukan. l Megalitik Tradisi
—j Megalitik
9 |Melaksanakan rapat persiapanan kegiatan Pengkajian rapat persiapan Kerangka
Tradisi Megalitik dan mendokumentasikannya. - » - kegiatan 1i Acuan
jam Pelaksanaan
Kegiatan
10 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk menindakianjuti l
hasil kegiatan ekskavasi cagar budaya, menyusun laporan g
hasil kegiatan kepada pemerintah daerah dan kepala dinas l'::;::::aa" 7 hari E:;:f::a"
serta mengarsipkan.
11 |[Membuat laporan hasil kegiatan pengkajian tradisi i
megalitk. ki Pela_ksanaan 2 jam Iapc_;ran hasil
e Kegiatan kegiatan
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Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi m—
Tanggal Efektif P .
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Judul SOP Pemberian D@%muﬂ dan Kerjasama di Bidang Budaya
(Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya).

Dasar Hukum

Kua[rf:kasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi

2010-2025.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

7. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 2. Komputer

3. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 3. Printer

4. Data Pendukung

‘ Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang
Budaya (Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya) tidak dilaksanakan sesuai dengan
SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidakiepatan waktu pelaksanaan

kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.
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o 5 5 Pelaksana Mutu Baku
- Kameton Kepala Bidang | Kepala Seksi | "% | Sekretaris | KepalaDinas | Kelengkapan Waktu Output sl -
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR persiapan
pelaksanaan kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan ' Mulai '
Kerjasama di Bidang Budaya (Pembinaan Juru Pelihara Cagar Konsep o 15 menit Kon“.p S
Budaya) kegiatan kegiatan
2 |Membuat Konsep kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan
dan Kerjasama di Bidang Budaya dan memerintahkan Pejabat EH Konsep TOR 2 jam Konsep TOR
Pelaksana untuk mengetik konsep. kegiatan kegiatan
3 |Mengetik Konsep kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan JJ
dan Kerjasama di Bidang Budaya dan menyerahkan kepada e " Radmap TO8 20 menit hatmg JOR
Kepala Seksi untuk memeriksa dan memaraf. kegiatan kegiatan
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, memaraf dan A Ya
melanjutkan kepada Kepala Bidang dan jika salah, dikembalikan > < Ieiag TOR 15 menit Fetiap YOR
untuk diperbaiki Tdsk T kegiatan kegiatan
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan melanjutkan e i
kepada Sekretaris dan jika salah, dikembalikan untuk diperbaiki. | € Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
Ya kegiatan kegiatan
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani dan diteruskan G A " _— 8 o
kepada Kepala Dinas dan jika tidak, dikembalikan untuk diperbaiki. onsep i onsep
b kegiatan 20 menit kegiatan
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani dan Tidak Konsep TOR T
memerintahkan Kepala Bidang untuk menindaklanjuti —<> i 20 menit . '? R
8 |Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk melaksanakan ]
kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di . Konse_p TOR 15 menit Konsep TOR
Bidang Budaya, mendokumentasikan serta mengarsipkan. I kegiatan kegiatan
9 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk membuat konsep SK ‘L[
Gubernur tentang Pemberian Dukungan, Penghargaan dan ’
Kerjasama di Bidang Budaya dan format kelengkapan data Juru L’ TOR kagietan 1jem TOR kegiatan
Pelihara,
10 |Memeriksa konsep SK Gubernur tentang Pemberian Dukungan,
Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya, jika setuju Konsep SK — Konsep SK
meneruskan kepada Sekretaris untuk diteruskan kepada kepala Gubernur e Gubemur
dinas.
11 |Menelaah konsep SK Gubernur tentang Pemberian Dukungan,
Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya. Jika setuju Konsep SK 40 it Konsep SK
meneruskan kepada kepala dinas untuk diparaf dan jika tidak Gubernur mm Gubemnur
dikembalikan untuk diperbaiki.
12 |Menelaah SK Gubernur tentang Pemberian Dukungan,
Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya. Jika setuju
memaraf dan memerintahkan kepala seksi mengirimkan SK e SK Gubernur 30 menit SK Gubernur
tentang Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di
Bidang Budaya kepada Bapak Gubernur.
13 | Setelah SK Gubernur tentang Pemberian Dukungan, Penghargaan
dan Kerjasama di Bidang Budaya diterbitkan Kepala Bidang EL_-]
memerintahkan Kepala Seksi untuk melakukan pembinaan kepada ) ) ) )
para juru pelihara cagar budaya disetiap lokasi dan wajib Kegiatan berjalan 1 jam Kegiatan berjalan
melaporkan hasil laporan bulanan kepada Kepala Bidang
Kebudayaan.
14 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk mengurus administrasi Y
(bendahara) pembayaran insentiv juru pelihara. m | Kegiatan berjalan 2 jam La?e':h“;:’ u
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Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
|Disahkan oleh

Judul SOP Revitalisgst

K,

Dasar Hukum

5 L] h /.
Kualifikasi pelaksana : W

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA

4. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Tugas 2. Komputer

3. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 3. Printer

4. Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabﬁa Kegiatan Revitalisasi Obyek Peninggalan Sejarah dan Purbakala tidak
dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
Kegi .
i o Kageisn Kepala Bidang | Kepala Seksi | P:;il“'-”‘ Sekretaris | KepalaDinas |  Kelengkapan Waktu Output (e
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR Konsep kegiatan
persiapan pelaksanaan kegiatan Revitalisasin ( Mulai ] K TOR n—— Revitalisasin Obyek
Obyek Peninggalan Sejarah dan Purbakala P Peninggalan Sejarah
dan Purbakala
2 |Membuat Konsep kegiatan Revitalisasin Obyek ‘!—l
Peninggalan Sejarah dan Purbakala dan ;
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk mengetik L_I Koneep TOR 2 jom Hansep TOR
konsep.
3 |Mengetik Konsep kegiatan Revitalisasin Obyek
Peninggalan Sejarah dan Purbakala dan of LI )
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk Tidak 1 Konsep TOR 40 menit Konsep TOR
memeriksa dan memaraf,
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, - Ya
memaraf dan melanjutkan kepada Kepala Bidang = <
dan jika salah, dikembalikan untuk diperbaiki. Tk . il Konssp. TOR . Kanmep To0
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan b Ya
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani] ...
dan diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak,
dikembaliian--untuk diperbaiki. e Konsep TOR 25 menit Konsep TOR
Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani 1.{ « Ditandatanganinya TOR
;a:m::;nmpkan Kepala Bidang untuk Konsep TOR 30 menit kegaiag Revnaltsa:m
8 [Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk Ditandatanganinya .
melaksanakan kegiatan Revitalisasin Obyek ! TOR kegiatan Imm"g:xgm
Peninggalan Sejarah dan Purbakala Revitalisasin Obyek |20 menit ek Danksaoatan
mendokumentasikan serta mengarsipkan. Peninggalan Sejarah SEj?mh g oo
9 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk membuat ! Tersedianya TOR ;
; i . Terlaksananya persiapan
Rareep suret kepada dines Rebiudeyaa kabipsicn MU Fov——— kegiatan Revitalisasin
tempat lokasi revitalisasi obyek peninggalan sejarah Obyek Peninggalan |1 jam Obyek Peni i
N VDA, Sejarei dan Sejarah :ar:lngg:bakala
Purbakala
10 |Melakukan rapat koordinasi guna pengarahan dan k . s
pembinaan revitalisasi cagar budaya sesuai dengan I |4-——> [ —ts | Lr_ . . rapat koordinasi rapat koordinasi
kriteria serta penyaluran dana bantuan revitalisasi. Ppa:{fegnalnn 2 jam Wﬁa" kegiatan
| mbina pembinaan
e
11 |Memerintahkan kepala seksi untuk melakukan sesuai lama
pemantauan bersama tim dari dinas kebudayaan pelaksana/pemantaua | .. pelaksana/pemantauan
prov. NTT ke lokasi revitalisasi n revitalkisasi pelekeanaen  |MRalassl
12 |Melaporkan hasil pemantauan kepada kepala dinas d
ksana/pemantaua i :
Selesal mmz" 3 hari laporan hasil
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ToduT S0P Sosialisasi MOSewh >

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Tugas 2. Komputer

3. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

|Apabila Kegiatan Sosialisasi Museum tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang

berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan

dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan i Keterangan
_ Kepala Bidang| Kepala Seksi P:I?::::\a Sekretaris |Kepala Dinas| Kelengkapan Waktu Output i

1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk
menyusun TOR persiapan pelaksanaan Konsep TOR 15 menit Konsep TOR
kegiatan Sosialisasi Museum. i

2 |Membuat Konsep kegiatan Sosialisasi
Museum dan memerintahkan Pejabat Konsep TOR 2 jam Konsep TOR
Pelaksana untuk mengetik konsep.

3 |Mengetik Konsep kegiatan Sosialisasi
Museum dan menyerahkan kepada Kepala "Iﬁj Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
Seksi untuk memeriksa dan memaraf. Tidak

4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, - %
memaraf dan melanjutkan kepada Kepala > = =
Bidang dan jika salah, dikembalikan untuk L BARIMETENY (] ISR, J| onuegeRi
diperbaiki.

5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, Y Ya
memaraf dan melanjutkan kepada Sekretaris € .
dan jika salah, dikembalikan untuk -’<|/ Ya . s Rooma Ton
diperbaiki. | — 4 :

6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ek A
ditandatangani dan diteruskan kepada :

Kepala Dinas dan jika tidak, dikembalikan i a Konbapy TOR | “t0menk | KonespTOR
untuk diperbaiki.

7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, Tk )
ditandatangani dan memerintahkan Kepala Konsep TOR | 10menit |Dfandatanganiny
Bidang untuk menindaklanjuti. a TOR kegiatan

8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti .

: TOR kegiatan
rapat persiapan penyelenggaraan kegiatan * A
Sosialisasi Museum dilokasi yang telah Tmzei;‘ign';a;:::mk Sjam | Undangan Rapat
ditentukan.

9 [Melaksanakan rapat kegiatan Sosialisasi ) ) Persiapan
Museum dan mendokumentasikannya. _.[: rapat persiapan :

4 Q__.I l'__'li I'_—'{ ]‘— | kegiatan S ek pel‘l(aelgi.:;;anan

10 |Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Museum 'L
dan memerintahkan Pejabat Pelaksana Pelaksanaan 5 hari Pelaksanaan
untuk membuat laporan pelaksanaan Kegiatan ) Kegiatan
kegiatan. |

11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Y - Pelaksanaan ) La n Hasil
Sosialisasi Museum dan mengarsipkannya. Kegiatan 1,5 jam ﬁ‘:gaiatan
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Judul SOP Survey Potensi Budaya

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

.3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penyusunan TOR Kegiatan 2. Komputer
3. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 3. Printer
4. Data Pendukung
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Survei Potensi Budaya tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP
yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan
kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pejabat Keterangan
Kepala Bidang | Kepala Seksi Pelikabe Sekretaris Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk menyusun TOR Konsep TOR 15 menit Konsep TOR
persiapan pelaksanaan kegiatan Survey Potensi m
Budaya. -
2 |Membuat Konsep kegiatan Survey Potensi Budaya e Konsep TOR 2 jam Konsep TOR
dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk
mengetik konsep.
3 |Mengetik Konsep kegiatan Survey Potensi Budaya Konsep TOR 40 menit Konsep TOR
dan menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk ;L...
memeriksa dan memaraf. Tidak
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika sudah benar, memaraf — N L Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
dan melanjutkan kepada Kepala Bidang dan jika )< /(
salah, dikembalikan untuk diperbaiki.
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan va Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
melanjutkan kepada Sekretaris dan jika salah, <
dikembalikan untuk diperbaiki.
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani Sk A Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
dan diteruskan kepada Kepala Dinas dan jika tidak, -
dikembalikan untuk diperbaiki. . il ™
N
7 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani iy Konsep TOR 30 menit Ditandatanganiny
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk a TOR kegiatan
menindaklanjuti.
8 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat W TOR kegiatan 30 menit Undangan Rapat
persiapan penyelenggaraan kegiatan Survey Potensi Pengkajian
Budaya dilokasi yang telah ditentukan. Tradisi Megalitik
9 |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Survey rapat persiapan 2 jam rapat persiapan
Potensi Budaya dan mendokumentasikannya. > » > " > - >
10 |Melaksanakan kegiatan Survey Potensi Budaya dan :k Pelaksanaan 5 hari Pelaksanaan
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk membuat Kegiatan Kegiatan
laporan pelaksanaan kegiatan. T
11 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Survey Potensi Pelaksanaan 1 jam Laporan Hasil
Budaya dan mengarsipkannya. m Kegiatan Kegiatan
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Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

10. SOP Pelestarian Budaya Daerah Lintas Kabupaten
11. SOP Pemutaran Film Berkarakter

12. SOP Pengkajian Sejarah Pejuang Lokal

13. SOP Publikasi Cerita Rakyat

14. SOP Visualisasi Upacara Adat Daerah

15. SOP Penyusunan TOR Kegiatan

16. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Tugas 2. Komputer

3. SOP Inventarisasi Cerita dan Permainan Rakyat 3. Printer

4. SOP Jejak Tradisi Daerah 4, Data Pendukung

5. SOP Kajian Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat

6. SOP Kajian Sistem Pemerintah Tradisional

7. SOP Kajian Sistem Pengetahuan Tradisional

8. SOP Kajian Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat

9. SOP Maestro Budaya

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

laporan.

Apabila Kegiatan Dialog Kebudayaan tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku '-Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy kegiatan.
maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian




Pelaksana Mutu Baku
No. Taha iatan 2 Keter ngan
e Kepala Bidang | Kepala Seksi |Pejabat Pelaksana| Sekretaris | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output 5
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat kerangka m
acuan kegiatan (TOR) Dialog Kebudayaan. Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
2 |Membuat konsep TOR dan memerintahkan pejabat
pelaksana mengetik konsep TOR Dialog Kebudayaan. ._.| Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
3 |Mengetik konsep TOR Dialog Kebudayaan dan e
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa. N Konsep TOR 20 menit draft/konsep TOR
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan kepada — . s
Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, /< draft/konsep TOR |10 menit draft/konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki.
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan \
melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan jika salah, o i :
dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki. draft’konsep TOR [10menit  [draktfkonsep TOR
Ya
6 [Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani da "
memerintahkan Kepala Bidang untuk tindak lanjut, dan Tidak .
jika tidak, dikembalikan untuk diperbaiki. < draft/konsep TOR [15menit  |TOR
Ya
4
7 |Menerima dan memerintahkan Kepala Bidang untuk Tidak
menindaklanjuti. TOR 5 menit TOR
Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk e d Kerangka Acuan
melaksanakan kegiatan Dialog Kebudayaan. _I TOR 30 menit Pelaksanaan
Kegiatan
8 |Melaksanakan kegiatan Dialog Kebudayaan dan v Kerangka Acuan _—
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk membuat Pelaksanaan 1 hari eiaksanaan
laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Kegiatan
9 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Dialog 5 )
Kebudayaan dan mengarsipkannya. Selesai K;Ei::::“n 1jam :f;?;::nhas"




Nomor SOP-AP 111 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi TAH h
Tanggal Efektif _/

Disahkan oleh / LN N DIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
l s PENHK NBSA TENGGARA TIMUR%
{ ; DAN KEBUDA(A:ﬂ
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR \ ‘:'p
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7
BIDANG KEBUDAYAAN NP 40
SEKSI SEJARAH DAN NILAI BUDAYA Judul SOP Inventarisasi-Centadan Permainan Rakyat
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2. Menguasai Komputer

2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK

2 SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer

3. SOP Jejak Tradisi Daerah 3. Printer

4. SOP Kajian Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat 4. Data Pendukung

5. SOP Kajian Sistem Pengetahuan Tradisional

6. SOP Maestro Budaya

7. SOP Pemutaran Film Berkarakter

8. SOP Publikasi Cerita Rakyat

9. SOP Visualisasi Upacara Adat Daerah

10. SOP Penyusunan TOR Kegiatan
11. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan
Peringatan {Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Inventarisasi Cerita dan Permainan Rakyat tidak dilaksanakan sesuai Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy .
dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan
kegiatan dan penyampaian laporan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Kepala Pejabat X Keterangan
Bidang Seksi Palabasns Sekretaris | Kepala Dinas| Kelengkapan | Waktu Output

1 [Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat Mulai
kerangka acuan kegiatan (TOR) Inventarisasi Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
Cerita dan Permainan Rakyat.

2 |Membuat konsep TOR Inventarisasi Cerita dan
Permainan Rakyat dan memerintahkan pejabat Konsep TOR |30 menit |Konsep TOR
pelaksana mengetik konsep TOR.

3 [Mengetik konsep TOR Inventarisasi Cerita dan
Permainan Rakyat dan menyerahkan kepada Konsep TOR  [20 menit |Konsep TOR
Kepala Seksi untuk diperiksa. L

4 [Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan v —
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika P draft’/konsep 0 arvacill draft/konsep
salah, dikembalikan untuk diperbaiki. Yo \A/ TOR TOR

5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf ‘k Tidak
dan melanjutkan kepada Sekretaris dan jika draft/konsep 10 menit |k TOR
salah, dikembalikan ke Kepala Bidang untuk TOR ey
cliperbaiki. ——

6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju memaraf - )\
dan meneruskan kepada kepala dinas untuk -
ditandatangani, dan jika tidak, dikembalikan Y Ya KonsepTOR  [15Smenit JTOR
untuk diperbaiki.

7 |Menerima dan memeriksa jika setuju e
menandatangani dan memerintahkan Kepala TOR 5 menit TOR
Bidang untuk menindaklanjuti.

8 [Memerintahkan Kepala Seksi untuk f Kerangka
melaksanakan kegiatan Inventarisasi Cerita dan : Acuan
Permainan Rakyat. TOR B Pelaksanaan

Kegiatan

9 |Melaksanakan kegiatan Inventarisasi Cerita dan LI
Permainan Rakyat dan memerintahkan Pejabat | Kerangia Acuan ’ Pelaksanaan
Pelaksana untuk membuat laporan pelaksanaan Pelaksanaan |5 hari Kegiatan
kegiatan. Kegiatan

10 [Membuat laporan pelaksaan kegiatan Pelak Laporan Hasil
Inventarisasi Cerita dan Permainan Rakyat dan yriomudil ([ Kegiatan
mengarsipkannya. Kegiatan
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Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi

2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggata Timur

6. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap || Periode

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

SOP Dialog Kebudayaan

. SOP Inventarisasi Cerita dan Permainan Rakyat
. SOP Kajian Sistem Pengetahuan Tradisional

. SOP Publikasi Cerita Rakyat

. SOP Visualisasi Upacara Adat Daerah

SOP Penyusunan TOR Kegiatan

10 SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

CO~NOO A WN

2018-2022.
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer
. SOP Surat Tugas 3. Printer

4. Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Jejak Tradisi Daerah tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka
akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian
laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan ' T  Pei
Yag Kepala Bidang| Kepala Seksi P:E’l - Sekretaris | Kepala Dinas | Kelengkapan | Waktu | Output
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat kerangka e
acuan kegiatan (TOR) Jejak Tradisi Daerah. Konsep TOR |5 menit Konsep TOR
2 |Membuat konsep TOR Jejak Tradisi Daerah dan
?g;‘m"“’" pejabat pelaksana mengetik konsep Konsep TOR |30 menit |Konsep TOR
3 |Mengetik konsep TOR Jejak Tradisi Daerah dan {
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk dlpenksa KOI'ISBD TOR 20 menit Konsep TOR
Ya A
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan \ =
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, P . |draft/konsep
dikembalikan untuk diperbaiki. o b A el
L
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan \ Tidak
melanjutkan kepada Sekretaris, dan jika salah, draft/konsep "
dikembaiikan ke Kepala Bidang untuk diperbaiki. TOR fment’  [Roowep FOR
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju memaraf dan Tidek Ya
meneruskan kepada kepala dinas untuk
ditandatangani, dan jika tidak, dikembalikan untuk \\/ Konsep TOR |15 menit [TOR
Siperbaiki.
7 |Menerima dan memeriksa jika setuju menandatangani
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk _ TOR 8 el T
menindaklanjuti. ¢ m OR
8 |Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk £ Korangha Acust erangka
melaksanakan kegiatan Jejak Tradisi Daerah. Pelsksanasn |6 mentt Acuan
Kalata Pelaksanaan
s Kedgiatan
9 |Melaksanakan kegiatan Jejak Tradisi Daerah dan v
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk membuat Pelaksanaan P Pelaksanaan
laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Kegiatan
10 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Jejak Tradisi y
Daerah dan mengarsipkannya. Selesai Pelaksanaan 1 hari Laporan Hasil
Kegiatan Kegiatan
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|Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 201 mmang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

|6. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

|_2018-2022,
Keterkaitan |Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer

3. SOP Inventarisasi Cerita dan Permainan Rakyat 3. Printer

4. SOP Kajian Sistem Pengetahuan Tradisional 4, Data Pendukung

5. SOP Kajian Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat

6. SOP Pelestarian Budaya Daerah Lintas Kabupaten

7. SOP Publikasi Cerita Rakyat

8. SOP Visualisasi Upacara Adat Daerah

9. SOP Penyusunan TOR Kegiatan

10. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Peri Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Kajian Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat tidak
dilaksanakan sesuai SOP maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu

penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Kepala

Pejabat
Pelaksana

Sekretaris

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Dialog
Kebudayaan.

Konsep TOR

5 menit

Konsep TOR

Membuat konsep TOR dan memerintahkan pejabat
pelaksana mengetik konsep TOR Dialog

Kebudayaan.

Konsep TOR

30 menit

Konsep TOR

Mengetik konsep TOR Dialog Kebudayaan dan
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa.

Tidak

]

Konsep TOR

20 menit

draft’/konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah,
dikembalikan untuk diperbaiki.

=< >

Ya

draft/konsep TOR

10 menit

draft/konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan
melanjutkan kepada Kepala Dinas, dan jika salah,
dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki.

Ya

_,,<|><

Ya

draft/konsep TOR

10 menit

draft’/konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika setuju, ditandatangani
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk tindak
lanjut, dan jika tidak, dikembalikan untuk diperbaiki.

Tidak

draft’konsep TOR

15 menit

TOR

Menerima dan memerintahkan Kepala Bidang untuk
menindaklanjuti.

Tidak

TOR

5 menit

TOR

Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk
melaksanakan kegiatan Dialog Kebudayaan.

TOR

30 menit

Kerangka Acuan
Pelaksanaan
Kegiatan

Melaksanakan kegiatan Dialog Kebudayaan dan
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk membuat

laporan pelaksanaan kegiatan.

Kerangka Acuan

Pelaksanaan

Membuat laporan pelaksaan kegiatan Dialog
Kebudayaan dan mengarsipkannya.

Pelaksanaan 1 hari Kariaten
I Kegiatan g
Pelaksanaan 3 laporan hasil
_ Kegiatan } kegiatan
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Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timiur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
6. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap || Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar

2. SOP Penanganan Surat Masuk

3. SOP Kajian Sistem Pengetahuan Tradisional
4. SOP Pengkajian Sejarah Pejuang Lokal

1. ATK

2. Komputer

3. Printer

4. Data Pendukung

-Periqgatan

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila kegiatan Kajian Sistem Pemerintahan Tradisional tidak dilaksanakan sesuai
dengan SOP maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan
kegiatan dan penyampaian laporan.

| Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan : i Keterangan
g Kepala Bidang | Kepala Seksi P:;’:::‘ o Sekretaris K.;::l: Kelengkapan Waktu Output .

1 |Memerintahkan Kasie untuk membuat kerangka m
acuan kegiatan (TOR) Kajian sistem Konsep TOR |5 menit Konsep TOR
Pemerintahan Tradisional.

2 [Membuat konsep TOR dan memerintahkan v
pejabat pelaksana mengetik konsep TOR Kajian Konsep TOR |30 menit Konsep TOR
sistem Pemerintahan Tradisional.

3 [Mengetik konsep TOR Kajian Sistem l_\

Pemerintahan Tradisional dan menyerahkan b Konsep TOR |20 menit Konsep TOR
kepada Kasie untuk diperiksa. n A

4 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan A _
kepada Kabid untuk diparaf dan jika salah, Konsep TOR |10 menit draft’/konsep
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya TOR

5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan Tidak
melanjutkan kepada Sekretaris, dan jika salah, draftkonsep |0 vent  |Konsep TOR
dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki. TOR

6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju memaraf dan Ya
meneruskan kepada kepala dinas untuk :
ditandatangani, dan jika tidak, dikembalikan untuk 5 - NS TOR (ee  [TOR
diperbaiki.

7 |Menerima dan memeriksa jika setuju S
menandatangani dan memerintahkan Kabid untuk TOR S menit TOR

ni £

8 |Menerima dan memerintahkan Kasie untuk
melaksanakan kegiatan Kajian sistem | = TOR 6 menit TOR
Pemerintahan Tradisional.

9 |Melaksanakan kegiatan Kajian sistem kerangka
Pemerintahan Tradisional dan memerintahkan TOR 5 hari acuan
Pejabat Pelaksana untuk membuat laporan pelaksanaan

lak kegiat kegiatan

10 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Kajian kerangka acuan I A
sistem Pemerintahan Tradisional dan - ; aporan hasil

Selesai pelaksanaan |2 jam E
mengarsipkannya, - kegiatan y keglatan




Nomor SOP-AP 115 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi .

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

h A TENGGARA TIMUR,

NDIDIKAN DAN KEBUDA?A

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

~— P> 19610923 198603 1 012
Kajian SisteimPengetaliuan Tradisional

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-|2. Menguasai Komputer
2025,

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomeor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode

2018-2022.
Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

SOP Penanganan Surat Masuk

SOP Jejak Tradisi Daerah

SOP Kajian Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat
SOP Pelestarian Budaya Daerah Lintas Kabupaten

SOP Pengkajian Sejarah Pejuang Lokal

SOP Publikasi Cerita Rakyat

SOP Penyusunan TOR Kegiatan

. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

©ONOOA LN =

1. ATK
2. Komputer

3. Printer
4. Data Pendukung

Paringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Kajian Sistem Pengetahuan Tradisional tidak dilaksanakan sesuai
dengan SOP yang berlaku, maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala | Pejabat - Kepala Keterangan
Bidan Kepala Seksi Pelaksana Sekretaris Dinas Kelengkapan | Waktu Output
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat kerangka m
acuan.keglatan (TOR) Kajian Sistem Pengetahuan oz : TOR Kajian 5 menit Konsep TOR
Tradisional.
v
2 |Membuat konsep TOR dan memerintahkan pejabat ¥
pelaksana mengetik konsep TOR Kajian Sistem 10 it
Pengetahuan Tradisional. e A sl il
3 |Mengetik konsep TOR Kajian Sistem Pengetahuan 7
Tradisional dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Konsep TOR |20 menit |Konsep TOR
untuk diperiksa. Ya y
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan kepada ) & ;
Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, oy | _ |draft
dikembalikan untuk diperbaiki. w | N Konsep TOR |20 menit  |penulisan
y kajian
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan Y Tidak
melanjutkan kepada Sekretaris, dan jika salah, 5 st SN _ |draft
dikembalikan ke Kepala Bidang untuk diperbaiki. kajian 20 menit ﬁe_{‘”"sa“
ajian
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju memaraf dan Ya A
meneruskan kepada kepala dinas untuk ditandatangani, Tidak draft penulisan . ares :
dan jika tidak, dikembalikan untuk diperbaiki. ~ | - kajian 20 menit ie!_‘“"sa"
ajian
7 |Menerima dan memeriksa jika setuju menandatangani ek ) )
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk draft penufisan |, . |Kajian
menindaklanjuti. kajian Penulisan
8 |Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk v
melaksanakan kegiatan Kajian Sistem Pengetahuan Kajian 20 menit | <81@N
Tradisional. Penulisan Penulisan
9 |Melaksanakan kegiatan Kajian Sistem Pengetahuan
Tradisional dan memerintahkan Pejabat Pelaksana Kajian 5 hari Kajian
untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Penulisan = Penulisan
10 [Membuat laporan pelaksaan kegfatan Kajian Sistem Selesai l Y
Pengetahuan Tradisional dan mengarsipkannya. _ Kajian 2 jam laporan hasil
Penulisan kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

Disahkan oleh

Nomor SOP-AP 116 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif ==

o o \
-‘_“‘_,
DINAS PENDIDIKANTZ™TY
oay s ]
Drs. B _5_},1 A

Judul SOP Kajian Up3 M dtipan Masyarakat
NLIGGA
—— j

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi

2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-

2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

. SOP Pengkajian Sejarah Pejuang Lokal

. SOP Visualisasi Upacara Adat Daerah
. SOP Penyusunan TOR Kegiatan

. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

N R WN =

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
. SOP Jejak Tradisi Daerah 3. Printer
SOP Maestro Budaya 4. Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila kegiatan Kajian Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat tidak dilaksanakan

sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan
2 aan dan penyampaia

=1

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala ¥ Pejabat . Kepala Keterangan
Bidang Kepala Seksi T Sekretaris Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat Mulai
kerangka acuan kegiatan (TOR) Kajian Upacara ﬁ K TOR 5 it K TOR
Siklus Kehidupan Masyarakat. s Lo onesp
2 |Membuat konsep TOR Kajian Upacara Sikius l
Kehidupan Masyarakat dan memerintahkan pejabat :
pelaksana mengetik konsep TOR. Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
3 |Mengetik konsep TOR Kajian Upacara Siklus &
Kehidupan Masyarakat dan menyerahkan kepada Konsep TOR 30 menit K
Kepala Seksi untuk diperiksa. = g " nssp TR
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan /v _
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, , draft/konsep
dikembalikan untuk diperbaiki. o alionmp TOR |20 v, |yon
/
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan N
melanjutkan kepada Sekretaris, dan jika salah, \ Tidak jp— Torl20 " draft/konsep
dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki. raft’konsep TOR |20 men TOR
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju memaraf dan Ya
meneruskan kepada kepala dinas untuk T
ditandatangani, dan jika tidak, dikembalikan untuk 5 / = draftkonsep TOR (15 menit | TOR
diperbaiki. /
7 |Menerima dan memeriksa jika setuju )
3 H Tidak
menandatangani dan memerintahkan Kepala Bidang TOR 20 menit TOR
untuk menindaklanjuti.
8 |Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk lr
mel:::ksanakan kegiatan Kajian Upacara Siklus —_— —— Pelaksanaan
Kehidupan Masyarakat. Kegiatan
9 |Melaksanakan kegiatan Kajian Upacara Siklus
Kehidupan Masyarakat dan memerintahkan Pejabat Pelaksanaan o Pelaksanaan
Pelaksana untuk membuat laporan pelaksanaan Kegiatan an Kegiatan
kegiatan.
10 [Membuat laporan pelaksaan kegiatan Kajian : )
Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat dan m zelgkrnaan 1jam :(apgre:an i
mengarsipkannya. : - i




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

Nomor SOP-AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar

. SOP Penanganan Surat Masuk

. SOP Dialog Kebudayaan

SOP Inventarisasi Cerita dan Permainan Rakyat

. SOP Jejak Tradisi Daerah

. SOP Kajian Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat
. SOP Kajian Sistem Pemerintah Tradisional

. SOP Kajian Sistem Pengetahuan Tradisional

. SOP Kajian Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat
10. SOP Pelestarian Budaya Daerah Lintas Kabupaten
11. SOP Pemutaran Film Berkarakter

12. SOP Pengkajian Sejarah Pejuang Lokal

13. SOP Publikasi Cerita Rakyat

14. SOP Visualisasi Upacara Adat Daerah

15. SOP Penyusunan TOR Kegiatan

16. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

1. ATK
2. Komputer

3. Printer

4. Data Pendukung

Perin n

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Penganugerahan Kebudayaan Untuk PelestariMaestro Budaya tidak dilaksanakan
sesuai dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan dan

penyampaian laporan.

|Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Pejabat
Pelaksana

Sekretaris

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Penganugerahan
Kebudayaan Untuk PelestariMaestro Budaya.

Konsep TOR

5 menit

Konsep TOR

Membuat konsep TOR dan memerintahkan pejabat
pelaksana mengetik konsep TOR Penganugerahan
Kebudayaan Untuk PelestariMaestro Budaya.

Konsep TOR

30 menit

Konsep TOR

Mengetik konsep TOR dan menyerahkan kepada
Kepala Seksi untuk diperiksa.

Konsep TOR

20 menit

Konsep TOR

Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika
salah, dikembalikan untuk diperbaiki.

N

Tidak l

draft’/konsep TOR

15 menit

Konsep TOR

!Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan
melanjutkan kepada Sekretaris, dan jika salah,
dikembalikan ke Kepala Bidang untuk diperbaiki.

Tidak

draft’konsep TOR

15 menit

Konsep TOR

|Meneliti dan memeriksa. Jika setuju memaraf dan
meneruskan kepada kepala dinas untuk
ditandatangani, dan jika tidak, dikembalikan untuk

Tigak

Ya

Ya

Konsep TOR

15 menit

TOR

|Menerima dan memeriksa jika setuju
menandatangani dan memerintahkan Kepala
Bidang untuk menindaklanjuti.

0

TOR

15 menit

TOR

Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk
melaksanakan kegiatan Penganugerahan
Kebudayaan Untuk PelestariMaestro Budaya.

TOR

20 menit

Pelaksanaan
Kegiatan

Melaksanakan kegiatan Penganugerahan
Kebudayaan Untuk PelestariMaestro Budaya dan
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk
membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan
Kegiatan

1 hari

Pelaksanaan
Kegiatan

10

Membuat laporan pelaksaan kegiatan
Penganugerahan Kebudayaan Untuk
PelestariMaestro Budaya dan mengarsipkannya.

Pelaksanaan
Kegiatan

1jam

laporan hasil
kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI| SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

Nomor SOP-AP 118 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi e
Tanggal Efektif S WTAH prX
Disahkan oleh KEBATA DINAS.FEI
‘l'? / ROV
A\ oy
LN ) T
Judul SOP Pe!esmﬂh@@ifah Lintas Kabupaten

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar
SOP Penanganan Surat Tugas

1.
2.
3. SOP Inventarisasi Cerita dan Permainan Rakyat

4, SOP Kajian Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat
5. SOP Kajian Sistem Pengetahuan Tradisional

6.

7.

SOP Penyusunan TOR Kegiatan
SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

1. ATK

2. Komputer

3. Printer

4, Data Pendukung

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila kegiatan Pelestarian Budaya Daerah Lintas Kebupaten tidak dilaksanakan
sesuai dengan SOP maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
pelaksanakan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Soffcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan . : Keterangan
gl Kepala Bidang| Kepala Seksi | P393t | yoralaDinas | Kelengkapan | Waktu Output .
] 5 Pelaksana ?

1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat -
kerangka acuan kegiatan (TOR) Pelestarian ' Mulai I _

Budaya Daerah Lintas Kabupaten. Konsep TOR 5 menit Konsep TOR

2 |Membuat konsep TOR Pelestarian Budaya Daerah
Lintas Kabupaten dan memerintahkan pejabat )
pelaksana mengetik konsep TOR. Konsep TOR 30 menit Konsep TOR

3 |Mengetik konsep TOR Pelestarian Budaya Daerah
Lintas Kabupaten dan menyerahkan kepada .

Kepala Seksi untuk diperiksa. Ya vy Konsep TOR 30 menit Konsep TOR

4 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan _—
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika draft’/konsep TOR |30 menit Konsep TOR
salah, dikembalikan untuk diperbaiki. Ya

5 [Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan Tidak
melanjutkan kepada Sekretaris, dan jika salah, )
dikembalikan ke Kepala Bidang untuk diperbaiki. draft’/konsep TOR |30 menit Konsep TOR

6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju memaraf dan Ya N
meneruskan kepada kepala dinas untuk Tidak A \
ditandatangani, dan jika tidak, dikembalikan untuk < . Knosp TOR.  (Mimene. . [TOR
diperbaiki. a

7 |Menerima dan memeriksa jika setuju Tidak P
menandatangani dan memerintahkan Kepala TOR 30 menit TOR
Bidang untuk menindaklanjuti.

8 |Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk v i
melaksanakan kegiatan Pelestarian Budaya I Kerangka Acuan s
Daerah Lintas Kabupaten. | Pelaksanaan 15 menit

Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan

9 |Melaksanakan kegiatan Pelestarian Budaya i
Daerah Lintas Kabupaten dan memerintahkan Kerangka Acuan ) Kegiatan
Pejabat Pelaksana untuk membuat laporan 2ela!ksanaan 6 hari Pelestarian
pelaksanaan kegiatan. egiatan Eudayf b

10 [Membuat laporan pelaksaan Pelestarian Budaya
Daerah Lintas Kabupaten dan mengarsipkannya. * Laporan Hasil . Laporan Hasil

el Kegiatan - Kegiatan




Nomor SOP-AP 119 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

{ ’ PROVINSH \”“ A TENGGARA TIMUR
* MAS PENDIDIKA o l

DAN KEBUDAYAA \
\% = ]

Judul SOP IPemutnran Fil r

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010;
2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
16. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

4. SOP Penyusunan TOR Kegiatan
|.5._SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Tugas 2. Komputer

3. SOP Pelestarian Budaya Daerah Lintas Kabupaten 3. Printer

4. Data Pendukung

Pencatatan dan pendataan :

Peringatan
Apabila kegiatan Pemutaran Film Berkarakter tidak disesuai dengan SOP yang berlaku
maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.

DIDiKAN DAN KEBUDAYAAN




® 00000600060 60 00900

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala 2 Pejabat . Kepala Keterangan
Bidang Kepala Seksi Pelakoani Sekretaris Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat kerangka
acuan kegiatan (TOR) Pemutaran Film Berkarakter. @ KonsepTOR  |Smenit  |Konsep TOR
2 |Membuat konsep TOR Pemutaran Film Berkarakter —
dan memerintahkan pejabat pelaksana mengetik :
konsep TOR Pemutaran Film Berkarakter. Konsep TOR 1jam Konsep TOR
3 |Mengetik konsep TOR Pemutaran Film Berkarakter l_\
dan menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk L Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
diperiksa. Ya 7
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan \K B~
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, < draftkonsep TOR |30 menit  |Konsep TOR
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya N il
5 |Menelitidan memeriksa. Jika benar, memaraf dan sk
melanjutkan kepada Sekretaris, dan jika salah, :
dikembalikan ke Kepala Bidang untuk diperbaiki. GReNToaep TORIDOmen  [Kaheep THN
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju memaraf dan Ya I A
meneruskan kepada kepala dinas untuk —
ditandatangani, dan jika tidak, dikembalikan untuk \}( Ya Konsep TOR |30 menit  TOR
diperbaiki.
7 |Menerima dan memeriksa jika setuju menandatangani Tk
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk .
markdaibenil TOR 20 menit TOR
8 |Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk & Kerangka
Kerangka Acuan
melaksanakan kegiatan Pemutaran Film Berkarakter. Silbacnass 20 menit Acuan
Kegiatan Pelaksanaan
Kegiatan
9 |Melaksanakan kegiatan Pemutaran Film Berkarakter
dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk Pelaksanaan il Pelaksanaan
membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan . Kegiatan
10 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Pemutaran Film
Berkarakter dan mengarsipkannya. Mule Laporan Hasil 1jam Laporan Hasil
Lﬂ_) Kegiatan Kegiatan




Nomor SOP-AP 120 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi ,/' TAH\\

Tanggal Efektif

Disahkan oleh DIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
!, ‘ PROV 'x.
i % |OINAS P*-NDIDIKA. \
\ z DAN KESUDAYAAN o

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN \
BIDANG KEBUDAYAAN ] NP, 48
SEKSI SEJARAH DAN NILAI BUDAYA Judul SOP Pengkajian Sejarah Pejuang
|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Tugas 2. Komputer

3. SOP Kajian Sistem Pemerintah Tradisional 3. Printer

4. SOP Maestro Budaya 4. Data Pendukung

5. SOP Penyusunan TOR Kegiatan

6. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Pengkajian Sejarah Pejuang Lokal tidak dijalankan sesuai dengan

SOP maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu kegiatan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy .




\

: Pelaksana Mutu Baku ;
No. Tahap Kegiatan R : Pejabat : Kepala Keterangan
Kepala Bidang| Kepala Seksi . Palsbsans Sekretaris Blaac Keiengkapan Waktu Output
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat m
kerangka acuan kegiatan (TOR) Pengkajian Konsep TOR |5 menit Konsep TOR
Sejarah Pejuang Lokal.
[r—
2 |Membuat konsep TOR Pengkajian Sejarah v
Pejuang Lokal dan memerintahkan pejabat .
pelaksana mengetik konsep TOR. Konsep TOR |30 menit Konsep TOR
3 |Mengetik konsep TOR Pengkajian Sejarah
Pejuang Lokal dan menyerahkan kepada Kepala I
Seksi untuk diperiksa. e Konsep TOR |20 menit Konsep TOR
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan \\ =
s e ak
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika o draft/konsep
salah, dikembalikan untuk diperbaiki. Ya \( TOR 10 menit Konsep TOR
A
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan \\ Tidak
melanjutian kepada Sekretaris, dan jika salah, : drafkonsep 140 menit Konsep TOR
dikembalikan ke Kepala Bidang untuk diperbaiki. " TOR - anghp
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju memaraf dan . B /B
meneruskan kepada kepala dinas untuk =
ditandatangani, dan jika tidak, dikembalikan untuk ~ " Eonmp TOR. 115 menk TOR
7 |Menerima dan memeriksa jika setuju )
menandatangani dan memerintahkan Kepala ; .
Bidang untuk menindaklanjuti. TOR 5 menit TOR
8 |Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi v Kerangka
untuk melaksanakan kegiatan Pengkajian Sejarah TOR 30 menit Acuan
Pejuang Lokal. Pelaksanaan
Kegiatan
9 |Melaksanakan kegiatan Pengkajian Sejarah A Kerangka
Pejuang Lokal dan memerintahkan Pejabat - Acuan 5 hari Pelaksanaan
Pelaksana untuk membuat laporan pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan
kegiatan. Kegiatan
10 [Membuat laporan pelaksaan kegiatan Pengkajian \ .
Sejarah Pejuang Lokal dan mengarsipkannya. Selesai Pelaksanaan 1jam laporan hasil
- Kegiatan kegiatan
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Nomor SOP-AP 121 Tahun 2020
[ Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
[Tanggal Efexif FNBH e
Disahkan oleh / -
&
Q
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (* DAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN \;r__ )
BIDANG KEBUDAYAAN A0 N
SEKSI SEJARAH DAN NILAI BUDAYA \
|Judul SOP |Publikasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

4. SOP Penyusunan TOR Kegiatan
5. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. SOP Inventarisasi Cerita dan Permainan Rakyat 3. Printer

4. Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

|Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada Kegiatan B"idang
Sejarah dan Nilai Budaya kedepannya.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana ~ Mutu Baku : e
No. Tahap Kegiatan ? - j ; i = Ketera
. Kepala Bidang | Kepala Seksi P:;’:::‘m Sekreatris 'g’iz:': Kelengkapan | Waktu Output Regerangen
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat
kerangka acuan kegiatan (TOR) Publikasi Cerita Konsep TOR T — Konsep TOR
Rakyat.
v
2 |Membuat konsep TOR Publikasi Cerita Rakyat dan v
$;gerintahkan pejabat pelaksana mengetik konsep Konsep TOR o Konsep TOR
3 |Mengetik konsep TOR Publikasi Cerita Rakyat dan 3
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa. v - Konsep TOR 20 menit Konsep TOR
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan \\ _—
kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, Py ) draft/konsep
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya ~ eRNonees TOR IDIB.  |onp
5 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan \\ i
melanjutkan kepada Sekretaris, dan jika salah, .
dikembalikan ke Kepala Bidang untuk diperbaiki. draft/konsep TOR |10 menit  |Konsep TOR
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju memaraf dan — Ya A
meneruskan kepada kepala dinas untuk )
ditandatangani, dan jika tidak, dikembalikan untuk Y o Konsep TOR 1Sment  |TOR
diperbaiki.
7 |Menerima dan memeriksa jika setuju Tidak /'
menandatgngani dan|memerintahkan Kepala Bidang TOR 5 menit TOR
untuk menindaklanjuti.
8 |Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk .L Kerangka
melaksanakan kegiatan Publikasi Cerita Rakyat. TOR S5 el Acuan
Pelaksanaan
Kegiatan
9 |Melaksanakan kegiatan Publikasi Cerita Rakyat dan
memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk membuat Kerangka Acuan SR T
laporan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan 2 Minggu 1x .
Kegiatan Kegiatan
10 |Membuat laporan pelaksaan kegiatan Publikasi !
Cerita Rakyat dan mengarsipkannya. [ Solosat ) ielaksanaan 1jam laporan hasil
: egiatan kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG KEBUDAYAAN
SEKSI SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

Nomor SOP-AP

Tanggal Pembuatan

122 Tahun 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

2. Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Timur

re. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap |l

Periode 2018-2022.

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Surat Tugas 2. Komputer

3. SOP Jejak Tradisi Daerah 3. Printer

4. SOP Kaijian Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat 4. Data Pendukung

5. SOP Kajian Sistem Pemerintah Tradisional

6. SOP Kajian Sistem Pengetahuan Tradisional

7. SOP Kajian Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat

8. SOP Penyusunan TOR Kegiatan

9. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Kegiatan Visuialisasi Upacara Adat Daerah tidak dilaksanakan sesuai
dengan SOP yang berlaku maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
pelaksanan kegiatan dan penyampaian laporan.

Disimpan dalam Soffcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan £
| b Kepala Bidang | Kepala Seksi P:;'::‘m Sekretaris m Kelengkapan | Waktu output - | "Moo
1 |Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat kerangka
acuan kegiatan (TOR) Visuialisasi Upacara Adat Daerah. Konsep TOR 5 menit Konsep TOR
2 |Membuat konsep TOR Visuialisasi Upacara Adat Daerah
dan memerintahkan pejabat pelaksana mengetik konsep Konsep TOR 30 menit Konsep TOR
TOR.
3 |Mengetik konsep TOR Visuialisasi Upacara Adat Daerah H
dan menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa. Konsep TOR 20 menit draft/konsep
va — TOR
4 |Meneliti dan memeriksa. Jika benar melanjutkan kepada \& _—
Kepala Bidang untuk diparaf dan jika salah, -~ _ Laminees
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya ~ draftkonsep TOR |10 menit |
5 [Meneliti dan memeriksa. Jika benar, memaraf dan v Tt
melanjutkan kepada Sekretaris, dan jika salah, e
dikembalikan untuk dlperbaikl_ draftlkonsep TOR |10 menit Konsep TOR
6 |Meneliti dan memeriksa. Jika setuju memaraf dan v/.}\
meneruskan kepada kepala dinas untuk ditandatangani, [ | " -
dan jika tidak, dikembalikan untuk diperbaiki e il B Rpesp TOR: pitomt  JTOR
7 |Menerima dan memeriksa jika setuju menandatangani Sk 4 Kerangka
dan memerintahkan Kepala Bidang untuk < ; Acuan
: TOR 5 menit
menindaklanjuti. Pelaksanaan
= Kegiatan
8 |Menerima dan memerintahkan Kepala Seksi untuk
melaksanakan kegiatan Visuialisasi Upacara Adat Kerangka Acuan )
Daerah. zalaiakts:naan 10 menit TOR
egiatan
9 |Melaksanakan kegiatan Visuialisasi Upacara Adat
Daerah dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk Pelaksa
membuat laporan pelaksanaan kegiatan. TOR 5 hari K:gaiata: -
10 |[Membuat laporan pelaksaan kegiatan Visuialisasi )
Upacara Adat Daerah dan mengarsipkannya. Selesal E:;::?:aa" 1 hari Laes;r;:::nhasl




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomor SOP-AP 123 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Judul SOP Penanganﬁ%ﬂasuk

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
2010-2025;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggar Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur,

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. Penanganan Surat Masuk; 1. Komputer
2. Penanganan Surat Keluar. 2. ATK

3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Telepon/Faximili

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak
pada terlambatnya tindaklanjut surat masuk.

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




petunjuk dari Kepala Seksi Kesiswaan
GTK dan mengarsipkan Surat Masuk.

|Disposisi

Pelaksana - Mutu Baku
No. Tahaj iatan Keteran,
: Py ’ “P"‘P mw?'k:n” Kabid GTK | KepalaSeksi | Pejabat Pelaksana Kelengkapan Waktu Output o
1 3 B ] 9 10 11
1 |Mendiisposisi Surat Masuk ke Kepala Surat masuk terlampiri 10 menit Surat masuk dan Terkait SOP
Bidang Pembinaan GTK lembar disposisi Disposisi Penanganan Surat
Masuk Kepegum
2 |Mendisposisi Surat Masuk Kepada Kepala Surat masuk terlampiri 5 menit Surat masuk dan
Seksi GTK lembar disposisi Disposisi
3 |Menelaah Surat Masuk dan memberikan Surat masuk dan Disposisi |10 menit Surat masuk dan
petunjuk kepada Pengadministrasi untuk Disposisi
ditindaklanjut
4 |Menindaklanjuti surat masuk sesuai Surat masuk dan Disposisi |40 menit Surat masuk dan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomeor SOP-AP 124 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tang_ggl Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5 Peraturan Gubemnur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode
2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. Penanganan Surat Masuk 1. Komputer

2. Penanganan Surat Keluar 2, ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses dengan benar maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat keluar.

1. Pada Agenda Surat Keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan i
e Papau KasiGTK | KabidGTK | Sekretaris | KepalaDinas | Kelengkapan | Waktu Output ——
Pelaksana
1 5B 3 4 5 6 7 ] 9 10 11
1. |Menyiapkan dan menyusun konsep surat Disposisi surat 20 menit |Konsep Surat |Terkait SOP
keluar berdasarkan disposisi Kepala Bidang masuk/ petujuk Keluar Penanganan Surat|
GTK atasan Masuk
2. |Mengoreksi konsep surat keluar, apabila L__»L Konsep Surat 20 menit |Konsep Surat
setuju maka dibubuhkan paraf dan diteruskan Keluar Keluar
ke Kabid dan apabila tidak setuju maka
dikembalikan ke pejabat pelaksana untuk e Ya
diperbaiki
3. |Mengoreksi konsep surat keluar, apabila Konsep Surat 20 menit |Konsep Surat
setuju maka dibubuhkan paraf dan diteruskan Tidak )\ Keluar Keluar
ke Sekretaris Dinas dan apabila tidak setuju T~ Ya
maka dikembalikan ke pejabat pelaksana
untuk diperbaiki
4. |Menelaah konsep surat keluar, apabila setuju Konsep Surat 20 menit |Konsep surat
maka akan diparaf dan diteruskan ke Kepala 4 Keluar keluar
Dinas dan apabila tidak setuju maka Lidok ><>
dikembalikan ke Kasubag Kepegum untuk b Yo
diperbaiki
5. [Menelaah konsep surat keluar, apabila setuju p b 4 Konsep surat 20 menit |Draf Surat
maka ditandatangani dan apabila tidak setuju Tidak | o keluar keluar
maka dikembalikan untuk diperbaiki
6. |Mengagendakan, mendistribusikan dan Surat keluar 20 menit |Bukti surat
mengarsipkan keluar dan
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomor SOP-AP____ [125 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi .‘*\TAH oo
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh 7,

& \v
NYAMIN LOLA, M.Pd
== P, 19610923 198603 1 012

Judul SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat Guru

Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode
2018-2022;

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

PeralatanlErlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2 SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4. Berkas usulan kenaikan pangkat

Perlngahn

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat
terlambat diajukan maka akan berdampak pada tertundanya periode
kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan

2. Kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat diterima oleh
Sekretariat PAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi paling lambat
4-5 bulan sebelum periode kenaikan pangkat guru dan tendik

1. Buku penomoran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berkas kelengkapan kenaikan pangkat diarsipkan.

Dokumen PAK diarsipkan

SK Kenaikan Pangkat dan SK Kenaikan Jabatan diarsipkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

o =




Pelaksana Mutu Baku
Kasubag Pejabat
Tahap Kognms ""”:dw Kasie GTK | Kabid. GTK i s:::nmi Tim Penilai | Kepegawaian | Pelaksana |Kepala Dinas| Kelengkapan Waktu Output Keterangan
3 dan umum bag.
2 3 4 5 i 8 9 1o 11 12 13 14 15
Menerima usulan berkas kenaikan pangkat, Berkas usulan 35 menit per |Berkas usulan kenaikan
|memverifikasi, menyusun berkas usulan, membuat list kenaikan pangkat guru berkas pangkat yang sudah
pemeriksaan kelengkapan berkas, membuat konsep diverifikasi dan list
surat pengantar usulan kenaikan pangkat guru dan pemeriksaan berkas
m ikan catatan terhadap kekurangan bahan
ueulan serta melampirkan draf penilaian angka kredit
untuk berkas usulan yang telah memenuhi syarat
Ya
|Memberikan hasil penilaian angka kredit masing- Berkas usulan 10 menit Dakumen PAK
masing guru Tidak | kenaikan pangkat yang Iberkas
sudah diverifikasi dan
list pemeriksaan
berkas dan Dokumen
PAK
|Mengoreksi hasil penilaian angka kredit berdasarkan Dokumen PAK 10 menit/ Dolumen PAK
hasil penilaian dan berkas usulan kenalkan pangkat berkas
guru serta membubuhkan paraf pada dokumen
penilaian angka kredit berdasarkan hasil penilaian
Membubuhkan paraf pada dokumen penilaian angka Dokumen PAK 10 menit/  |Dokumen PAK
kredit berdasarkan hasil penilaian dan berkas usulan, berkas
|Membubuhkan paraf pada dokumen penilaian angka Dokumen PAK 11 menit/  |Dolumen PAK
kredit berdasarkan hasil penilaian dan berkas usulan. berkas
|Menandatangani dokumen penilaian angka kredit para Dokumen PAK 5 menit/ berkas |Dokumen PAK
guru
Membuat konsep surat pengantar usulan kenaikan Konsep Usulan 20 Menit Konsep Usulan kenaikan
Ipangknt dengan melampirkan berkas usulan kenailkan kenaikan pangkat dan pangkat dan Konsep surat
pangkat guru dan PAK dan membuat konsep surat Kansep surat penyampaian
penyampaian berkas yang tidak dapat diproses beserta penyampaian penyampaian berkas yang
alasannya penyampaian berkas tidak dapat diproses
yang tidak dapat
Memberikan nomor surat pengantar usulan kenaikan Konsep Usulan 2 Menit Konsep Usulan kenaikan
pangkat guru kenaikan pangkat dan pangkat dan Konsep surat
Konsep surat penyampaian
penyampaian penyampaian berkas yang
@ penyampaian berkas tidak dapat diproses
yang tidek dapat
diproses




9. |Melegalisir berkas usulan kenaikan pangkat guru |Berkas usulan 2 menit per |Berkas usulan kenaikan
kenaikan pangkat berkas pangkat
10. |Memeriksa konsep surat pengantar kenaikan pangkat I 15menit |Konsep Usulan kenalkan
dan memeriksa konsep surat penyampaian berias Ya pangkat dan Konsep surat
tidak dapat diproses dan membubuhkan paraf, Tidak b penyampaian
ljika Ya maka akan diteruskan ke Kabid, jika tidak maka i penyampaian berkas yang
akan dikembalikan untuk diperbaikd B Ya tictak dapat diproses
11. |Memeriksa konsep surat pengantar kenalkan pangkat 16 menit  [Konsep Usulan kenaikan
dan memeriksa konsep surat penyampalan berkas \ pangkat dan Konsep surat
yang tidak dapat diproses dan membubuhian paraf, Tidak T Ya penyampaian
ljika Ya maka akan diteruskan ke Sekretaris, jika tidak T |penyampaian berkas yang
maka akan dikembalikan untuk diperbaiki r {tidak dapat diproses
12. |Memeriksa konsep surat pengantar kenaikan pangkat 15 menit |Konsep Usulan kenaikan
memeriksa konsep surat penyampaian berkas |pangkat dan Konsep surat
tidak dapat diproses dan membubuhkan paraf, Tidak |penyampaian
Ya maka akan diteruskan ke Kepala Dinas, jika |penyampaian berkas yang
maka akan dikembalikan untuk diperbaiki tidak dapat diproses
13. |Memeriksa konsep surat pengantar dan konsep surat 15 menit |Surat usulan kenaikan
penyampaian berlas yang tidak dapat diproses, jika Ya Tidak pangkat dan surat
maka akan ditandatangani, jika tidak maka akan penyampaian berks yang
dikembalilan untuk diperbaild tidak dapat diproses
14. |Mengirim berkas usulan kenaikan pangkat guru ke 15 menit Arsip dan dokumentasi
BKD dan mengarsipkannya berkas




Nomor SOP-AP 126 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi —
Tanggal Efektif A WTAH B
Disahkan Oleh KEBA L
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Judul SOP Penanganan Mutasi Guru
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubermur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Menguasai persyaratan Mutasi Guru

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel

[Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Permohonan Mutasi Guru tidak diproses dengan benar maka akan
berdampak pada terlambatnya tindaklanjut surat keluar.

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Pejabat Pejabat : Keterangan
Kabid GTK Kasi GTK Pelaksana | Sekretaris Kepala Dinas Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Bid.GTK Subag.Kepegum
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabid GTK menelaah dan mendisposisi ke Surat disposisi dan 10 menit | Surat disposisi | Terkait SOP
Kepala seksi untuk ditindak lanjuti berdasarkan m berkas ususlan dan berkas Penanganan Surat
permohonan mutasi guru e - mutasi guru ususlan mutasi |[Masuk
Kasi menelaah dan mendisposisi surat Surat disposisi dan 10 menit  [Surat disposisi
permohonan mutasi guru ke pajabat pelaksana | : berkas ususlan dan berkas
- mutasi guru ususlan mutasi
Memverifikasi Usulan mutasi guru berserta \ Surat disposisi dan 20 menit |Konsep Surat
berkas kelengkapan mutasi, menganalisis data Tidak | berkas ususlan Rekomendasi
kebutuhan guru dan membuat konsep surat mutasi guru usulan mutasi
rekomendasi persetujuan kepada Kepala Seksi guru
Memeriksa Konsep surat rekomendasi k Konsep Surat 10 menit  |Konsep Surat
persetujuan usulan mutasi guru, jika setuju Tidak | /\J Ya Rekomendasi Rekomendasi
memaraf dan menyerahkan kepada Kabid jika T usulan mutasi guru usulan mutasi
tidak setuju dikembalikan kepada pejabat guru
pelaksana untuk diperbaiki
Memeriksa Konsep surat rekomendasi Konsep Surat 10 menit |Konsep Surat
persetujuan usulan mutasi guru, jika setuju Ya Rekomendasi Rekomendasi
memaraf dan menyerahkan ke sekretaris jika usulan mutasi guru usulan mutasi
tidak setuju dikembalikan kepada kasie untuk Ya guru
diperbaiki 1
Memeriksa Konsep surat rekomendasi A Konsep Surat 10 menit |Konsep Surat
persetujuan usulan mutasi gury, jika setuju Tidak e Rekomendasi Rekomendasi
memaraf dan menyerahkan kepada kadis jika \ ( usulan mutasi guru usulan mutasi
tidak setuju dikembalikan kepada kabid untuk 4 guru
diperbaiki
Memeriksa Konsep surat rekomendasi ) 4 Konsep Surat 10 menit  |Surat
persetujuan usulan mutasi gury, jika setuju Tidak o > Rekomendasi Rekomendasi
menandatangani dan menyerahkan kepada \ usulan mutasi guru Usulan Muasi
pejabat pelaksana subag kepegum untuk Guru

ditindaklanjuti jika tidak setuju dikembalikan
kepada sekretaris untuk diperbaiki

Mengagendakan, mengarsipkan,
mendokumentasikan dan mendistribusikan surat

)

Surat Pengantar
Proses Mutasi Guru

Surat Pengantar
Proses Mutasi
Guru

Terkait SOP
Mutasi PNS Subag
Kepegum




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomor SOP-AP 127 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer
3. Buku Agenda Surat Keluar

Perin!atan

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila Surat Kenaikan Gaiji Berkala terlambat diterbitkan maka akan
berdampak pada terimbatnya PNS yang bersangkutan mendapatkan hak
gaji sesuai penetapan terbaru

2. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima oleh Biro Keuangan
paling lambat 1 bulan sebelum jatuh tempo kenaikan gaji berkala pegawai

1. Buku jaga Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




" Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pejabat . S = ; - ' : Keterangan
e Palikiina Kepala Seksi | Pembinaan _Sekrgta_ns Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output '
: e | Ketenagaan i e

1 2 - 3 4 e 6 7 8 9 10 11

1. |Menelaah dan Menyusun konsep Surat Pedoman peraturan 20 menit |Konsep surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ’{_ mdlai' ’ perundang-undangan Pemberitahuan Kenaikan
dan memverifikasi berkas pendukung DR : Gaiji Berkala dan syarat

kelengkapan

2. |Memeriksa dan Mengoreksi konsep . Konsep surat 15 menit  |Konsep surat
Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Pemberitahuan Kenaikan Pemberitahuan Kenaikan
Berkala beserta kelengkapan berkas Tidak * Gaiji Berkala Gaji Berkala
pendukung lainnya, apabila setuju maka -
membubuhkan paraf dan apabila tidak e il Ya
setuju maka dikembalikan untuk
diperbaiki

3. |Memeriksa dan Mengoreksi konsep Konsep surat 20 menit  [Konsep surat
Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Pemberitahuan Kenaikan Pemberitahuan Kenaikan
Berkala beserta kelengkapan berkas Tidak A Gaiji Berkala Gaiji Berkala
pendukung lainnya, apabila setuju maka
membubuhkan paraf dan apabila tidak Y va
setuju maka dikembalikan untuk
diperbaiki

4. |Memeriksa dan mengoreksi konsep Konsep surat 20 menit |Konsep surat
Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Tidak A Pemberitahuan Kenaikan Pemberitahuan Kenaikan
Berkala, apabila setuju maka Gaiji Berkala Gaiji Berkala
membubuhkan paraf dan apabila tidak Y Ya
setuju maka dikembalikan untuk
diperbaiki

5. |Menelaah dan Memeriksa konsep Surat Konsep surat 30 menit |Konsep surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Tidak Pemberitahuan Kenaikan Pemberitahuan Kenaikan
apabila setuju maka ditandatangani dan ~& Gaiji Berkala Gaiji Berkala
apabila tidak setuju maka dikembalikan
untuk diperbaiki

6. |Membubuhkan cap dan mengirim Surat Konsep surat 20 Menit  |Surat Pemberitahuan
tembusan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Pemberitahuan Kenaikan Kenaikan Gaji Berkala
Berkala kepada Kasubag Keuangan Gaiji Berkala dan pengarsipan

Dinas Pendidikan dan mengarsipkan
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Nomor SOP-AP 128 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

AAN

Judul SOP Pengusulan Cuti Guru

Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Kualifikasi pelaksana :

Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 Tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. _Telepon/Faximile

Penngahn

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan cuti terlambat diajukan
maka akan berdampak pada tertundanya cuti PNS yang bersangkutan

2. Kelengkapan administrasi usulan cuti diterima oleh BKD paling lambat 1 bulan
sebelum PNS yang bersangkutan cuti

1. Buku jaga cuti
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




® 00 0000 O0CCOOC OO OOO

Surat Izin Cuti dan pengarsipan

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan id Pemb Kete
i it Pejabat Pelaksana| Kepala Seksi ~ |Did Pembinasn| o0 rapan Waktu Output e
Ketenagaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Melakukan Verifikasi jenis dan sisa cuti Permohonan cuti 15 menit Konsep Surat Terkait SOP Penanganan
PNS dan Menyusun konsep Surat Pengantar Surat Masuk
pengantar Y
a
2. [Menelaah dan mengoreksi Konsep surat )\ Konsep Surat Pengantar 15 menit Konsep Surat
pengantar, apabila setuju maka dibubuhi Tidak Pengantar
paraf dan apabila tidak setuju maka \4/
dikembalikan AL
3. |Menelaah dan mengoreksi Konsep surat \ Konsep Surat Pengantar 20 menit Surat Pengantar
pengantar, apabila setuju maka Tidak i
ditandatangani dan apabila tidak setuju
maka dikembalikan
4. IMeneruskan permohonan cuti PNS ke Surat Pengantar 30 menit Surat Pengantar dan | Terkait SOP Penerbitan
BKD untuk diproses selanjutnya menjadi Pengarsipan Surat Cuti pada BKD




® © 0606006000006 000060 00

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
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Tanggal Revisi

TanggaT Elekir ]

Disahkan Oleh

N

»

- AH _.
(EPATA DINRCPER
PROVINSNE R
L - “\
it 4 [DINAS PENDIDIKANTIND.
ﬁ* DAN KEBUDAYARKEES]
.‘ ‘
:4‘.) A

\v
W \ﬁ o~ (95

N S 1
Judul SOP Pengusm,;_‘.wﬁmg Kéhormatan Satya Lencana Karya

Satya

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatanlggrlengkapan 4

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengurusan Satya Lencana Karya Satya terhambat maka akan
terhambat pengurusan Satya Lencana Karya Satya selanjutnya

1. Buku jaga rekapan usulan nama penerima Satya Lencana Karya Satya
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Tahap Kegiatan

Pelaksana

Pejabat
Pelaksana

Kepala Seksi

Kabid Pembinaan
Ketenagaan

Kelengkapan

Mutu Baku

Waktu

Output

Keterangan

2

4

5

7

9

Menyusun konsep Surat pengantar dan
melampirkan berkas kelengkapan yang sudah
dilegalisir dan usulan nama-nama calon
penerima Satya Lencana Karya Satya

Memeriksa konsep Surat Pengantar dan
Lampiran Nama-nama calon penerima Satya
Lencana karya Satya beserta kelengkapan
berkas lainnya dan apabila setuju maka
dibubuhi paraf dan apabila tidak setuju maka
dikembalikan ke pejabat pelaksana untuk
diperbaiki

Pedoman peraturan
perundang-undangan

20 menit

Output

Terkait SOP
Penanganan Surat
Masuk

Ya

Konsep Surat Pengantar

15 menit

Konsep Surat
Pengantar

Memeriksa konsep Surat Pengantar dan
Lampiran Nama-nama calon penerima Satya
Lencana karya Satya beserta kelengkapan
berkas lainnya dan apabila setuju maka
ditandatangani dan apabila tidak setuju maka
dikembalikan ke pejabat pelaksana untuk
diperbaiki

Tidak

O

Konsep Surat Pengantar

20 menit

Surat Pengantar

Mengirim Surat Pengantar dan Lampiran
usulan nama-nama calon penerima Satya
Lencana Karya Satya dan kelengkapan
berkas lainnya ke BKD Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Y

Surat Pengantar

30 menit

Surat Pengantar dan
mengarsipkannya
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Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Buku Ag_enda Surat Keluar

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penanganan Tubel dan Ibel terlambat maka akan berdampak pada Penerbitan
SK Tugas belajar dan proses pemberhentian tunjangan jabatan guru, pengawas dan
fungsional umum

2. Buku Jaga

1. Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
3 Kepala Bidang
Tahap Kegiatan
- Pejabat Pelaksana| Kepala Seksi Pembinaan Kelengkapan Waktu Output Hatnagun
Ketenagaan
2 3 4 5 6 7 8 9
Menyusun konsep Surat pengantar dan memverifikasi Konsep Surat Pengantar 15 menit Konsep Surat Pengantar
kelengkapan berkas pendukung lainnya m
Ya
Memeriksa konsep Surat Pengantar beserta Tidak )\ Konsep Surat Pengantar 15 menit Konsep Surat Pengantar
kelengkapan berkas pendukung lainnya dan apabila
setuju maka dibubuhkan paraf dan apabila tidak setuju \( Ya
maka dikembalikan untuk diperbaiki
Memeriksa konsep Surat Pengantar beserta \ Konsep Surat Pengantar 20 menit Surat Pengantar
kelengkapan berkas pendukung lainnya dan apabila Tidak L
setuju maka ditandatangani dan apabila tidak setuju
maka dikembalikan untuk diperbaiki
Mengirim Surat Pengantar ke BKD Provinsi Nusa Surat Pengantar 30 menit Bukti penerimaan Surat

Tenggara Timur dan dokumentasi

Pengantar dan
dokumentasi
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Judul SOP IPengusuian PE

Nomor SOP-AP 131 Tahun,y:;\
Tanggal Pembuatan A TAR AN,
 Tanggal Revisi e NN
Tanggal Efektif VA4 &
[Disahkan Oleh TN

(i*

.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

2018-2022.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. Telepon/Faximile
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan pemberhentian sementara 1. Buku jaga

jabatan fungsional guru terlambat diajukan maka akan berdampak pada terhambatnya
proses selanjutnya PNS yang bersangkutan

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan : i g Keterangan
Pejabat Pelaksana Kepala Seksi Kabid PTK Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8

1. |Melakukan Verifikasi berkas pengusulan Permohonan 15 menit |Konsep Surat Terkait SOP
pemberhentian sementara jabatan fungsional ,,,,( Mulai ] pemberhentian Pengantar Penanganan Surat
guru dan Menyusun konsep Surat pengantar sementara jabatan Masuk

fungsional guru

2. |Menelaah dan mengoreksi Konsep surat Ya Konsep Surat Pengantar 10 menit  |Surat Pengantar
pengantar, apabila setuju maka dibubuhkan Tidak
paraf dan apabila tidak setuju maka <<
dikembalikan untuk diperbaiki X Ya
Menelaah dan mengoreksi Konsep surat Konsep Surat Pengantar 10 menit  |Surat Pengantar
pengantar, apabila setuju maka ditandatangani Tidak //‘
dan apabila tidak setuju maka dikembalikan
untuk diperbaiki

3. |Meneruskan permohonan pengusulan Surat Pengantar 30 menit |[Surat Pengantar dan |Terkait SOP
pemberhentian sementara jabatan fungsional Pengarsipan Penerbitan SK
guru ke BKD untuk diproses selanjutnya dan Pemberhentian
mengarsipkannya. Sementara Jabatan

Fungsional Guru
pada BKD




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Tugas Belajar e

Nomor SOP-AP 132 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif =
Disahkan Oleh |
P--_‘\'-‘-
:);'.f"/
N . BE m-s, NLOLA, M
N oo NIP_#8640823 198603 1012

[Judul SOP Pengusulan Pengaktir@vKembali Jabatan Fungsional Guru setelah

Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1.

2

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

|Peralatan/perlengkapan :

%
2. SOP Penanganan Surat Masuk

SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer
3. Telepon/Faximile

Peringatan

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila penyampaian usulan Pengaktifan kembali jabatan fungsional guru terlambat
diajukan maka akan berdampak pada terlambatnya pengaktifan kembali tunjangan PNS
yang bersangkutan

1. Buku jaga
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
¥ Tahap Kegiatan id Pemb Kete n
i e Pejabat Pelaksana| Kepala Seksi K“'l’('d inasn|  olengkapan Waktu Output o
etenagaan

1 2 3 4 5 6 P 8 9

1. |Melakukan Verifikasi berkas pengusulan Permohonan pengaktifan 15 menit |Konsep Surat Terkait SOP
pengaktifan kembali jabatan fungsional . )( Mulai ' kembali jabatan Pengantar Penanganan Surat
guru dan Menyusun konsep Surat fungsional guru Masuk
pengantar

2. |Memeriksa konsep Surat Pengantar Ya Konsep Surat Pengantar 15 menit |Konsep Surat
beserta kelengkapan berkas pendukung Tidak Pengantar
lainnya dan apabila setuju maka
dibubuhkan paraf dan apabila tidak setuju \‘,( b
maka dikembalikan untuk diperbaiki

3. |Menelaah dan mengoreksi Konsep surat v Konsep Surat Pengantar 20 menit | Surat Pengantar
pengantar, apabila setuju maka Tidak et
ditandatangani dan apabila tidak setuju
maka dikembalikan untuk diperbaiki

4. |Meneruskan permohonan pengusulan Surat Pengantar 30 menit |Surat Pengantar dan |Terkait SOP Penerbitan
pengaktifan kembali jabatan fungsional " Pengarsipan SK Pengaktifan kembali
guru ke BKD untuk diproses selanjutnya Jabatan Fungsional
dan mengarsipkannya. selacl Guru pada BKD




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomor SOP-AP 133 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif m

DIDIKAN DAN KEBUDAYAA
WIHA TENGGARA TIMUR

Disahkan Qleh
(/4@

M.Pd
1012

Judul SOP atan Guru Kontrak Provinsi

Pengusulan Peng3

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Timur.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;

2018-2022.
|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar; 1. ATK;
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer,;

3. Telepon/Faximile.

|Peringatan

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak segera melakukan pengangkatan bagi guru dan tenaga kependidikan
tidak tetap di sekolah yang kekurangan maka akan berdampak pada tidak stabilnya
belajar mengajar di sekolah tersebut.

1. Buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar GTK;
2. Disimpan sebagai data manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kasi SMA/SM Kete|
P Pemohon P:‘:::; :’rx K| Kabid GTK | Sekretaris | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output S s
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
1. |Mengusulkan nama-nama guru surat usulan dan berkas 5 menit Berkas usulan di telaah
guru kontrak provinsi
2. |Kepala Bidang memberikan disposisi ke Kasi GTK Berkas usulan di 5 menit Berkas usulan di
i A2 S
3. |Kepala Seksi memberikan disposisi ke Staf Berkas usulan di 5 menit membuat konsep surat
disposisi rekomendasi
[P—
4. |pejabat pelaksana membuat konsep surat membuat konsep surat 10 menit konsep surat
rekomendasi ( Ya rekomendasi rekomendasi di telaah
A
5. |Kasi GTK menelaah konsep surat rekomendasi Tidak T konsep surat 10 menit konsep surat
dan bila disetujui maka akan di paraf dan staf ~” e rekomendasi di telaah rekomendasi di telaah
pelaksana akan mengantar ke Kabid GTK bila A~
idak di setujui maka akan di kembalikan dan
diperbaiki
6. |Kabid GTK menelaah konsep surat rekomendasi Tidak konsep surat 10 menit konsep surat
dan bila disetujui maka akan di paraf dan staf . rekomendasi di telaah rekomendasi di telaah
pelaksana akan mengantar ke Sekretaris bila tidak .
di setujui maka akan di kembalikan dan diperbaiki
7. |Sekretaris menelaah konsep surat rekomendasi ) ¥ konsep surat 10 menit konsep surat
dan bila disetujui maka akan di paraf dan staf To g rekomendasi di telaah rekomendasi di telaah
pelaksana akan mengantar ke Kepala Dinas bila s apabila di setujui akan
idak di setujui maka akan di kembalikan dan Ya diternitkan SK
diperbaiki
8. |Kepala Dinas menelaah konsep surat rekomendasi Tidak konsep surat 30 menit SK guru kontrak
dan bila disetujui maka akan di tanda tangani dan rekomendasi di telaah provinsi di serahkan ke
dibuatkan SK apabila tidak maka akan apabila di setujui akan pemohon
dikembalikan dan diperbaiki dibuatkan SK
SK guru kontrak provinsi di serahkan ke pemohon SK guru kontrak provinsi SK Guru Kontrak
di serahkan ke pemohon Provinsi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomor SOP-AP

134 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Usulanﬁ‘iﬂl@%ﬁﬁil Jabatan Fungsional Kepala Sekolah

iPengawas Bldangr Pembinaan PTK

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode
2018-2022

1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK

4. Stempel

3. Buku Agenda Surat Masuk

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SK Gubernur tentang jabfung kepsek dan pengawas tidak ditetapkan
akan berakibat tidak adanya dasar bagi kepsek dan pengawas dalam
melaksanakan tugas

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




terkait

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan : Keterangan
y oo KepalaDinas | i1 GTK | Kepslaseksi | Pejabat Pelaksara Kelengkapan Waktu Output x
Pendidikan : : :
1 2 2 : 3 4 6 7 8 9 10 11
1 [Menyiapkan konsep SK Gubernur tentang Berkas hasil penilaian seleksi|10 menit Hasil penilaian seleksi Terkait SOP hasil
penetapan Hasil Seleksi jabfung kepsek dan jabfung kepsek dan pengwas jabfung kepsek dan seleksi jabfung
Pengawas Sekolah pengawas kepsek dan
pengawas
2 |Mengoreksi draft SK Gubemur tentang penetapan Draft SK Gubernur dan 5 menit Draf SK Gubernur yang
hasil seleksi jabfung kepsek dan pengawas berkas hasil penilaian telah dikoreksi
3 |Mengusul SK Gubernur tentang penetapan hasil L Draft SK Gubemnur dan 10 menit Draf SK Gubernur yang
seleksi jabfung kepsek dan pengawas berkas hasil penilaian telah dikoreksi
e ;
4 |Mengoreksi dan memperbaiki draft SK Gubernur Draft SK Gubernur yang 40 menit Dokumen SK Gubernur
dan mengusulkan kembali ke instansi terkait m talah diteliti oleh instansi yang telah ditetapkan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomor SOP-AP 135 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

2N P49/ 0923 198603 1 012
Judul SOP Surat UcapaWTK Kepsek dan Pengawas

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap

1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Il Periode 2018-2022
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel

h_-
|Peringatan

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila usulan ucapan terima kasih untuk GTK, Kepala sekolah dan Pengawas
Sekolah tidak diusulkan akan berakibat tidak adanya rasa penghargaan terhadap
pengabdian yang telah usai.

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomor SOP-AP

136 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tangggl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVI NUSA TENGGARA TIMUR 4

Drs. BENYAMIN LOLA, M. Pd
NIP. 19610923 198603 1 012

Judul SOP

Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Guru, Kepsek
dan Pengawas sekolah.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

1. Pendidikan Minimal SLTA

2. Menguasai persyaratan Mutasi Guru

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penganan Surat Keluar

1. Komputer

3 Stempel

2 Buku Agenda Surat Masuk

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Guru, Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah yang Indisipliner tidak
diberikan sanksi maka akan berdampak pada pelayanan terhadap siswa-siswi.

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Mengoreksi konsep surat pelaporan GTK bermasalah
jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada
Pokja GTK bermasalah jika tidak setuju di kembalikan
kepada sekretaris

Hukuman Displin PNS

Hukuman Disiplin di
bawa Ke BKD

Pelaksana Mutu Baku
Tah iatan Pokja GTK Keterangan
o i Kabid GTK Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Bermasalah :
2 3 4 5 6 = 9 10 11
Melakukan BAP terhadap GTK Bermasalah dan Konsep dan Berkas usulan 10 menit Konsep Usulan Terkait SOP
mengkonsepkan surat pelaporan kepada kabid mulai Penjatuhan Hukman Disiplin Penjatuhan Hukuman Per e
Ya Guru kepsek dan pengwas Displin Gur, Kepsek dan D“Enjl' i .a:f:'“k"'ma"
Sekolah Pengawas Sekolah ISR janiung
kepsek dan pengawas
Mengoreksi konsep surat pelaporan GTK bermasalah Y Ya Konesp Surat Usulan 5 menit Surat Usulan Pentahan
jika setuju memaraf dan menyerahkan kepada » / \\ Penjatuhan Hukuman Disiplin Hukuman Disiplin PNS.
sekretaris jika tidak setuju di kembalikan kepada '\ / PNS (guru, Kepsek, dan
Pokja GTK bermasalah Tidak Pengawas Sekolah)
Mengoreksi konsep surat pelaporan GTK bermasalah Tidak \\ Dokumen Pengusulan Hkuman |10 menit Konsep surat Usul
jika setuju memaraf dan menyerahkan kepada kadis ™~ — Disiplin Guru, Kepsek dan Penjatuhan Hukuman
jika tidak setuju di kembalikan kepada kabid \ (/ Pengawas Sekolah. Displin PNS
Tidak Konsep surat Usul Penjatuhan |10 menit Surat Penjatuhan

Menyerahkan Surat Penjatuhan Hukuman Disiplin
ASN ke BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur

selesai

Surat Usulan Penjatuhan
Hukuman Disiplin telah diteliti
oleh instansi terkait

Dokumen Penjatuhan
Hukuman Disiplin yang
telah ditetapkan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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[Nomor SOP-AP 137 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi P
Tanggal Efekdif ZANLLLINN
Disahkan oleh 5P SRS NDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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Berprestasi dan Berdedikasi

Judul SOP Pengelolaan GTK

Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana :

1L

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi Tahun 2010-2028

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

| Keterkaitan 'Peralanmgrlengkagan H
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel

Peringatan -

Pencatatan dan ataan :

Apabila Kegiatan GTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi tidak dilakukan akan
berakibat tidak adanya peserta GTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional.

1. Pada Agenda Surat Masuk

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




. Pelaksana Mutu Baku ;
~ Tahap Kegiatan Kepala Dinas - Pejabat v Keterangan
. . Pendidikan Kabid GTK Kepala Seksi Pelaksane Il(:ehngkapgn . Waktu Output :
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Memerintahkan kabid GTK untuk : Surat Pemberitahuan 10 menit Disposisi Terkait SOP
mempersiapkan kegiatan GTK Berprestasi dan | ‘mulai l Kegiatan GTK
Berdedikasi berdasarkan surat pemberitahuan o Berprestasi dan
dari pusat Berdedikasi.
Menelaaah Surat Pemberitahunan dari Pusat \ Surat Pemberitahuan GTK |5 menit Surat Pemberitahuan
tentang penyelenggaraan GTK Berprestasi dan Berprestasi, lembar GTK Berprestasi, lembar
berdedikasi Tingkat Provinsi disposisi disposisi
Membaca dan menelaah dan membuat arahan Konsep Surat dan Tor, 10 menit Konsep dan Tor, Rincian
Teknis kepada Kasi dan Panitia. Rincian Anggaran Keg. Anggaran yang telah

GTK Berprestasi dan dikoreksi

Berdedikasi
Usul Penetapan Peserta dari masing-masing v Draf Dokumen Kegiatan |40 menit Draf Dokumen Kegiatan
Kabupaten/kota yang telah mengikuti kegiatan GTK Berprestasi dan GTK Berprestasi dan
GTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Berdedikasi Berdedikasi
Kabupaten
TC. Peserta GTK Berprestasi dan berdedikasi 4 Dokumen SK GTK 41 menit Dokumen SK GTK
Tingkat Nasional Berprestasi Tingkat Berprestasi Tingkat

Nasional Nasional
Pendampingan Peserta GTK Berprestasi dan h Dokumen penugasan 3 Hari Dokumen Penugasan
Berdedikasi Tingkat Nasional selesai GTK Berprestasi dan

: berdedikasi
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Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan oleh
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Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan _ Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Formasi CPNS Guru tidak diusulkan akan berakibat tidak adanya guru
Mata pelajaran pada sekolah yang membutuhkan.

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No.| Tahap Kegiatan i Keterangan
| s prcjabal | KepalaSeksi | KepalaBidang | Sekretaris | KepalaDinas Kelengkapan Waktu Output i
1 2 3 4 6 ¥ ] 9 10 = 12
1 |Mencatat dan mengagendakan dan Usulan dari sekolah 10 menit Surat Usulan Terkait SOP Usulan
meneruskan Surat Usulan Formasi CPNS @ Ya Formasi CPNS Gurujg, o.oei CPNS
Guru Guru.
2 |Menelaah dan mengoreksi Konsep Surat v Usulan Formasi CPNS 5 menit Formasi CPNS Guru
pengantar, apabila setuju maka diparaf . / Guru
dan menyerahkan ke kabid jika tidak L \\
dikembalikan ke pejabat pelaksana
Tidak Ya
3 |Menelaah dan mengoreksi Konsep Surat Surat Formasi Usul CPNS |10 menit Draf Usulan
pengantar, apabila setuju maka diparaf > Guru Formasi CPNS Guru
dan menyerahkan ke sekertaris jika tidak \ /
dikembalikan ke pejabat kepala seksi Tidak 1 Ya
4 |Menelaah dan mengoreksi Konsep Surat A Draf Usulan Formasi 10 menit Draf Usulan
pengantar, apabila setuju maka diparaf =\\ . CPNS Guru Formasi CPNS Guru
dan menyerahkan ke kepala dinas jika Tidak ‘/
tidak dikembalikan ke kabid
Ya
5 |Menelaah dan mengoreksi Konsep Surat ) 4 Draf Usulan Formasi 10 menit Surat Pengantar
pengantar, apabila setuju maka di n / CPNS Guru Formasi CPNS Guru
tandatangani dan menyerahkan ke Tidak '\
pejabat pelaksana untuk ditindaklanjuti
jika tidak dikembalikan ke sekretaris
6 |Meneruskan formasi CPNS ke BKD untuk Surat Pengantar Formasi |40 menit Surat Pengantar
CPNS Guru Formasi CPNS Guru

diproses




Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

Nomor SOP-AP 139 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi P
Tanggal Efektif TAH Py
Disahkan Oleh /. NDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
i
{
i
\
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN pRIP
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN Judul SOP Menyusun Program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional
Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 1. 5endid'it:mmmal SUTA

2. Mampu Menyusun Program Pembimbingan dan Pelatihan profesional

4, Stempel

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK

3. Buku Agenda Surat Masuk

Pencatatan dan pendataan :

Peringatan
Apabila Penyusunan Program Pembimbingan dan Pelatihan Pengawas Sekolah
dan Pengawas Mata Pelajaran tidak dilakukan maka akan berdampak pada

Kinerja Pengawas

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Pelaksana Pejabat Pelaksana Keterangan
Kabele Pengawas Bid.GTK Kelengkapan Waktu Output
2 3 4 5 6 7 8 9
Membuat surat Pemberitahuan ke Korwas Jadwal/Agenda 1 hari Surat tugas
dan Ketua MKKS Supervisi kepengawasan
Pengumpulan data pengawas satuan v alat finger point 1 bulan tercatatnya presensi
pendidikan dan pengawas mata pelajaran kehadiran
pendataan data pengawas 22 kabupaten/kota Surat pemberitahuan 300 menit ekspedisi surat
pemberitahuan

menginput data pengawas ke aplikasi secara J, alat penunjang 4 bulan alat penunjang
online penginput data penginput data
pengusulan data pengawas dari aplikasi SIM a. program tahun 1bulan catatan program

TENDIK secara online ke pemerintah pusat
melalui aplikasi tendik

sebelumnya
b. agenda pengawas

Proses SK Tunjangan dari pemerintah pusat

catatan program

catatan program




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomor SOP-AP 140 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode

1. Pendidikan Minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;

2018-2022
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4, Stempel

Peringata

Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat perintah melaksanakan tugas tidak diproses maka akan
berdampak pada kekosongan pengajar di sekolah yg akan dituju.

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Surat PenMnakan Tugas




Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kabid GTK

Kasi GTK

Pejabat
Pelaksana
Bid.GTK

Sekretaris

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

5

i

10

11

12

Kabid GTK menelaah dan mendisposisi ke
Kepala seksi untuk ditindak lanjuti
berdasarkan SK

Surat disposisi

10 menit

Surat disposisi

Kasi menelaah dan mendisposisi surat ke
pajabat pelaksana

Surat disposisi

10 menit

Surat disposisi

Membuat konsep surat perintah
melaksanakan tugas

Tidak

Surat disposisi

20 menit

Konsep SPMT

Memeriksa Konsep surat perintah
melaksanakan tugas jika setuju memaraf dan
menyerahkan kepada Kabid jika tidak setuju
dikembalikan kepada pejabat pelaksana
untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Konsep Surat
SPMT

10 menit

Konsep Surat
SPMT

Memeriksa Konsep surat perintah
melaksanakan tugas jika setuju memaraf dan
menyerahkan ke sekretaris jika tidak setuju
dikembalikan kepada kasie untuk diperbaiki

Ya

Ya

Konsep SPMT

10 menit

Konsep SPMT

Memeriksa Konsep surat perintah
melaksanakan tugas jika setuju memaraf dan
menyerahkan kepada kadis jika tidak setuju
dikembalikan kepada sekertaris untuk
diperbaiki

Tidak

Ya

VAV
{

Konsep SPMT

10 menit

Konsep SPMT

|Memeriksa Konsep surat perintah
melaksanakan tugas jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
pejabat pelaksana untuk ditindaklanjuti jika
tidak setuju dikembalikan kepada sekretaris
untuk diperbaiki

Tidak

Konsep SPMT

10 menit

SPMT yang
telah di
tandatangani

Pejabat pelaksaana bid. GTK menyerahkan
ke BKD untuk diproses lebih lanjut

selesai

SPMT yang telah
di tandatangani




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomor SOP-AP 141 Tahun 2020
Tang_ggl Pembuatan
Tanggal Revisi "
Tanggal Efektif o
Disahkan Oleh .-‘a‘-“-’ 1"“‘; !NDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
/ Ry lm ROVINGENYSA TENGGARA TIMUF\’/(
& |DINAS PENDIDIKANY 4 I
il % { DAN KEBUDAYAAN | == -
W2 —] 8 / -
\& -} YAMIN LOLA, M.Pd
Ny ggg %&» 9610923 198603 1 012
Judul SOP Penerimaan n Tambahan Guru Honor Komite dan Guru

Tidak Tetap Yayasan Jenjang SMA/SMK/SLB

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1

2.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

1. Pendidikan Minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1.
2. SOP Penanganan Surat Keluar

SOP Penanganan Surat Masuk

1. Komputer
2. ATK

3. Buku Agenda Surat Masuk

4. Stempel

Perimhn

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan Tamsil tidak dikelola sesuai SOP maka akan berdampak
pada kesejahtraan guru honor komite dan GTTY.

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




0 00 0QCQO0OOCOGOOOEOGOOEOOOO

Pelaksana Mutu Baku
: Pejabat - : '
g Totuip Kegheine Pelaksana | KasiGTK | KabidGTK | Sekretaris | KepalaDinas | 25428 | yeiengkapan | waktu o [TV
; euangan
Bid.GTK
1 2 i 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12
1. |Mebuat konsep SK pembayaran insentif guru Surat edaran 10 menit |Konsep SK
honor komite dan guru yayasan tidak tetap | mul::_l-Jl“ Pembayaran
. insentif guru
honor komite
tidak dan guru
2. |Memeriksa Konsep SK pembayaran insentif - Konsep SK 10 menit |Konsep SK
guru honor komite dan guru yayasan tidak Pembayaran Pembayaran
tetap , jika Ya maka akan membubuhkan insentif guru honor insentif guru
paraf dan dilanjutkan, jika tidak maka akan ya komite dan guru honor komite
dikembalikan yayasan tidak dan guru
tetap yayasan tidak
va tetap
3. |Memeriksa Konsep SK pembayaran insentif Konsep SK 20 menit |Konsep SK
guru honor komite dan guru yayasan tidak Tidak /‘\ Pembayaran Pembayaran
tetap , jika Ya maka akan membubuhkan \]/ insentif guru honor insentif guru
paraf dan dilanjutkan, jika tidak maka akan ya komite dan guru honor komite
dikembalikan yayasan tidak dan guru
tetap yayasan tidak
tetap
4. |Memeriksa Konsep SK pembayaran insentif v Konsep SK 10 menit |SK Pembayaran
guru honor komite dan guru yayasan tidak N Pembayaran insentif guru
tetap , jika Ya maka akan membubuhkan e insentif guru honor honor komite
paraf dan dilanjutkan, jika tidak maka akan tidak L ya komite dan guru dan guru
dikembalikan yayasan tidak yayasan tidak
tetap tetap
5. |Memeriksa Konsep SK pembayaran insentif v SK Pembayaran 4 hari |Pembayaran
guru honor komite dan guru yayasan tidak insentif guru honor
tetap, jika Ya maka akan ditandatangani dan tidak > komite dan guru
dilanjutkan, jika tidak maka akan yayasan tidak
dikembalikan tetap
6. |Bagian Keuangan menerima SK dan siap Pembayaran
untuk pembayaran salacal




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomor SOP-AP 142 Tahun 2020

Tangga! Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

&\
DINAS PENDIDIKAN l:'\/
DAN KEBUDAYAAS .—.-—“"

&N P, ™19610923 198603 1 012

Judul SOP Tunjangar: Profési Guru

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

1. Memiliki Kemampuan Pengolahan data
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintah
3. mengetahui tugas dan fungsi mekanismepembuatan laporan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan TPG tidak dikelola sesuai SOP maka akan berdampak
pada kesejahtraan guru, kepsek dan pengawas

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




[

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan 2 ¥ Pejabat Keterangan
Kabid GTK Kasi GTK pelaksana Kelengkapan Waktu Output

1 - 2 3 4 : 5 8 10 11 12
1. |Kabid GTK mendisposisi surat pembayaran Disposisi 10 menit Disposisi

tunjangan profesi guru ' Mulai |
2. |Kasi GTK mendisposisi surat pembayaran Disposisi 10 menit memverifikasi

tunjangan profesi guru
3. |Pejabat pelaksana mengecek di sitem symbar memverifikasi 1 hari- mengecek

dan mendownload SK yang sudah terbit dari 1 minggu

Kemendikbud serta membuat usulan data m x

penerima TPG
4. |Mengecek usulan data TPG, Jika sesuai v mengecek 1 jam Menandatangani

dilanjutkan jika tidak dikembalikan o

yal TS fidak
A

5. |Kabid GTK menandatangani usulan penerima v Menandatangani 15 menit menyerahkan daftar

TPG jika sesuai, jika tidak dikembalikan < e Y usulan

—
tidak
6. |Pejabat pelaksana menyerahkan usulan TPG menyerahkan 15 menit
daftar usulan

ke Sub bidang keuangan untuk diproses lebih
lanjut

=




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomor SOP-AP 143 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif IAH P

Disahkan Oleh REPALA DRUAS\RENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DINAPENDlDI AN
DAN KEBUDAYAAN | _
] =

Judul SOP Penambahan-Pendidik dan Tenaga Pendidik Baru

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional

Nusa Tenggara Timur.

5 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map
Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi|

1. Memiliki Kemampuan Pengolahan data
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintah
3. mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer

2. SOP PenangananSurat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub bagian | Dinas P dan K | Dinas P dan K Keterangan
Sekolah Kepegum Kabupaten Provinsi T Vasnpapa : Vinices pep
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Mendata pendidik dan tenaga pendidik sesuai Data guru/dapodik 10 menit instrumen dan data
dengan basic pendidikan dan mata pelajaran mulai serta profil pendidik
dan tenaga
pendidik
2. |Legalisasi data sesuai dengan kompetensi |instrumen dan 15 menit informasi
pendidik dan tenaga pendidik baru > data serta profil pendataan
pendidik dan
tenaga pendidik
3. |menghimpun dan memferifikasi data informasi 60 menit informasi
€ pendataan pendataan
4. |memanfaatkan data untuk keperluan informasi 10 menit format Analisis
pengambilan keputusan yang berkaitan pendataan kebutuhan Guru
dengan PTK
5. |menghimpun data berdasarkan pada analisis format Analisis 15 menit pengiriman data
kebutuhan guru kebutuhan Guru
6. |data yang dikumpulkan dikirin ke DITJEN pengiriman data 15 menit penempatan PTK
PMPTK (pusat)
7 |menempatkan PTK sesuai kebutuhan penempatan PTK
sekolah, basic ilmu pendidik dan kompetensi ‘ selesai fl<
pendidik -




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Nomor SOP-AP 144 Tahun 2020

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

A1l
Judul SOP Pengusulan Surai-Rekomendasl Penugasan PLT Kepala Sekolah

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur,

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

1. Memiliki Kemampuan Pengolahan data
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintah
3. Menguasai tata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel

Periﬂfhn

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penugasan PLT Kepala Sekolah tidak dilakukan sesuai SOP maka
terjadi kekosongan Kepsek di sekolah yang dituju

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan j Kete
e Kabid GTK | KasiGTK Faph Sekretaris | KepalaDinas | Kelengkapan | Waktu Output e
Pelaksana
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kabid GTK menelaah dan mendisposisi ke Lembar disposisi 10 menit |Lembar
Kepala seksi untuk ditindak lanjuti ' mulai l disposisi
berdasarkan permohonan PLT Kepala
Sekolah
Kasi menelaah dan mendisposisi surat Lembar disposisi 10 menit [Konsep surat
permohonan PLT Kepala Sekolah ke pajabat
pelaksana
membuat konsep surat PLT Kepala Sekolah ’é Konsep surat 15 menit |Konsep surat
tidak
Memeriksa Konsep surat rekomendasi PLT Konsep surat 15 menit |Konsep surat
Ke[ala Sekolah, jika Ya maka akan e
membubuhkan paraf dan dilanjutkan, jika TR T e
tidak maka akan dikembalikan ’
tidak
Memeriksa Konsep surat rekomendasi PLT Konsep surat 15 menit |Konsep surat
Kelala Sekolah, jika Ya maka akan —)<><——
membubuhkan paraf dan dilanjutkan, jika ya
tidak maka akan dikembalikan -
Memeriksa Konsep surat rekomendasi PLT ‘K Konsep surat 15 menit |Surat
Ke[ala Sekolah, jika Ya maka akan <5 rekomendasi
membubuhkan paraf dan dilanjutkan, jika tidak \‘( ya PLT Kepala
tidak maka akan dikembalikan Sekolah
Memeriksa Konsep surat rekomendasi PLT \ Surat rekomendasi| 20 menit |[Surat
Ke[ala Sekolah, jika Ya maka akan < PLT Kepala rekomendasi
ditandatangani dan dilanjutkan, jika tidak tidak g Sekolah PLT Kepala
maka akan dikembalikan Sekolah
surat rekomendasi PLT kepala Sekolah di Surat rekomendasi| 20 menit
serahkan ke BKD untuk dijadikan SK ( selesai l'( PLT Kepala
Sekolah
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Tan%al Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode

Judul SOP
|Dasar Hukum |Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 7. Memiliki Kemampuan Pengolahan data
Birokrasi 2010-2025 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintah

3. Menguasai tata naskah dinas.

2018-2022
Keterkaitan |Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer ~
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel
Peringatan |Pencatatan dan pendataan :

Apabila penugasan guru dan tenaga kependidikan ke dalam dan luar negeri tidak
Idiproses dengan benar maka akan berdampak pada terlambatnya tindaklanjut surat
keluar.

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




tugas ke pemohon

Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan j
R Pemohon Kabid GTK Kasi GTK Pmm Sekretaris | KepalaDinas | Kelengkapan | Waktu Output osn i
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemohon mangajukan permohonan surat permohonan | 10 menit |Lembar
surat tugas disposisi
Kabid menelaah dan mendisposisi ¥ Lembar disposisi 10 menit |Lembar
permohonan surat tugas disposisi
Kasi menelaah dan mendisposisi Lembar disposisi 15 menit |Konsep surat
permohonan surat tugas tugas
1
pejabat pelaksana membuat konsep Konsep surat 15 menit |Konsep surat
surat tugas Tidak tugas tugas
Memeriksa Konsep surat tugas, jika Ya A Konsep surat 15 menit |Konsep surat
maka akan membubuhkan paraf dan e g == tugas tugas
dilanjutkan, jika tidak maka akan ~
dikembalikan
Memeriksa Konsep surat tugas, jika Ya ya Konsep surat 15 menit |Konsep surat
maka akan membubuhkan paraf dan | \ 2 tugas tugas
dilanjutkan, jika tidak maka akan =
dikembalikan
Memeriksa Konsep surat tugas, jika Ya )\ Konsep surat 20 menit |Surat Tugas
maka akan membubuhkan paraf dan tugas
dilanjutkan, jika tidak maka akan
dikembalikan
tidak va
Memeriksa Konsep surat tugas, jika Ya tidak b Surat Tugas 20 menit |Surat Tugas
maka akan ditandatangani dan &
dilanjutkan, jika tidak maka akan e
dikembalikan
pejabat pelaksana menyerahkan surat Surat Tugas
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Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh K - DIKAN DAN KEBUDAY!

YA TENGGARA TIMUR £

&

Judul SOP Pemberhentian:

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Birokrasi 2010-2025
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

7. Memiliki Kemampuan Pengolahan data
2. Menguasai tata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel

Penngaban

Pencatatan dan pendataan :

Apablla pemberhentian kepala sekolah tidak diproses dengan benar maka akan
berdampak pada terlambatnya tindaklanjut surat keluar.

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan : Pejabat Keterangan
Kasi GTK Sekibasic Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
2 4 5 8 9 10 11
Kabid GTK memberikan disposisi ke kasi GTK Lembar disposisi 10 menit [Lembar
disposisi
Kasi GTK memberikan disposisi ke pejabat v Lembar disposisi 10 menit |Konsep surat
pelaksana
membuat konsep surat pemberhentian kepala . Konsep surat 15 menit |Konsep surat
sekolah T
Memeriksa Konsep surat pemberhentian Konsep surat 15 menit |Konsep surat
Kepala Sekolah, jika Ya maka akan o
membubuhkan paraf dan dilanjutkan, jika i > “Tva
tidak maka akan dikembalikan
Memeriksa Konsep surat pemberhentian Konsep surat 15 menit |Konsep surat
Kepala Sekolah, jika Ya maka akan =
membubuhkan paraf dan dilanjutkan, jika
tidak maka akan dikembalikan ya
Memeriksa Konsep surat pemberhentian Konsep surat 15 menit |Surat
Kepala Sekolah, jika Ya maka akan ) pemberhentian
membubuhkan paraf dan dilanjutkan, jika tidak Kepala Sekolah
tidak maka akan dikembalikan
Y ya
Memeriksa Konsep surat pemberhentian b Surat 20 menit |Surat
Kepala Sekolah, jika Ya maka akan . il pemberhentian pemberhentian
ditandatangani dan dilanjutkan, jika tidak T Kepala Sekolah Kepala Sekolah
maka akan dikembalikan
surat rekomendasi pemberhentian kepala Surat 20 menit
Sekolah di serahkan ke BKD untuk dijadikan selesal [€ pemberhentian
SK Kepala Sekolah
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T
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR "-\
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN Judul SOP Rekomendasl Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
Guru
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 1. Memiliki Kemampuan Pengolahan data
Birokrasi 2010-2025 2. Menguasai tata naskah dinas.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022
Keterkaitan |Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel
Peringatan |Pencatatan dan pendataan :
Apabila pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional guru tidak diproses 1. Pada Agenda Surat Masuk
dengan benar maka akan berdampak pada terlambatnya tindaklanjut surat 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
keluar.




Pelaksana Mutu Baku
5 iatan i Keterangan
g Tohag Hag P:;‘:::‘m Kasi GTK Kabid GTK | Sekretaris | KepalaDinas | Kelengkapan | Waktu Output 9
1 2 3 4 5 7. 8 9 10 11
1. |menghimpun dan memverifikasi data guru memverifikasi 10 menit |mengoreksi
PNS yang akan diangkat dalam jabatan _,l mulal l
fungsional dan bila hasil verifikasi lengkap di
proses PAK
Ya
2. |Memeriksa Konsep PAK, jika Ya maka akan mengoreksi 10 menit |mengoreksi
membubuhkan paraf dan dilanjutkan, jika
tidak maka akan dikembalikan \, \/ "
a
3. |Memeriksa Konsep PAK, jika Ya maka akan \ mengoreksi 15 menit |mengoreksi
membubuhkan paraf dan dilanjutkan, jika /\
tidak maka akan dikembalikan \/
Tidak 4 Ya
4. |Memeriksa Konsep PAK, jika Ya maka akan mengoreksi 15 menit |Menandatangan
membubuhkan paraf dan dilanjutkan, jika i PAK
tidak maka akan dikembalikan B e Pengangkatan
/ rtama daljab
Tidak - al n{ml
5. |Memeriksa Konsep PAK, jika Ya maka akan Menandatangani 15 menit |Memberikan ke
ditandatangani dan dilanjutkan, jika tidak Tidak] S PAK guru yang
maka akan dikembalikan Pengangkatan bersangkutan
pertama daljab
6. |Pejabat pelaksana memberikan ke guru yang Memberikan ke
bersangkutan selesai g:l'u yankguta
( ) rsangkutan
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Tanggal Pembuatan
Tang_gal Revisi
Tanggal Efektif
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[Judul SOP Pendidikari Profési-Gu

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
2018-2022

Kualifikasi pelaksana :
1. Memilki nRemampuan Pengolahan data

2. Menguasai tata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Stempel

Perig!atan

Pencatatan dan pendataan :

Mata pelajaran harus linearitas dengan ijasah

1. Pada Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Ay
o

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Keglatan Dinas Keterangan
PTK LPMP pendidikan LPTK Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 ] 7 [] 9 10
1. |Diundang pendataan sebagai calon peserta PTK 10 menit cek undangan di
pretest PPG daljab | mulal | TK/SD/SMP/SMK/SM SIM PKB
A yang belum memiliki
setifikat pendidik
2. |LPMP Menyetujul guru daljab yang 15-30 menit _|memiliki NUPTK
diangkat sampai
dengan akhir tahun
2015
3. |calon peserta wajib mengumpulkan \ memiliki akademik 1 bulan Melaksanakan
persyaratan ke dinas P dan K Prov kab/kota §1/D4 pemberkasan
dan dinas melakukan verval berkas
4, |LPMP Melakukan verval akhir memenuhi nilai 1 bulan verval dokumen
minimal seleksl persyaratan
akademik
5. |calon peserta yang lulus wajib melakukan verval dokumen 1 bulan verval dokumen
registrasi dan konfirmasi serta melihat hasil persyaratan persyaratan
penetapan PPG di sergur.id
6. |Jadwal persipan pelaksanaan PPG daljab Pelaksanaan PPG 3 bulan

berlangsung sebagaimana terlampir pada
syaratnya

daljab dilaksanakan
selama 3 bulan

& GUBERNUR NUWA?& TIMU%
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